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ESTIMASI KERUGIAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN 
AKIBAT REKLAMASI DI TELUK JAKARTA 


Economic Loss of Fisher and Fish Farmer Due to Reclamation of Jakarta Bay 


Andrian Ramadhan, Maulana Firdaus, Rizky Aprilian Wijaya dan Irwan Muliawan 


ABSTRAK 


Kondisi pesisir Jakarta tengah mengalami 
perubahan besar akibat reklamasi Teluk Jakarta. 
Perubahan tersebut mengakibatkan hilangnya wilayah 
perikanan baik untuk kegiatan penangkapan maupun 
budidaya. Nelayan dan pembudidaya langsung 
merasakan dampaknya terhadap produksi dan 
pendapatan hasil usaha. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengestimasi kerugian nilai ekonomi yang dialami 
nelayan dan pembudidaya ikan. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah valuasi ekonomi dengan 
analisis data menggunakan effect on production (eop) 
dan residual rent. Hasil penelitian menunjukkan potensi 
kerugian nelayan dari hilangnya wilayah perairan 
mencapaiRp. 94.714.228.734 per tahun. Sementara 
kerugianpembudidayakerangsebesarRp.98.867.000.591 
per tahun dan pembudidaya ikan di tambak sebesar 
Rp. 13.572.063.285 per tahun. Besarnya kerugian 
yang dialami oleh nelayan dan pembudidaya tersebut 
hendaknya menjadi perhatian semua pihak terutama bila 


kegiatan reklamasi terus dilakukan. 
Kata Kunci: reklamasi, Teluk Jakarta, nelayan, 


pembudidaya ikan, kerugian ekonomi 


ABSTRACT 


Coastal area in Jakarta faces a huge change 
since reclamation in this area is started. The change 
resulted the loss of fishing and aquaculture areas. 
Fisher and fish farmer directly feel the impact in the 
form of loss of production and income. This research 
aim to estimate the economic loss of fisher and 
fish farmer regarding to the reclamation. Approach 
used is economic valuation with effect on production 
(EoP) and residual rent as tools of data analysis. 
The result showes the economic loss of fisher reach 
Rp. 94.714.228.734 per year. Meanwhile the losses of 
shellfish farmers are Rp. 98,867,000,591 per year and 
pond fish farmers are Rp. 13,572,063,285 per year. 
These losses should be the concern of all parties, 
especially when the reclamation is continues. 


Keywords: reclamation, Jakarta Bay, fisher, fish 
farmer, economic loss 


KINERJA SUB SEKTOR PERIKANAN DAN PARIWISATA BAHARI DALAM 
STRUKTUR PEREKONOMIAN WILAYAH PESISIR 


Fisheries and Tourism Sub Sectors Performance in Economic Structure of Coastal Area 
Mira dan Cornelia Mirwantini Witomo 


ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja 
perikanan dan bahari pada wilayah pesisir. Apakah 
sub sektor tersebut termasuk unggulan/terbelakang/ 
potensial/berkembang, apakah prospektif dan memiliki 
keunggulan komparatif. Penelitian berlangsung pada 
tahun 2014 di Kabupaten Brebes dan Kabupaten 
Sumbawa. Penelitian menggunakan metode analisis 
"shift share”. Hasil analisis mengindikasikan, pertama 
pada analisis profil pertumbuhan, sub sektor perikanan 
di Kabupaten Brebes termasuk sektor yang terbelakang/ 


ABSTRACT 


The objective of this research is to analyze 
performance of fisheries and marine tourism at coastal 
area. Performance were assessed to understanding 
whether sub-sector featured/backward/potential/ 
developing, whether these sub sector had a prospective 
and comparative advantage category. This research was 
conducted on 2014 in Brebes and Sumbawa District. 
This research was using shift share analysis. The result 
showed that Brebes fisheries sector was in quadrant 4 
or backward condition, whereas in Sumbawa included 


mundur (kuadran 4); sedangkan di Sumbawa termasuk 
pada kategori sektor yang potensial. Guna menggenjot 
sub sektor perikanan ke sektor unggulan, Bappeda 
Kabupaten Sumbawa sudah membuat klaster perikanan 
budidaya, garam, dan tangkap yang sejalan dengan 
program Minapolitan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa 
harus meningkatkan nilai tambah pada sub sektor 
perikanan supaya masuk pada kategori produktif 
atau potensial dengan penguasaaan teknologi yang 
tepat guna. Sektor pariwisata bahari pada Kabupaten 
Sumbawa dan Kabupaten Brebes termasuk pada 
kategori sektor unggulan. Kedua, pada analisis 
pertumbuhan pangsa wilayah, sub sektor perikanan 
dan wisata bahari termasuk pada sektor yang memiliki 
keunggulan komparatif karena hanya sedikit komponen 
input yang diimpor, karena keuggulan komparatif pada 
suatu wilayah adalah bagaimana wilayah tersebut 
menghasilkan komoditas/asa yang bahan bakunya 
berdasarkan sumberdaya yang dimiliki bukan impor 
dari negara lain. Akan tetapi, sub sektor perikanan di 
Kabupaten Brebes tidak memiliki daya saing karena 
adanya abrasi di pantai utara Brebes yang menyebabkan 
hilangnya tambak di beberapa wilayah dan menurunnya 
hasil tangkapan, hanya sektor wisata bahari yang 
memiliki keunggulan komparatif. 


Kata Kunci: struktur perekonomian, perikanan, 


pariwisata bahari, pesisir 


in the category of potential sectors. In order to boost 
the fisheries sub-sector to the superior sector, Regional 
Planning Agency of Sumbawa District already made 
cluster aquaculture, salt, and capture fisheries line with 
minapolitan program. Sumbawa District Government 
should increase the value added in the fisheries sub- 
sector in order to enter the category of productive 
or potential authorization appropriate technologies. 
Marine tourism sector in Sumbawa and Brebes 
included in the category of leading sectors. Second, 
the analysis of the share region growth, sub sector of 
fisheries and marine tourism, including in sectors that 
have a comparative advantage because only a few 
imported inputs components, because comparative 
excellence to an area is how the region produces 
commodities / services with raw materials based on the 
resources they have not import from other countries. 
However, the fisheries sub-sector in Brebes is not 
competitive because of their abrasion on Brebes north 
coast which causes a loss of ponds in some areas and 
declining catches, only the marine tourism sector has a 
comparative advantage. 


Keywords: economic structure, fisheries, marine 
tourism, coastal 


TINGKAT KESEJAHTERAAN NELAYAN SKALA KECIL DENGAN PENDEKATAN 
PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN INDRAMAYU 


Welfare Level of Small Scale Fishers Based on Sustainable 
Livelihood Approach in Indramayu District 


Riesti Triyanti dan Maulana Firdaus 


ABSTRAK 


Kabupaten Indramayu memiliki jumlah rumah tangga 
menengah kebawah paling banyak di Provinsi Jawa 
Barat. Artinya, tingkat kesejahteraan yang dimiliki 
masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
tingkat kesejahteraan nelayan skala kecil (£ 5 GT) di 
Kabupaten Indramayu. Data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder yang dikumpulkan 
dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan 
pencatatan. Analisis data menggunakan pendekatan 
penghidupan berkelanjutan menggunakan indikator 
sumber daya keuangan, sosial, manusia dan alam. 
Tingkat kesejahteraan nelayan dapat dihitung dengan 
pendekatan penghidupan berkelanjutan yang berfungsi 
untuk mengetahui kesejahteraan secara relatif. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa indeks penghidupan 
nelayan berada pada kategori sedang (54,93%); capaian 
indikator modal keuangan (83,51%) dengan kategori 
sangat baik; indikator modal alam (60,00%) dengan 
kategori sedang; indikator modal sosial (13,20%) 
dengan kategori buruk; dan indikator modal sumber 


ABSTRACT 


Indramayu District has a majority of fisher's 
household with less prosperity in the West Java province. 
This study aimed at analyzing the welfare of small- 
scale fisheries (£ 5 GT) in Indramayu District. Primary 
and secondary data were collected by using interviews, 
observation and recording. Analysis of the data used 
to determine the level of welfare of fisher's are using 
the sustainable livelihoods approach using indicators 
of financial, social, human and natural resources. The 
welfare level of fishers countable with sustainable 
livelihood approach which serves to determine relative 
welfare. The analyze results showed that the fisher 
livelihood index in middle category ( 54.93) with 
performance indicators of financial resources (83.51%) 
with very good categories; indicators of natural resources 
( 60.00%) in the medium category; indicators of social 
resources (13,20%) with bad categories; and indicators 
of human resources (56.65%) with medium category. 
Therefore, recommendation strategy in order to realize 
sustainable livelihoods in Indramayu through increasing 
people’s access to economic institutions; optimize 


daya manusia (56,65 %) dengan kategori sedang. 
Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikan dalam 
mewujudkan penghidupan berkelanjutan di Kabupaten 
Indramayu adalah melalui peningkatan indikator modal 
sosial seperti peningkatan akses masyarakat terhadap 
kelembagaan ekonomi, mengoptimalkan kelembagaan 
masyarakat yang ada khususnya dalam setiap program 
pemerintah, mengintegrasikan kelembagaan informal 
dengan kelembagaan formal, dan mengaktifkan kembali 
koperasi yang telah ada atau mendirikan koperasi 
perikanan baru. 


Kata Kunci: kesejahteraan, nelayan skala kecil, 


pendekatan penghidupan berkelanjutan 


existing community institutions, especially in any 
government program; institutional integrate informal with 
formal institutions; and activated existing cooperatives or 
built the new cooperative. 


Keywords: welfare, small scale fisheries, sustainable 
livelihood approach 


TERITORIALISASI DAN KONFLIK NELAYAN DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT 
Territorialization and Fisher’s Conflict at The National Parks of West Bali 


Amir Mahmud, Arif Satria dan Rilus A. Kinseng 


ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan membahas proses 
teritorialisasi taman nasional dan faktor penyebab konflik 
nelayan di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) terutama 
kawasan laut. Teritorialisasi berakibat pada pembatasan 
akses dan konflik. Penelitian menggunakan metode 
kualitatif, dan dengan studi kasus di konflik nelayan. 
Hasilnya, teritorialisasi perairan laut di TNBB dengan 
perubahan rezim open access menjadi state property 
dan pembagian zona-zona TNBB. Pembentukan 
Taman Nasional dan zonasinya merupakan salah satu 
langkah teritorialisasi negara terhadap kawasan tertentu. 
Teritorialisasi tersebut berdampak pada pembatasan 
akses, dan menimbulkan konflik. Konflik antara nelayan 
dengan Balai TNBB disebabkan faktor kepemilikan 
sumberdaya dan faktor pengelolaan sumberdaya 
sedangkan faktor pengelolaan sumberdaya berakibat 
munculnya konflik nelayan dengan perusahaan 
pariwisata. 


Kata Kunci: teritorialisasi, konflik, nelayan, Taman 
Nasional Bali Barat 


ABSTRACT 


The research aims to analyze territorialization 
processes of national park and factors caused of 
fishers' conflict at The National Parks of West Bali 
(NPBB) especially in the marine area. As consequence 
of territorialization is access restriction and conflict. 
Research method used qualititave approach, and 
fishers’ conflict as a case study. The result are marine 
territorialization processes at NPBB with changing 
property right from open access to state property, and 
dividing area of NPBB into separate parts of zones. 
National park and its zoning were established as one of 
the steps of state territorialization for some sites. The 
territorialization drove of access restrictions and raising 
conflicts. Conflicts between fishers and NPBB caused 
by some factors such as resources property right and 
management, while resource management factor create 
fihers conflict with tourist bussiness. 


Keywords: territorialization, conflict, fishers, The 
National Parks of West Bali 


STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR 
DI KEPULAUAN BANDA NEIRA, KABUPATEN MALUKU TENGAH 
Socio-Economic Problem Solving Strategies of Coastal Community 
in Banda Neira Islands, Central Maluku District 


Adil M. Firdaus, Julham MS. Pelupessy, dan Jimmi RP. Tampubolon 


ABSTRAK 


Pendekatan sosial ekonomi sangat diperlukan 
dalam menyusun strategi penyelesaian masalah 
masyarakat pesisir. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji 
permasalahan sosial ekonomi di Kepulauan Banda 
Neira. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 


ABSTRACT 


Socio-economic approach is indispensable in 
developing problem-solving strategies of the coastal 
communities. This study aims to assess socio-economic 
problems in Banda Neira Islands. Data were collected 
by interview, observation, and literature studies. Data 


wawancara, pengamatan, dan studi literatur. Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosial 
ekonomi dengan analisis deskriptif, SWOT, dan AHP. 
Hasil kajian menunjukkan ada tiga prioritas masalah 
masyarakat Banda Neira yaitu fasilitas kebersihan, 
pendapatan masyarakat khususnya nelayan masih 
rendah, dan ketersediaan air tawar. Strategi penyelesaian 
masalah dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan 
modal sosial ekonomi dengan cara memperkuat 
kelembagaan (kelompok masyarakat dan nelayan) dan 
kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan budaya, dan 
pemberdayaan masyarakat. 


Kata Kunci: penyelesaian masalah, masyarakat 


pesisir, Banda Neira 


was analyzed using socio-economic approach with 
descriptive analysis, SWOT and AHP. Results showed, 
there are three priorities Banda Neira communities issues 
namely sanitary facilities, community income is still low 
especially the fishers, and availability of fresh water. 
Strategies for eliminating problems can be done through 
increasing the socio-economic capital by strengthening 
the institutions (community and fishers groups) and local 
wisdom, environmental and culture sustainability, and 
community empowerment. 


Keywords: problem solving, coastal community, 
Banda Neira 


DETERMINAN PENDAPATAN NELAYAN TANGKAP TRADISIONAL 
WILAYAH PESISIR BARAT KABUPATEN BARRU 


Determinants of Traditional Fishing Income in West Coast of Barru Regency 
Abd. Rahim dan Diah Retno Dwi Hastuti 


ABSTRAK 


Nelayan tradisional telah dicirikan sebagai 
kelompok masyarakat miskin dengan tingkat 
ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya 
perikanan. Penelitian yang dilakukan di wilayah 
pesisir pantai Barat Kabupaten Barru bertujuan untuk 
mengetahui besarnya perbedaan pendapatan nelayan 
tangkap tradisional dan menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan dengan 
metode deskriptif dan metode penjelasan dengan 
analisis regresi berganda pada data cross-section pada 
Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata- 
rata pendapatan nelayan tangkap tradisional perahu 
motor tertinggi terdapat di Kecamatan Balusu sebesar 
Rp.580.242/ trip dan terendah Kecamatan Tanete 
Rilau sebesar Rp.418.728/ trip. Nelayan perahu tanpa 
motor pendapatan usaha tangkapnya tertinggi pada 
Kecamatan Tanete Rilau sebesar Rp.250.562/trip dan 
terendah Kecamatan Soppeng Riaja Rp.176.106/trip. 
Lain halnya perubahan pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu motor dipengaruhi secara positif oleh 
harga minyak tanah, lama melaut, umur nelayan, serta 
secara negatif oleh harga bensin, pengalaman melaut, 
dan perbedaan wilayah Kecamatan Barru, artinya 
setiap perubahan kenaikan harga minyak tanah, lama 
melaut, umur nelayan serta penurunan harga bensin, 
pengalaman melaut, dan perbedaan wilayah Kecamatan 
Barru, maka akan menaikkan/ menurunkan pendapatan 
usaha tangkap nelayan perahu motor. Pendapatan usaha 
tangkap nelayan perahu tanpa motor dipengaruhi secara 
positif oleh pengalaman melaut dan perbedaan wilayah 
Kecamatan Tanete Rilau serta secara negatif oleh lama 
melaut dan umur nelayan, artinya setiap perubahan 
bertambahnya pengalaman melaut dan perbedaan 


vi 


ABSTRACT 


The traditional fishers have been characterized 
as a poor community with a high level of dependency 
on fisheries resources. This research was conducted in 
the coastal areas of West Barru with aims to determined 
the magnitude of differences in traditional fishers 
income and to analyze the influence factors. The study 
was conducted with descriptive methods and multiple 
regression analysis on cross-section data in 2013. The 
results showed that the average income of traditional 
fishers with outboard motor was highest in the District 
Balusu Rp580.242/trip and the lowest in the District 
Tanete Rilau Rp418.728/trip. The highest fishers income 
with non powered was in Tanete Rilau District Rp250.562/ 
trip and the lowest was in Riaja Soppeng District of 
Rp176.106/trip. Another case changes in income capture 
fisheries motorboat positively influenced by fuel price, 
fishing duration, fishers age, and negatively influenced 
by gasoline price, fishing experience, and the difference 
in region District Barru, meaning that any changes to the 
increase in the fuel price, fishing duration, fishers ages 
and decline in gasoline prices, fishing experience, and 
the difference in Barru District, it will increase/decrease 
the motorboat fishers revenues. Revenues of fishers 
without motors positively influenced by the experience 
of fishing and difference in region District Tanete Rilau 
and negatively influenced by fishing experience and 
fishers ages, meaning that any changes in accumulation 
of experiences and differences in the District of Tanete 
Rilau and reduced fishing duration and fishers ages 
will increase/decrease in operating revenues of fishers 
fishing motorboat. The implication, increasing the income 
of their fishing effort required traditional fishing fleets and 


wilayah Kecamatan Tanete Rilau serta berkurangnya 
lama melaut dan umur nelayan maka akan menaikkan/ 
menurunkan pendapatan usaha tangkap nelayan perahu 
motor. Implikasinya, dalam meningkatkan pendapatan 
dari usaha tangkapnya nelayan tradisional diperlukan 
adanya dukungan armada laut dan alat tangkap sehingga 
dari jumlah nelayan yang ada dapat meningkatkan 
jumlah trip penangkapan. 


Kata Kunci: determinan, pendapatan, nelayan 
tradisional, wilayah pesisir, perikanan 


tangkap 


fishing gear support so that from the number of fishers 
can increase the number of fishing trips. 


Keywords: determinant, income, traditional fishers, 
coastal areas, capture fisheries 


DOMINASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN 
DI KOTA KENDARI 
STUDI KASUS: NELAYAN BUGIS MAKASSAR 


Domination Fisheries Resources Used in Kendari City Case Study : Bugis Makasarese Fishers 
Christina Yuliaty, Riesti Triyanti dan Nendah Kurniasari 


ABSTRAK 


Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi etos kerja 
nelayan Bugis-Makassar yang mempengaruhi dominasi 
mereka dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan di 
Kota Kendari. Tulisan ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara mendalam menggunakan 
topik data sebagai pedoman wawancara, studi pustaka, 
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan push-pull theory. Hasil pembahasan 
menunjukkan dominasi nelayan Bugis - Makassar dalam 
pemanfatan sumberdaya perikanan di Kota Kendari 
didorong oleh falsafah hidup yang terwujud dalam 
etos kerja yang tinggi. Etos kerja tersebut tergambar 
pada curahan waktu kerja, pemanfaatan waktu luang, 
disiplin dan pandangan ke depan/visioner. Di sisi lain, 
letak geografis dan masih tersedianya lahan potensial, 
potensi perikanan yang besar menjadi faktor penarik 
berpindahnya nelayan Bugis-Makassar ke Kota Kendari. 


Kata Kunci: nelayan Bugis - Makassar, etos kerja, 
falsafah hidup 


ABSTRACT 


This study aims to explore the work ethic of 
Bugis-Makassar fishermen affecting their dominance 
in the utilization of fishery resources in Kendari and 
background history of Kendari ethnic (Tolaki) who prefer 
to controled the formal sector and the agricultural sector. 
This study used a gualitative descriptive approach with 
data collection technigues used in-depth interview with 
data topic, observation and documentation. Data were 
analyzed by push-pull theory. The results showed the 
dominance of Bugis - Makassar fishermen in utilization of 
fishery resources in Kendari driven by a philosophy of life 
that is embodied in a high work ethic. The work ethic is 
reflected in working hours, use of leisure time, discipline 
and foresight / visionary. The other side, geographical 
location, the available potential land and fisheries 
becomes pull factors for migration of Bugis-Makassar to 
Kendari. 


Keywords: Bugis-Makassar fishers, work ethic, 


way of life 


IDENTIFIKASI FAKTOR DAN PENILAIAN RISIKO PADA USAHA 
PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN SAMBAS 


An Assessment of Contributing Risk Factor and its Measurement 
on Capture Fisheries in Sambas District 


Lindawati dan Rikrik Rahadian 


ABSTRAK 


Usaha penangkapan ikan akan selalu dihadapkan 
pada risiko kerugian yang tinggi, akibat dari tingginya 
tingkat ketidakpastian. Dengan mengambil kasus 
usaha penangkapan ikan pelagis kecil dan demersal di 
Kabupaten Sambas, makalah ini bertujuan untuk menilai 
besaran kemungkinan terjadinya risiko kerugian pada 


ABSTRACT 


Captured fisheries business is daily faced with 
high risk due to many uncertainties that it has to deal 
with. This research is mainly aimed at measuring the 
probability of loss from the captured fisheries business 
conducted within the Sambas Region. The data used for 
the measurement done were acquired from both primary 


vii 


usaha perikanan tangkap dan mengidentifikasi faktor- 
faktor penyebab risiko kerugian tersebut. Data yang 
digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dari hasil survey pada tahun 2014 
dan 2015 terhadap sampel responden yang diambil 
secara purposive. Data sekunder yang dikumpulkan 
berupa data potensi perikanan dan laporan tahunan yang 
diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Sambas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis statistik deskriptif dan simulasi Monte 
Carlo untuk menilai peluang risiko kerugian. Hasil 
simulasi Monte Carlo menunjukkan bahwa peluang 
terjadinya risiko kerugian dari usaha penangkapan 
ikan di Kabupaten Sambas adalah 30%. Berdasarkan 
persepsi responden, faktor-faktor penyebab risiko yang 
dominan antara lain: 1) peningkatan biaya operasional 
(93%); 2) kesulitan permodalan (76%); dan 3) gangguan 
kesehatan (69%). Sehingga, untuk mengurangi beban 
risiko yang dihadapi oleh para nelayan, maka diperlukan 
kebijakan penguatan permodalan usaha dalam bentuk 
pembentukan lembaga penyedia modal usaha bagi 
nelayan kecil, yang dapat menggantikan peran agen/ 
toke dalam menyediakan modal usaha. 


Kata Kunci: risiko usaha, perikanan tangkap, 


simulasi monte carlo 


sources — a 2014-2015 panel data survey to a sample 
of purposively chosen 30 fishers — as well as secondary 
sources — regional fishery statistics and publications. 
The monte carlo simulation was applied to produce the 
measurement of loss probability intended. The simulation 
showed that there is a 30% chance where a captured 
fisheries business in Sambas Region may result in 
a loss. According to fishers’ perception, the probable 
causes of such risks may be due to a few factors, such 
as: 1) operating cost push (92%); 2) financing difficulties 
(76%); and 3) health problems (69%).Thus, alleviating 
the burden of risks of fishers will require a capital 
strengthening policy through creating a capital provision 
institution which could substitute the role of rent-seeking 
Agents/ Tokes as capital providers. 


Keywords: business risks, captured fisheries, monte 
carlo simulation 


ANALISIS PINJAMAN DAN BIAYA PINJAMAN DALAM POLA BAGI HASIL 
USAHA GARAM RAKYAT DI KABUPATEN PAMEKASAN, JAWA TIMUR 


Analysis of Credit and Cost of Fund in Sharecropping System of Salt Production 
Business in Pamekasan Regency, East Java 


Campina Illa Prihantini, Yusman Syaukat dan Anna Fariyanti 


ABSTRAK 


Masalah keterbatasan modal sering dihadapi 
dalam pengembangan bisnis pertanian pedesaan. 
Usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan juga 
menghadapinya. Pada umumnya, petani penggarap 
memutuskan untuk berpartisipasi dalam sistem bagi 
hasil, yang menyediakan pinjaman, untuk mengatasi 
masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah : (1) 
mengestimasi biaya pinjaman yang ditanggung petani 
penggarap; (2) mengidentifikasi faktor penentu besarnya 
pinjaman yang diperoleh oleh petani penggarap, dan; 
(3) mengidentifikasi faktor penentu biaya pinjaman 
yang ditanggung oleh petani penggarap. Penelitian 
ini menggunakan teknik purposive dan snowballing 
sampling. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis biaya pinjaman dan analisis regresi linier 
berganda. Biaya pinjaman yang harus ditanggung oleh 
petani penggarap ternyata jauh lebih besar daripada 
tingkat suku bunga pinjaman formal. Biaya pinjaman 
berada dalam kisaran angka 6.00% hingga 93.45% per 
bulan. Besarnya pinjaman yang diperoleh oleh petani 
penggarap dipengaruhi secara signifikan oleh lama 
pinjaman, jumlah anggota keluarga petani penggarap, 
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ABSTRACT 


Limited capital problem is often faced in developing 
rural agricultural business. Salt production business 
in Pamekasan Regency also faced it. Generally, the 
sharecroppers choosed to join sharecropping system, 
providing credit, to finish that problem. The objectives of 
this research are : (1) to estimate cost of fund paid by the 
sharecropper; (2) to identify the determinants of credit 
accepted by the sharecropper; and (3) to identify the 
determinants of cost of fund paid by the sharecropper. 
This research use purposive and snowballing sampling 
technique. Analysis methods of this research are the 
cost of fund analysis and multiple linier regression 
analysis. Cost of fund paid by by the sharecropper is 
more higher than the credit formal interest rate. It was 
about 6.00% hingga 93.45% per mounth. Credit nominal 
accepted by the sharecropper is affected significantly by 
duration, number of sharecropper’s family, cost of fund, 
sharecropper’s profit, sharecropper’s region, collateral, 
another credit, and sharecropping system. Cost of fund 
is affected significantly by are duration, price, number 
of output, collateral, another credit, and sharecropping 
system. The government should cooperate with the 


biaya pinjaman, keuntungan yang diterima petani 
penggarap, asal daerah petani penggarap, ketersediaan 
jaminan, sumber pinjaman lain, dan pola bagi hasil. 
Biaya pinjaman dipengaruhi secara signifikan oleh lama 
pinjaman, harga garam, produksi garam, ketersediaan 
jaminan, sumber pinjaman lain, dan pola bagi hasil. 
Pemerintah perlu bekerjasama dengan perbankan 
daerah untuk memberikan pinjaman bersubsidi. Hal 
ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan biaya 
pinjaman yang sangat tinggi. 


Kata Kunci: pinjaman, biaya pinjaman, usaha garam 
rakyat, pola bagi hasil 


regional bank to give subsidized credit. It can solve the 
cost of fund problem that is very high. 


Keywords: credit, cost of fund, salt production 
business, sharecropping system 


KAJIAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA NELAYAN BURUH 
DI DESA BAJO SANGKUANG KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
Analysis of Household Food Security of The Fishers Labors in 
The Village of Bajo Sangkuang South Halmahera Regency 


Fajria Dewi Salim dan Darmawaty 


ABSTRAK 


Ketahanan pangan rumah tangga dipengaruhi 
oleh banyak faktor dan bervariasi antar individu ataupun 
rumah tangga. Salah satu kelompok masyarakat di 
perkotaan yang masih tergolong rawan pangan adalah 
nelayan. Masyarakat Desa Bajo Sangkuang bermata 
pencahariaan utama sebagai nelayan, dan mayoritas 
adalah menjadi buruh pada bagang perahu. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan 
rumah tangga nelayan buruh di Desa Bajo Sangkuang. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis 
dengan pendekatan survei. Pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara menggunakan kuesioner kepada 97 
rumah tangga nelayan buruh yang dipilih secara acak 
dan wawancara mendalam kepada informan kunci yakni 
kepala desa, nelayan buruh, pemilik bagang. Kondisi 
ketahanan pangan dianalisis dengan menggunakan 
indeks ketahanan pangan yang dikembangkan oleh FAO. 
Hasil kajian menunjukkan bahwa 92,78% rumah tangga 
nelayan buruh dalam kategori tidak tahan pangan, 
sebanyak 7,22% termasuk kurang tahan pangan dan 
tidak ada rumah tangga nelayan buruh termasuk dalam 
kategori tahan pangan. 


Kata Kunci: ketahanan pangan, rumah tangga, 


nelayan buruh 


ABSTRACT 


Household food security is affected by many 
factors and varies among individuals or households. One 
of the groups of people in urban areas are classified as 
food insecurity is the fisher. Most of the people in the 
Village of Bajo Sangkuang is the fishers and most of 
them became laborers at bagang boats. The aim of this 
study was to determine the food security of households 
of fisher workers. This study used a descriptive-analytical 
method with survey approach. Data were collected 
through interviews using a questionnaire for 97 fisher 
labor households as randomly selected and in-depth 
interviews with four keys informant such as the head of 
village, fishing laborers, and owner of Bagang perahu. 
Food security condition is analyzed using food security 
index by FAO. Results show that 92,78% of fishing 
laborers household are insecure, 7,22% are middle- 
secure and there is no fisher labor households are 
categorized as highly food security. 


Keywords: food security, households, the fisher 
labors 
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ABSTRAK 


Kondisi pesisir Jakarta tengah mengalami perubahan besar akibat reklamasi Teluk Jakarta. 
Perubahan tersebut mengakibatkan hilangnya wilayah perikanan baik untuk kegiatan penangkapan 
maupun budidaya. Nelayan dan pembudidaya langsung merasakan dampaknya terhadap produksi 
dan pendapatan hasil usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi kerugian nilai ekonomi 
yang dialami nelayan dan pembudidaya ikan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
valuasi ekonomi dengan analisis data menggunakan effect on production (EoP) dan residual rent. 
Hasil penelitian menunjukkan potensi kerugian nelayan dari hilangnya wilayah perairan mencapai 
Rp. 94.714.228.734 per tahun. Sementara kerugian pembudidaya kerang sebesar Rp. 98.867.000.591 
per tahun dan pembudidaya ikan di tambak sebesar Rp. 13.572.063.285 per tahun. Besarnya kerugian 
yang dialami oleh nelayan dan pembudidaya tersebut hendaknya menjadi perhatian semua pihak 
terutama bila kegiatan reklamasi terus dilakukan. 


Kata Kunci: reklamasi, Teluk Jakarta, nelayan, pembudidaya ikan, kerugian ekonomi 


ABSTRACT 


Coastal area in Jakarta faces a huge change since reclamation in this area is started. The change 
resulted the loss of fishing and aquaculture areas. Fisher and fish farmer directly feel the impact in the 
form of loss of production and income. This research aim to estimate the economic loss of fisher and 
fish farmer regarding to the reclamation. Approach used is economic valuation with effect on production 
(EoP) and residual rent as tools of data analysis. The result showes the economic loss of fisher reach 
Rp. 94.714.228.734 per year. Meanwhile the losses of shellfish farmers are Rp. 98,867,000,591 per 
year and pond fish farmers are Rp. 13,572,063,285 per year. These losses should be the concern of all 
parties, especially when the reclamation is continues. 


Keywords: reclamation, Jakarta Bay, fisher, fish farmer, economic loss 


PENDAHULUAN 


Reklamasi Teluk Jakarta merupakan isu 
hangat yang sampai dengan saat ini masih menjadi 
perdebatan publik. Kegiatan ini didasari oleh 
keluarnya Keppres No. 52 tahun 1995, tentang 
Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Meski Keppres 
tersebut telah keluar lebih dari 20 tahun lalu, 
reklamasi tidak mengalami kemajuan yang berarti. 
Progres yang cepat baru terlihat semenjak tahun 


Korespodensi Penulis: 
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 


2015 atau era pemerintahan gubernur Basuki 
Tjahaja Purnama. Kegiatan reklamasi berdasarkan 
dokumen perencanaan mencakup pembangunan 
17 pulau yang membentang dari ujung timur teluk 
Jakarta di wilayah Babelan sampai dengan ujung 
barat teluk Jakarta di wilayah Kamal. Bersamaan 
dengan itu pula dilakukan penataan wilayah pesisir 
Jakarta sebagai suatu rencana terintegrasi untuk 
menciptakan Jakarta yang bebas banjir dan bebas 
dari kawasan kumuh. 
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Kegiatan reklamasi diatas secara langsung 
dan tidak langsung akan memberi dampak 
terhadap lingkungan dan masyarakat. Soemarwoto 
(2005) mendefinisikan bahwa dampak adalah 
suatu pengaruh dari suatu kegiatan atau sebagai 
pengaruh atau impact dari suatu kegiatan yang 
dilakukan sebagai implementasi dari kebijakan 
terkini ataupun yang sedang dijalankan. Dampak 
dari kegiatan reklamasi tentunya lebih banyak 
dirasakan oleh masyarakat yang hidupnya banyak 
tergantung dari wilayah Teluk Jakarta seperti 
nelayan dan pembudidaya ikan. 


Berdasarkan data diketahui jumlah 
nelayan di wilayah Teluk Jakarta mencapai 6.268 
nelayan tetap dan 17.760 nelayan pendatang 
(SDPK2P Jakarta Utara, 2015). Sementara 
jumlah pembudidaya ikan khususnya kerang 
hijau sebanyak 1.469 orang yang tersebar pada 
dua wilayah yaitu Kamal dan Cilincing. Nelayan 
dan pembudidaya sama-sama kehilangan tempat 
usaha dimana nelayan kehilangan wilayah perairan 
untuk menangkap ikan, sedangkan pembudidaya 
kehilangan lahan untuk melakukan aktivitas 
budidaya. Kondisi ini jelas memberi kerugian 
ekonomi yang nyata kepada mereka. Kerugian 
juga dialami mereka selama proses reklamasi 
berjalan karena terganggu dengan aktivitas yang 
dilakukan serta dampak yang ditimbulkan seperti 
semakin keruhnya wilayah perairan dan semakin 
dangkalnya jalur-jalur pelayaran kapal. 


Kajian terkait dampak kegiatan reklamasi 
Teluk Jakarta dinilai sangat penting untuk dilakukan. 
Hal ini mengingat banyak masyarakat yang 
bergantung mata pencahariannya di wilayah Teluk 
Jakarta. Berdasarkan hal di atas maka penelitian 
ini bertujuan untuk mengestimasi nilai kerugian 
yang diterima oleh nelayan dan pembudidaya 
ikan akibat kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta. 
Dengan diketahuinya tujuan tersebut, diharapkan 
dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak 


Tabel 1. Sebaran Jumlah Responden Penelitian. 
Table 1. Distribution of Respondents. 


terkait didalam mengambil kebijakan dalam 
pengelolaan lingkungan dan menghindari kerugian 
ekonomi yang lebih besar khususnya yang terkait 
dengan nelayan dan pembudidaya ikan di wilayah 
tersebut. 


METODOLOGI 


Waktu dan Lokasi Penelitian 


Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
Mei tahun 2016. Lokasi penelitian yaitu di wilayah 
sentra perikanan tangkap dan budidaya yang ada 
di Teluk Jakarta yang meliputi Kelurahan Cilincing, 
Kalibaru, Marunda, Muara Angke dan Kamal Muara. 


Jenis dan Sumber Data 


Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder dan primer. Data 
sekunder yang dikumpulkan meliputi statistik 
dan data-data yang terkait dengan potensi sosial 
ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan. 
Data primer yang dikumpulkan meliputi karakteristik 
nelayan dan pembudidaya di Teluk Jakarta, aspek 
usaha penangkapan dan budidaya ikan dan 
beberapa data lainnya yang mendukung tujuan 
penelitian. 


Metode Pengumpulan Data 


Pengumpulan data sekunder dilakukan 
dengan cara studi pustaka dan penelusuran 
literatur terhadap beberapa laporan penelitian dan 
kajian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data 
primer dikumpulkan dengan teknik pengamatan 
(observasi) secara langsung di lapangan dan 
wawancara (terstruktur dan bebas). Responden 
ditentukan secara purposive sampling atau nelayan 
dan pembudidaya yang melakukan aktifitas usaha 
di wilayah Teluk Jakarta. Jumlah responden dalam 
penelitian ini yaitu sebanyak 471 orang yang terdiri 
dari 392 nelayan dan 79 pembudidaya. 


Responden/ Respondent Nelayan/ Fisher 


Pembudidaya/ Fish Farmer Jumlah/ Total 


Cilincing 81 
Kalibaru 66 
Marunda 66 
Muara Angke 99 
Kamal Muara 80 
Sunda Kelapa - 
Jumlah/ Total 392 


1 82 
40 106 
10 76 

0 99 
28 108 

= 0 
79 471 


Sumber : Data Primer 2016/ Source: Primary Data, 2016 


Estimasi Kerugian Nelayan dan Pembudidaya Ikan Akibat Reklamasi di Teluk Jakarta ........................... (A. Ramadhan, et al.) 


Metode Analisis Data 


Estimasi nilai kerugian nelayan dan 
pembudidaya di Teluk Jakarta akibat adanya 
reklamasi diperoleh dengan menggunakan teknik 
valuasi ekonomi. Teknik valuasi adalah sebuah 
pendekatan perhitungan ekonomi untuk manfaat 
yang diperoleh dari sumber daya alam dan 
lingkungan secara umum dapat diklasifikasikan ke 
dalam pendekatan langsung dan tidak langsung 
(Fauzi, 2010). Sementara itu, metode analisis teknik 
valuasi yang digunakan yaitu Effect on Production 
(perubahan produktivitas) dan Replacement Cost 
(biaya pengganti). 


Pendekatan EoP merupakan sebuah 
pendekatan yang integratif antara flow ekologi 
dan flow ekonomi karena lebih menfokuskan pada 
perubahan aliran fungsi ekologis yang memberikan 
dampak pada nilai ekonomi sumber daya alam yang 
dinilai. Hufschmidt, et al. (1983) dalam adrianto 
(2006), memberikan beberapa langkah analisis 
integrasi ekologi-ekonomi dalam konteks metode 
EoP sebagai berikut: pertama, mengidentifikasi 
input sumberdaya, output (produksi sumber daya) 
dan residual sumber daya dari sebuah kebijakan/ 
kegiatan. Kedua, melakukan kuantifikasi aliran fisik 
dari sumber daya. Ketiga, melakukan kuantifikasi 
keterkaitan antar sumber daya alam. Keempat, 
melakukan kuantifikasi aliran dan perubahan fisik ke 
dalam terminologi kerugian dan manfaat ekonomi. 


Barton (1994) mengkategorikan jenis teknik 
EoP menjadi 2 (dua) pendekatan yaitu income 
approach dan residual rent approach. Teknik EoP 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah income 
approach. Teknik analisis dengan menggunakan 
pendekatan ini yaitu dengan cara mengkapitulasi 
atau mendiskon aliran bersih dari manfaat sumber 
daya alam yang diambil sekarang dari habitatnya 
(pesisir). Nilai per satuan luasan (hektar) dari 
habitat (pesisir) dapat diperoleh dengan membagi 
Total Present Value dari produksi sumber daya 
dengan luasan kawasan (pesisir). 


Pendekatan ini mengabaikan biaya produksi 
yang dikeluarkan. Formula penentuan nilai ekonomi 
dengan menggunakan pendekatan pendapatan ini 
sebagai berikut : 


t Bt 
PVI A ee Hope 
ncome Approach = ha ER 
Keterangan/ /nformation; 
PV = Present Value 
Bt = Manfaat bersih dari sumber daya kawasan/ 


Net benefit from resource 

Jumlah tahun regresi nilai/ Number of 
regresion value year 

Tingkat diskon riil/ Discount rate 

Luasan kawasan sumber daya/ Number of 
resource area 


— 
" 


- 


Tingkat discounting (r) pada prinsipnya 
adalah prosedur ekonomi yang mentransformasikan 
aliran monetary (uang) yang terjadi pada waktu 
tertentu atau antar waktu (Fauzi, 2014). Nilai ini 
juga mencerminkan preferensi masyarakat untuk 
mengonsumsi sumberdaya itu sekarang atau 
waktu mendatang (Guth, 2009 dalam Fauzi, 2014). 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap 
Kegiatan Penangkapan dan Budidaya Ikan di 
Teluk Jakarta 


Kegiatan reklamasi dilakukan pada wilayah 
teluk Jakarta dengan membangun 17 pulau dengan 
total luas mencapai 5.113 Ha (PTPIN, 2014) . Pulau 
tersebut terbentang dari pesisir pantai cilincing di 
wilayah barat sampai dengan pesisir pantai kamal 
muara di wilayah barat. Pembangunan pulau-pulau 
tersebut merupakan bagian dari rencana besar 
membangun tanggung laut raksasa berbentuk 
burung garuda. Tujuan pelaksanaan reklamasi 
adalah untuk menambah kebutuhan ruang bagi 
penduduk DKI Jakarta sekaligus sebagai bagian 
dari rencana perlindungan kota jakarta dari 
masalah banjir. 


Pelaksanaan reklamasi oleh pemerintah DKI 
Jakarta dilakukan atas dasar Peraturan Daerah 
No. 8 tahun 1995 sebagai aturan turunan dari 
Keputusan Presiden No. 52 tahun 1995. Tujuan 
dari reklamasi adalah memberikan perlindungan 
jangka panjang pada wilayah ibukota dari ancaman 
banjir sekaligus pengembangan sosial ekonomi 
Jakarta. Secara spesifik terdapat 10 ambisi 
yang tersemat dalam program reklamasi yakni 
(PTPIN, 2014) : (1) Melindungi wilayah pesisir 
Jakarta dari banjir; (2) Menyediakan ruang baru; 
(3) Kota psisir yang tertata; (4) menciptakan 
lapangan kerja dan tempat tinggal; (5) 
Meningkatkan aksesiblitas antar wilayah yang 
bebas hambatan; (6) meningkatkan sektor 
perekonomian kelautan; (7) Menyediakan 
lingkungan hidup yang sehat; (8) Penyediaan air 
baku; (9) model perencanaan wilayah berkelanjutan 
dan; (10) Wilayah yang mencerminkan kebudayaan 
Indonesia. 
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Gambar 1. Peta Wilayah Reklamasi Teluk Jakarta. 
Figure 1. Map of Reclamation Area of Jakarta Bay. 


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Mongabay / 
Source: Ministry of Environmental and Forestry in Mongabay (2016) 


Kondisi teluk Jakarta merupakan daerah 
penangkapan ikan bagi nelayan-nelayan kecil 
dan tradisional semenjak lama. Hal ini diakui 
tidak hanya oleh nelayan-nelayan yang ada di 
teluk jakarta akan tetapi juga nelayan-nelayan 
yang berasal dari Bekasi, Tangerang, Indramayu 
dan Cirebon. Ikan-ikan yang ada di Teluk Jakarta 
secara umum merupakan ikan-ikan pelagis yang 
timbul secara musiman. Meski musiman, ikan-ikan 
tetap dapat ditangkap sepanjang waktu hanya 
jumlahnya yang berkurang. Hal ini dapat terlihat 
dari aktivitas nelayan di sekitar kampung Dadap 
atau Kamal Muara yang justru membuat bagan di 
sepanjang perbatasan pesisir teluk jakarta dengan 
Kabupaten Tangerang (LPPM-IPB, 2013). Masih 
adanya ikan-ikan di teluk Jakarta disebabkan 
oleh sumber nutrien dari berbagai muara sungai 
yang ada dengan jumlah yang cukup tinggi. Hal 
ini menyebabkan kelimpahan plankton juga cukup 
tinggi. 


Kegiatan reklamasi secara langsung 
dan tidak langsung telah mempengaruhi mata 
pencaharian nelayan. Hal ini disebabkan oleh 
adanya gangguan terhadap lingkungan tempat 
hidup ikan baik setelah terjadinya reklamasi 
maupun selama kegiatan reklamasi berjalan. 
Penimbunan pasir untuk membuat pulau-pulau 
buatan menyebabkan ikan-ikan menjauh dan tidak 
dapat mendekat. Hal ini sebagaimana ditemukan 
oleh tim peneliti LPPM-IPB (komunikasi personal, 


2016) dimana nelayan Dadap kehilangan tangkapan 
karena ikan tidak lagi masuk kewilayah perairan 
mereka. Arus air terhalang oleh keberadaan pulau- 
pulau reklamasi sehingga mengubah jalur ikan teri. 
Akibatnya bagan-bagan nelayan tidak lagi dapat 
digunakan untuk melakukan penangkapan ikan. 


Nelayan saat ini juga kesulitan mencapai 
daerah tangkapan yang baru karena jalur kapal 
tertutup pulau. Tidak hanya itu, laut juga semakin 
dangkal karena sedimentasi meningkat pesat dan 
banyak batu-batu yang dapat menyangkut pada 
badan kapal. Hasil wawancara menunjukkan 
bahwa nelayan harus memutar kapalnya lebih jauh 
sehingga meningkatkan biaya operasional melaut 
dari Rp. 100.000,- ribu menjadi Rp. 200.000,- per 
trip. Sebelumnya nelayan hanya menghabiskan 
10 liter BBM, sekarang nelayan harus membawa 
antara 15 sampai dengan 20 liter per trip. Waktu 
melaut yang biasa dilakukan hanya satu hari per 
trip menjadi 2 sampai dengan 3 hari per trip. 


Beroperasi di lokasi baru juga merupakan 
tantangan bagi nelayan. Hal ini karena mereka harus 
bersaing dengan nelayan kepulauan seribu yang 
selama ini sudah memanfaatkan wilayah tersebut. 
Akhirnya, persaingan antar nelayan semakin tinggi 
dan meningkatkan potensi konflik. Karakteristik 
wilayah yang berbeda juga membuat nelayan 
tidak dapat optimal melakukan penangkapan ikan 
sehingga hasil tangkapan menurun. 


Estimasi Kerugian Nelayan dan Pembudidaya Ikan Akibat Reklamasi di Teluk Jakarta ........................... (A. Ramadhan, et al.) 


Estimasi Kerugian Nelayan Akibat Kegiatan 
Reklamasi 


Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan 
masih banyak yang melakukan penangkapan 
ikan meski hasil yang peroleh telah mengalami 
penurunan. Jenis ikan-ikan pelagis kecil dengan 
nilai ekonomis tidak terlalu tinggi seperti tembang, 
kembung dan belanak mendominasihasil tangkapan 
dengan rata-rata tangkapan mencapai 72 kg 
per trip. Harga rata-rata yang diperoleh nelayan 
adalah Rp. 15.558. Kecilnya harga yang diperoleh 
dikarenakan sedikitnya ikan-ikan ekonomis penting 
yang masih dapat tertangkap sehingga tertutup 
oleh jumlah tangkapan ikan-ikan ekonomis non 
penting. Meski demikian, jumlah tangkapan yang 
diperoleh terbukti masih dapat memberikan hasil 
yang menguntungkan bagi nelayan. 


Untuk mendapatkan nilai ekonomi dari usaha 
penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, 
dilakukan simulasi dengan menggunakan model 
Effect on Production (EoP). Faktor yang diduga 
mempengaruhi fungsi produksi adalah sebagai 


berikut: 
Y = f (Xi X2 Kal 
Y = Produksi/ Production 
X1 = Harga/ Price 
X2 = Jumlah Trip/ Number of Trip 
X3 = Biaya per Tahun/ Cost per year 
X4 = Umur/ Age 
X5 = Pendidikan/ Education 
X6 = Jumlah Keluarga/ Number of Family 
X7 = Pendapatan/ Revenue 
X8 = Pengalaman/ Experience 


Langkah yang dilakukan adalah menghitung 
koefisien penduga dari faktor diatas yang mengikuti 
fungsi dan hasil sebagai berikut : 


1 


OF — 
F(Q) = aie 4533,261387 


Hasil regresi dari data menunjukkan nilai 
dibawah dan diplot ke dalam kurva sebagaimana 
pada Gambar 2. 


B1 = - 1,535817214 
Bo - 4.94137382380 .10* 
a = 11974,82353 


Langkah selanjutnya adalah menghitung 
nilai surplus konsumen dengan menghitung terlebih 
dahulu total kesediaan konsumen untuk membayar 
dan jumlah nilai yang dibayarkan dengan mengikuti 
fungsi dan hasil sebagaimana berikut: 


U = f F(Q),Q = 0..a = 1.555975492 . 10° 
PQ = F(Q).a = 5.428500512 . 10’ 
CS = U — P.Q = 1.013125441 . 108 


Hasil penghitungan diatas menunjukkan 
nilai ekonomi (pendekatan surplus konsumen) 
yang diperoleh nelayan adalah sebesar Rp. 
101.312.544 per kapal per tahun. Potensi kerugian 
nelayan sebesar Rp. 527.939.667.305 per tahun 
bila aktivitas penangkapan ikan tidak lagi dapat 
dilakukan pada saat dan pasca reklamasi. Nilai 
tersebut menghitung jumlah kapal yang beroperasi 
di sekitar Teluk Jakarta. Kapal yang beroperasi di 


~ 
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Gambar 2 . Plot Fungsi Permintaan Produksi Penangkapan Ikan Nelayan Teluk Jakarta 
Figure 2. Function Plot of Fish Production Demand of Jakarta Bay 
Sumber : Data Primer Diolah/ Primary Data Processed, 2016 
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Teluk Jakarta berdasarkan kunjungan lapangan 
diketahui hanya dilakukan oleh kapal-kapal 
berukuran kurang dari 10 GT baik yang merupakan 
kapal penetap maupun kapal andon. Data SDPK2P 
Jakarta Utara (2015) menunjukkan jumlah kapal 
di bawah 10 GT yang tercatat adalah 771 buah, 
sementara kapal andon diperkirakan mencapai 
4440 buah. Banyaknya kapal andon diperkirakan 
dengan membagi jumlah nelayan andon yang 
tercatat beroperasi di Teluk Jakarta sebesar 17.760 
dibagi dengan rata-rata jumlah nelayan per unit 
kapal sebesar 4 orang. 


Bila nelayan masih dapat melakukan 
penangkapan ikan di sekitar Teluk Jakarta, akan 
tetapi kehilangan sebagian wilayah penangkapan 
akibat berkurangnya wilayah perairan, potensi 
kerugian yang diderita oleh nelayan mencapai 
Rp. 94.714.228.734 per tahun. (BPS Provinsi DKI 
Jakarta, 2015) Nilai tersebut diperoleh dengan 
menghitung produktivitas spasial temporal sebesar 
Rp. 18.524.199 per hektar per tahun. Produktivitas 
tersebut diperoleh dari pembagian potensi kerugian 
nelayan dengan total luasan perairan Teluk Jakarta 
sebesar 28.500 Ha. Atas dasar hal tersebut maka 


dapat dihitung hilangnya nilai manfaat perikanan 
tangkap berdasarkan pulau sebagaimana pada 
Tabel 2 berikut . 


Estimasi Kerugian Pembudidaya Akibat 
Kegiatan Reklamasi 
Estimasi nilai kerugian pembudidaya 


dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan jenis usaha 
budidayanya, yaitu pembudidaya kerang hijau 
dan pembudidaya tambak (bandeng). Kedua jenis 
budidaya ini merupakan usaha budidaya yang 
dominan yang dilakukan di wilayah perairan Teluk 
Jakarta. 


a. Pembudidaya Kerang Hijau 


Kegiatan budidaya mengalami gangguan 
semenjak kegiatan reklamasi dilakukan khususnya 
budidaya kerang hijau. Lokasi penanaman kerang 
hijau pada wilayah pesisir beririsan dengan lokasi 
pulau-pulau reklamasi sehingga lahan budidaya 
masyarakat banyak yang hilang. Tidak hanya itu, 
lahan-lahan budiaya kerang hijau yang masih tersisa 
pun tidak lagi dapat berproduksi sebagaimana 
biasanya. Proses pengerukan  memubuat 


Tabel 2. Estimasi Nilai Kerugian Nelayan Akibat Reklamasi Teluk Jakarta Berdasarkan Lokasi Pulau, 


Tahun 2016. 
Table 2. Economic Loss Estimation of Fisher Due to Reclamation of Jakarta Bay Based on Island 
Location. 
Pulau Reklamasi/ Luas Pulau/ Estimasi Kerugian/ 
Reclamation Islands Island Areas (ha) Estimation of Economic Loss 
A 79 1,463,411,709 
B 380 7,039,195,564 
C 276 5,112,678,883 
D 312 5,779,550,042 
E 284 5,260,872,474 
F 190 3,519,597,782 
G 155 2,871,250,822 
H 63 1,167,024,528 
| 405 7,502,300,535 
J 316 5,853,646,837 
K 32 592,774,363 
L 447 8,280,316,887 
M 587 10,873,704,727 
N 411 7,613,445,729 
O 344 6,372,324,405 
P 463 8,576,704,069 
Q 369 6,835,429,377 
Total 5113 94,714,228, 734 


Sumber: Data Primer diolah, 2016/ Source: Primary Data Processed, 2016 


Estimasi Kerugian Nelayan dan Pembudidaya Ikan Akibat Reklamasi di Teluk Jakarta ........................... 


perairan menjadi keruh sehingga melebihi batas 
ambang maksimum toleransi kerang hiijau untuk 
berkembang. Kondisi ini menyebabkan kerugian 
ekonomi yang besar bagi masyarakat. 


Jumlah pembudidaya tersebar pada dua 
lokasi yaitu daerah Kamal Muara dan Cilincing. 
Jumlah pelaku usaha terbesar ada di Cilincing 
dengan jumlah 222 pembudidaya dan 812 pekerja. 
Sementara pelaku usaha di Kamal Muara tercatat 
sebesar 140 orang dengan tenaga kerja sebesar 
382 orang. Berdasarkan hasil survey diketahui 
bahwa rata-rata pembudidaya kerang hijau dapat 
menghasilkan 51.209 kg/tahun. Harga rata-rata 
yang diperoleh adalah Rp. 6.000 dengan kondisi 
kerang utuh belum diolah. Diketahui pula biaya 
yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 kg kerang 
hijau rata-rata adalah sebesar Rp. 3.448. 


Untuk mendapatkan nilai ekonomi dari usaha 
budidaya kerang hijau, dilakukan simulasi dengan 
menggunakan model effect on production (eop). 
Faktor yang diduga mempengaruhi fungsi produksi 
adalah sebagai berikut : 


Y= TO, X2 sey Xa) 


Y = Produksi/ Production 

X1 = Harga/ Price 

X2 = Jumlah Trip/ Number of Trip 

X3 = Biaya per Tahun/ Cost per year 

X4 = Umur/ Age 

X5 = Pendidikan/ Education 

X6 = Jumlah Keluarga/ Number of Family 


Langkah yang dilakukan adalah menghitung 
koefisien penduga dari faktor diatas yang mengikuti 
fungi dan hasil sebagai berikut : 


(A. Ramadhan, et al.) 


i 0P 
F(Q) = zia = 5231,6106 


Hasil regresi data menunjukkan nilai dibawah 
dan diplot ke dalam kurva sebagaimana pada 
Gambar 3. 


B1 = - 1,98092682 
Bo - 4.94137382380 .10* 
a - 1,19038819020090 


Langkah selanjutnya adalah menghitung 
nilai surplus konsumen dengan menghitung terlebih 
dahulu total kesediaan konsumen untuk membayar 
dan jumlah nilai yang dibayarkan dengan mengikuti 
fungsi dan hasil sebagaimana berikut: 


U = f F(Q),Q =0..a = 5.41073841. 10° 


PQ = F(Q).a = 2.679041228 . 10’ 
CS = U — P.Q = 2.731132613. 108 


Nilai kerugian ekonomi yang diterima oleh 
pembudidaya berdasarkan penghitungan surplus 
konsumen adalah Rp. 98.867.000.591,-/tahun. 
Jumlah tersebut di estimasi dengan nilai rata-rata 
surplus konsumen per pembudidaya sebesar 
Rp. 273.113.261 per tahun. Apabila dibagi dengan 
banyaknya unit usaha kerang hijau sebesar 1.155 
unit maka didapat kerugian per unit usaha kerang 
hijau sebesar Rp. 85.599.135. Atas dasar informasi 
tersebut dapat diketahui kerugian berdasarkan 
masing-masing lokasi dimana kerugian pada lokasi 
Cilincing sebesar Rp. 62.915.364.012 per tahun 
dan Kamal Muara sebesar Rp. 35.951.636.578. 
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Gambar 3 . Plot Fungsi Permintaan Produksi Budidaya Kerang Hijau Teluk Jakarta. 
Figure 3. Function Plot of Green Mussel Production Demand of Jakarta Bay. 
Sumber : Data Primer Diolah/ Primary Data Processed, 2016 
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Tabel 3. Estimasi Nilai Kerugian Perikanan Budidaya Kerang Hijau Berdasarkan Lokasi Pulau, 
Table 3. Economic Loss Estimation of Green Mussel Farming due to reclamation of Jakarta Bay 


Based on Island Location. 


Kerugian (Rp/ Tahun)/ 


No Lokasi/ Location Pulau/ Island Economic Loss (Rp! Year) 
1 Kamal Muara CD 35,951,636,578 
2 Cilincing OP 62,915,364,012 


Jumlah/ Total 


98,867,000,591 


Sumber : Data Primer Diolah/ Source: Primary Data Processed, 2016 


b. Pembudidaya di Tambak 


Budidaya ikan dan udang di tambak terdapat 
di Kelurahan Penjaringan dan Cilincing dengan luas 
areal masing-masing adalah sebesar 154 Ha dan 
333 Ha. Kedua lokasi tersebut rencananya akan 
saling berhadapan dengan Pulau O dan P. Kegiatan 
budidaya di tambak diduga akan mengalami dampak 
negatif bila kegiatan reklamasi dilakukan meski 
sampai dengan saat ini kegiatan tersebut belum 
mengakibatkan gangguan yang berarti. Dampak 
yang mungkin terjadi yaitu gangguan terhadap 
kondisi perairan tambak karena berubahnya 
salinitas air laut. Berkurangnya arus air laut yang 
terhalang oleh keberadaan pulau-pulau reklamasi 
akan menyebabkan air tawar yang masuk dari 
muara-muara sungai terkonsentrasi pada wilayah 
muara sehingga berpengaruh terhadap air yang 
keluar masuk ke dalam tambak. Bahkan wilayah 


Teluk Jakarta diperkirakan akan menjadi waduk air 
tawar dalam jangka panjang (PTIPN, 2014). 


Dari hasil penelitian diketahui bahwa produksi 
budidaya tambak yaitu 853 kg per tahun. Komoditas 
utama yang diusahakan adalah ikan bandeng dan 
sebagian kecil udang dengan rataan harga yang 
diterima oleh pembudidaya sebesar Rp. 28.600/Kg. 
Jumlah panen yang dapat dilakukan setiap tahun 
adalah antara 2 sampai dengan 3 kali. Rataan 
penerimaan yang diperoleh pembudidaya adalah 
Rp. 36.746.429,-/tahun dan rataan biaya sebesar 
Rp. 24.483.000,-/tahun. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa usaha budidaya di tambak masih memberikan 
manfaat dan keuntungan bagi para pembudidaya. 
Pada Tabel 4, dapat dilihat rata-rata nilai investasi, 
biaya dan penerimaan usaha budidaya tambak di 
Teluk Jakarta. 


Tabel 4. Investasi, Biaya dan Penerimaan Usaha di Tambak Pada Teluk Jakarta 2016. 
Table 4. Investation, Cost and Revenue of Fish Pond in Jakarta Bay, 2016. 


No Uraian/ Description Nilai/ Value 
Investasi/ Investation 
1. Jaring/ Net 200,000 
2. Keranjang/ Basket 300,000 
3: Timbangan/ Scale 200,000 
4. Drum/ Drum 2,000,000 
5 Pisau dan Parang/ Knife and Chopping Knife 50,000 
Biaya Variabel/ Variable Cost 
1 Sewa lahan/ Land Lease 2,500,000 
2 Perbaikan lahan/ Land Preparation 2,320,000 
3 Upah Tenaga Kerja/ Labor 3,400,000 
4 Bibit/ Seedling 7,788,000 
5 Biaya sewa alat/ Equipment rental 3,200,000 
6 Pakan/ Fish feed 3,800,000 
7 Panen/ Harvest 1,150,000 
8 Pengangkutan/ Transport 325,000 
Penerimaan/ Revenue 
1 Hasil Penjualan/ Sales result 36,746,429 


Sumber : Data Primer Diolah/ Source: Primary Data Processed, 2016 


Estimasi Kerugian Nelayan dan Pembudidaya Ikan Akibat Reklamasi di Teluk Jakarta ........................... 


(A. Ramadhan, et al.) 


Tabel 5. Ringkasan Cash Flow Usaha Perikanan di Tambak, Teluk Jakarta 2016. 
Table 5. Resume of Fish Pond Cash Flow in Jakarta Bay. 


Tahun/ Df Biaya/Out Flow 


Manfaat/Inflow Manfaat Bersih (M-B)/ 


No Net Cash Flow(M-B) 
Year 5% — — — 
Nilai/ Value PV Nilai/ Value PV Nilai/ Value PV 
1 0 100 2,750,000 2,750,000 - - 2,750,000) -2.750.000 
2 1 0.95 24,483,000 23,317,143 36,746,429 34,996,599 12,263,429 11.679.456 
3 2 0.91 25,707,150 23,317,143 40,421,071 36,663,103 14,713,921 13.345.960 
4 3 0.86 29,742,508 25,692,696 44,463,179 38,408,965 14,720,671 12.716.269 
5 4 0.82 28,342,133 23,317,143 48,909,496 40,237,964 20,567,364 16.920.821 
6 5 0.78 29,759,240 23,317,143 53,800,446 42,154,057 24,041,207 18.836.914 
7 6 0.75 33,997,201 25,369,235 59,180,491 44,161,393 25,183,289 18.792.158 
8 7 0.71 32,809,562 23,317,143 65,098,540 46,264,317 32,288,978 22.947.174 
9 8 0.68 34,450,040 23,317,143 71,608,394 48,467,380 37,158,354 25.150.237 
10 9 0.64 38,922,542 25,089,817 78,769,233 50,775,350 39,846,691 25.685.533 
Total 280.963.374 498,997,278 218,033,904 
Net B/C = 71.25 pele i IRR = 436% Payback Periode = 0.05 


Sumber : Data Primer Diolah/ Source: Primary Data Processed, 2016 


Tabel 6. Estimasi Nilai Kerugian Perikanan Budidaya Ikan di Tambak Berdasarkan Lokasi Pulau, 


Teluk Jakarta. 


Table 6. Economic Loss Estimation of Aquaculture to Reclamation of Jakarta Bay Based on Island 


Location. 
No Lokasi/ Luas Areal budidaya/ Nilai Ekonomi (Rp/Year) / Pulau/ 
Location Fish Pond Area (Ha) Economic Value (Rp/Year) Island 
1. Penjaringan 154 4,250,413, 266 Cc, D 
2. Cilincing 333 9,321,650,019 O, P 


Jumlah/Total 


487 


13,572,063,285 


Sumber : Data Primer Diolah/ Source: Primary Data Processed, 2016 


Nilai manfaat ekonomi bersih yang dihitung 
berdasar proyeksi 10 tahun ke depan dengan tingkat 
suku bunga sebesar 5% adalah Rp. 27.600.086,-/ 
ha/tahun. Dengan demikian diketahui nilai ekonomi 
yang diperoleh untuk pembudidaya yang ada di 
wilayah Kelurahan Cilincing dengan luas areal 
budidaya 333 ha adalah Rp. 9.190.828.685 
dan untuk nilai ekonomi yang diperoleh untuk 
pembudidaya yang ada diwilayah Kelurahan 
Penjaringan dengan luas areal budidaya 154 ha 
adalah Rp. 4.250.413.266. 


Nilai kerugian ekonomi yang diterima oleh 
pembudidaya tambak berdasarkan penghitungan 
surplus konsumen adalah Rp. 13.572.063.285/ 
tahun. Jumlah tersebut di estimasi dengan nilai 
rata-rata surplus konsumen per pembudidaya 
sebesar Rp. 27.600.086,-/ha/tahun. Nilai ini 
merupakan kerugian ekonomi yang diterima 


oleh pembudidaya di kedua wilayah sentra 
budidaya tambak di Teluk Jakarta. Pada Tabel 6 
dapat dilihat estimasi nilai kerugian berdasarkan 
lokasi pulau. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa Teluk Jakarta masih memberikan nilai 
manfaat ekonomi yang besar baik bagi nelayan 
maupun pembudidaya ikan. Nilai total potensi 
kerugian dari aktifitas penangkapan ikan dan 
pembudidaya yaitu sebesar Rp. 207.153.292.610,-/ 
tahun , yang terbagi menjadi estimasi nilai kerugian 
untuk nelayan sebesar Rp. 94.714.228.734,-/tahun, 
pembudidaya kerang hijau Rp. 98.867.000.591,-/ 
tahun dan untuk pembudidaya tambak 
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Rp. 13.572.063,-/tahun. Nilai total estimasi kerugian 
ini merupakan nilai dampak ekonomi yang timbul 
dari aktifitas reklamasi Teluk Jakarta yang dirasakan 
oleh nelayan dan pembudidaya. Nilai kerugian ini 
nelayan hanya dihitung berdasarkan hilangnya 
wilayah perairan dan masih mengasumsikan 
nelayan dapat beroperasi pada wilayah sekitar 
teluk jakarta. Sehingga terdapat potensi kerugian 
yang lebih besar bila ternyata nelayan tidak lagi 
dapat beroperasi secara penuh. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dijadikan dasar bagi pengambil 
kebijakan khususnya didalam mencari solusi atas 
kerugian yang dialami oleh masyarakat. Hasil dari 
penelitian ini juga membuktikan bahwa masih 
terdapat nelayan yang memanfaatkan Teluk Jakarta 
sebagai tempat penangkapan ikan. 


Rekomendasi Kebijakan 


Kegiatan reklamasi teluk Jakarta memiliki 
implikasi negatif bagi pelaku usaha perikanan di 
Teluk Jakarta bagi nelayan dan pembudidaya. 
Secara total potensi nilai kerugian yang 
ditanggung oleh pelaku usaha perikanan mencapai 
Rp. 207.153.292.610,-/ tahun. Nilai kerugian 
ekonomi tersebut cukup besar dan mengancam 
keberlanjutan ekonomi rumah tangga pelaku usaha 
perikanan. Bila kegiatan reklamasi terus dilakukan, 
maka diperlukan suatu mekanisme kompensasi 
sehingga pelaku usaha tersebut dapat terjamin 
kebutuhan hidupnya. 


Secara rata-rata maka dapat dihitung 
kompensasi berdasarkan nilai kerugian yang 
diterima oleh setiap rumah tangga menurut jenis 
usaha yang dilakukan. Kompensasi yang setara 
dengan kerugian nelayan adalah Rp. 18.175.826/ 
unit! tahun atau Rp. 1.514.652/ unit/ bulan. 
Kompensasi terhadap pembudidaya kerang hijau 
sebesar Rp. 63.539.203 / tahun/ orang atau 
Rp.5.294.934 / bulan/ orang. Kompensasi terhadap 
pedagang perikanan sebesar Rp. 76.488.078 / 
tahun/ orang atau Rp. 6.374.007/ bulan/ orang. 


Selain kompensasi diperlukan skenario 
aktifitas ekonomi bagi pelaku usaha perikanan 
agar kehilangan yang diterima dapat tergantikan. 
Hal ini ditujukan agar beban hilangnya potensi 
pendapatan tidak ditanggung oleh pemerintah 
secara terus menerus. Kompensasi diberikan hanya 
pada jangka waktu tertentu sampai dengan mereka 
dapat menjalankan aktfitas barunya dengan skala 
ekonomi yang sekurang-kurangnya sama dengan 
saat sebelum dilakukannya reklamasi. 
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ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja perikanan dan bahari pada wilayah pesisir. 
Apakah sub sektor tersebut termasuk unggulan/terbelakang/potensial/berkembang, apakah prospektif 
dan memiliki keunggulan komparatif. Penelitian berlangsung pada tahun 2014 di Kabupaten Brebes 
dan Kabupaten Sumbawa. Penelitian menggunakan metode analisis "shift share”. Hasil analisis 
mengindikasikan, pertama pada analisis profil pertumbuhan, sub sektor perikanan di Kabupaten Brebes 
termasuk sektor yang terbelakang/mundur (kuadran 4); sedangkan di Sumbawa termasuk pada 
kategori sektor yang potensial. Guna menggenjot sub sektor perikanan ke sektor unggulan, Bappeda 
Kabupaten Sumbawa sudah membuat klaster perikanan budidaya, garam, dan tangkap yang sejalan 
dengan program Minapolitan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus meningkatkan nilai tambah 
pada sub sektor perikanan supaya masuk pada kategori produktif atau potensial dengan penguasaaan 
teknologi yang tepat guna. Sektor pariwisata bahari pada Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Brebes 
termasuk pada kategori sektor unggulan. Kedua, pada analisis pertumbuhan pangsa wilayah, sub 
sektor perikanan dan wisata bahari termasuk pada sektor yang memiliki keunggulan komparatif 
karena hanya sedikit komponen input yang diimpor, karena keuggulan komparatif pada suatu wilayah 
adalah bagaimana wilayah tersebut menghasilkan komoditas/jasa yang bahan bakunya berdasarkan 
sumberdaya yang dimiliki bukan impor dari negara lain. Akan tetapi, sub sektor perikanan di Kabupaten 
Brebes tidak memiliki daya saing karena adanya abrasi di pantai utara Brebes yang menyebabkan 
hilangnya tambak di beberapa wilayah dan menurunnya hasil tangkapan, hanya sektor wisata bahari 
yang memiliki keunggulan komparatif. 


Kata Kunci: struktur perekonomian, perikanan, pariwisata bahari, pesisir 


ABSTRACT 


The objective of this research is to analyze performance of fisheries and marine tourism at 
coastal area. Performance were assessed to understanding whether sub-sector featured/backward/ 
potential/ developing, whether these sub sector had a prospective and comparative advantage 
category. This research was conducted on 2014 in Brebes and Sumbawa District. This research 
was using shift share analysis. The result showed that Brebes fisheries sector was in quadrant 4 
or backward condition, whereas in Sumbawa included in the category of potential sectors. In order 
to boost the fisheries sub-sector to the superior sector, Regional Planning Agency of Sumbawa 
District already made cluster aguaculture, salt, and capture fisheries line with minapolitan program. 
Sumbawa District Government should increase the value added in the fisheries sub-sector in order 
to enter the category of productive or potential authorization appropriate technologies. Marine tourism 
sector in Sumbawa and Brebes included in the category of leading sectors. Second, the analysis of 
the share region growth, sub sector of fisheries and marine tourism, including in sectors that have a 
comparative advantage because only a few imported inputs components, because comparative 
excellence to an area is how the region produces commodities / services with raw materials based on 
the resources they have not import from other countries. However, the fisheries sub-sector in Brebes is 
not competitive because of their abrasion on Brebes north coast which causes a loss of ponds in some 


areas and declining catches, only the marine tourism sector has a comparative advantage. 


Keywords: economic structure, fisheries, marine tourism, coastal 
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PENDAHULUAN 


Kawasan pesisir biasanya tidak hanya 
dimanfaatkan untuk pembangunan perikanan tapi 
juga dikembangkan untuk pembangunan Wisata 
Bahari. Hal inilah yang terjadi di dua lokasi penelitian 
pada riset ini yaitu wilayah Sumbawa dan wilayah 
Brebes. Wilayah Sumbawa memiliki potensi untuk 
pengembangan wisata bahari selain dari perikanan, 
karena mempunyai keanekaragaman hayati laut 
yang dapat dijadikan keunggulan komparatif yang 
sangat esensial untuk pembangunan wisata. 


Sumbawa memiliki potensi untuk 
pengembangan wisata bahari karena memiliki 
ekosistem terumbu karang, memiliki pulau- 
pulau kecil seperti Pulau Moyo yang mempunyai 
ekosistem mangrove, pantai yang bersih dan 
ombak dan arus yang mendukung. Menurut 
Uyarra (2009), Karibia menjadi destinasi tujuan 
wisata dunia karena memiliki ekosistem terumbu 
karang. Sedangkan menurut Scarfe (2003), ombak 
juga merupakan salah satu faktor penting untuk 
pengembangan wisata bahari. 


Di Sumbawa sub sektor wisata bahari 
dan sub sektor perikanan termasuk sektor yang 
memiliki kontribusi yang paling besar terhadap 
struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto 
(PDBR)-nya (Bappeda, 2010). Wisata bahari dapat 
dijadikan salah satu sumber mata pencarian bagi 
masyarakat pesisir selain dari perikanan, seperti 
yang terjadi di beberapa pulau di Mediterania, 
dimana dulunya pertumbuhan growth national 
product (GNP)-nya mengandalkan sub sektor 
perikanan kemudian beralih mengandalkan sub 
sektor pariwisata (United Nations World Tourism 
Organization (UNWTO), 2005). 


Berbeda dengan beberapa Pulau di 
Mediterania yang didukung oleh infrastruktur 
wisata dan aksesibilitas, pengembangan wisata 
di Sumbawa terkendala oleh aksesibilitas, 
transportasi dan akomodasi (hotel). Stock 
(2006) mengungkapkan bahwa pemerintah 
harus membangun fasilitas wisata seperti sistem 
transportasi, hotel, dan fasilitas pendukung lainnya 
untuk menarik turis untuk berkunjung. Hal ini sudah 
diterapkan pada pembangunan wisata di pulau- 
pulau yang menjadi destinasi wisata seperti di 
Puerto de Ia Cruz, Baleares dan Antiles. Tompkins 
(2008) menambahkan bahwa ada beberapa 
tantangan dalam pengembangan wisata di wilayah 
kepulauan, seperti aksesibilitas, skala ekonomi, 
kerentanan pada bencana alam dan faktor 
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pembatas ekologi (daya dukung lingkungan). Hal 
ini pula yang terjadi pada pengembangan wisata 
di Sumbawa, dimana memiliki permasalahan pada 
aksesibilitas, transportasi, dan akomodasi. 


Berbeda dengan pembangunan wisata 
bahari di Sumbawa, pembangunan wisata di Brebes 
didukung oleh sistem akomodasi, transportasi, dan 
mudah diakses. Menurut Prideaux (2000), ada 
korelasi positif antara sistem transportasi dengan 
kunjungan wisata di Cairns. Sedangkan menurut 
Page and Lumsdon (2004) pengunjung akan 
berkunjung ke suatu destinasi wisata bila ada atraksi 
wisata yang menarik dan sistem transportasi yang 
bagus. Akan tetapi kendala wisata dari Kabupaten 
Brebes adalah potensi wisata baharinya tidak 
semenarik di Pulau Sumbawa. 


Pada paragraf di atas membahas 
permasalahan aspek pembangunan wisata di 
lokasi penelitian, pada paragrafini akan membahas 
permasalahan aspek permasalahan pembangunan 
perikanan. Baik di Brebes maupun di Sumbawa, 
kendala pengembangan sub sektor perikanan 
adalah kecilnya nilai tambah yang dihasilkan oleh 
sub sektor ini. Nilai tambah yang kecil disebabkan 
karena keterbatasan modal dan teknologi yang 
digunakan. 


Guna meningkatkan nilai tambah pada sub 
sektor perikanan, salah satu program terobosan 
percepatan pembangunan sektor perikanan 
yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan adalah melalui “Kebijakan Industrialisasi 
Perikanan” yang dapat diartikan sebagai proses 
perubahan dimana arah kebijakan pengelolaan 
sumberdaya perikanan, pembangunan 
infrastruktur, pengembangan sistem investasi, ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan sumberdaya manusia, 
diselenggarakan secara terintegrasi berbasis 
industri untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi 
dan skala produksi yang berdaya saing tinggi. 


Industrialisasi kelautan dan perikanan 
diharapkan dapat memperbaiki kinerja sistem 
produksi di sentra-sentra produksi dan dapat 
meningkatkan produksi kelautan dan perikanan 
untuk mencukupi kebutuhan pasar domestik 
maupun untuk ekspor. Sentra-sentra produksi 
harus dirancang dan diproyeksikan sebagai basis 
industrialisasi kelautan dan perikanan, dengan 
pengertian bahwa daerah yang ditetapkan 
sebagai lokasi industrialisasi harus mengacu pada 
prinsip pengembangan kawasan ekonomi yang 
terintegrasi antara hulu dan hilir. Industrialisasi 
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kelautan dan perikanan dapat dimulai dari 
pengembangan sentra-sentra pengolahan nuntuk 
meningkatkan nilai tambah produk kelautan 
dan perikanan. Bersamaan dengan itu kegiatan 
tersebut untuk mendorong penguatan struktur dan 
sistem produksi di bagian hulu diantaranya melalui 
modernisasi sistem produksi. Dengan konsep ini 
kawasan minapolitan dapat menjadi penghela untuk 
mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah 
menuju industrialisasi kelautan dan perikanan 
(Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2012). 


Berdasarkan latar belakang, permasalahan 
dan peluang yang dijabarkan di atas tujuan dari 
penelitian ini untuk melihat kinerja sub sektor 
perikanan dan pariwisata bahari di wilayah pesisir 
yang meliputi keunggulan dan daya saing sektor, 
apakah sektor tersebut masuk sektor unggulan/ 
terbelakang/potensial/berkembang. 


METODOLOGI 


Waktu dan Lokasi Penelitian 


Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2014. 
Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten 
Brebes dan Kabupaten Sumbawa. Pemilihan 
lokasi penelitian didasari beberapa pertimbangan 
yaitu (1). aksesibilitas, (2). potensi lahan untuk 
pengembangan perikanan dan pariwisata, dan (3). 
dukungan data dan informasi yang memadai. 


Jenis dan Metode Pengumpulan Data 


Sumber data dalam penelitian data sekunder, 
untuk diperdalam dengan menggunakan data primer 
(Wirartha, 2006). Data yang digunakan berasal dari 
Badan Pusat Statistik berupa data sektor input 
dan output. Dimana perikanan dan pariwisata 
merupakan sub sektor yang juga berperan pada 
sektor lain sehingga bisa dilihat posisi sub 
sektor perikanan dan pariwisata. Sumber data 
lainnya adalah Kementerian Kelautan Perikanan 
berupa data volume, harga dan nilai komoditas 
ekspor regional dan data volume, harga dan nilai 
komoditas impor regional. Data-data tersebut 
diperoleh melalui studi pustaka dan mencatat dari 
publikasi jurnal, laporan penelitian serta buku-buku 
yang memuat topik permasalahan yang sedang 
diteliti. 


Metode Analisis Data 


Metode yang digunakan untuk menganalisis 
adalah metode Shift Share. Metode Shift Share 
adalah metode yang digunakan untuk melihat 


potensi ekonomi suatu wilayah. Menurut Hasani 
(2010) metode shift share adalah analisis 
yang bertujuan untuk menentukan kinerja atau 
produktivitas kerja perekonomian daerah dengan 
membandingkannya dengan daerah yang lebih 
besar (regional atau nasional). Menurut Keraf 
(2013), keunggulan metode ini adalah lebih tajam 
jika dibandingkan dengan metode location guetion 
(LA) karena memberikan penjelasan secara 
terperinci penyebab perubahan atas beberapa 
variabel. Penyimpangan dari national share 
dalam pertumbuhan lapangan kerja regional 
ke lokal dikenal dengan istilah komponen shift. 
Penyimpangan tersebut menunjukkan ke arah 
positif pada wilayah yang tumbuh cepat dan ke arah 
negatif pada wilayah yang tumbuh lambat apabila 
dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja 
secara regional. Komponen shift netto pada suatu 
daerah terdiri dari Proposional Shift Component (P) 
dan Differential Shift Component (D). Proposional 
Shift Component dikenal dengan kata lain adalah 
komponen struktural/industrial mix. Komponen ini 
untuk mengukur besaran shift regional netto yang 
disebabkan oleh komposisi sektor-sektor industri 
didaerah yang bersangkutan. 


Komponen ini bergerak kearah positif 
apabila sektor-sektor secara regional tumbuh cepat 
dan bergerak kearah negatif apabila sektor-sektor 
secara nasional bergerak lambat dan cenderung 
merosot pada daerah tertentu. Differential Shift 
Component (D) atau komponen lokal atau regional. 
Komponen ini mengukur besaran shift regional 
netto yang disebabkan oleh sektor-sektor industri 
tertentu yang bergerak positif atau negatif dengan 
kata lain mengalami pertumbuhannya cepat atau 
lambat pada daerah yang bersangkutan daripada 
tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor 
lokal intern. Secara singkat suatu daerah yang 
memiliki keuntungan lokal adalah daerah yang 
memiliki sumberdaya melimpah akan memiliki 
differential shift component yang positif sedangkan 
sebaliknya daerah yang memiliki differential shift 
component negatif adalah daerah yang tidak 
memiliki keunggulan lokal. 


Keunggulan lainnya adalah analisis shift 
share memiliki fungsi menguraikan perubahan- 
perubahan yang terjadi dalam perekonomian 
wilayah. Nilai positif dan negatif dalam analisis shift 
share menunjukkan perbandingan pertumbuhan 
lapangan kerja sektor tertentu dengan lapangan 
kerja sektor tersebut secara nasional dengan 
pertumbuhan yang lebih cepat atau lambat. 
National share (NS) menunjukan banyaknya 
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pertambahan untuk sektor dan tenaga kerja 
regional seandainnya proporsi perubahannya sama 
dengan laju pertambahan nasional selama periode 
studi. Proposional share (PS) adalah komponen 
struktural/industrial mix, untuk mengukur besaran 
shift regional netto yang disebabkan oleh komposisi 
sektor-sektor dan tenaga kerja didaerah yang 
bersangkutan sedangkan differential share (DS) 
adalah komponen lokal/regional yang merupakan 
kelebihan/tambahan dan mengukur shift regional 
netto. 


Perubahan relatif kinerja pembangunan lokal 
terhadap regional dapat dilihat dari persamaan 
(1). Bagaimana pengaruh pertumbuhan regional 
terhadap lokal yang ditunjukan oleh persamaan 
(2). Seberapa besar perubahan relatif suatu sektor 
didaerah dengan sektor yang sama di wilayah yang 
ditunjukan oleh persamaan (3). Seberapa kompetitif 
sektor daerah pada daerah tertentu terhadap 
regional. Teknik analisis ini membagi pertumbuhan 
sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah 
seperti tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan 
atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi 
pengaruh-pengaruh pada pertumbuhan nasional 
(N), industry mixed/bauran industri (M) dan 
keunggulan kompetitif (C) (Kurniawan, 2013). 


Menurut Prasetyo (1993) dalam Kurniawan 
(2013) dan Bendavid-Val dalam Situmorang (2008), 
bentuk umum persamaan dari analisis shift share 
dan komponen-komponennya adalah: 
Keterangan/ Information: 


Dij = Nij + Mij Wat 


D = Perubahan sektor i /Sector change 
condition i 
Ni = Pertumbuhan nasional sektor i/National 
growth sector i 
i P Bauran industri/ Mixed industri 
i = Keunggulan kompetitif sektor i di daerah/ 
Competitive excellence i sector at region 
i = Sektor-sektor ekonomi yang dipilih/ 
Choissen economic sector 
j = Variabel wilayah/ Regional variable 
n = Variabel national/ National variabl 


Sebagai contoh kesempatan kerja yang 
ditunjukan pada Gross National Product (GNP) 
suatu wilayah lokasi penelitian. Perubahan suatu 
variabel regional suatu sektor di suatu wilayah 
tertentu juga merupakan perubahan antara 
kesempatan kerja pada tahun akhir analisis dengan 
kesempatan kerja pada tahun dasar. 


Dij = bur By 


Keterangan/ Information: 


D, = Perubahan sektor i /Sector change 
condition i 

E, = Kesempatan kerja sektor i di wilayah i / 
Job opportunities isector et region i 

E. = Kesempatan kerja sektor i di wilayah j/ Job 


opportunities j sector et region j 


Komponen pertumbuhan nasional suatu 
sektor di suatu wilayah menunjukkan bahwa 
kesempatan kerja tumbuh sesuai dengan laju 
pertumbuhan nasional. 


Nij = Er Xm 


Keterangan/ Information: 

N, = Pertumbuhan nasional sektor i/National 
growth sector i 

E- = Kesempatan kerja sektor idi wilayah j/ Job 

opportunities j sector et region j 

Laju pertumbuhan nasional/ National 

growth rate 


Pada komponen industrial mixed suatu 
sektor di suatu wilayah menunjukkan bahwa 
kesempatan kerja tumbuh sesuai laju selisih antara 
laju pertumbuhan sektor tersebut secara nasional 
dengan laku pertumbuhan nasional. Selain itu 
komponen keunggulan kompetitif suatu sektor 
industri di suatu wilayah merupakan kesempatan 
kerja yang tumbuh sesuai laju selisih antara laju 
pertumbuhan sektor-sektor industri tersebut di 
wilayah tersebut dengan laju pertumbuhan sektor 
tersebut secara nasional. 


Mij = Eij@in- fl 


Cij = Eyj(niy— Tin) 


Keterangan/ Information: 

Bauran industri/ Mixed industri 
Keunggulan kompetitif sektor / di daerah/ 
Competitive excellence i sector at region 
= Kesempatan kerja sektor / di wilayah j / 
Job opportunities j sector et region j 

Laju pertumbuhan regional/ Regional 
growth rate 

Laju pertumbuhan sektor i pada local j/ i 
Sector growth rate at local j 


Masing-masing laju 
didefinisikan sebagai berikut: 


pertumbuhan 


a. Mengukur 
wilayah j 


ny = By — By /Ey 


laju pertumbuhan sektor / di 


b. Mengukur laju pertumbuhan sektor / 
perekonomian regional 
Tin = E* in = Ein/Ein ee aan. (7) 
c. Mengukur laju pertumbuhan lokal 
In = Es — nf En aaaaunaaanaaaannaaaaaaaan (8) 
Keterangan/ Information: 
E", = Kesempatan kerja sektor i di wilayah A i 
Sector job opportunities at region i 
E = Kesempatan kerja sektor i di wilayah j/ i 
Sector job opportunities at region j 
E", = Kesempatan kerja nasional sector i/ i 
National sector job opportunities 
E, - Kesempatan kerja nasional sector j/ j 


National sector job opportunities 


Untuk suatu wilayah, pertumbuhan nasional, 
industrial mixed, dan keunggulan kompetitif dapat 
ditentukan bagi suatu sektor (i) atau dijumlahkan 
untuk semua sektor sebagai keseluruhan wilayah. 


Formula untuk analisis shift share untuk 
sektor i di wilayah j adalah: 


Dij = Eij -n + Ery in — m) + Po ij — Tin)......(9) 


Bila setiap komponen dalam analisis shift 
share dijumlahkan untuk semua sektor, maka tanda 
hasil penjumlahan itu akan menunjukkan arah 
perubahan dalam pangsa wilayah kesempatan kerja 
nasional. Dampak dari pertumbuhan kesempatan 
kerja suatu sektor industri jika dibandingkan 
dengan kesempatan kerja nasional adalah adanya 
pengaruh industrial mixed dan keunggulan 
kompetitif yang bersifat positif atau negatif bahkan 
netral pada semua wilayah. Apabila pertumbuhan 
kesempatan kerja suatu sektor tumbuh di atas 
dari kesempatan kerja nasional akan memberikan 
pengaruh terhadap industrial mixed yang positif 
dan berlaku sebaliknya. Contoh lainnya, apabila 
kesempatan kerja berkembang lebih cepat akan 
memberikan pengaruh keunggulan kompetitif 
total kearah positif dan berlaku sebaliknya apabila 
kesempatan kerja sektor yang bersangkutan di 
tingkat nasional lebih rendah maka pengaruh 
keunggulan kompetitif total kearah negatif. Dari 
hasil analisis shift share maka sektor-sektor industri 
pada daerah bersangkutan dapat dikelompokan 
dalam kuadran sebagai berikut : 


Kuadran IV 
NS = (+) 
PS - (-) 
DS - (-) 


Gambar 1. Keunggulan Sektor Dalam Kuadran. 
Figure 1. Excellence of Sector in Kuadran. 


Intepretasi hasil pada kuadran 1 menunjukkan 
sektor-sektor industri tersebut mempunyai peranan 
penting dalam perekonomian pada Kabupaten/Kota 
atau dengan kata lain kontribusi sektor tersebut 
cenderung naik dan naik pada sistem perekonomian 
yang lebih luas seperti Provinsi. Pada kuadran 
2 menunjukkan bahwa sektor industri tersebut 
dapat meningkatkan peranannya dalam wilayah 
yang lebih luas namun tidak dapat meningkatkan 
perekonomian di kabupaten/kota. Untuk kuadran 3 
sektor industri tersebut tidak memiliki peranan dalam 
memajukan perekonomian baik tingkat kabupaten/ 
kota maupun provinsi sedangkan pada kuadran 
IV sektor industri tersebut dapat meningkatkan 
perannya dalam lingkup kabupaten/kota saja. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Penelitian Sebelumnya Mengenai Analisis Shift 
Share 


Dari hasil penelitian sebelumnya yang 
menggunakan analisis shift share untuk mengetahui 
keunggulan kompetitif suatu komoditas sektor 
industri tertentu pada wilayah tertentu sudah banyak 
dilakukan, terutama pada sektor pertanian dan 
sektor pertambangan. Hal ini disebabkan karena 
pada beberapa wilayah kedua sektor tersebut 
dominan dalam struktur perekonomian wilayah. 
Baru sedikit hasil penelitian yang menggunakan 
shift share pada sub sektor perikanan dan sub 
sektor pariwisata. Hal ini disebabkan karena kedua 
sub sektor tersebut baru beberepa tahun terakhir 
terpisah pada struktur Gross National Product pada 
suatu wilayah. Sebelumnya sub sektor perikanan 
masuk pada sub sektor pertanian, dan sub sektor 
wisata masuk pada sektor jasa. 


Khusus untuk sub sektor perikanan pada 
beberapa wilayah di Indonesia menjadi sub sektor 
unggulan seperti penelitian di Provinsi Jawa 
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Timur yang dilakukan oleh Huda (2015) yang 
menunjukkan sub sektor perikanan di lima 
kabupaten di Provinsi Jawa Timur memiliki 
keunggulan kompetitif yaitu Kabupaten Lamongan, 
Pamekasan, Banyuwangi, Trenggalek, dan Pacitan. 
Senada dengan itu penelitian yang dilakukan di 
Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Biasane (2011) 
subsektor perikanan di tingkat lokal meningkat dan 
cenderung semakin kompetitif. Namun tidak semua 
Kabupaten/ Kota yang bersifat kepulauan seperti 
hasil analisis shift share dari penelitian Ismail (2007) 
Kabupaten Halmahera tingkat competitiveness 
sub sektor perikanan lebih rendah dari sub sektor 
lainnya namun memiliki keunggulan komparatif. 
Hal ini dikarenakan karena mengalami distorsi 
pasar, padahal sub sektor perikanan mempunyai 
potensi dan prospek yang besar. 


Penelitian shift share pada sektor primer 
yang sub sektor perikanannya masuk pada sektor 
pertanian adalah yang dilakukan oleh Hendriani 
et al. (2013) di Kabupaten Cirebon periode 2005- 
2009 yang secara keseluruhan memperlihatkan 
sektor pertanian (nilai sub sektor perikanan masuk 
menjadi satu dengan nilai pada sektor pertanian) 
sangat dominan di Cirebon. Begitu pun hasil 
penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan 
oleh Purwaningsih (2009). Berdasarkan hasil 
penelitiannya menggunakan analisis shift share, 
sektor pertanian (nilai sub sektor perikanan menjadi 
satu dalam sektor pertanian) masuk kwadran IV 
yang artinya adalah sektor yang memiliki tingkat 
daya saing yang tinggi walaupun laju pertumbuhan 
lambat. Penelitian menggunakan analisis shift 
share pada sektor primer lainnya dilakukan oleh 
Yandri (2007), Hasani (2011), dan Marta (2011). 


Sedangkan sub sektor pariwisata menjadi 
unggulan ada di Kepulauan Seribu, seperti hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Mira (2013). 
Berdasarkan hasil penelitian di Kepulauan Seribu 
tersebut sub sektor pariwisata bahari menjadi sub 
sektor unggulan karena karakteristik wilayahnya 
yang mendukung atraksi wisata (Sun, Beach, 
Coral) dan memiliki aksesibilitas yang dekat dengan 
Ibukota Jakarta. Suatu wilayah memiliki keunggulan 
komparatif yang bersifat dinamis. Artinya, wilayah 
tersebut harus dapat mempertahankannya dengan 
mengoptimalkan potensi sumberdaya daya yang 
dimiliki, kalau tidak dioptimalkan sumberdaya yang 
dimiliki maka wilayah lain dapat menyaingi dengan 
bantuan teknologi dan modal. 


Sektor Wisata Bahari termasuk pada sumber 
pertumbuhan tersier, penelitian sebelumnya pada 
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sumber pertumbuhan tersier dilakukan Mopangga 
(2010), dimana Gorontalo pada periode 2007-2008 
mengalami transisi struktur ekonomi dari sektor 
primer ke sektor sekunder bahkan tersier. Propinsi 
Gorontalo memang pada sub sektor perikanan yang 
merupakan sektor primer dan sub sektor pariwisata 
bahari yang merupakan sektor tersier. Transisi 
sektor primer (perikanan) menjadi sektor sekunder 
atau tersier memang banyak terjadi pada wilayah 
yang memiliki pulau-pulau kecil, yang sebelumnya 
potensi mereka hanya sub sektor perikanan, tapi 
setelah sub sektor pariwisata bahari dioptimalkan 
pemanfaatannya, maka terjadi pertumbuhannya 
terjadi transisi dari sektor perikanan ke pariwisata. 
Seperti transisi sektor primer ke sektor sekunder 
yang terjadi pada Papua Barat (Baransano, 2011). 
Tidak semua wilayah di Indonesia didominasi oleh 
sektor primer namun didominasi oleh sektor tersier 
seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, 
sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor 
listrik, gas dan air bersih khususnya wilayah 
perkotaan. Dari hasil analisis shift share yang 
dilakukan oleh Rakhman (2011) di Daerah Khusus 
Ibukota (DKI) Jakarta dominasi sektor tersier 
termasuk sub sektor pariwisata dalam rangka 
pertumbuhan tenaga kerja tahun 2001-2008. 


Komponen Pertumbuhan Perikanan dan 


Pariwisata Bahari 


Komponen pertumbuhan pangsa wilayah 
adalah indikator keunggulan komparatif sektor dan 
komponen pertumbuhan proporsional merupakan 
indikator percepatan atau perlambatan sektor. Pada 
Gambar 2 terlihat bahwa semua sektor termasuk 
sub sektor perikanan dan sektor pariwisata di 
Sumbawa memiliki keunggulan komparatif, kecuali 
sektor transportasi dan komunikasi. Sektor-sektor 
yang memiliki keunggulan komparatif/daya saing 
diindikasikan dengan nilai komponen pertumbuhan 
pangsa wilayah yang positif, termasuk sub sektor 
perikanan dan sektor pariwisata. 


Sebaliknya, sektor yang tidak memiliki 
keunggulan komparatif adalah sektor komunikasi 
dan sektor transportasi, karena memiliki komponen 
pertumbuhan pangsa wilayah yang negatif. Kedua 
sektor tersebut tidak memiliki keunggulan kompartif 
karena mengekspor komoditi yang memiliki 
kerugian obsolut lebih besar yaitu yang bahan baku 
impornya lebih besar. Padahal sektor ini sangat 
dibutuhkan untuk percepatan laju pertumbuhan 
sektor wisata bahari, karena sistem transportasi 
merupakan unsur yang sangat penting untuk 
pembangunan wisata. 


Keunggulan Sub Sektor Perikanan dan Pariwisata Bahari Dalam Struktur Perekonomian ................... (Mira dan C. M. Witomo) 
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Gambar 2. Nilai Komponen Proporsional, Komponen Pangsa Wilayah dan Komponen Pergeseran 
Bersih Perikanan dan Pariwista Bahari di Kabupaten Sumbawa, 2014. 


Figure 2. Value of Proportional Components, Region Share Component, Net Shift of Fisheries 
and Marine Tourism in Sumbawa Regency, 2014. 


Sumber: Data diolah dengan menggunakan metode analisis pergeseran struktur ekonomi, 2015/ 
Source: Data processed using the method of analysis shifting economic structure, 2015 


Sektor transportasi adalah elemen yang 


harus terintegrasi dalam pembangunan 
wisata, karena sistem transportasi 
merupakan faktor penghubung wisatawan 
ke tempat destinasi yang diinginkan. 


Di Kabupaten sumbawa, salah satu faktor yang 
menjadi penghambat dari laju pertumbuhan 
sektor wisata adalah sistem transportasi yang jika 
dibandingkan dengan Bali sangat jauh berbeda. 
Pemerintah daerah perlu memperhatikan sistem 
transportasi, karena menggenjot laju sektor 
transportasi berarti ikut memajukan salah satu 
faktor penting dalam pembangunan sektor wisata 
bahari. 


Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa 
harus membenahi sektor transportasi dan 
komunikasi, karena wisatawan jika berkunjung ke 
suatu daerah akan mempertimbangkan dua hal 
yaitu seberapa menarik destinasi suatu wisata 
dan sistem transportasi. Hal ini mengindikasikan 
bahwa pembangunan sektor transportasi dalam 
suatu destinasi wisata akan berdampak pada 
pembangunan sektor pariwisata bahari. Berpegang 
pada pembangunan sektor wisata bahari di 
pulau Vancouver, menurut Stock (2006), sistem 
transportasi yang semakin membaik di Pulau 
Vancouver menyebabkan semakin meningkatnya 
jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau 
Vancowver. Begitu pun jika Kabupaten Sumbawa 
belajar dari pengalaman pembangunan wisata di 
kota Cairns, menurut penelitian yang dilakukan 
Prideaux (2000), ada korelasi positif antara 


pembangunan wisata dan sistem transportasi. 
Menurut Kajian Prideaux (2000) ini, ada peran dari 
sistem transportasi dalam pembangunan wisata 
kota Cairns, Prideux membuat sebuah model peran 
transportasi dalam pembangunan wisata suatu 
wilayah pesisir dengan memasukan variabel biaya 
transportasi dan persaingan kota tujuan wisata. 


Urutan sektor yang mengalami keunggulan 
komparatif sangat besar adalah sektor kontruksi 
(52,15%), jasa (46,78%), wisata bahari (31,49%), 
keuangan (24,76%), penggalian (23,18%), listrik/ 
gas/air minum (18,45%), dan perikanan (9%). Dari 
urutan terlihat bahwa sub sektor perikanan memiliki 
keunggulan komparatif yang paling rendah. 
Rendahnya keunggulan komparatif sub sektor 
perikanan karena menurunnya produksi tambak dan 
mutiara di Sumbawa, padahal sebelumnya banyak 
investor yang tertarik berinvestasi pada sub sektor 
perikanan, karena keuntungan yang diperoleh 
pada usaha tambak dan mutiara. Akan tetapi, 
keberhasilan rumput laut di Lombok membuat Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa 
mengintroduksikan usaha budidaya rumput laut 
supaya masyarakat tidak hanya terfokus pada 
usaha tambak. 


Sektor wisata bahari merupakan salah satu 
sektor yang memiliki keunggulan kompartif cukup 
besar, dengan kata lain sektor ini dapat bersaing 
dengan wilayah lain. Namun, pemerintahan 
Kabupaten Sumbawa harus mempertahankannya, 
karena keunggulan komparatif adalah dinamis. 


J. Sosek KP Vol. 11 No. 1 Juni 2016: 13-27 


Wilayah lain dapat menyainginya seperti Lombok, 
Bima, dan wilayah lain di Nusa Tenggara Timur 
dan Barat, dimana wilayah tersebut memiliki 
atraksi wisata yang sama yaitu wisata bahari. 
Jika dikaitkan dengan teori Heckscher-Ohlin 
yang menyatakan bahwa suatu wilayah memiliki 
keunggulan komparatif bila mengekspor komoditi 
yang banyak menggunakan faktor produksi yang 
ada diwilayahnya tersebut. Artinya, sektor wisata 
di Kabupaten Sumbawa memiliki keunggulan 
komparatif karena didukung karakteristik 
wilayahnya yang memiliki pulau-pulau kecil dan 
terumbu karang, seperti Pulau Moyo. 


Satu hal yang menarik pada nilai komponen 
pangsa wilayah pada Kabupaten Brebes adalah 
banyak sektor yang tidak memiliki keunggulan 
komparatif yang diindikasikan dengan nilai 
komponen pangsa wilayah yang negatif, termasuk 
sub sektor perikanan. Masing-masing sektor yang 
tidak memiliki keunggulan komparatif adalah sub 
sektor perikanan (-8,91%), pertambangan dan 
penggalian (-0,85%), listrik/gas dan air minum 
(-5,66%), kontruksi (-1,46%), dan sektor jasa (-1%). 
Salah satu sebab wilayah Kabupaten Brebes tidak 
memiliki keuggulan komparatif pada sub sektor 
perikanan adalah terjadinya abrasi pada pantai utara 
Brebes dan laju degradasi sumberdaya perikanan 
tangkap yang diakibatkan praktek penangkapan 
yang tidak ramah lingkungan seperti Cantrang. 
Abrasi di pantai Utara Brebes telah membuat 
separuh dari tambak di Kecamatan Kaliwlingi 
hilang. Guna mengurangi abrasi pemerintah selama 


10 tahun terakhir yang dibantu dengan NGO asing 
menanam mangrove. Pada sektor perikanan 
tangkap, masyarakat brebes tertekan dengan 
pelarangan alat tangkap cantrang. Hal ini yang 
menyebabkan mereka beberapa kali berdemontrasi 
ke Jakarta untuk menuntut pemerintah mencabut 
aturan tersebut. 


Sektor yang memiliki keunggulan komparatif 
di Kabupaten Brebes adalah sektor wisata, 
transpostasi dan komunikasi, sektor keuangan, dan 
sektor industri. Meski Kabupaten Brebes berstatus 
Kabupaten, namun sektor-sektor yang memiliki 
keunggulan komparatif adalah sektor sekunder 
dan sektor tersier yang pada umumnya merupakan 
sektor penopang pertumbuhan ekonomi sebuah 
perkotaan. Malah untuk sektor primer, seperti sub 
sektor perikanan, Kabupaten Brebes tidak memiliki 
keunggulan komparatif. 


Pada Gambar 3 terlihat bahwa nilai 
komponen proporsional banyak sektor mengalami 
perlambatan pertumbuhan termasuk sub sektor 
perikanan. Perlambatan sektor diindikasikan 
dengan nilai komponen proporsional yang negatif, 
dimana sektor tersebut adalah perikanan (-5,35%), 
pertambangan dan penggalian (-3,37%), dan 
industri (0,11%). Sedangkan sektor yang mengalami 
percepatan pertumbuhan adalah sektor wisata, 
transportasi dan komunikasi, keuanggan, dan 
sektor jasa. Adapun persentase dari percepatan 
pertumbuhan masing-masing sektor tersebut 
adalah 4,64%, 0,15%, 0,6%, dan 2,24%. 
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Gambar 3. Nilai Komponen Proporsional, Komponen Pangsa Wilayah , dan Komponen Pergeseran 
Bersih Perikanan dan Pariwisata Bahari di Kabupaten Brebes, 2014. 
Figure 3. Proportional Value Components, Region Share, Net Shift of Fisheries and Marine 


Tourism In Brebes Regency, 2014. 


Sumber: Data diolah dengan menggunakan metode analisis pergeseran struktur ekonomi, 2015/ 
Source: Data processed using the method of analysis shifting economic structure, 2015 
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Keunggulan Sub Sektor Perikanan dan Pariwisata Bahari Dalam Struktur Perekonomian ................... 


Pergeseran Bersih Sub Sektor Perikanan dan 
Pariwisata Bahari 


Pada sub bab ini akan dibahas mengenai 
dua pengelompokan sektor, yaitu sektor yang 
mengalami pertumbuhan maju (progresif) yang 
diindikasikan dengan nilai komponen pergeseran 
bersih positif, dan sektor yang mengalami 
kemunduran yang diindikasikan dengan nilai 
komponen pergeseran bersih yang positif. Di 
Kabupaten Brebes sektor yang mengalami 
pertumbuhan maju adalah sektor wisata, 
transportasi dan komunikasi, keuangan, dan sektor 
jasa. Tingkat pertumbuhan progresif dari masing- 
masing sektor tersebut adalah 8,72%, 2,82%, 
2,82%, dan 1,23% seperti yang ditunjukan pada 
Gambar 4. Percepatan pertumbuhan sektor wisata 
di Kabupaten Brebes didukung letaknya di Pantura 
Jawa, dimana banyak hotel yang tidak hanya 
melayani urusan pemerintah, tapi juga melayani 
pengguna jalan yang kelelahan di jalan. 


Sektor-sektor yang lamban pertumbuhannya 
di Brebes adalah sektor perikanan, pertambangan 
dan penggalian, kontruksi, dan listrik/gas/ 
air minum. Hal ini dikarenakan karena sektor- 
sektor tersebut mengalami pertumbuhan negatif 
yang mengindikasikan sektor yang mengalami 
kemunduran atau sektor yang lamban. Penyebab 
kemunduran pada sub sektor perikanan adalah 
adanya abrasi pada perikanan budidaya dan 
penurunan hasil tangkapan pada perikanan 
tangkap. Kemunduran dari sektor-sektor tersebut 


(Mira dan C. M. Witomo) 


bisa diindikasikan dari titik pointnya yang dibawah 
garis 45 yang menunjukan pergeseran bersih < 0. 
Sektor yang mengalami kemunduran pertumbuhan 
yang paling besar adalah sub sektor perikanan 
dimana mengalami kemuduran sebesar 14,26%. 


Di Kabupaten Sumbawa tidak banyak 
sektor yang mengalami kemunduran, hanya 
sektor pertambangan dan penggalian dan sektor 
transportasi dan komunikasi, dimana masing-masing 
nilai pertumbuhan kemunduran sebesar -32,18% 
dan -3,51%. Kemunduran sektor pertambangan 
dan penggalian karena ada aturannya pelarangan 
ekspor tambang mentah yang menyebabkan 
pertumbuhan sektor ini melambat. Sektor yang 
mengalami kemajuan secara progresif adalah 
sektor perikanan, industri, listrik/gas/air minum, 
kontruksi, wisata bahari, keuangan dan jasa. Sektor 
yang mengalami pertumbuhan maju yang paling 
besar sektor kontruksi dan sektor wisata, dimana 
masing-masing mengalami pertumbuhan progresif 
sebesar 89,90% dan 57,20%. Pertumbuhan 
progresif dari sektor kontruksi untuk mendukung 
sektor wisata yang pembangunan mulainya 
diintensifkan Pemerintahan Kabupaten Sumbawa 
semenjak sektor pertambangan dan penggalian 
mengalami kemunduran. Saat ini banyak hotel 
dibangun sebagai akomodasi wisatawan dan 
persiapan untuk menyambut event internasional 
yang digelar untuk mempromosikan potensi wisata 
Kabupaten Sumbawa di mata internasional, seperti 
Festival Moyo. 


E Pergeseran Bersih Sumbawa/ 
Sumbawa Net Shift 
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Gambar 4. Nilai Pergeseran Bersih Perikanan dan Pariwisata Bahari di Kabupaten Sumbawa dan 


Brebes, 2014. 


Figure 4. Net Shift Value of Fisheries and Marine Tourisms in the Economic Structure of Sumbawa 


and Brebes Regency, 2014. 


Sumber: Data diolah dengan menggunakan metode analisis pergeseran struktur ekonomi, 2015/ 
Source: Data processed using the method of analysis shifting economic structure, 2015 


21 


J. Sosek KP Vol. 11 No. 1 Juni 2016: 13-27 


Rasio Indikator Perikanan dan Pariwisata 


Bahari 


Jika dilihat pada Gambar 5 baik di Kabupaten 
Sumbawa maupun di Kabupaten Brebes nilai 
rasio pertambahan pertumbuhan adalah positif. 
Hal ini mengindikasikan kedua kabupaten tersebut 
dalam waktu lima tahun semua sektor memiliki 
pertambahan pertumbuhan. Jika dibandingkan 
kedua Kabupaten tersebut, pertambahan 
pertumbuhan sub sektor perikanan dan sub sektor 
pariwisata bahari paling tinggi ada di Kabupaten 
Sumbawa. Pertambahan pertumbuhan sub sektor 
perikanan dan pariwisata di Kabupaten Sumbawa 
adalah sebesar 149 % dan 171 Yo. Sebaliknya, 
pertambahan pertumbuhan sub sektor perikanan 
dan pariwisata bahari di Kabupaten Brebes adalah 
hanya sebesar 116% dan 129%. 


Nilai rasio pertambahan pertumbuhan 
(ri) sub sektor perikanan di Kabupaten Sumbawa 
(1,3) tidak jauh beda dengan Kabupaten Brebes 
(1,19). Bedanya, sub sektor perikanan di 
Kabupaten Brebes merupakan sub sektor yang 
memiliki nilai rasio pertambahan pertumbuhan yang 
paling kecil. Rendahnya nilai rasio pertambahan 
pertumbuhan di Kabupaten Brebes merupakan 
suatu indikator bahwa sub sektor perikanan 
bukan sub sektor yang produktif dan potensial. 
Kontribusi sub sektor perikanan kurang 
signifikan terhadap pendapatan wilayah Kabupaten 
Brebes. 


Sub sektor yang memiliki nilai tambah 
netto yang cukup besar di Kabupaten Brebes 


adalah sub sektor tanaman pangan, yaitu sebesar 
Rp 6.744.832,35 juta. Jika dibandingkan nilai 
tambah netto sub sektor perikanan dan sub sektor 
tanaman pangan di Kabupaten Brebes adalah 
sangat kecil sekali, dimana nilai tambah netto sub 
sektor perikanan ketimbang sub sektor tanaman 
pangan kurang dari 10 % ( 5,87%). Tanaman 
pangan yang cukup berpengaruh terhadap sub 
sektor ini adalah bawang. Sub sektor peternakan 
juga memiliki nilai tambah yang cukup besar 
ketimbang sub sektor perikanan, dimana nilai 
tambah sub sektor peternakan adalah hampir 
Rp 500.000 juta. Sub sektor peternakan 
yang memiliki nilai tambah netto cukup besar 
adalah telor itik. Cukup beralasan telor itik dan 


bawang merah menjadi ikon dari Kabupaten 
Brebes. 
Meski rasio pertambahan pertumbuhan 


sub sektor perikanan paling kecil di Brebes, akan 
tetapi jika dilihat dari ketimpangan antar sektor, 
maka sub sektor perikanan tidak terlalu timpang 
ketimbang sub sektor lainnya. Hal ini dikarenakan 
laju pertumbuhan sektor berkisar antara 119% 
(sub sektor perikanan) sampai dengan 129% 
(sektor pariwisata). Sebaliknya, di Kabupaten 
Sumbawa ketimpangan sektor sangat kentara 
dimana sektor pertambangan dan penggalian 
yang laju pertumbuhan sektor paling rendah 
(85%) sangat berbeda dengan sktor jasa 
yang memiliki laju pertumbuhan yang paling 
besar (185%), perbedaan laju pertumbuhan antar 
sektor sampai dengan 100%. 


m Rasio pertambahan Sumbawa 
pertumbuhan/Growtof ratio 
Sumbawa 


m Rasio pertambahan pertumbuhan 


Brebes/Growt of ratio Brebes 


Gambar 5. Nilai Rasio Pertambahan Pertumbuhan Perikanan dan Pariwisata Bahari Kabupaten 


Sumbawa dan Brebes, 2014. 


Figure 5. Growth Value of Ratio of Fisheries and Marine Toirusm in the Sumbawa and Brebes 


Regencies, 2014. 


Sumber: Data diolah dengan menggunakan metode analisis pergeseran struktur ekonomi, 2015/ 
Source: Data processed using the method of analysis shifting economic structure, 2015 
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Keunggulan Sub Sektor Perikanan dan Pariwisata Bahari Dalam Struktur Perekonomian ................... (Mira dan C. M. Witomo) 


Tingginya ketimpangan antar sektor di 
Kabupaten Sumbawa dikarenakan pemerintah 
daerah belum bisa menyeleraskan pertumbuhan 
antar sektor. “Guna mengurangi ketimpangan antar 
sektor di Kabupaten Sumbawa tersebut, pemerintah 
daerah sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) 
sistem zonasi berdasarkan sektor”, ujar kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Sumbawa. Akan tetapi implementasi 
Perda tersebut masih lemah dilapang, hal ini 
disebabkan karena masih ada egosentris sektor 
pada beberapa Kepala Dinas. 


Pada Gambar 6, sektor yang mengalami laju 
pertumbuhan di bawah rata-rata adalah sub sektor 
perikanan (119%) di Kabupaten Brebes, sektor 
pertambangan dan penggalian (85%) di Kabupaten 
Sumbawa. Rendahnya laju pertumbuhan sektor 
pertambangan dan penggalian di Kabupaten 
Sumbawa sehubungan dengan adanya larangan 
ekspor bahan mentah. Rendahnyalaju pertumbuhan 
sektorpertambangan dan penggalian menyebabkan 
perekonomian Kabupaten Sumbawa terkena imbas, 
sehingga ada pergeseran pertumbuhan sektor dari 
pertambangan dan penggalian ke sektor wisata 
bahari dan sektor perikanan. Meskipun terjadi 
pergeseran pertumbuhan sektor, belum terjadi 
pergeseran yang berarti karena belum bangkitnya 
sektor-sektor tersier seperti sektor transportasi, 
komunikasi dan sektor perdagangan. 


Sektor yang mengalami laju pertumbuhan di 
atas rata-rata adalah sektor wisata bahari baik itu di 
Kabupaten Brebes (129%) maupun di Kabupaten 


Sumbawa (166%). Peningkatkan laju pertumbuhan 
sektor pariwisata bahari di Sumbawa memang 
tidak sebesar laju pertumbuhan sektor pariwisata 
bahari di Lombok, hal ini disebabkan di Lombok 
biasanya wisatawan yang pernah berkunjung ke 
Bali, sedangkan wisatawan yang dari Bali jarang 
yang berkunjung ke Sumbawa. Faktor kedekatan 
jarak dan aksesibilitaslah yang menyebabkan laju 
pertumbuhan sektor pariwisata bahari di Lombok 
lebih besar ketimbang laju pertumbuhan sektor 
pariwisata di Kabupaten Sumbawa. Meski pun begitu 
sub sektor pariwisata baik di Kabupaten Sumbawa 
maupun di Kabupaten Brebes merupakan salah 
satu sektor produktif dan potensial. 


Profil Pertumbuhan Perikanan dan Pariwisata 
Bahari 


Pada bagian ini akan dibahas profil 
pertumbuhan sektor ekonomi, dimana pada 
Gambar 7 terlihat struktur ekonomi Kabupaten 
Sumbawa tersebar dalam 3 kuadran, yaitu kuadran 
1, kuadran 2, dan kuadran 4. Profil masing-masing 
sektor digambarkan dalam empat kuadran. Kuadran 
pertama, merupakan sektor-sektor unggulan, 
kuadran kedua merupakan sektor yang termasuk 
pada kategori agak unggul, kuadran ketiga termasuk 
pada kategori agak mundur, dan kuadran terakhir 
masuk pada kategori sektor mundur. Sektor yang 
termasuk pada kuadran 1 atau sektor yang masuk 
pada kategori sektor unggul adalah sektor wisata 
bahari, kontruksi, listrik/gas/air, industri, keuangan, 
dan jasa. 


m Rasio pertambahan Sumbawa 


-à AAA 


pertumbuhan/Growt of ratio 
Sumbawa 


m Rasio pertambahan pertumbuhan 
Brebes/Growtof ratio Brebes 


oooo 


ONE ONE NN 


Gambar 6. Nilai Laju Pertumbuhan Perikanan dan Pariwisata Bahari di 


Brebes, 2014. 


Kabupaten Sumbawa dan 


Figure 6. Growth Rate of the Fisheries and Marine Tourism, in Sumbawa and Brebes Regencies, 


2014. 


Sumber: Data diolah dengan menggunakan metode analisis pergeseran struktur ekonomi, 2015/ 
Source: Data processed using the method of analysis shifting economic structure, 2015 
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Profil Struktur Ekonomi Dalam Kuadran/ Economic Structure Profile In 


Quadrant 
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Gambar 7. Profil Pertumbuhan Perikanan dan Pariwisata Bahari dalam Struktur Ekonomi Kabupaten 


Sumbawa, 2014. 


Figure 7. Profile of Fisheries and Marine Tourism Growth in Economic Structure of Sumbawa 


Regency, 2014. 


Sumber: Data diolah dengan menggunakan metode analisis pergeseran struktur ekonomi, 2015/ 
Source: Data processed using the method of analysis shifting economic structure, 2015 


Hal ini mengindikasikan sektor wisata bahari 
merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten 
Sumbawa yang berarti sektor ini merupakan 
sektor prioritas dalam pengembangan ekonomi 
suatu wilayah. Sedangkan sub sektor perikanan 
di Kabupaten Sumbawa masuk dalam kuadran 
kedua bersama dengan sektor pertambangan dan 
penggalian, dimana artinya sektor-sektor tersebut 
masuk pada kategori agak mundur/berkembang. 
Guna menggenjot sub sektor perikanan menjadi 
sektor unggulan atau sektor yang potensial, 
Pemerintah Kabupaten Sumbawa membuat klaster 
perikanan budidaya, garam dan perikanan tanggap 
yang sejalan dengan Program Minapolitan. Sub 
sektor perikanan di Sumbawa yang masuk pada 
kategori potensial yang memiliki arti pertumbuhan 
sektor tersebut lambat, sehingga Pemda perlu 
membuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan 
sektor tersebut dengan kebijakan klaster usaha 
perikanan. 


Di Kabupaten Brebes, sub sektor perikanan 
malah masuk pada kuadran 4, artinya sub sektor 
perikanan merupakan sektor yang mengalami 
kemunduran/terbelakang. Rendahnya rasio 
pertambahan pertumbuhan sub sektor perikanan 
di Kabupaten Brebes karena rendahnya nilai 
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tambah neto sub sektor perikanan, yang hanya 
sebesar Rp 396.130, 57 juta (Badan Pusat Statistik 
(BPS), 2013). Sub sektor perikanan di Kabupaten 
hanya bertumpu pada produksi primer, sedangkan 
nilai tambah sub sektor ini sangat kecil, sehingga 
multiplier effect-nya terhadap sub sektor lain 
sangat rendah. Pemerintah perlu meningkatkan 
nilai tambah supaya sub sektor ini masuk 
pada kategori sub sektor produktif dan potensial. 
Peningkatan nilai tambah sub sektor perikanan 
dengan penguasaan teknologi yang tepat guna, 
sehingga industri perikanan yang berkembang 
bukan industri primer saja, tetapi industri sekunder 
dan tersier. Selain itu disebabkan karena industri 
pengolahan yang berkembang di Kabupaten 
Brebes masih terbatas pada industri kecil yang 
menggunakan teknologi sederhana. Penggunaan 
teknologi yang sederhana menyebabkan nilai 
tambah pada sub sektor perikanan menjadi 
lebih kecil. Pemerintah harus meningkatkan 
nilai tambah pada industri perikanan yang 
berkembang dengan cara peningkatan kualitas dan 
kuantitas melalui pelatihan ke pengolah, dimana 
pelatihan disesuaikan dengan keinginan dan 
kemampuan masyarakat pengolah perikanan di 
Brebes. 


Keunggulan Sub Sektor Perikanan dan Pariwisata Bahari Dalam Struktur Perekonomian ................... (Mira dan C. M. Witomo) 


Profil Struktur Ekonomi Dalam Kuadran/ Economic Structure Profile 
In Quadrant 
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-2,1% 94992; 7,02 


Gambar 8. Profil Pertumbuhan dan Pariwisata Bahari dalam Struktur Ekonomi Kabupaten Brebes, 


2014. 


Figure8. Profile of Fisheries and Marine Tourism Growth in Economic Structure of Brebes Regency, 


2014. 


Sumber: Data diolah dengan menggunakan metode analisis pergeseran struktur ekonomi, 2015/ 
Source: Data processed using the method of analysis shifting economic structure, 2015 


Sektor industri di Kabupaten Brebes masuk 
pada kategori kuadran kedua, dimana masuk 
pada kategori sektor agak maju/potensial. Industri 
yang berkembang terbatas pada industri yang 
mengandalkan keunggulan komparatif seperti telur 
asin dan bawang. Pemerintah harus meningkatkan 
peranan sektor industri, karena sektor industri 
termasuk salah satu leading sector, yang artinya 
pertumbuhan sektor industri akan mendorong 
pertumbuhan sektor lainnya seperti sub sektor 
perikanan dan sektor perdagangan. Sedangkan 
untuk sektor wisata bahari, termasuk pada kuadran 
pertama, dimana merupakan salah satu sektor 
yang termasuk kategori maju. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Profil pertumbuhan memperlihatkan bahwa 
sub sektor perikanan di Kabupaten Brebes masuk 
pada Kuadran 4 yang artinya merupakan salah 
satu sektor yang masuk pada kategori terbelakang/ 
mundur. Jika dikaitkan dengan hasil analisis 
komponen pertumbuhan pangsa wilayah, maka 
sub sektor perikanan di Kabupaten Brebes tidak 
memiliki keunggulan komparatif yang artinya sub 
sektor ini tidak memiliki daya saing. 


Sub sektor perikanan di Kabupaten 
Sumbawa masuk dalam Kuadran 2, artinya sub 


sektor ini masuk pada kategori potensial, dimana 
untuk meningkatkan sub sektor ini menjadi sub 
sektor unggulan Bappeda Kabupaten Sumbawa 
membuat klaster perikanan budidaya, garam, dan 
perikanan tangkap yang sejalan dengan program 
minapolitan. Pada analisis komponen pertumbuhan 
pangsa wilayah, sub sektor perikanan mempunyai 
keunggulan komparatif, Jika dibandingkan 
sektor lainnya, nilai komponen pertumbuhan 
pangsa wilayahnya paling kecil (9%), artinya sub 
sektor perikanan yang paling kecil keunggulan 
komparatifnya. Pemerintah 


Sektor pariwisata bahari menurut hasil 
analisis profil pertumbuhan baik di Kabupaten 
Sumbawa dan Brebes masuk pada Kuadran 
1 yang artinya merupakan sektor unggulan. 
Pemerintah harus memprioritaskan sektor wisata 
dalam pengembangan ekonomi pada dua wilayah 
tersebut karena memiliki keunggulan komparatif 
yang diindikakasikan dengan nilai komponen 
pertumbuhan pangsa wilayah yang positif. 


Kabupaten yang mengalami perlambatan 
ekonomi adalah Kabupaten Brebes, karena banyak 
sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan 
seperti sub sektor perikanan, pertambangan, 
kontruksi, dan listrik/gas/air. Di Kabupaten Sumbawa 
tidak mengalami perlambatan ekonomi karena 
tidak banyak sektor yang mengalami kemunduran, 
hanya sektor pertambangan dan transportasi. 
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Implikasi Kebijakan 


Pada sub sektor perikanan, Pemerintah 
Kabupaten Brebes perlu meningkatkan nilai 
tambah sub sektor perikanan yang tidak memiliki 
keunggulan komparatif. Hal ini penting dilakukan 
supaya sub sektor ini tidak hanya bertumpu pada 
produksi primer yang pada akhirnya diharapkan 
sub sektor perikanan dapat masuk pada kategori 
sub sektor produktif dan potensial yang memiliki 
keunggulan komparatif. 


Pada sub sektor perikanan, Pemerintahan 
Kabupaten Sumbawa perlu menggalakkan usaha 
rumput laut setelah adanya penurunan produksi 
pada usaha tambak dan mutiara, supaya nelayan/ 
petambak tidak kehilangan pekerjaannya. 


Pada sektor pariwisata bahari, Pemerintah 
Kabupaten Sumbawa harus menggenjot sektor 
transportasi dan komunikasi untuk mendukung 
keunggulan komparatif sektor wisata bahari. 
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ABSTRAK 


Kabupaten Indramayu memiliki jumlah rumah tangga menengah kebawah paling banyak di 
Provinsi Jawa Barat. Artinya, tingkat kesejahteraan yang dimiliki masih rendah. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengkaji tingkat kesejahteraan nelayan skala kecil (£ 5 GT) di Kabupaten Indramayu. Data 
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan 
teknik wawancara, observasi dan pencatatan. Analisis data menggunakan pendekatan penghidupan 
berkelanjutan menggunakan indikator sumber daya keuangan, sosial, manusia dan alam. Tingkat 
kesejahteraan nelayan dapat dihitung dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan yang berfungsi 
untuk mengetahui kesejahteraan secara relatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks penghidupan 
nelayan berada pada kategori sedang (54,93%); capaian indikator modal keuangan (83,51%) dengan 
kategori sangat baik; indikator modal alam (60,00%) dengan kategori sedang; indikator modal sosial 
(13,20%) dengan kategori buruk; dan indikator modal sumber daya manusia (56,65 %) dengan kategori 
sedang. Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikan dalam mewujudkan penghidupan berkelanjutan 
di Kabupaten Indramayu adalah melalui peningkatan indikator modal sosial seperti peningkatan 
akses masyarakat terhadap kelembagaan ekonomi, mengoptimalkan kelembagaan masyarakat yang 
ada khususnya dalam setiap program pemerintah, mengintegrasikan kelembagaan informal dengan 
kelembagaan formal, dan mengaktifkan kembali koperasi yang telah ada atau mendirikan koperasi 
perikanan baru. 


Kata Kunci: kesejahteraan, nelayan skala kecil, pendekatan penghidupan berkelanjutan 


ABSTRACT 


Indramayu District has a majority of fisher's household with less prosperity in the West Java 
province. This study aimed at analyzing the welfare of small-scale fisheries (< 5 GT) in Indramayu 
District. Primary and secondary data were collected by using interviews, observation and recording. 
Analysis of the data used to determine the level of welfare of fisher’s are using the sustainable livelihoods 
approach using indicators of financial, social, human and natural resources. The welfare level of fishers 
countable with sustainable livelihood approach which serves to determine relative welfare. The analyze 
results showed that the fisher livelihood index in middle category (54.93) with performance indicators 
of financial resources (83.51%) with very good categories; indicators of natural resources ( 60.00%) 
in the medium category; indicators of social resources (13,20%) with bad categories; and indicators 
of human resources (56.65%) with medium category. Therefore, recommendation strategy in order to 
realize sustainable livelihoods in Indramayu through increasing people’s access to economic institutions; 
optimize existing community institutions, especially in any government program; institutional integrate 
informal with formal institutions; and activated existing cooperatives or built the new cooperative. 


Keywords: welfare, small scale fisheries, sustainable livelihood approach 
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PENDAHULUAN 


Sejalan dengan misi Pembangunan 
Kelautan dan Perikanan yaitu keadilan sosial 
(social equity), pertumbuhan ekonomi (economic 
growth), keberlanjutan lingkungan (environmental 
sustainability), peningkatan kecerdasan dan 
kesehatan bangsa dapat dilakukan melalui upaya 
peningkatan konsumsi ikan, peningkatan peran 
laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan 
budaya bahari bangsa Indonesia (Nikijuluw, 2002). 
Pengaturan kegiatan manusia dalam kaitannya 
dengan pemanfaatan sumberdaya ikan seringkali 
menjadi sangat penting dan patut diutamakan. 
Pentingnya faktor manusia sebagai kunci sukses 
pengelolaan sumberdaya perikanan bukan terletak 
pada sumberdaya ikannya, tetapi terletak pada 
sumberdaya manusia yang memanfaatkannya 
(Nikijuluw, 2002). 


Komitmen pendayagunaan sumberdaya 
kelautan masih kurang. Hal ini dapat dilihat dalam 
kenyataannya bahwa nelayan selaku aktor utama di 
sektor ini masih berada dibawah garis kemiskinan 
(Syahroni, 2010 dalam Viyana, 2016). Berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah nelayan 
miskin di Indonesia pada 2011 mencapai 7,87 
juta, atau sekitar 25.14 persen dari total penduduk 
miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang. 
Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan 
nelayan masih terjadi, yaitu keterbatasan modal 
untuk mengembangkan usaha, tingkat pendidikan 
yang rendah, pendapatan yang rendah, perilaku 
ekonomi rumah tangga nelayan yang cenderung 
boros, tidak ada alternatif mata pencaharian 
(livelihood), dan perencanaan regional yang tidak 
mendukung (Sadik, 2012). 


Hampir 85% nelayan di Indonesia didominasi 
oleh perikanan skala kecil yang beroperasi di sekitar 
perairan pantai. Kontribusi nelayan skala kecil 
sangat besar dalam produksi perikanan tangkap, 
namun nelayan skala kecil masih diidentikkan 
dengan kemiskinan. Hal ini menunjukkan usaha 
perikanan skala kecil masih tidak efiesien, dimana 
upaya penangkapan melebihi ketersediaan dari 
sumbe rdaya yang ada (Wiyono dan Wahju, 2006). 
Hasil tangkapan ikan belum diikuti kesejahteraan 
nelayan. Kusnadi (2002) menyatakan kemiskinan 
nelayan bersumber dua faktor yaitu : (1) Faktor 
alamiah, yakni faktor yang berkaitan dengan 
fluktuasi musim-musim penangkapan dan struktur 
alamiah sumberdaya ekonomi desa, dan (2) Faktor 
non alamiah yakni faktor yang berhubungan dengan 
keterbatasan jangkauan teknologi penangkapan, 
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ketimpangan sistem bagi hasil dan tidak ada 
kepastian jaminan sosial tenaga kerja, jaringan 
pemasaran masih lemah dan lembaga koperasi 
nelayan yang ada belum berfungsi dengan baik. 


Selain beberapa faktor di atas, penyebab 
kemiskinan di masyarakat khususnya di pesisir 
disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, 
yaitu (Suryawati, 2005): (a) Natural assets: seperti 
tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat 
hanya menguasai lahan yang kurang memadai 
untuk mata pencahariannya; (b) Human assets: 
menyangkut kualitas sumber daya manusia 
yang relatif masih rendah (tingkat pendidikan, 
pengetahuan, keterampilan maupun tingkat 
kesehatan dan penguasaan teknologi), (c) Physical 
assets: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas 
umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi 
di pedesaan, (d) Financial assets: berupa tabungan 
(saving), akses untuk memperoleh modal usaha, 
dan (e) Social assets: berupa jaringan, kontak dan 
pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining 
position dalam pengambilan keputusan-keputusan 
politik. 


Kabupaten Indramayu merupakan daerah 
yang sebagian wilayahnya berada di pesisir pantai 
sehingga kehidupan masyarakatnya sebagian 
besar adalah sebagai nelayan. Kecamatan 
Indramayu merupakan salah satu kecamatan yang 
ada di Kabupaten Indramayu yang memiliki garis 
pantai panjang juga sebagai ibukota Kabupaten 
Indramayu. Kecamatan Indramayu terdiri dari 18 
desa dimana 5 di antaranya merupakan desa 
pantai yaitu Singaraja, Singajaya, Karangsong, 
Pabean Udik dan Tambak. Kegiatan masyarakat 
di kawasan pantai ini adalah nelayan sehingga 
pendapatan yang dihasilkan bergantung kepada 
kegiatan melaut (BPS Kabupaten Indramayu, 
2015). 


Produksi perikanan di Kabupaten Indramayu 
memberikan kontribusi terbesar dibandingkan 
dengan kabupaten lain di wilayah pesisir Provinsi 
Jawa Barat bagian utara yaitu 61,50% dari total 
jumlah produksi Jawa Barat (BPS Provinsi Jawa 
Barat, 2015). Produksi tersebut diperoleh dari hasil 
tangkapan nelayan yang berjumlah 40.545 RTP 
(14,94% diantaranya pemilik dan 85,06% adalah 
buruh perikanan) (BPS Kabupaten Indramayu, 
2015). Tingginya produksi ikan di Kabupaten 
Indramayu disertai dengan banyaknya jumlah RTP 
yang didominasi oleh buruh perikanan dan nelayan 
skala kecil, menyebabkan rendahnya kesejahteraan 
nelayan khususnya. Rendahnya tingkat 
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kesejahteraan disebabkan oleh keterbatasan aset 
yang dimiliki oleh nelayan skala kecil. Berdasarkan 
hal di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengkaji tingkat kesejahteraan nelayan skala kecil 
di Kabupaten Indramayu dengan armada « 5 GT 
menggunakan pendekatan indeks penghidupan. 


METODOLOGI 
Kerangka Pemikiran 


Penentuan indeks penghidupan nelayan 
(fisher livelihood index) dilakukan dengan 
pendekatan penghidupan yang berkelanjutan 
(sustainable livelihood approach/SLA) yang 
dikembangkan oleh DFID (1999). Pendekatan 
penghidupan yang berkelanjutan adalah salah satu 
metode untuk meningkatkan pemahaman tentang 
penghidupan rumah tangga miskin menggunakan 
pendekatan holistik untuk menangkap kemampuan 
masyarakat untuk menjalankan kehidupannya 
dengan menggunakan  kapasitas/kemampuan 
serta kepemilikan sumber daya (aset) untuk 
mencapai tingkat penghidupan, menyediakan 
sarana pemahaman, penyebab dasar dan dimensi 
kemiskinan yang terfokus pada beberapa faktor. 
Sketsa hubungan antar aspek yang berbeda dari 
kemiskinan dibuat untuk tindakan prioritas yang 
lebih efektif pada tingkat operasional. Pendekatan 
penghidupan berkelanjutan (Sustainable Livelihood/ 
SL) bertujuan membantu orang miskin mencapai 
untuk perbaikan kehidupan abadi/mata pencaharian 
yang berkelanjutan diukur dengan menggunakan 
indikator kemiskinan yang dapat didefinisikan oleh 
mereka (sendiri) (DFID, 1999). 


Sebagian besar lembaga pengembangan 
mengadopsi Chambers dan Conway (1992) untuk 
mendefinisikan mata pencaharian (atau sedikit 
variasi pada ini) yang menyatakan bahwa: “sebuah 
mata pencaharian terdiri dari kemampuan, aset 
(simpanan, sumber daya, klaim dan akses) dan 
kegiatan yang dibutuhkan untuk sarana hidup”. 
Sustainable Livelihood (SL) dapat mengatasi dan 
memulihkan dari tekanan dan guncangan (shocks), 
memelihara atau meningkatkan kemampuan dan 
aset, serta menyediakan peluang mata pencaharian 
yang berkelanjutan bagi generasi berikutnya yang 
memberikan kontribusi keuntungan bersih ke mata 
pencaharian lain di tingkat lokal dan global dan 
dalam jangka panjang dan pendek. 


Strategi penghidupan menggambarkan 
upaya yang dilakukan masyarakat dalam 
mencapai penghidupan yang memadai. Strategi 
ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat 
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mengelola aset-aset penghidupan yang tersedia, 
mensikapi perubahan yang terjadi dan menentukan 
prioritas untuk mempertahankan atau memperbaiki 
penghidupan. Aset yang umumnya diakui dalam 
teori penghidupan yang berkelanjutan, seperti yang 
dirangkum oleh McLeod (2001), yaitu: modal alam, 
modal fisik, modal manusia, modal sosial, dan 
modal keuangan. Lima aset tersebut digunakan 
untuk mengenali hubungan penghidupan dengan 
faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan 
masyarakat terhadap sumber penghidupannya, 
selain itu digunakan untuk kehidupan individu 
atau rumahtangga atau untuk mempertahankan 
kesejahteraan materi pada tingkat kelangsungan 
hidup yang berbeda-beda (Ellis, 2000). 


Namun demikian pemilihan indikator 
juga harus memperhatikan ketersediaan data 
dan kemudahan pengumpulan data yang 
diperlukan sehingga dapat diterapkan secara 
lebih masif. Pemilihan indikator diupayakan dapat 
menghubungkan antara indikator mikro dan 
indikator makro, sehingga dapat ditarik kesimpulan 
yang bersifat umum. Berdasarkan hal tersebut, 
hasil diskusi panel dengan para narasumber 
mengerucutkan menjadi 4 (empat) aset yaitu modal 
finansial, modal alam, modal sosial dan modal 
sumberdaya manusia dengan indikator-indikator 
yang menyusun setiap aset yang menggambarkan 
indeks komposit, seperti dibawah ini : 


1. Modal manusia (human capital) mengacu 
pada tenaga kerja yang tersedia untuk 
rumahtangga dengan pendidikan, ketrampilan, 
dan kesehatan. Aset utama yang dimiliki oleh 
masyarakat nelayan adalah tenaga kerja 
mereka sendiri. Tenaga kerja sebagai aset 
rumah tangga harus terbebas dari berbagai 
macam penyakit atau masalah kesehatan yang 
dapat mengurangi produktifitasnya (Ellis, 2000). 
Senada yang dikemukakan oleh Baiguni (2007) 
bahwa manusia sebagai modal rumah tangga 
yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan 
kemampuan untuk mengusahakan penghidupan 
yang lebih baik. Pengembangan kualitas manusia 
sangat menentukan, karena manusia yang akan 
mengelola semua aset untuk didayagunakan 
dan dilestarikan  keberlanjutannya. Jadi 
pada dasarnya modal manusia bukan 
hanya berupa ukuran rumahtangga dan 
ketersediaan tenaga kerja, namun meliputi 
aspek keterampilan, pendidikan, pengetahuan, 
pengalaman, kreatifitas, serta kesehatan yang 
memungkinkan penduduk untuk menerapkan 
berbagai macam strategi penghidupan guna 
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memenuhi kebutuhannya. Dalam penelitian ini 
modal manusia adalah modal yang berupa lama 
pendidikan rumah tangga, tingkat kesehatan 
rumah tangga, jumlah anggota keluarga yang 
membantu usaha perikanan, dan usia rumah 
tangga. 


. Modal alam (natural capital) bisa disebut 


dengan sumberdaya alam adalah merupakan 
persediaan alam yang menghasilkan daya 
dukung dan nilai manfaat bagi penghidupan 
manusia. Mencakup: tanah dan produksinya, 
air dan sumber daya air di dalamnya (ikan), 
pohon dan hasil hutan, binatang buruan, 
keanekaragaman hayati, sesuatu kegiatan 
yang berhubungan dengan lingkungan. Modal 
ini mewakili sumber daya alam dan sumber 
daya hayati yang melingkupi suatu masyarakat 
(DFID, 1999). Pada akhirnya sumberdaya alam 
bisa menghasilkan keuntungan jika penduduk 
mempunyai akses yang aman terhadap modal 
alam ini. Modal alam dalam penelitian ini 
merupakan persediaan alam yang mempunyai 
nilai dan manfaat bagi penghidupan, seperti 
produktivitas perikanan dan proporsi ikan 
ekonomis penting. Produktivitas perikanan 
tidak hanya pada kemampuan populasi 
ikan menghasilkan ikan, akan tetapi juga 
kemampuannya untuk memberikan nilai 
ekonomi dan keuntungan-keuntungan sosial. 
Sedangkan ikan ekonomis penting memiliki arti 
ikan yang memiliki nilai pasaran yang tinggi 
dari volume produksi secara makro (Genisa, 
1999). Keberadaan ikan ekonomis penting pada 
suatu daerah dapat menjadi indikasi potensi 
sumbangan daerah terhadap sumber daya ikan 
yang dieksploitasi secara nasional. 


. Modal keuangan (finansial capital) adalah 


sumber-sumberkeuangan yang dapat digunakan 
dan dimanfaatkan masyarakat dalam mencapai 
tujuan penghidupan mereka (DFID, 1999). Modal 
ini mewakili unsur sumber-sumber keuangan 
yang ada di masyarakat (seperti penghasilan, 
tabungan atau simpanan, pinjaman modal usaha, 
sertifikat surat berharga, saham, kredit/hutang / 
hibah baik fomal maupun informal, kiriman dari 
keluarga yang bekerja di luar daerah, dana 
pensiun, keuntungan usaha, upah/gaji,dan 
sebagainya) yang dapat dimanfaatkan untuk 
menunjang derajat kehidupan masyarakat. 
Dari pengertian diatas, modal finansial adalah 
sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk 
membeli atau sejumlah uang yang dihimpun 
atau ditabung untuk investasi dimasa depan oleh 


suatu rumahtangga. Sumberdaya keuangan 
juga dapat digunakan secara langsung untuk 
memenuhi kebutuhan penghidupan; misalnya 
membeli bahan makanan maupun bukan 
makanan. Modal keuangan yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu pendapatan rumah 
tangga per kapita dan R/C ratio dalam usaha 
perikanan. 


4. Modal sosial (Social capital) adalah bagian 
dari kehidupan sosial-jaringan, norma dan 
kepercayaan yang mendorong partisipasi dan 
tindakan bersama secara lebih efektif untuk 
mencapai tujuan bersama (Putnam dalam 
Field, 2010). Modal sosial merupakan suatu 
aset yang dapat digunakan oleh rumahtangga 
untuk mempertahankan kelangsungan hidup. 
Selanjutnya menurut Baiquni (2007), bahwa 
modal sosial sebagai suatu kekuatan untuk 
mengusahakan penghidupan melalui jejaring dan 
keterkaitan yang memungkinkan sumber sosial 
dipadukan seperti gotong royong juga adanya 
hubungan saling percaya dan bekerjasama 
saling menguntungkan seperti jaminan sosial. 
Modal social yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu akses dan manfaat kelembagaan 
ekonomi, akses dan manfaat kelembagaan 
sosial kemasyarakatan, dan jaringan ekonomi 
informal. 


Waktu dan Lokasi Penelitian 


Penelitian dilakukan pada bulan November 
2015 di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Indramayu 
yaitu di Kecamatan Kandang Haur, Kecamatan 
Juntinyuat, Kecamatan Indramayu, Kecamatan 
Pasekan, dan Kecamatan Pabean Udik. Kabupaten 
Indramayu dipilih karena jumlah nelayan armada « 
5 GT di Kabupaten Indramayu mencapai 80% dari 
total armada penangkapan yang ada di Kabupaten 
Indramayu (BPS Kabupaten Indramayu, 2015), 
serta merupakan salah satu sentra produksi 
perikanan terbesar yang ada di wilayah pantai 
utara jawa yang memberikan kontribusi bagi 
Provinsi Jawa Barat sebesar 60% dari kebutuhan 
perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Jawa Barat, 2014). 


Jenis dan Sumber Data 


Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini adalah data primer dan sekunder. Data primer 
meliputi usia, pendidikan, jumlah anggota keluarga, 
kesehatan rumah tangga nelayan, investasi usaha, 
struktur biaya dan penerimaan, konsumsi pangan 
maupun non pangan, respon nelayan terhadap 
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sumber daya perikanan, jaringan ekonomi informal, 
akses dan manfaat kelembagaan ekonomi dan 
sosial. Data sekunder yang dikumpulkan berupa 
data produksi perikanan laut, jenis sumber daya 
ikan ekonomis penting, potensi perikanan di lokasi 
penelitian, laporan tahunan dinas kelautan dan 
perikanan dan hasil penelitian terdahulu yang 
terkait. Sumber data sekunder diperoleh dari 
berbagai instansi seperti Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Indramayu, Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Indramayu dan penelusuran 
literatur hasil penelitian. 


Metode Pengumpulan Data 


Pengumpulan data primer dilakukan dengan 
wawancara langsung dengan memakai daftar 
pertanyaan yang telah dipersiapkan dan observasi 
yakni mengamati langsung obyek penelitian. Data 
sekunder dikumpulkan dengan cara pencatatan 
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data-data yang terkait dengan penelitian dari 
instansi-instansi. Jumlah responden sebanyak 82 
orang nelayan yang memiliki armada penangkapan 
ikan dengan kelas ukuran armada penangkapan 
< 5 GT. Responden dipilih dengan cara simple 
random sampling sesuai dengan tujuan penelitian. 


Metode Analisis Data 


Analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan 
untuk menghasilkan gambaran dari data yang 
telah terkumpul berdasarkan jawaban responden 
melalui distribusi item dari masing-masing variabel. 
Penyajian data dilakukan dengan tabulasi silang 
menurut parameter beberapa aspek aset yang 
mendukung penghidupan nelayan. Beberapa 
parameter yang dianalisis untuk mengetahui status 
penghidupan nelayan dan kategori nilai indeksnya 
dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 


Tabel 1. Parameter Status Penghidupan Rumah Tangga Nelayan di Kabupaten Indramayu, 2015. 
Table 1. Parameters of Livelihood Status of Fishermen Household in Indramayu District, 2015. 


Kategori Indeks 


No. Parameter/Parameters Buruk/ ee Sedang/ Baik/ Baik 
Poor aikoi Medium Good Seall 
good Very good 
1 Modal keuangan/Financial Capital 0-8 >8-16 >16-24 >24-32 >32-40 
a. Pendapatan Rumah Tangga 0-2 >2-4 >4-6 >6-8 >8-10 
Perkapita/Household income per 
capita 
b. Perbandingan R/C/R/C Ratio 0-2 >2-4 >4-6 >6-8 >8-10 
2 Modal Alam/Natural Capital 0-2 >2-4 >4-6 >6-8 >8-10 
a. Produktivitas perikanan/Fishery 0-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-5 
productivity 
b. Proporsi ikan ekonomis penting/ 0-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-5 
Important economical proportion 
of fish 
3 Modal Sosial/Social Capital 0-6 26-12 >12-18 >18-24 >24-30 
a. Akses dan manfaat kelembagaan 0-1,2 >1,2-2,4 >2,4-3,6 >3,6-4,8 24,8-6 
ekonomi/Access and benefit of 
economic institutions 
b. Akses dan manfaat kelembagaan 0-1,2 >1,2-2,4 >2,4-3,6 >3,6-4,8 >4,8-6 
sosial /Access and benefit of 
social institutions 
c. Jaringan ekonomi informal/ 0-1,2 >1,2-2,4 >2,4-3,6 >3,6-4,8 >4,8-6 
Network of informal economy 
4 Modal Sumber daya Manusia/ 0-4 >4-8 >8-12 >12-16 >16-20 
Human Capital 
a. Tingkat Pendidikan/Level of 0-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-5 
education 
b. Tingkat Kesehatan/ Level of health 0-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-5 
c. Jumlah Anggota Keluarga/The 0-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-5 
number of family members 
d. Umur/Age 0-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-5 
Indeks Penghidupan/Livelihood Index 0-20 >20-40 >40-60 >60-80 >80-100 


Sumber/Source: Modifikasi dari DFID, 2015 
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Berdasarkan Tabel 1, indeks penghidupan 
nelayan dihitung menggunakan 4 (empat) aset yang 
menyusunnya, yaitu modal keuangan, modal alam, 
modal sosial dan modal sumberdaya manusia. 
Indeks pada masing-masing aset merupakan 
sebuah indeks komposit yang tergabung dari 
beberapa indikator. Kategori indeks komposit 
diklasifikasikan menurut skor yang diperoleh yang 
terdiri dari 5 (lima) kategori yaitu buruk (skor 1), 
kurang baik (skor 2), sedang (skor 3), baik (skor 4) 
dan sangat baik (skor 5) dan dikalikan dengan bobot 
pada masing-masing aset dengan ketentuan bobot 
modal keuangan (0.4), modal alam (0.1), modal 
sosial (0.3) dan modal sumberdaya manusia (0.2). 
Penentuan bobot pada masing-masing parameter 
didasarkan pada proporsi masing-masing indikator 
yang memiliki pengaruh lebih besar pada kehidupan 
nelayan. Berturut-turut adalah modal keuangan, 
sosial, manusia dan alam. Hasil perkalian bobot 
untuk setiap indikator digunakan untuk menyusun 
indeks komposit penghidupan nelayan. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Nelayan Skala Kecil (< 5 GT) 


Usaha penangkapan ikan di Kabupaten 
Indramayu cukup bervariasi. Hal ini dapat dilihat 
dari jenis armada yang digunakan dan alat tangkap 
yang digunakan. Pada setiap sentra perikanan yang 
ada di Kabupaten Indramayu memiliki karakteristik 
yang berbeda satu dengan yang lain. Sebagai 
contoh, sentra perikanan yang ada di wilayah 
Kecamatan Indramayu dan Kecamatan Kandang 
Haur yang didominasi oleh armada penangkapan 
ikan dengan ukuran > 30 GT, menggunakan alat 
tangkap purse seine dan gill net. Sentra perikanan 
di Kecamatan Pabean Udik, Kecamatan Juntinyuat 
dan Kecamatan Pasekan masih didominasi 
oleh armada dengan ukuran < 5 GT dengan 
menggunakan alat tangkap jenis gill net, payang, 
trammel net dan arad (small bottom trawl). Dari 
sekian banyak jenis alat tangkap yang digunakan, 
jenis alat tangkap arad masih mendominasi jenis 
alat tangkap yang banyak digunakan. 


Tabel 2. Nilai Investasi Armada Penangkapan Ikan di Kabupaten Indramayu, 2015. 
Table 2. Initial Fishing Investment of Fishing Fleet in Indramayu District, 2015. 


Nilai Umur Nilai 
No Rincian/ Satuan/ Volume/ Haraa/Price Investasi/ Ekonomis/ Penyusutan/ 
Details Unit Volume g Investment Economic y SE 
Depreciation 
value age 
Ti Kapal (£ 5 GT)/ Boat Unit 1 19,690,800 19,690,800 10 1,969,080 
2. Mesin/ Engine Unit 1 4,919,178 4,919,178 5 983,836 
3. Peralatan tangkap/ 
Fishing quipments 
a. Jaring insang/ Unit 5 190,000 950,000 2 475,000 
Drift gillnet 
b. Jaring insang Unit 1 4,800,000 4,800,000 3 1,600,000 
dasar/Bottom 
gillnet 
c. Jaring tiga lapis/ Unit 15 605,816 9,087,247 1 9,087,247 
Trammel net 
4. Perlengkapan 
Pendukung/ 
Other supported 
equipments 
a. Generator/ Unit - 2 £ E 
Generator 
b. Aki/Battery Unit 1 270,000 270,000 2 135,000 
c. Alat Penerangan/ Unit 1 130,000 130,000 2 65,000 
Lighting 
equipment 
d. Peralatan Unit 1 1,000,000 1,000,000 2 500,000 
Memasak/Cooking 
equipment 
e. Peralatan Unit 1 2,500,000 2,500,000 5 500,000 
Navigasi/ 
Navigation 
equipment 
Jumlah/Amount 43,347,225 14,450,162 


Sumber : Data primer diolah, 2015/Source: Primary data processed, 2015 
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Total nilai investasi yang diperlukan untuk 
satu unit armada penangkapan pada tahun 2015 
mencapai Rp. 43.347.225,- (Tabel 2). Jumlah 
investasi tersebut sudah termasuk juga peralatan 
tangkap yang terbagi menjadi dua jenis yaitu alat 
tangkap pelagis kecil (gillnet) dan demersal (trammel 
net dan jaring dasar). Nilai investasi terbesar 
terletak pada investasi kapal yang mencapai 
45,42 % dari total nilai investasi. 


Komponen biaya variabel yang dibutuhkan 
dalam melakukan satu kalipenangkapan diantaranya 
adalah bahan bakar, ransum/perbekalan, dan es 
balok/curah. Bahan bakar solar digunakan untuk 
mesin kapal. Ransum / perbekalan yang digunakan 
adalah berupa makanan dan minuman. Operasi 
penangkapan ikan di Kabupaten Indramayu 
dilakukan satu orang nakhoda kapal dan dua 
orang anak buah kapal. Jumlah per trip nelayan 
rata-rata selama 2 hari atau 15 trip per bulan. 
Secara umum, jumlah biaya variabel mengikuti 
besarnya kapal yang digunakan, semakin besar 
kapal maka semakin tinggi biaya operasional yang 
dibutuhkan. Biaya tetap perikanan tangkap skala 
kecil di Kabupaten Indramayu secara rinci dapat 
dilihat pada Tabel 3. 


Struktur biaya tetap yang dikeluarkan dalam 
usaha penangkapan ikan pelagis dan demersal 


di Kabupaten Indramayu diantaranya adalah 
perbaikan kapal, perbaikan mesin, perbaikan alat 
tangkap dan biaya perijinan, dan pajak. Perhitungan 
biaya tetap pada dasarnya dikeluarkan dalam 
satu tahun, total biaya tetap yang dikeluarkan 


oleh nelayan sebesar Rp 21.198.360/tahun 
(Tabel 4). 
Biaya perbaikan kapal merupakan 


komponen biaya tetap terbesar diantara yang 
lain sebesar 12,52%. Penerimaan usaha 
penangkapan pada armada « 5 GT di Kabupaten 
Indramayu diketahui sangat fluktuatif setiap 
bulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
perbedaan nilai penerimaan disebabkan oleh jenis 
ikan yang tertangkap. Khususnya pada komposisi 
hasil tangkapan dan harga ikan. 


usaha secara rinci 
dapat dilihat pada tabel berikut. Penerimaan 
usaha tertinggi yaitu pada Bulan Juli dan 
Bulan Desember. Hal ini sesuai dengan jumlah 
produksi yang tertinggi pada bulan tersebut. 
Bulan Juli penerimaan usaha mencapai 
Rp.138.096.000,-/bulan, Bulan Desember 
penerimaan usaha mencapai Rp. 176.480.000,-/ 
bulan, dan penerimaan terendah terjadi pada Bulan 
Oktober yang mencapai Rp. 25.697.000,-/bulan 
(Tabel 5). 


Nilai penerimaan 


Tabel 3. Biaya Tidak Tetap per Bulan Usaha Perikanan Tangkap Laut Berdasarkan Ukuran Kapal 


< 5 GT di Kabupaten Indramayu, 2015. 


Table 3. Monthly Variable Cost of Marine Capture Fisheries by Using « 5 GT Boat in Indramayu 


District, 2015. 


No Rincian/Details Satuan/Unit Volume Harga/Price Nilai/Value 
1. Bahan Bakar/Fuel Liter/ Litre 495 8,000 3,960,000 
2. Perbekalan/Supplies Paket/ Package 15 253,418 3,801,276 
3: Es Balok/Ice cube Balok/ Cube 30 20,000 600,000 
Jumlah/ Total 8,361,276 


Sumber: Data Primer diolah, 2015/Source: Primary data processed, 2015 


Tabel 4. Biaya Tetap per Tahun Usaha Perikanan Tangkap Laut Berdasarkan Ukuran Kapal < 5 GT 


di Kabupaten Indramayu, 2015. 


Table 4. Annual Fixed Cost of Marine Capture Fisheries by Using < 5 GT Boat in Indramayu District, 


2015. 

No Rincian/Details Satuan/Unit Volume Nilai/ Value 
1. Perbaikan Kapal/ Boat repaired Per tahun/per year 1 2,655,000 
2. Perbaikan Mesin/ Engine repaired Per tahun/per year 1 1,386,684 
3. Perbaikan Alat Tangkap/ Gear repaired Per tahun/per year 1 1,506,513 
4. Biaya Perijinan, Pajak, dll/ Licensing fees, tax, etc Per tahun/per year 1 1,200,000 
D BiayaPenyusutan/ Depre-ciation Cost Per tahun/per year 1 14,450,162 

Jumlah/Total 21,198,360 


Sumber: Data Primer diolah, 2015/Source: Primary data processed, 2015 
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Indeks Modal Keuangan 


Indeks modal keuangan terkait dengan 
sumber daya keuangan yang dapat digunakan dan 
dimanfaatkan masyarakat dalam mencapai tujuan 
penghidupan nelayan. Indeks komposit modal 
keuangan terdiri dari dua indikator yaitu indikator 
pendapatan per kapita rumah tangga perikanan 
dan rasio penerimaan dengan biaya usaha. Kedua 
indikator pada indeks modal keuangan berdasarkan 
penelitian Islam, et al., (2014), yang menyebutkan 
bahwa pendapatan merupakan indikator penting 
dari kapasitas adaptif. Pendapatan yang berkurang 
akan meningkatkan kerentanan kehidupan dengan 
mengurangi konsumsi baik pangan maupun 
non pangan. DFID (1999), menyebutkan bahwa 
indikator pendapatan dalam aset finansial termasuk 
arus keuangan dapat berkontribusi pada konsumsi 
maupun produksi. Kedua pendapat ini saling 
mendukung, pendapatan bagi nelayan merupakan 
penentu dalam mengoperasikan usahanya karena 
terkait dengan biaya operasional untuk melaut dan 
untuk menghidupi keluarganya (konsumsi) baik 
pangan maupun non pangan. Pendapatan nelayan 
seringkali tidak menentu karena tergantung pada 
alam (musim) sehingga menyebabkan tingginya 
kerentanan kehidupan nelayan dan memerlukan 
mata pencaharian alternatif selain menangkap ikan 
di laut. 


Pada usaha penangkapan ikan di laut, 
modal keuangan dapat diartikan sebagai segala 
bentuk sumberdaya ekonomi yang diukur terhadap 
uang yang dibelanjakan untuk membeli kebutuhan 
produksi dan biaya operasional usaha. Konsep 
tersebut banyak digunakan pada skala rumah 
tangga, untuk mengetahui kemampuan finansial 


dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik 
pangan dan non pangan. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendapatan dan konsumsi. 
Merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS), 
indikator yang digunakan untuk mengukur 
tingkat kemiskinan masyarakat (nelayan) antara 
lain rata-rata pendapatan per kapita per tahun, 
konsumsi makanan per kapita per tahun, konsumsi 
non makanan per kapita per tahun, dan rasio 
penerimaan usaha perikanan tangkap laut dengan 
biaya yang dikeluarkan untuk melaut. Pada kasus 
Kabupaten Indramayu, parameter garis kemiskinan 
menggunakan data yang tersedia pada data BPS 
Provinsi Jawa Barat (Tabel 6). 


Hasil rata-rata skor dari seluruh responden 
yang diperoleh pada masing-masing indikator pada 
modal keuangan dibagi dengan 5 (jumlah kelas 
skor) kemudian dikalikan dengan bobot (total bobot 
pada modal keuangan sebesar 0.4 maka masing- 
masing bobot pada indikator penyusun modal 
keuangan sebesar 0.1). Nilai total agregasi indeks 
komposit untuk modal keuangan di Kabupaten 
Indramayu sebesar 36.00 yang merupakan hasil 
dari agregasi nilai skor komposit indikator yang 
menyusunnya. Nilai total agregasi indeks komposit 
modal keuangan tersebut menunjukkan estimasi 
keragaan modal keuangan yang masuk dalam 
kategori sangat baik. Indikator rasio penerimaan 
dibanding dengan pengeluaran memiliki nilai indeks 
yang lebih tinggi daripada pendapatan rumah 
tangga perkapita. Hal ini berarti kesejahteraan 
nelayan lebih ditentukan oleh besarnya R/C 
ratio dalam usaha perikanan sehingga perlu 
strategi untuk meningkatkan keuntungan usahanya 
(Tabel 7). 


Tabel 6. Garis Kemiskinan Parameter di Provinsi Jawa Barat, 2014-2015. 
Table 6. Poverty Line Parameters in West Java Province, 2014 - 2015. 


Indikator/Indicators 


Garis kemiskinan/ Poverty line 
(Rp/kapita/bulan)/ (IDR/capita/month) 


Garis Kemiskinan/ Poverty line 
(Rp/kapita/tahun)/ (IDR/capita/year) 


Pendapatan//ncome 291,474 


3,497,689 


Sumber : "BPS, 2014/Indonesian Statistics, 2014, “BPS, 2015/ Source: Indonesian Statistics, 2015 


Tabel 7. Indeks Komposit Modal Keuangan di Kabupaten Indramayu, 2015. 
Table 7. Composite Index of Financial Capital in Indramayu, 2015. 


Modal Keuangan/ Financial capital Skor/Score Bobot/ Weight Indeks/Index 
Pendapatan Rumah Tangga Perkapita (Rp/Kapita/Tahun)/ 0.87 0.2 17.40 
Income of household per capita (IDR/capita/year) 

Rasio R/C (Rp/tahun/unit)/ R/C Ratio (IDR/year/unit) 0.93 0.2 18.60 
Jumlah/Total 0.90 0.4 36.00 


Sumber: Data primer diolah, 2015/ Source: Primary data processed, 2015 
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Menurut BPS, kemiskinan merupakan 
ketidakmampuan individu dalam memenuhi 
kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik 
makanan maupun non makanan). Hubungan 
kemiskinan dengan indeks modal keuangan 
menurut Todaro (2006), bahwa tingkat kemiskinan 
dipengaruhi oleh tingkat pendapatan rata-rata 
dan tingkat konsumsi. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa indeks modal keuangan termasuk dalam 
kategori sangat baik, maka nelayan skala kecil 
di Kabupaten Indramayu memiliki kemampuan 
finansial yang sangat baik untuk memenuhi 
kebutuhannya. 


Indeks Modal Alam 


Modal alam menunjuk pada ketersediaan 
stok sumbedaya yang ada di alam yang terjadi 
aliran manfaat dan jasa dan mempengaruhi sumber 
penghidupan manusia (DFID, 1999). Aspek ini 
penting untuk dinilai karena berkaitan dengan 
kerentanan sumber penghidupan seperti semakin 
berkurangnya sumberdaya ikan yang secara 
langsung mempengaruhi tingkat penghidupan 
manusia yang tergantung darinya. Pandangan 
yang lebih menggambarkan bahwa umat manusia 
tidak akan dapat bertahan hidup tanpa adanya 
aliran manfaat barang dan jasa dari sumberdaya 
alam. 


Ketersediaan sumberdaya idealnya dilakukan 
dengan survey secara langsung terhadap stok 
sumberdaya tersebut. Survey tersebut memerlukan 
pengamatan secara periodik dan membutuhkan 
biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu 
dicari suatu indikator yang dapat mencerminkan 
kualitas dari sumberdaya dialam secara cepat dan 
murah. Berdasarkan hasil diskusi panel dengan 
narasumber dihasilkan dua pendekatan yang dinilai 
dapat memberikan gambaran terkait sumberdaya 
yang terkait langsung dengan usaha perikanan 
tangkap yaitu produksi per unit usaha dan proporsi 
jenis sumberdaya ikan ekonomis penting. Produksi 
per unit usaha mengindikasikan produktivitas usaha 
penangkapan dimana diduga kuat lebih dipengaruhi 
oleh ketersediaan sumberdaya dibandingkan 


dengan teknologi yang digunakan, dengan asumsi 
keragaman tingkat teknologi dan keterampilan 
relatif seragam antara satu lokasi dengan lokasi 
lainnya. Sementara itu, proporsi jenis ikan yang 
tertangkap menggambarkan jenis ikan ekonomis 
penting yang tersedia pada suatu perairan, dimana 
semakin tinggi proporsi jenis ikan ekonomis penting 
akan semakin besar pula potensi manfaat yang 
dapat dirasakan oleh masyarakat. Nilai proporsi 
ikan ekonomis menggambarkan tingkat selektifitas 
alat tangkap yang digunakan untuk menangkap 
ikan ekonomis. Jika hasil tangkapan dari suatu alat 
tangkap diperoleh spesies non target (by catch) 
lebih tinggi dibandingkan dengan ikan yang menjadi 
target penangkapan maka alat tangkap termasuk 
dalam kategori tidak selektif (Anonimous, 2012). 


Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 
produktivitas perikanan di Kabupaten Indramayu 
mencapai 13,47 ton per armada per tahun. Nilai 
ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 
nasional sebesar 8,9 ton per armada per tahun. 
Berdasarkan data tersebut, skor yang diberikan 
untuk indikator ini baik, yaitu skor 0.8 dengan 
bobot 0.05, sehingga nilai akhir yang diperoleh 
adalah 4 dari skala 5. Nilai ini menunjukkan 
bahwa ketersediaan sumberdaya perikanan masih 
baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain di 
Indonesia. Meskipun terjadi overfishing, namun 
produksi ikan laut di Kabupaten Indramayu tergolong 
tinggi setiap tahunnya dan selalu mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, untuk 
keberlanjutan sumber daya ikan di Kabupaten 
Indramayu perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, 
untuk jenis ikan ekonomis penting dari lima jenis 
komoditas yaitu tuna, tongkol, cakalang, kerapu 
dan udang, hanya tongkol dan udang yang sangat 
dominan. Berdasarkan data statistik pada tahun 
2014, proporsi jenis-jenis ikan ekonomis penting 
mencapai 35.03 %. Oleh karena itu, skor yang 
diberikan kurang baik yaitu 0.40 dikalikan dengan 
bobot 0.05, sehingga nilai akhir untuk indikator ini 
adalah 2 (Tabel 8). Secara total indeks komposit 
modal alam di Kabupaten Indramayu sebesar 6 
yang termasuk dalam kategori cukup baik. 


Tabel 8. Nilai Total Agregat Indeks Komposit Modal Alam di Kabupaten Indramayu, 2015. 
Table 8. Value of Aggregate Composite Index Total of Natural Capital in Indramayu District, 2015. 


Modal Alam/ Natural Capital Skor/Score Bobot/Weight Indeks/Index 
Produktivitas perikanan/ Fisheries productivity 0.80 0.05 4.00 
Proporsi ikan ekonomis penting/ 

Proportion of economically important fish 0.40 0.05 2.00 
Jumlah/Total 0.60 0.1 6.00 


Sumber: Data primer diolah, 20157 Source: Primary data processed, 2075 
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Indeks Modal Sosial 


Indeks modal sosial yang dibangun untuk 
Kabupaten Indramayu dan lainnya merupakan 
sebuah indeks komposit yang tergabung dari 
beberapa indikator. Indeks komposit modal sosial 
disusun dari indikator jaringan sosial. Jaringan 
sosial sebagai sebuah modal sosial dikonstruksi 
dari pemahaman teoritis dan empiris bahwa 
masyarakat memanfaatkan jaringan sosial dalam 
bentuk kelembagaan-kelembagaan yang ada untuk 
menjalankan fungsi adaptation, goal attainment, 
integration: dan latent pattern maintenance-tention 
management (AGIL) dalam struktur masyarakat 
(Parsons dalam Wallace and Wolf, 1999). 
Struktural fungsional mensyaratkan terjadinya 
keseimbangan sosial sebagai bentuk dinamis dari 
struktur-fungsi di masyarakat terhadap perubahan- 
perubahan yang dihadapi. Kelembagaan ekonomi 
menjalankan fungsi adaptation dan dimanfaatkan 
oleh masyarakat untuk memobilisasi sumber- 
sumber modal yang tersedia dan merubahnya 
untuk menjamin keberlangsungan kepentingan 
ekonomi produksinya (Parsons dalam Wallace 
and Wolf, 1999). Sementara Kelembagaan 
sosial kemasyarakatan menjalankan fungsi AGIL 
kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 
memobilisasi Sumber-sumber modal yang tersedia 
dan merubahnya untuk menjamin keberlangsungan 
kepentingan ekonomi produksinya (Parsons dalam 
Wallace and Wolf, 1999). Sementara kelembagaan 
ekonomi informal dipandang sebagai sebuah 
bentuk modal sosial yang tersedia di masyarakat. 
Kelembagaan tersebut social security belt yang 
utama di dalam sistem jaminan sosial dimasyarakat. 
Kepercayaan (trust) dianggap tertanam (embedded) 
dalam kelembagaan jenis ini karena tanpa adanya 
trust maka kelembagaan ini tidak dapat berjalan 
(Benda-Beckmann, 2001). 


Indikator jaringan sosial di Kabupaten 
Indramayu disusun dari tiga parameter, yaitu 


(1) Akses dan manfaat kelembagaan ekonomi: 
(2) Akses dan manfaat kelembagaan sosial 
kemasyarakatan, dan; (3) jaringan ekonomi 
informal. Ketiga parameter tersebut dipilih karena 
ketiganya menggambarkan pola-pola masyarakat 
di dalam memobilisasi seluruh sumber daya yang 
tersedia. Pola-pola interaksi di dalam jaringan 
sosial juga menggambarkan pilihan-pilihan strategi 
yang diambil oleh setiap anggota masyarakat 
untuk memperjuangkan basis kepentingannya. 
Ketiga bentuk paratemetr tersebut terdapat di 
dalam suatu masyarakat, namun tidak semua 
anggota masyarakat dapat memanfaatkan 
ketiganya di dalam suatu jaringan sosial yang 
dikembangkan. 


Nilai total agregasi indeks komposit untuk 
modal sosial di Kabupaten Indramayu sebesar 
1.76 yang merupakan hasil dari agregasi nilai 
skor komposit parameter yang menyusunnya. 
Nilai total agregasi indeks komposit modal sosial 
tersebut menunjukkan estimasi keragaan modal 
sosial dengan seluruh parameter termasuk dalam 
kategori buruk (Tabel 9). Indeks komposit modal 
sosial menggambarkan masih lemahnya akses dan 
manfaat nelayan terhadap kelembagaan ekonomi 
dan kelembagaan sosial kemasyarakatan serta 
lemahnya jaringan ekonomi informal yang ada pada 
nelayan di Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, 
modal sosial perlu menjadi perhatian nelayan di 
Kabupaten Indramayu. 


Indeks Modal Sumber Daya Manusia 


Modal manusia merepresentasikan 
keterampilan, pengetahuan dan kemampuan 
bekerja serta kesehatan yang baik dalam rangka 
memperoleh berbagai strategi penghidupan dan 
mencapai tujuan dari penghidupan (DFID, 1999). 
Pada skala rumah tangga dari modal sumberdaya 
manusia mencerminkan pada jumlah dan kualitas 
ketersediaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh 


Tabel 9. Indeks Komposit Modal Sosial di Kabupaten Indramayu, 2015. 
Table 9. Composite Index of Social Capital in Indramayu District, 2015. 


Modal Sosial/Social Capital Skor/Score Bobot/Weight Indeks/Index 

Akses dan manfaat kelembagaan ekonomi/ 125 0.1 0.125 
Access and benefit of economic institutions 
Akses dan manfaat kelembagaan sosial / 
Access and benefit of social institutions DS Ge 0.142 
Jaringan ekonomi informal//nformal economics 3.20 0.1 0.320 
network 

Jumlah/Total 5.87 0.3 1.761 


Sumber: Data primer diolah, 2015/ Source: Primary data processed, 2015 
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pengetahuan (pendidikan), ukuran jumlah keluarga, 
tingkat kesehatan dan juga usia anggota keluarga. 


Nilai total agregasi indeks komposit untuk 
modal sumber daya manusia di Kabupaten 
Indramayu sebesar 11.33 yang merupakan hasil dari 
agregasi nilai skor 4 (empat) komposit indikator yang 
menyusunnya. Nilai total agregasi indeks komposit 
modal sumberdaya manusia tersebut menunjukkan 
estimasi keragaan modal sumber manusia yang 
masuk dalam kategori cukup. Nilai total agregasi 
modal sosial sebesar 11.33 tersebut menunjukkan 
bahwa nelayan memiliki keterampilan, pengetahuan 
dan kemampuan bekerja serta kesehatan yang baik 
untuk menunjang kehidupannya. Namun demikian 
secara indikator, besarnya rata-rata jumlah anggota 
rumah tangga yang berkisar 4 orang per rumah 
tangga merupakan salah satu modal utama dalam 
membentuk indeks modal sumberdaya manusia 
yang tinggi yang menunjukkan kinerja sebesar 
3,82. Nilai tersebut berarti bahwa semakin banyak 
anggota yang terlibat dalam usaha penangkapan 
akan menaikkan produktivitas usaha penangkapan 
ikan oleh nelayan di Kabupaten Indramayu 
(Tabel 10). 


Indeks Penghidupan Nelayan 


Indeks penghidupan nelayan di Kabupaten 
Indramayu diperoleh dari penjumlahan masing- 
masing aset pada indeks tersebut. Berdasarkan 
hasil pemetaan kategori penyusun indeks 
penghidupan, maka dapat diketahui bahwa nilai 
indeks penghidupan nelayan armada « 5 GT di 
Kabupaten Indramayu secara total berada pada 
kategori cukup dengan nilai indeks 52,49. Kategori 
cukup karena nilai indeks yang berada pada kisaran 
51-65. Aset yang memberikan kontribusi terbesar 
dalam pembentukan indeks penghidupan nelayan 
pada armada kurang dari 5 GT adalah aset modal 
keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa modal 
keuangan yang dimiliki oleh nelayan skala kecil 
di Kabupaten Indramayu tergolong sangat baik, 
nelayan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 


karena dari indikator pendapatan rata-rata per 
kapita dan indikator konsumsi nelayan skala kecil di 
Kabupaten Indramayu lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan standar garis kemiskinan BPS per tahun 
untuk wilayah Jawa Barat. Sedangkan untuk rasio 
penerimaan biaya untuk armada penangkapan £ 5 
GT mencapai 2,31 yang menunjukkan bahwa usaha 
perikanan tangkap untuk armada < 5 GT masih 
menjadi sumber penghidupan rumah tangga yang 
menguatkan modal finansial mereka. Berdasarkan 
indeks modal keuangan nelayan skala kecil di 
Kabupaten Indramayu termasuk dalam kategori 
sangat sejahtera. 


Nilai modal alam dan modal manusia 
tergolong dalam kategori cukup, sedangkan nilai 
modal sosial di Kabupaten Indramayu masih 
memberikan kontribusi yang sangat rendah dalam 
pembentukan indeks penghidupan nelayan. Nilai 
modal sosial hanya mendapatkan nilai 1.76 dari nilai 
total sebesar 30. Artinya masih lemahnya jaringan 
sosial nelayan dan masih rendahnya akses nelayan 
terhadap kelembagaan ekonomi dan kelembagaan 
masyarakat sehingga perlu menjadi perhatian dari 
nelayan itu sendiri maupun Pemerintah Daerah 
Kabupaten Indramayu terhadap modal sosial ini 
untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 
nelayan (Tabel 11). Kemiskinan dalam perspektif 
kesejahteraan sosial mengarah pada keterbatasan 
individu atau kelompok dalam mengakses 
jaringan dan struktur sosial yang mendukung 
dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan 
peningkatan produktivitas (Rahmatullah, 2010). 
Tingkat kesejahteraan nelayan skala kecil di 
Kabupaten Indramayu ditinjau dari modal sosial 
yang buruk tergolong dalam kategori kesejahteraan 
rendah yang disebabkan oleh kemiskinan struktural. 
Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang 
muncul bukan karena ketidakmampuan orang 
miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena 
ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam 
menyediakan kesempatan-kesempatan yang 
memungkinkan orang miskin dapat bekerja. 


Tabel 10. Nilai Total Agregat Indeks Komposit pada Modal Manusia di Kabupaten Indramayu, 2015. 
Table 10. Total of Aggregate Composite Index of Human Capital in Indramayu District, 2015. 


Modal Sumber daya Manusia/ 


H : Skor/Score Bobot/Weight Indeks/Index 

uman Capital 

Tingkat Pendidikan/ Level of education 0.35 0.05 1.74 

Tingkat Kesehatan/ Level of health 0.53 0.05 2.67 

Jumlah Anggota Keluarga/Number of family 0.76 0.05 3.82 

Umur/ Age 0.62 0.05 3.09 
Jumlah/ Total 0.57 0.20 11.33 


Sumber: Data primer diolah, 2015/ Source: Primary data processed, 2015 
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Tabel 11. Indeks Penghidupan Nelayan Skala Kecil di Kabupaten Indramayu, 2015. 
Table 11. Small Scale Fishers Livelihood Index in Indramayu District, 2015. 


Indeks Penghidupan Nelayan/ 


Aset/Assets Fisher Livelihood Index Deskripsi/ 
- Ey Description 
Skor/Score Bobot/Weight  Nilai/Value 
Modal Keuangan/ Financial Capital 0.90 0.40 36.00 Sangat Baik/Very good 
Modal Alam/ Natural capital 0.60 0.10 6.00 Sedang/Medium 
Modal Sosial/ Social Capital 5.87 0.30 1.76 Buruk/Poor 
Modal Sumberdaya Manusia/ 0.57 0.20 11.33 Sedang/Medium 
Human Capita 
Jumlah/ Total 55.09 Sedang/Medium 


Sumber: Data primer diolah, 2015/ Source: Primary data processed, 2015 


Struktur sosial tersebut tidak mampu 
menghubungkan akses masyarakat dengan 
sumber-sumber yang tersedia (kelembagaan 


sosial maupun ekonomi). Ketergantungan nelayan 
dengan tengkulak merupakan mata rantai yang 
sulit diputus. Nelayan diberikan bantuan modal 
untuk membeli kapal dan alat tangkap juga biaya 
operasional melaut namun nelayan diwajibkan 
untuk menjual hasil tangkapannya dengan harga 
yang rendah, selain itu pula tengkulak juga tidak 
mau menerima pelunasan hutang nelayan itu 
sendiri. Hal ini yang menyebabkan indeks modal 
social di Kabupaten Indramayu termasuk dalam 
kategori buruk disebabkan nelayan memiliki 
ketergantungan yang kuat dengan tengkulak dan 
lemahnya akses nelayan terhadap kelembagaan 
ekonomi (perbankkan) maupun kelembagaan 
sosial diantara nelayan itu sendiri. 


Berdasarkan capaian indeks masing-masing 
dimensi pembentuk indeks penghidupan nelayan 
dapat diketahui performa masing-masing dimensi 
pembentuk indeks penghidupan nelayan pada 
kelompok nelayan armada « 5 GT yang ada di 
Kabupaten Indramayu. Tabel 12 menunjukkan 
panduan dan visualisasi capaian indeks 
penghidupan nelayan di Kabupaten Indramayu, 
jika diperoleh skor komposit 0-20 termasuk dalam 
kategori buruk dengan model bendera berwarna 
merah tua, jika diperoleh skor komposit 21-40 


termasuk dalam kategori kurang baik dengan 
model bendera berwarna merah, jika diperoleh 
skor komposit 41-60 termasuk dalam kategori 
sedang dengan model bendera berwarna kuning, 
jika diperoleh skor komposit 61-80 termasuk dalam 
kategori baik dengan model bendera berwarna hijau 
muda, dan jika diperoleh skor komposit 81-100 
termasuk dalam kategori sangat baik dengan 
model bendera berwarna hijau. 


Berdasarkan Tabel 13, capaian aset modal 
keuangan termasuk kategori sangat baik karena 
berada pada selang 81-100, sedangkan aset modal 
sumber daya manusia dan modal sumber daya 
alam berada pada kategori sedang karena berada 
pada selang 41-60. Sementara itu aset modal sosial 
berada pada kategori buruk karena berada pada 
selang 0-20. Secara umum rumah tangga nelayan 
dengan armada £ 5 GT di Kabupaten Indramayu 
adalah masyarakat dengan kategori cukup sejahtera 
yang ditunjukkan dengan modal alam dan modal 
sumberdaya manusia yang baik. Tingginya capaian 
modal keuangan nelayan di Kabupaten Indramayu 
menunjukkan tingginya jumlah pendapatan danrasio 
R/C. Untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan 
nelayan skala kecil di Kabupaten Indramayu maka 
perlu peningkatan terhadap modal sosial nelayan, 
terutama dalam hal peningkatan akses nelayan 
terhadap kelembagaan ekonomi. 


Tabel 12. Panduan dan Visualisasi Capaian Indeks Penghidupan Nelayan di Kabupaten Indramayu, 


2015. 


Table 12. Guide and Visualization Performance Fisher Livelihood Index in Indramayu District, 2015. 


Nilai Skor Komposit/ 
Composite Value Score 
0-20 
21-40 
41-60 
61 — 80 
81 — 100 


Model Bendera/ 
Flag model 


Deskripsi/ 
Description 
Buruk/ Poor 
Kurang Baik/ Not good 
Sedang/ Medium 
Baik/ Good 
Sangat Baik/ Very good 


Sumber: Data primer diolah, 2015/ Source: Primary data processed, 2015 
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Tabel 13. Capaian Dimensi Pembentuk Indeks Penghidupan Nelayan di Kabupaten Indramayu, 2015. 
Table 13. Dimensional Performance of Fishers Livelihood Index in Indramayu District, 2015. 


Dimensi Aset/ Asset Dimension 


Capaian (%)/ Performance (%) 


Deskripsi/ Description 


Modal Keuangan/Financial Capital 
Modal Alam/Natural Capital 
Modal Sosial/Social Capital 


86.07 
60.00 
5.28 


Modal Sumberdaya Manusia/Human Capital 


56.65 


Sumber: Data primer diolah, 2015/ Source: Primary data processed, 2015 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Tingkat kesejahteraan nelayan skala kecil 
di Kabupaten Indramayu tergolong pada tingkat 
sedang dengan nilai indeks penghidupan nelayan 
sebesar 55,09. Aspek modal keuangan menjadi 
modal paling utama dalam penghidupan nelayan di 
Kabupaten Indramayu dengan indikator pendapatan 
per kapita yang tinggi, indikator konsumsi pangan 
dan non pangan yang tinggi dan rasio R/C yang 
tinggi. Modal alam dan manusia tergolong dalam 
kategori cukup baik, alam masih dapat memberikan 
hasil produksi yang cukup tinggi terutama dalam 
proporsi ikan ekonomis (tongkol dan udang) yang 
lebih tinggi dibandingkan produksi ikan secara 
nasional dari komoditas tersebut. Disisi lain, modal 
sosial masih belum mempunyai peran yang besar 
sebagai modal penghidupan rumah tangga nelayan 
skala kecil dengan katergori yang buruk. Rendahnya 
modal sosial disebabkan ketergantungan nelayan 
dengan tengkulak yang menyebabkan lemahnya 
akses nelayan terhadap kelembagaan ekonomi 
maupun kelembagaan sosial diantara nelayan. 


Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan 
skala kecil di Kabupaten Indramayu dengan 
pendekatan penghidupan berkelanjutan maka 
diperlukan : (1) Penguatan peran kelembagaan 
dalam hubungan sosial ekonomi masyarakat 
yang optimal agar rumah tangga nelayan dapat 
melakukan aktivitas usaha secara efisien; (2) 
Pemerintah perlu meningkatkan akses masyarakat 
terhadap kelembagaan ekonomi; (3) Perlu 
mengoptimalkan kelembagaan masyarakat yang 
ada khususnya dalam setiap program pemerintah; 
(4) Mengintegrasikan kelembagaan informal 
dengan kelembagaan formal, dan (5) Mengaktifkan 
kembali koperasi yang telah ada atau mendirikan 
koperasi perikanan baru. 
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ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan membahas proses teritorialisasi taman nasional dan faktor penyebab 
konflik nelayan di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) terutama kawasan laut. Teritorialisasi berakibat 
pada pembatasan akses dan konflik. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dan dengan studi kasus 
di konflik nelayan. Hasilnya, teritorialisasi perairan laut di TNBB dengan perubahan rezim open access 
menjadi state property dan pembagian zona-zona TNBB. Pembentukan Taman Nasional dan zonasinya 
merupakan salah satu langkah teritorialisasi negara terhadap kawasan tertentu. Teritorialisasi tersebut 
berdampak pada pembatasan akses, dan menimbulkan konflik. Konflik antara nelayan dengan Balai 
TNBB disebabkan faktor kepemilikan sumberdaya dan faktor pengelolaan sumberdaya sedangkan 
faktor pengelolaan sumberdaya berakibat munculnya konflik nelayan dengan perusahaan pariwisata. 


Kata Kunci: teritorialisasi, konflik, nelayan, Taman Nasional Bali Barat 


ABSTRACT 


The research aims to analyze territorialization processes of national park and factors caused of 
fishers’ conflict at The National Parks of West Bali (NPBB) especially in the marine area. As consequence 
of territorialization is access restriction and conflict. Research method used qualititave approach, and 
fishers’ conflict as a case study. The result are marine territorialization processes at NPBB with changing 
property right from open access to state property, and dividing area of NPBB into separate parts of 
zones. National park and its zoning were established as one of the steps of state territorialization for 
some sites. The territorialization drove of access restrictions and raising conflicts. Conflicts between 
fishers and NPBB caused by some factors such as resources property right and management, while 
resource management factor create fihers conflict with tourist bussiness. 


Keywords: territorialization, conflict, fishers, The National Parks of West Bali 


PENDAHULUAN 


Kawasan konservasi laut Indonesia 
berjumlah 131 buah dengan luas 15.764.210,85 ha 
pada tahun 2013 (http://kkji.kp3k.kkp.go.id). Target 
kawasan konservasi laut ke depan sebesar 10% 
dari total seluruh teritorial laut Indonesia atau seluas 
310 juta ha. Mulai tahun 2006-2020 direncanakan 
mencapai 20 juta ha kawasan konservasi (Susanto, 
2011: 23). Pembentukan Coral Triangle Initiative 
(CTI) yang melibatkan perairan laut enam negara 
(Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua 
Nugini, dan Pulau Solomon) tahun 2006 di Brazil 
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(Fidelman et al., 2012) dan pembentukan kawasan 
konservasi di beberapa daerah merupakan 
salah satu cara untuk mencapai target tersebut. 
Namun keberadaan kawasan konservasi 
memunculkan perdebatan antara para pendukung 
dan penentangnya (Boersma and Parrish, 1999: 
293) dan dipersepsikan hanya menguntungkan 
pengguna pariwisata dan kelompok konservasionis 
namun membatasi akses nelayan (Mangi dan 
Austen, 2008: 278). 


Christie (2004) menyebutkan bahwa 
pengelolaan konservasi di Filipina dan Indonesia 
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dinyatakan gagal secara sosial karena tidak 
adanya mekanisme resolusi konflik sekalipun 
sukses secara biologi karena berlimpahnya 
keanekaragaman hayati. Kajian ini menggunakan 
kriteria biologi (berlimpahnya ikan dan biodiversity, 
serta membaiknya habitat) dan kriteria sosial 
(partisipasi para pihak, pembagian keuntungan 
ekonomi dan mekanisme resolusi konflik). 
Konflik di kawasan konservasi tidak hanya 
membatasi strategi nafkah penduduk pesisir yang 
berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraannya 
(Bavinck dan Vivekanandan, 2011) tapi juga 
konflik antara penduduk dan pengelola kawasan 
konservasi menyebabkan pemindahan penduduk 
(Mombeshora dan Bel, 2009: 2620) 


Potensi konflik pada konservasi dimulai 
sejak dalam pembentukan kawasan konservasi dan 
praktik pengelolaan sistem zonasinya. Pertama, 
dalam konteks pandangan bahwa manusia dianggap 
tidak ramah terhadap lingkungan/ alam, penetapan 
suatu wilayah sebagai kawasan konservasi 
mensyaratkan kawasan tersebut harus “steril” dari 
aktivitas manusia. Misalnya, dalam pembuatan 
daerah konservasi dilakukan melalui mekanisme 
enclosure dan dispossession yang disertai dengan 
tindakan kekerasan untuk mengontrol lingkungan 
dan sumberdaya (Kelly, 2011). Menanggapi hal itu, 
Kinseng (2013) mengungkapkan bahwa, adanya 
proses eksklusi merupakan suatu potensi konflik 
yang signifikan. Kedua, pengelolaan konservasi 
dengan penerapan sistem zonasi ditegaskan oleh 
Satria et al. (2006a; 2006b; Satria, 2009b) bahwa 
konservasi berakibat pada konflik karena terjadi 
pembatasan mata pencaharian dan marjinalisasi 
nelayan seperti melalui sistem zonasi yang 
menutup akses wilayah tangkapan (fishing ground) 
nelayan. Sistem zonasi ini mengatur kegiatan 
yang diperbolehkan, diizinkan dan dilarang yang 
berakibat pada pembatasan akses masyarakat 
setempat. Secara sederhana, praktek penetapan 
konservasi dan penerapan sistem zonasi tersebut 
menyerupai proses teritorialisasi. 


Sebelum menjadi kawasan konservasi 
Taman Nasional Bali Barat (TNBB), perairan 
laut Bali Barat dan Pulau Menjangan serta laut 
sekitarnya direncanakan sebagai cagar alam laut 
(Marine Nature Reserves) atau taman nasional 
laut (Marine National Park) (Polunin et al., 1983; 
Robinson et al., 1981). Dalam perencanaan itu, 
telah diprediksi mengenai potensi konflik nelayan 
di Teluk Terima, sekitar Pulau Menjangan dan Teluk 
Kotal (Polunin et al., 1983). Tulisan ini hendak 
menunjukkan proses teritorialisasi dan munculnya 
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konflik di kawasan pesisir dan perairan laut. Tulisan 
bagian dari tesis ini berusaha menjawab pertanyaan 
penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana proses 
teritorialisasi dilakukan dalam pembentukan 
kawasan TNBB khusus perairan laut? Apa faktor 
penyebab konflik nelayan di kawasan konservasi 
di perairan laut TNBB? Tujuan penelitian ini 
yaitu (1) berupaya menggambarkan teritorialisasi 
pembentukan kawasan konservasi di perairan laut 
TNBB dan, (2) menggambarkan dan menjelaskan 
konflik akses nelayan di kawasan konservasi TNBB. 


METODOLOGI 


Kerangka Teoritis dan Pemikiran 


Terjadinya teritorialisasi melalui tiga tahapan 
yaitu: (1)semua tanah “tak bertuan” atau “bukan milik 
siapa-siapa” sebagai milik negara. (2) Pembuatan 
batas yang jelas seperti antara “kawasan hutan” 
dan non-hutan, untuk mengendalikan penguasaaan 
negara atas suatu wilayah sehingga perlu izin untuk 
mengakses wilayah tersebut. (3) “Teritorialisasi 
fungsional” dengan pembagian fungsi-fungsi 
kawasan berdasarkan kriteria ilmiah seperti hutan 
produksi, hutan lindung dan cagar alam. Dalam 
konteks taman nasional, misalnya zonasi dan 
pembagiannya dibentuk mengacu pada fungsi tiap 
zona (seperti inti, rimba dan pemanfaatan) dengan 
kriteria ilmiah (Vandergeest, 1996; Vandergeest 
dan Peluso, 1995). Teritorialisasi didefinisikan oleh 
Vandergeest (1996) sebagai proses yang dibuat 
negara untuk mengontrol orang dan tindakannya 
dengan menarik batas di sekeliling sebuah ruang 
geografis, yang melarang beberapa kategori orang 
masuk ke dalam ruang tersebut, dan membolehkan 
atau melarang kegiatan-kegiatan tertentu dalam 
batas tersebut. Kajian teritorialisasi di atas terjadi 
di kehutanan tapi pada tulisan ini konsep tersebut 
digunakan dalam menganalisis kawasan perairan 
laut. Berbeda dengan di darat/ hutan, teritorialisasi 
di perairan laut terutama terjadi melalui penarikan 
batas wilayah berdasarkan rezim kepemilikan dan 
pengaturan kawasan sesuai fungsi-fungsinya. 
Misalnya, dari rezim kepemilikan open access 
berubah menjadi state property, dan dari daerah 
bukan-konservasi menjadi daerah laut konservasi 
serta pembagian sistem zonasinya. 


Penarikan batas keduanya di atas 
berdampak pada tipe hak kepemilikan (property 
right type) dan pembatasan akses masyarakat 
kecuali mendapatkan izin. Akses dimaknai Ribot 
dan Peluso (2003:154) sebagai “kemampuan untuk 
memperoleh manfaat dari sesuatu”. Mekanisme 
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akses, menurut Ribot dan Peluso (2003), yaitu 
sistem legal dan struktural dan relasional. Akses 
berbeda dengan hak kepemilikan. Hak kepemilikan 
atau konsep properti (property right) merupakan 
“produk dari aturan kepemilikan dan aturan 
kepemilikan terletak di dalam sistem legal” (Barnes, 
2009:22) seperti peraturan perundang-undangan. 
Tipe-tipe hak kepemilikan versi Schlager dan 
Ostrom (1992) sebagai berikut: 1. Hak akses: 2. 
Hak pemanfaatan, 3. Hak pengelolaan: 4. Hak 
ekslusi 5. Hak pengalihan. Oleh karena itu, akses 
dalam definisi Ribot dan Peluso mengandung 
makna lebih luas daripada konsep kepemilikan 
Schlager & Ostrom. 


Dengan begitu kontestasi hak kepemilikan 
(Agrawal dan Ostrom, 2001: 488) seringkali 
muncul akibat perebutan klaim untuk mendapatkan 
sumberdaya tertentu, termasuk kontestasi untuk 
mendapatkan keadilan akses dan pendapatan 
(Jentoft et al., 2007: 619). Bahkan pembatasan 
akses menyebabkan timbulnya konflik. Konflik 
dimaknai oleh Fisher etal. (2000) sebagai hubungan 
antara dua orang/kelompok yang memiliki tujuan 
yang berbeda. Merujuk pada penjelaskan Satria et 
al. dalam Satria (2009a) terdapat tujuh tipe konflik 
nelayan yaitu: 1) konflik kelas; 2) konflik kepemilikan 
sumberdaya; 3) konflik pengelolaan sumberdaya; 
4) konflik cara produksi atau alat tangkap; 5) 
konflik lingkungan; 6) konflik usaha; dan 7) konflik 
primordial. Tujuh tipologi konflik berdasarkan faktor- 
faktor penyebabnya ini mengacu pada tipologi 
konflik nelayan yang disusun oleh Charles (2001), 
dan dielaborasi lagi secara rinci. 


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 
Metode ini untuk mengetahui lebih mendalam 
mengenaiteritorialisasi kawasan laut dan perubahan 
kawasan menjadi TNBB. Teritorialisasi tersebut 
berdampak pada pembatasan akses nelayan. 
Begitu pula menganalisis faktor munculnya konflik 
nelayan dengan TNBB dan perusahaan pariwisata. 
Untuk itu, strategi penelitian yang digunakan adalah 
studi kasus terhadap konflik nelayan di kawasan 
konservasi. Konflik difokuskan pada faktor-faktor 
penyebab konflik dan bentuk-bentuk perlawanan 
nelayan. Penggunaan pendekatan deskriptif dalam 
penelitian untuk menggambarkan dan menjelaskan 
fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah 
tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat. 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilakukan di Desa Sumberklampok 
dan Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak 


Saida (Amir Mahmud, Arif Satria dan Rilus A. Kinseng) 


Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Lokasi ini 
sengaja dipilih karena, a) Sumberklampok 
termasuk desa daerah kantong (enclave) dan 
Pejarakan sebagai desa penyangga di kawasan 
konservasi TNBB; b) Berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehutanan No. 493/ Kpts-ll/ 1995, TNBB 
ditetapkan yang meliputi laut dan darat/ hutan. Laut 
dan darat/ hutan dikelola melalui sistem zonasi. 
Zonasi ini sering kali dianggap membatasi akses 
nelayan terhadap laut. Sebelum digabungkan dan 
ditetapkan dengan TNBB, laut tersebut bersifat 
open access bagi nelayan (Bali dan Jawa).: c) 
Berkembangnya pariwisata di kawasan TNBB dan 
munculnya perusahaan yang bergerak di bidang 
pariwisata, d) nelayan di dua desa bersifat skala 
kecil khususnya di Teluk Terima (Sumberklampok) 
dan Teluk Banyuwedang (Pejarakan). Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan 
awal Maret 2013, dan pertengahan bulan Juni 
sampai dengan akhir Juli 2013. 


Pengumpulan Data 


Data yang dikumpulkan adalah data primer 
dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan 
melalui teknik wawancara mendalam, dan diskusi 
kelompok dengan pihak Balai TNBB. Pengumpulan 
data primer meliputi sejarah pembentukan TNBB, 
penerapan sistem zonasi, akses nelayan dan 
konflik (nelayan, Balai TNBB dan perusahaan). 
Wawancara berlangsung secara bertatap muka 
sekitar 1 jam dengan alat bantu pedoman 
wawancara terhadap informan yang diambil melalui 
teknik snow ball. Informan berjumlah 32 orang di 
antaranya berasal dari nelayan, Balai TNBB, desa 
dinas (Sumberklampok dan Pejarakan), desa 
adat/ pakraman, Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Buleleng, Balai Besar Riset Perikanan 
Budidaya Laut Gondol, perusahaan pariwisata, 
Kelompok Nelayan, Kelompok Masyarakat 
Pengawas (Pokmaswas), Forum Komunikasi 
Masyarakat Peduli Pesisir (FKMPP) dan LSM 
Pilang. Pengamatan dilaksanakan di pesisir dan 
perairan laut kawasan konservasi untuk memeriksa 
tanda batas zonasi, aktivitas penangkapan ikan 
dan pariwisata. Selain data primer, data sekunder 
juga dikumpulkan seperti laporan, arsip, buku, 
tesis, jurnal, situs internet (website) dan data 
lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Data 
sekunder yang relevan terkait dengan peraturan 
pembentukan dan penetapan TNBB dan sistem 
zonasi, laporan tahunan TNBB, profil TNBB, tesis 
dan jurnal, dan lain sebagainya. 
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Analisis Data 


Data yang diperoleh baik data primer 
maupun data sekunder dianalisis melalui tiga alur 
secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan 
Hubermen, 1992). Teknik analisis data tersebut 
berlangsung secara terus menerus dan dilakukan 
sejak perencanaan penelitian, tahap di lapang 
sampai tahap pembuatan laporan penelitian. Untuk 
menguji validitas data, digunakan triangulasi data 
berupa metode (interview, diskusi, pengamatan, 
dan data primer) dan sumber informan (nelayan, 
petugas TNBB dan pihak perusahaan). Dengan 
analisis data tersebut, untuk menggambarkan dan 
menjelaskan proses teritorialisasi kawasan dan 
faktor munculnya konflik nelayan. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Teritorialisasi Kawasan Laut di Bali Barat. 


Secara historis, daerah Bali Barat mengalami 
perubahan status disertai fungsi kawasan. Mulai 
dari bukan kawasan Suaka Margasatwa menjadi 
Suaka Margasatwa sampai Taman Nasional. 
Perubahan status kawasan tersebut seperti terlihat 
dalam Tabel 1. 


Pada awalnya Suaka Margasatwa Bali Barat 
didirikan pada tahun 1947 oleh Dewan Raja-raja 
di Bali melalui keputusan E/1/4/5 dengan luas 


Tabel 1. Perubahan Kawasan Konservasi di TNBB. 


Table 1. Protected Area Changes at TNBB. 


20.600 ha. Luas kawasan tersebut berkurang 
menjadi 19.365 ha setelah diukur kembali oleh 
Brigade Planologi Kehutanan Nusa Tenggara tahun 
1969. Pada tahun 1978 luas Suaka Margasatwa 
bertambah +193 ha dengan bergabungnya Pulau 
Menjangan, Pulau Kalong, Pulau Burung dan 
Pulau Gadung berdasarkan SK Mentan No. 169/ 
Kpts/Um/3/1978. Kawasan ini selanjutnya berubah 
menjadi Taman Nasional Bali Barat dengan SK 
Menhut No. 096/Kpts-II/1984 seluas 77.727 ha 
(darat/hutan 71.507 ha dan laut 6.220 ha) yang 
meliputi Suaka Margasatwa Bali Barat, Suaka 
Margasatwa Pulau Menjangan dan sekitarnya 
(laut) dan Hutan Lindung Bali Barat. Luas TNBB 
selanjutnya menyusut menjadi 19.002,89 ha (darat/ 
hutan 15.587,89 ha dan laut 3.415 ha) menyusul 
perubahan fungsi kawasan berdasarkan Keputusan 
Menhut No. 493/Kpts-11/1995. 


Sebelum bergabung dengan kawasan 
TNBB, laut di sekitar empat pulau (Menjangan, 
Kalong, Burung dan Gadung) tersebut bersifat 
open access bagi perikanan tangkap (skala kecil). 
Sebagai sumberdaya yang bersifat open access 
pada mulanya nelayan dari Bali maupun dari Jawa 
dapat memanfaatkan laut untuk perikanan. Untuk 
itu sejak dulu, kawasan laut ini sangat mudah 
diakses oleh nelayan dari Teluk Banyuwedang 
dan Jawa Timur (Polunin et al., 1983). Selain 
penangkapan ikan untuk konsumsi, laut tersebut 
juga untuk penangkapan ikan hias dan pernah 


Orde Baru Era Reformasi 
Orde Lama (1945- Orde Baru (1984- 
Aspek Aspect 1966)/ Old Order ee ee 4998) / New Order _ {1999 - sekarang)/ 
lew Order Reform period-now 

Status kawasan darat SM SM TN TN 
hutan / Terrestrial/ 
forest area status 
Status kawasan laut/ Tidak masuk SM/ Tidak Masuk SM/ TN TN 


Marine area status 


Rezim pengelolaan laut/ 
Marine management 


regime 


Otoritas pengelolaan/ 
Management authority 


Konflik/ Conflict 


Not include SM 


Akses terbuka/ 
Open access 


Pemerintah/ State 
(Departemen 
Pertanian/ 
Agricultural 
departement 


Tidak Ada/ No 


Not include SM 
Akses terbuka/ 


Hak milik negara/ 


Hak milik negara/ 


open access > State property State property 

Hak milik negara/ 

State property 

Dinas Kelautan Pemerintah/ Pemerintah/ State 
Prov. Bali/ Marine State (Kemenhut/ (Kemenhut/ Ministry 
services at Bali Ministry of forestry) of forestry) 

Province 

Ada/ Yes Ada/ Yes Ada/ Yes 


Keterangan/Notes: SM = Suaka Margasatwa/Wildlife Reserve; TN = Taman Nasional/ National Park; Kemenhut = Kementerian 


Kehutanan/ Ministry Of Forestry 
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menjadi lokasi pengambilan terumbu karang. Di 
pesisir pantai itu pula dijadikan lokasi penangkapan 
bibit ikan bandeng alam (nyotok nener) melalui 
pengkavlingan wilayah tangkap di pesisir Desa 
Sumberklampok dan Desa Pejarakan. Pesisir laut 
dikavling oleh nelayan sebagai lokasi penangkapan 
masing-masing nelayan. Penangkapan nener 
ini biasanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu 
seperti bulan kasanga dan bulan kapat dalam 
kalender Bali (atau sekitar bulan Maret dan bulan 
September-Oktober dalam kalender Masehi). 
Pada tahun 1970-an Dinas Perikanan Provinsi 
Bali menerbitkan perizinan bagi nelayan nyotok 
nener ini sehingga tiap kavling dilakukan nelayan 
kelompok. 


Namun rezim open access tersebut 
perlahan berubah menjadi state property ketika 
Dinas Kelautan Propinsi Bali menertibkan dan 
menerbitkan izin nyotok nener. Ditertibkan melalui 
pembuatan kelompok dan anggotanya. Begitu pula 
keberadaan rezim state property semakin tampak 
jelas ketika terjadi penetapan perairan laut (yang 
saat ini kawasan TNBB seluas 3.415 ha dan 
terletak di Selat Bali dan Laut Bali di sekitar Pulau 
Menjangan, Pulau Kalong, Pulau Burung dan Pulau 
Gadung) menjadi bagian dari kawasan TNBB serta 
pembentukan zonasi TNBB. Kawasan laut yang 
'tidak dikelola' (open access) menjadi 'dikelola' 
negara (state property) merupakan babak awal 
dalam menarik batas yang jelas antara daerah laut 
milik negara dengan daerah bukan milik negara. 
Sementara pembagian dan penetapan fungsi 
sebuah daerah antara kawasan konservasi dan 
bukan konservasi menunjukkan babak selanjutnya 
dalam manarik batas sebuah kawasan. Selain 
keduanya, di dalam kawasan konservasi pun 
dibuat batasan-batasan kegiatan pemanfaatan 
yang diperbolehkan dan yang dilarang melalui 
pembagian zonasi taman nasional. Penarikan 
batas berdasarkan rezim property dan fungsi dari 
sebuah kawasan merupakan proses teritorialisasi 
yang terjadi di perairan laut. 


Penarikan batas kawasan melalui 
teritorialisasi perairan laut berakibat pada akses 
nelayan. Perubahan dari open access menjadi 
state property disertai dengan penetapan kawasan 
konservasi TNBB mengurangi bahkan membatasi 
akses nelayan terhadap laut di TNBB. Pembatasan 
akses terjadi, terutama setelah penetapan taman 
nasional, karena pengelolaan kawasan konservasi 
bertujuan (Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/ 2011 
Pasal 2) atau difungsikan (Peraturan Pemerintah 


ea (Amir Mahmud, Arif Satria dan Rilus A. Kinseng) 


(PP) No. 68/ 1998 Pasal 4) untuk pengawetan, 
perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman 
hayati. Secara umum pemanfaatan taman nasional 
untuk kegiatan: (a) penelitian dan pengembangan 
ilmu pengetahuan; (b) pendidikan dan peningkatan 
kesadartahuan konservasi alam; (c) penyimpanan 
dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air 
serta energi air, panas, dan angin serta wisata 
alam; (d) pemanfaatan tumbuhan dan satwa 
liar; (e) pemanfaatan sumber plasma nutfah 
untuk penunjang budidaya; dan (f) pemanfaatan 
tradisional oleh masyarakat setempat (PP No 
28/ 2011). Kegiatan pemanfaatan itu selanjutnya 
dikelola berdasarkan penerapan sistem zonasi 
sehingga tidak semua kegiatan termasuk perikanan 
diperbolehkan kecuali terdapat zona untuk 
perikanan atau kegiatan tersebut diizinkan. Bila 
mengacu pada Vandergeest dan Peluso (1995), dan 
Vandergeest (1996), teritorialisasi terhadap suatu 
kawasan untuk tujuan konservasi dan zonasinya 
sebagai upaya negara menguasai sumberdaya 
sehingga membatasi dan menghalangi akses 
masyarakat terhadap sumberdaya. Oleh karena itu, 
sebagai instrumen yang tidak netral secara politik 
(Jentoft et al., 2012: 195), konservasi berimplikasi 
pada distribusi akses dan pendapatan di antara 
kelompok pengguna (Jentoft et al., 2007: 619). 


Secara umum sistem zonasi diperuntukkan 
guna menentukan zona terlarang dan zona yang 
dapat dimanfaatkan. Secara garis besar, sistem 
zonasi terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan 
dan zona lainnya. Zonasi pertama kali dibuat di 
TNBB pada tahun 1987, dan berturut-turut terjadi 
perubahan menjadi zonasi 1996, zonasi 1999 dan 
terakhir zonasi 2010. Perubahan zonasi secara 
berturut-turut tersebut untuk mengakomodasi 
kebutuhan dan tuntutan seperti kebutuhan 
konservasi sendiri, pengembangan pariwisata dan 
tuntutan nelayan. Perubahan zonasi yang menarik 
adalah zonasi 2010. Zona tradisional sebagai 
lokasi penangkapan ikan bagi nelayan pertama 
kali muncul dalam zonasi 2010. Padahal sebelum 
TNBB didirikan dan zonasi pertama kali dibuat, 
aktivitas nelayan tradisional telah dilakukan. 


Sekalipun berubah menjadi kawasan 
konservasi, aktivitas perikanan tangkap termasuk 
penangkapan ikan hias dan pengambilan terumbu 
karang masih saja ditemui dengan risiko tertangkap 
tangan sebagai pelanggaran oleh pihak Balai 
TNBB. Berdasarkan Laporan Tahunan Kegiatan 
Penyidikan dan Perlindungan Hutan TNBB 2011 
dan 2012 menyebutkan, 1 orang ditemukan 


49 


J. Sosek KP Vol. 11 No. 1 Juni 2016: 45-54 


menangkap ikan hias dengan menggunakan cairan 
potassium pada tahun 2011, dan mendapat vonis 
4 bulan penjara dan denda Rp 300.000, dengan 
ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti 
dengan hukum kurungan selama 1 (satu) bulan 
(Taman Nasional Bali Barat, 2012). Sementara 
pada tahun 2012, 14 orang terbukti mencari dan 
menangkap biota laut seperti gurita, ikan hias 
dan karang hidup, dan dikenakan sanksi (Taman 
Nasional Bali Barat, 2013). 


Konflik Nelayan 
Konflik Nelayan-TNBB 


Tipologi konflik nelayan dengan Balai TNBB 
disebabkan dua hal yaitu faktor kepemilikan 
sumberdaya dan faktor pengelolaan sumberdaya. 
Konflik kepemilikan sumberdaya berkaitan dengan 
kepemilikan laut yang bersifat open access menjadi 
laut yang state property. Di bawah rezim open 
access, sumberdaya laut dapat diakses kapan 
saja, oleh siapa saja dan dengan alat tangkap apa 
saja. Perubahan laut dari open access menjadi 
state property tidak hanya pergantian status 
rezim tapi juga berdampak pada akses terhadap 
sumberdaya laut dan mata pencaharian nelayan. 
Secara sosio-historis laut dapat diakses secara 
terbuka sebelumnya, namun laut menjadi terbatas 
bagi nelayan sejak menjadi state property yang 
diperuntukkan bagi daerah perlindungan ekosistem 
atau kawasan konservasi. Pembatasan akses 
nelayan terhadap sumberdaya laut berpengaruh 
pada lokasi penangkapan ikan (fishing ground), 
mata pencaharian serta besarnya biaya dan tenaga 
yang dikeluarkan di lokasi penangkapan baru dan 
lebih jauh dari tempat penangkapan sebelumnya. 


Faktor konflik pengelolaan sumberdaya 
berkaitan dengan pemanfaatan kawasan antara 
tujuan konservasi dengan tujuan perikanan. Konflik 
ini terjadi, menurut Satria et al. (2006a) karena 
pendekatan konservasi identik dengan perlindungan 
kawasan sedangkan perikanan identik dengan 
eksploitasi sekalipun perikanan juga memiliki 
ukuran ‘konservasi’ seperti Maximum Sustainable 
Yield. Perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan 
sedangkan kawasan konservasi terutama dikelola 
oleh Balai TNBB dan Kementerian Kehutanan. 
Konflik muncul ketika daerah penangkapan ikan 
ditetapkan sebagai kawasan konservasi, dan 
nelayan dilarang memanfaatkan untuk perikanan. 
Pembatasan akses melalui pengaturan laut 
berdasarkan sistem zonasi yang melarang aktivitas 
perikanan. Sejalan dengan itu, praktis wilayah 


50 


tangkap nelayan dimasukkan daerah terlarang bagi 
perikanan. Daerah konservasi yang terlarang bagi 
perikanan tidak diperbolehkan bagi nelayan kecuali 
mendapatkan izin atau diakomodasi dalam zonasi. 
Misalnya, nelayan nyotok nener diperbolehkan 
menangkap ikan dengan Surat Izin Masuk Kawasan 
yang dikeluarkan oleh TNBB. Surat Izin Masuk 
Kawasan tersebut berisi aturan yang dibolehkan 
dan dilarang selama nyotok nener. Pengkavlingan 
pesisir laut oleh nyotok nener memiliki izin dari Dinas 
Perikanan Provinsi Bali, dan telah berlangsung 
sebelum terbentuknya TNBB. 


Konflik pengelolaan dimulai sejak awal 
berdirinya kawasan konservasi TNBB tahun 1984. 
Salah satu konflik yang muncul ke permukaan 
berbentuk pembakaran gubuk milik salah satu 
nelayan nyotok nener oleh petugas TNBB. Gubuk 
biasanya digunakan sebagai tempat berteduh 
dan menyimpan peralatan menangkap bibit ikan 
bandeng. Akibat pembakaran itu nelayan pemilik 
gubuk mengalami kerugian besar secara ekonomi. 
Konflik ini selanjutnya diikuti dengan munculnya 
respon balasan oleh nelayan terhadap kawasan 
konservasi TNBB. Sebuah aksi gangguan seperti 
pencurian Jalak Bali milik TNBB. 


Sepanjang pembatasan akses terhadap laut, 
konfllik muncul ke permukaan dalam sejumlah 
peristiwa seperti pencabutan peralatan budidaya 
rumput laut. Usaha rumput laut ini dihentikan 
dengan paksa oleh petugas TNBB setelah 
berjalan selama enam bulan sekitar tahun 2006. 
Tidak hanya budidaya keramba ikan yang dilarang 
dan dipindahkan ke lokasi di luar kawasan TNBB 
tapi terumbu karang buatan juga dilarang ditanam 
di laut TNBB. Padahal beberapa program berasal 
dari bantuan pemerintah baik dari pusat maupun 
dari daerah. Pembatasan akses dan konflik yang 
terjadi diikuti dengan tanggapan balik oleh nelayan 
seperti bentuk-bentuk perlawanan. Dari konflik 
akses ini selanjutnya memunculkan salah satunya 
zona tradisional bagi nelayan dalam zonasi 
TNBB 2010. 


Konflik Nelayan-Perusahaan Wisata 


Selain bertujuan perlindungan ekosistem, 
kawasan konservasi juga dapat dimanfaatkan 
untuk wisata alam. Sebelum masuknya perusahaan 
pariwisata atau swasta, kawasan konservasi telah 
dimanfaatkan untuk wisata alam. Koperasi Wana 
Sakti yang berada di bawah TNBB menggarap 
Labuan Lalang untuk penyeberangan ke arah Pulau 
Menjangan. Penyeberangan ini salah satunya 
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bertujuan untuk menggali potensi wisata alam yang 
ada di TNBB. Pengembangan pariwisata di dalam 
kawasan konservasi untuk menggenjot salah 
satu tujuan pemanfaatan kawasan konservasi 
yaitu rekreasi dan pariwisata. Pengembangan 
wisata semakin intensif dengan masuknya tiga 
perusahaan swasta yang bergerak di bidang 
pariwisata sekitar tahun 1997-1998. Keterlibatan 
swasta dalam pembangunan dan pengembangan 
sektor pariwisata di kawasan TNBB melalui 
Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA). Tiga 
perusahaan yang memiliki IPPA yaitu SBW, TSS 
dan DKP. 


Konflik nelayan dengan pihak perusahaan 
pariwisata disebabkan faktor konflik pengelolaan 
kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan 
konservasi tidak hanya dimanfaatkan untuk 
kegiatan pariwisata tapi kenyataannya terdapat 
aktivitas perikanan tradisional. Konflik ini terjadi 
pada dua lokasi yaitu pertama antara lokasi kegiatan 
pariwisata (diving atau snorkeling) dengan tempat 
penangkapan ikan (fishing ground) dan kedua, 
antara lokasi penambatan sampan/ perahu dengan 
tempat bangunan resort atau hotel. Selain di darat 
dan hutan, pesisir dan bawah laut merupakan 
lokasi wisata alam. Konflik terjadi ketika perairan 
laut tidak hanya sebagai objek wisata alam bagi 
wisatawan tapi juga lokasi pencarian ikan bagi 
nelayan terutama di sekitar Pulau Menjangan. 
Laut sekitar Pulau Menjangan merupakan lokasi 
utama wisata alam bawah laut dan menjadi lokasi 
penting untuk penangkapan ikan bagi nelayan. 
Konflik pemanfaatan laut lain tampak nyata 
dengan pengkavlingan laut di Teluk Terima dan 
Tanjung Kotal dengan menggunakan bola-bola 
yang mengambang. Salah satu perusahaan 
mengembangkan wisata bahari dengan minat 
khusus yaitu tiram mutiara. Tanda bola-bola ini 
untuk menunjukkan lokasi wisata pembuatan tiram 
mutiara. Pengkavlingan ini tidak hanya membatasi 
aktivitas nelayan tapi juga dapat merusak jaring 
nelayan tradisional saat menjaring ikan. Namun 


Tabel 2. Tiga Perusahaan Pariwisata di TNBB. 


Table 2. Three Tourist Entreprises at TNBB. 


Senin (Amir Mahmud, Arif Satria dan Rilus A. Kinseng) 


konflik akses ini kemudian diatasi melalui 
pembagian waktu aktivitas antara pariwisata dan 
nelayan. Misalnya, aktivitas pariwisata dilakukan 
dari pagi sampai sore sedangkan nelayan dari 
sore sampai malam. Atau aktivitas keduanya tidak 
berada di lokasi yang sama. 


Lokasi-lokasi tertentu di pesisir menjadi 
konflik pemanfaatan antara lokasi penambatan 
sampan/ perahu dengan lokasi bangunan milik 
perusahaan. Sebagian besar lokasi bangunan 
perusahaan (seperti resort/ hotel/ kantor) tersebut 
terlihat jelas berada di dekat pantai baik di 
dalam maupun di sekitar penyangga kawasan 
konservasi. Sebelum berdirinya bangunan resort 
dan hotel, lokasi pesisir tertentu seperti di Teluk 
Terima (Sumberklampok) dan Teluk Banyuwedang 
(Pejarakan) telah menjadi lokasi penambatan 
sampan nelayan. Bangunan (resort/ hotel/ kantor) 
didirikan dengan menggeser atau mempersempit 
lokasi penambatan sampan nelayan baik di Teluk 
Terima maupun di Teluk Banyuwedang. Di Teluk 
Terima penambatan sampan nelayan tergeser, dan 
di Teluk Banyuwedang semakin menyempit. 


Adanya konflik antara nelayan dengan 
perusahaan dalam perkembangannya mendorong 
(salah satunya) terbentuknya Forum Komunikasi 
Masyarakat Peduli Pesisir (FKMPP). Sebuah 
forum yang di dalamnya tergabung di antaranya 
kelompok nelayan, pengusaha pariwisata dan 
desa (dinas dan adat/ pakraman). Dalam wadah 
FKMPP mereka bekerjasama, dan terkadang 
bermitra dengan TNBB dan Dinas Perikanan dan 
Keluatan untuk menjaga dan melindungi kawasan 
konservasi. Namun forum tersebut saat ini mati suri 
karena salah satunya tidak adanya kegiatan dan 
minimnya dana untuk kegiatan. 


Bentuk Perlawanan Nelayan 


Bentuk perlawanan nelayan ada dua yaitu 
secara sembunyi-sembunyi atau sehari-hari dan 
terang-terangan. Dalam situasi pemerintahan 


Pengelola/ Lokasi/ Luas/ 
Management Location Area (ha) 
PT SBW Labuhan Lalang, Tanjung Kotal, dan Gilimanuk; 251.50 
PT TSS Tanjung Gelap dan Banyuwedang; 284.00 
PT DKB Teluk Terima, Tanjung Kotal dan Cekik, 40.05 


Sumber: TNBB (2005)/Source: TNBB (2005) 
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nasional seperti di masa Orde Baru bentuk 
perlawanan secara sembunyi-sembunyi sedangkan 
pada masa reformasi lebih dipilih perlawanan 
secara terang-terangan dan bersifat terbuka 
seperti protes langsung secara lisan atau tulisan, 
negosiasi untuk mencapai kompromi. Bentuk- 
bentuk perlawanan yang dipilih dan masa atau 
situasi tersebut tidak berlaku terlalu kaku dan ketat. 
Jika ditelisik persoalan konflik nelayan di atas, 
munculnya konflik disebabkan pembatasan atau 
hilangnya akses nelayan dengan pemberlakuan 
kawasan konservasi dan zonasinya. Munculnya 
gerakan protes atau perlawanan petani akibat dari 
hilangnya jaminan keamanan subsistensi minimum 
(Scott, 1989) sehingga bentuk perlawanan sehari- 
hari untuk menghindari risiko yang lebih besar 
(Scott, 2000). 


Dalam kondisi tidak berdaya, bentuk 
perlawanan yang digunakan dan menjadi pilihan 
adalah perlawanan sehari-hari atau secara 
diam-diam untuk menghindari konfrontasi langsung 
dan kerugian yang lebih besar. Adanya relasi kuasa 
yang tidak setara membuat konflik disalurkan 
melalui perlawanan sehari-hari. Bentuk perlawanan 
berupa gangguan dan pencurian spesies Jalak Bali 
yang menjadi ikon TNBB. Perlawanan ini, menurut 
Scott (2000), dicirikan pertama, watak dan sifat 
perlawanan dipengaruhi oleh bentuk, kepercayaan 
danrisiko balasan yang diterima; kedua, perlawanan 
tidak diarahkan pada sumber langsung. Misalnya, 
sebagai ikon TNBB dan spesies yang dilindungi, 
Jalak Bali di penangkaran diganggu dan dicuri 
di Tegal Bunder Sementara itu, kehidupan Jalak 
Bali di alam bebas pun semakin sedikit jumlahnya. 
Pencurian Jalak Bali secara sembunyi-sembunyi 
dan berkelompok ini dalam rangka menurunkan 
kredibilitas TNBB agar dianggap tidak berhasil 
melakukan perlindungan terhadap satwa liar 
tersebut. Jalak Bali yang ditangkap ini dijual 
ke luar Bali (seperti Surabaya). Peristiwa ini 
berlangsung mulai tahun 1980-an sampai dengan 
tahun 1990-an. Lokasi konflik yang semula 
ada di pesisir berdampak pada satwa liar di 
darat /hutan atau di penangkaran TNBB. Pada 
peristiwa ini, Santoso (2004) mengungkapkan, 
perlawanan bukan sebuah episode dramatis 
dan konfrontatif karena mempertimbangkan 
kepentingan bersama dan risiko yang akan 
dihadapi. 


Perlawanan lainnya dari nelayan adalah 
berbentuk pura-pura tidak tahu dengan cara 
tidak menghiraukan aturan. Secara de jure 
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kawasan konservasi laut dan darat/ hutan TNBB 
termasuk ke dalam rezim state property di bawah 
kewenangan negara. Sejak berdirinya TNBB, 
sebagian laut di Selat Bali dan Laut Bali berganti 
dari open access menjadi state property. Namun 
secara de facto, rezim open access juga masih 
berlangsung dan bekerja. Memang laut terlarang 
tapi masih dimanfaatkan oleh nelayan meskipun 
dengan risiko tertangkap tangan oleh petugas 
Balai TNBB. Upaya perlindungan terhadap 
kawasan konservasi dengan patroli pengamanan 
laut dan penegakan aturan tidak membuat nelayan 
berhenti memanfaatkan laut. Adanya fenomena 
itu menunjukkan ketidakpedulian nelayan pada 
aturan. Selain sebagai bentuk perlawanan sehari- 
hari, secara sosio-historis penangkapan ikan telah 
dilakukan sebelum hadirnya TNBB, dan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup. 


Isu atau rumor seputar keterlibatan 'pihak 
dalam' atau petugas dalam gangguan terhadap 
spesies Jalak Bali, dan petugas mudah 'dipengaruhi' 
oleh materi dalam penegakan aturan, disebarkan. 
Hembusan rumor ini merupakan bentuk-bentuk dari 
aksi perlawanan sehari-hari dengan menghindari 
konfrontasi dan saling berhadap-hadapan. 
Serangan dari belakang, seperti tak terencana, 
sembunyi-sembunyi dan tak terduga ini bisa 
berjalan efektif untuk melawan pihak yang lebih 
kuat pengaruhnya. 


Bentuk-bentuk perlawanan nelayan secara 
tersembungyi pada umumnya berlangsung pada 
masa orde baru sampai dengan awal tahun 2000. 
Begitu pula konteks perlawanan tersembunyi 
tersebut terjadi ketika kawasan konservasi 
dikelola secara terpusat disertai kecenderungan 
preservasionism yang mengutamakan kontrol 
yang kuat terhadap sumberdaya alam. Bahkan, 
sebuah desa enclave (daerah kantong) di TNBB 
direncanakan dipindahkan agar tidak mengganggu 
kawasan konservasi. Namun pada era reformasi 
terutama tahun 2000, perlawanan relatif lebih 
terbuka melalui protes (lisan dan tulisan). 
Misalnya, protes keras dalam sebuah pertemuan 
atau forum yang dihadiri oleh petugas 
TNBB. Jalur negosiasi juga dilakukan untuk 
mendapatkan akses dan manfaat dari kawasan 
konservasi. Pada awal tahun 2000, masyarakat 
adat dan kelompok nelayan mendapatkan manfaat 
ekonomi dengan mengembangkan pariwisata. 
Sepuluh tahun kemudian kepentingan nelayan 
diakomodasi melalui zona tradisional yang 
disediakan dalam sistem zonasi TNBB. 


Teritorialisasi dan Konflik Nelayan di Taman Nasional Bali Barat 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
pembentukan TNBB dan zonasinya merupakan 
bentuk teritorialisasi di sebuah kawasan perairan 
laut. Teritorialisasi dilakukan melalui tiga tahap 
yaitu: 1) perubahan rezim kepemilikan, dari open 
access menjadi state property, 2) penetapan fungsi 
kawasan, antara kawasan konservasi dan bukan 
konservasi, dan 3) penetapan fungsi kawasan 
konservasi berdasarkan zonasi, antara kegiatan 
pemanfaatan yang diperbolehkan dan yang 
dilarang. Teritorialisasi tersebut berdampak pada 
pembatasan atau hilangnya akses nelayan. 


Konflik akses nelayan dimulai dari 
pembatasan akses tersebut. Konflik akses terjadi 
antara nelayan dengan TNBB dan perusahaan 
pariwisata. Konflik akses antara nelayan dengan 
TNBB disebabkan faktor kepemilikan sumberdaya 
dan faktor pengelolaan sumberdaya sedangkan 
konflik akses antara nelayan dengan perusahaan 
pariwisata disebabkan faktor pengelolaan 
sumberdaya. Bentuk konflik antara nelayan dengan 
TNBB berupa perlawanan sehari-hari terutama 
pada awal pembentukan TNBB di masa Orde Baru. 
Dalam kondisi tak berdaya dan relasi kuasa yang 
timpang, perlawanan sehari-hari seperti pencurian, 
penyebaran isu atau rumor dan ketidakpatuhan 
pada aturan konservasi merupakan langkah 
yang ditempuh oleh nelayan. Namun pada masa 
reformasi khususnya tahun 2000-an, perlawanan 
secara tersembunyi relatif jarang ditemui karena 
dapat dilakukan melalui protes secara langsung 
atau terbuka dengan Balai TNBB. 


Melalui penelitian ini, desain dan pengelolaan 
kawasan konservasi perlu responsif dan 
memperhatikan aspek sosial, budaya dan ekonomi 
masyarakat sekitar kawasan konservasi selain 
bertujuan biologi-ekologi semata. Pengelolaan 
perlu juga mengembangkan resolusi konflik seperti 
pengelolaan kolaboratif dengan meningkatkan level 
partisipasi masyarakat (melalui keputusan publik) 
sehingga terjadi kesetaraan dalam pengelolaan. 
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ABSTRAK 


Pendekatan sosial ekonomi sangat diperlukan dalam menyusun strategi penyelesaian masalah 
masyarakat pesisir. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan sosial ekonomi di Kepulauan 
Banda Neira. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, pengamatan, dan studi literatur. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosial ekonomi dengan analisis deskriptif, 
SWOT, dan AHP. Hasil kajian menunjukkan ada tiga prioritas masalah masyarakat Banda Neira yaitu 
fasilitas kebersihan, pendapatan masyarakat khususnya nelayan masih rendah, dan ketersediaan 
air tawar. Strategi penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan modal sosial 
ekonomi dengan cara memperkuat kelembagaan (kelompok masyarakat dan nelayan) dan kearifan 
lokal, kelestarian lingkungan dan budaya, dan pemberdayaan masyarakat. 


Kata Kunci: penyelesaian masalah, masyarakat pesisir, Banda Neira 


ABSTRACT 


Socio-economic approach is indispensable in developing problem-solving strategies of the coastal 
communities. This study aims to assess socio-economic problems in Banda Neira Islands. Data were 
collected by interview, observation, and literature studies. Data was analyzed using socio-economic 
approach with descriptive analysis, SWOT and AHP. Results showed, there are three priorities Banda 
Neira communities issues namely sanitary facilities, community income is still low especially the fishers, 
and availability of fresh water. Strategies for eliminating problems can be done through increasing 
the socio-economic capital by strengthening the institutions (community and fishers groups) and local 
wisdom, environmental and culture sustainability, and community empowerment. 


Keywords: problem solving, coastal community, Banda Neira 


menyelesaikan masalah 


tersebut. 


masyarakat 


Masyarakat pesisir merupakan masyarakat 


pesisir 


majemuk yang umumnya terdiri dari nelayan, 
pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang, dan 
buruh pelabuhan, serta profesi lain. Masyarakat 
pesisir seringkali dipadankan dengan kondisi 
ekonomi yang belum sejahtera dan kesehatan 
lingkungan yang belum layak, serta pendidikan 
yang masih rendah. Dinamika masyarakat pesisir 
dengan kompleksitas masalah yang dihadapi 
membutuhkan strategi komprehensif untuk dapat 
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Centre for Marine Assessment and Development Economic, Indonesia 


Masalah yang umum dihadapi masyarakat 
pesisir antara lain tingkat kemiskinan (ketidakpastian 
ekonomi), kerusakan sumberdaya pesisir, dan 
kesehatan lingkungan, serta pemanfaatan area 
laut bagi nelayan (akses terbuka dan akses terbuka 
terbatas). Menurut Sutardjo dalam Rosalina (2012), 
terdapat empat persoalan utama yang dihadapi 
masyarakat pesisir yaitu tingkat kemiskinan, 
kerusakan sumberdaya pesisir, dan rendahnya 
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kemandirian organisasi sosial desa, serta 
minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan 
di pemukiman desa. Pemetaan permasalahan pada 
suatu daerah dapat menjadi salah satu pendekatan 
untuk menyusun strategi penyelesaian masalah 
pada daerah tersebut. Kompleksitas permasalahan 
masyarakat pesisir perlu dipetakan, agar diketahui 
permasalahan apa yang terjadi, masalah apa 
dan mana yang perlu diselesaikan segera, dan 
bagaimana strategi penyelesaian masalah tersebut. 


Kepulauan Banda Neira merupakan salah 
satu kepulauan di Indonesia yang memiliki potensi 
pariwisata bahari. Selain memiliki potensi pariwisata 
bahari, Kepulauan Banda Neira juga memiliki 
potensi wisata sejarah dan budaya. Kepulauan 
Banda Neira secara administratif merupakan 
salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten 
Maluku Tengah. Potensi sumberdaya pesisir dan 
laut Kepulauan Banda Neira, seharusnya mampu 
memberikan manfaat lebih dalam peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Banda Neira. Akan 
tetapi, masyarakat Banda Neira belum memperoleh 
manfaat optimal dari sumberdaya pesisir dan 
laut yang dimilikinya. Kondisi sosial ekonomi 
masyarakat Banda Neira masih dapat ditingkatkan 
dengan potensi sumberdaya alam yang ada. 


Hal tersebut di atas menjadi dasar dalam 
penelitian yang dilakukan, dengan memetakan 
permasalahan yang ada di Kepulauan Banda 
Neira, sehingga didapatkan strategi penyelesaian 


masalah yang tepat. Oleh karena itu, penelitian 
ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan sosial 
ekonomi di Kepulauan Banda Neira. Output 
penelitian diharapkan dapat memberikan strategi 
penyelesaian masalah sosial ekonomi masyarakat 
pesisir di Kepulauan Banda Neira. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat 
di 18 desa Kepulauan Banda Neira, yaitu 6 desa 
yang berada di Pulau Neira (Nusantara, Dwiwarna, 
Merdeka, Kampung Baru, Tanah Rata, dan 
Rajawali); 9 desa di Pulau Banda Besar terdapat 
(Lonthoir, Waling-Spanciby, Selamon, Boiyau, 
Combir-Kaisastoren, Waer, Uring-Tutra, Lautang, 
Dender); 1 desa di Pulau Ay (Ay); dan 1 desa yang 
berada di Pulau Rhun (Rhun); serta 1 desa di Pulau 
Hatta (Hatta). 


Kepulauan Banda Neira secara geografis 
terletak diantara 5*43 — 6*31 Lintang Selatan dan 
129044 — 130°04 Bujur Timur yang berbatasan 
dengan Selat Seram dibagian Utara, Kepulauan 
Teon Nila Serua dibagian Selatan, Laut Banda 
dibagian Timur, dan Laut Banda dibagian Barat 
(BPS Kabupaten Maluku Tengah, 2014) seperti 
dilustrasikan pada Gambar 1. Penelitian ini 
dilaksanakan dari bulan November 2014 sampai 
Desember 2015. 
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Gambar 1. Peta Kepulauan Banda Neira 
Figure 1. Banda Neira Islands Map 
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Jenis dan Sumber Data 


Data yang digunakan dalam kajian ini meliputi 
data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 
dengan melakukan wawancara dengan bantuan 
kuesioner terstruktur, fokus grup diskusi (FGD) 
dan pengamatan lingkungan dan masyarakat. 
Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kabupaten Maluku Tengah dan literatur lain 
seperti Undang-undang dan Keputusan Menteri, 
serta hasil penelitian terkait dengan kondisi sosial 
ekonomi. 


Metode Pengumpulan Data 


Teknik pengambilan contoh (pengumpulan 
data) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode non-random sampling dengan teknik 
purposive sampling dan accidental sampling. 
Teknik purposive sampling dilakukan dengan FGD 
pada setiap desa minimal 5 orang pemangku 
kepentingan (kepala desa, tetua desa, nelayan, 
petani, dan pekerja/pedagang). FGD pun terbuka 
bagi masyarakat yang dapat hadir untuk menggali 
permasalahan. Accidental sampling dilakukan 


Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 
Pesisir / Coastal Communities Socio- 
Economic Conditions 


dengan wawancara dan pengamatan langsung 
kepada masyarakat desa. 


Jumlah total responden dalam penelitian ini 
adalah 70 responden yang memiliki kepentingan 
yang berbeda-beda berdasarkan mata pencaharian 
dan status atau jabatan yang dimiliki. Pemilihan 
lokasi penelitian berdasarkan potensi sumberdaya 
pesisir dan laut, dan kekayaan yang dimiliki 
Kepulauan Banda Neira, serta kondisi sosial 
ekonomi masyarakat Banda Neira. 


Metode Analisis Data 


Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode studi kasus. Studi kasus dilakukan 
terhadap permasalahan sosial ekonomi masyarakat 
Kepulauan Banda Neira. Adapun metode analisis 
yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis 
strength — weakness — opportunity — threat 
(SWOT), dan analisis hierarki, serta analisis 
geografi pesisir. Alur pemikiran penelitian strategi 
penyelesaian masalah sosial ekonomi ini disajikan 
pada Gambar 2. 
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Strategi Penyelesaian Masalah Sosial 
Ekonomi di Kepulauan Banda Neira / Socio- 
economic Problem Solving Strategy in 
Banda Neira Islands 


*Sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakat / 
Appropriate with environmental and community conditions 


Gambar 2. Alur Pemikiran Kajian Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir 
Figure 2. Logical Framework of Coastal Communities Socio-Economic Conditions 
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Analisis SWOT dilakukan untuk mendapatkan 
gambaran permasalahan yang terjadi, sehingga 
dapat tergambarkan kondisi sosial ekonomi 
masyarakat Kepulauan Banda Neira. Menurut 
Marimin (2004), terdapat tiga tahapan dalam 
pembuatan analisis SWOT, antara lain (1) tahap 
pengambilan data yaitu evaluasi faktor eksternal 
dan internal; (2) tahap analisis yaitu pembuatan 
matriks internal eksternal dan matriks SWOT; dan 
(3) tahap pengambilan keputusan. 


Tahapan analisis SWOT dalam penelitian 
ini antara lain: (1) pengumpulan data SWOT 
dengan melakukan FGD dan wawancara, serta 
pengamatan langsung. Data berupa kumpulan 
permasalahan, kondisi masyarakat dan lingkungan, 
dan strategi penyelesaian masalah yang diberikan 
oleh responden; (2) Identifikasi permasalahan 
yang didapatkan dengan menyesuaikan kondisi 
lingkungan yang diamati secara langsung: (3) 
pembobotan terhadap masalah-masalah yang 
telah diklasifikasikan. Pembobotan dilakukan 
dalam penilaian faktor internal dan eksternal pada 
analisis SWOT. Pembobotan dalam analisis SWOT 
ini dilakukan berdasarkan penilaian (pemberian 
bobot) responden terhadap permasalahan yang 
terjadi di Banda Neira: (4) Pengambilan keputusan 


Tabel 1. Penjelasan dalam Analisis Matriks SWOT. 


Table 1. Explanation in SWOT Matrix Analysis. 


dilakukan dengan menyusun strategi alternatif 
dalam pemecahan masalah. Strategi pemecahan 
masalah (matriks SWOT) diperoleh berdasarkan 
permasalahan yang tersusun dalam penilaian 
faktor internal dan eksternal SWOT. Skema analisis 
dalam menganalisis matriks SWOT dijelaskan pada 
Tabel 1. 


Menurut Marimin (2011), terdapat tiga 
prinsip dalam memecahkan persoalan dengan 
analisis logis eksplisit, yaitu penyusunan hierarki, 
penetapan prioritas, dan konsistensi logis. Hierarki 
merupakan dasar pemikiran manusia, mencakup 
aktivitas pengidentifikasian elemen-elemen suatu 
persoalan, mengelompokan elemen-elemen itu ke 
dalam kumpulan homogen, dan menata kumpulan- 
kumpulan ini pada level yang berbeda (Marimin 
2011). 


Analisis proses hierarki (AHP) dilakukan 
setelah proses analisis SWOT selesai dan mendapat 
input dari permasalahan yang telah dikategorikan 
berdasarkan permasalahan yang direspon oleh 
responden dalam proses FGD dan wawancara, 
serta dengan pertimbangan faktor internal dan 
eksternal dalam analisis SWOT. Permasalahan 
tersebut kemudian diberi bobot nilai dalam analisis 
AHP pada setiap desa di Banda Neira. 


Kekuatan (Strengths) 


Kategori/ Categories 


factors 


Identifikasi faktor kekuatan internal/ 
Determine the internal strength 


Kelemahan (Weakness) 


Identifikasi faktor kelemahan 
internal / Determine the internal 
weakness factors 


Peluang (Opportunities) Strategi SO 


Identifikasi faktor peluang 
eksternal/Determine the 
external opportunities factors 


Ancaman (Threat) Strategi ST 


Identifikasi faktor ancaman 
eksternal/Determine the 
external threat factors 


Formulasikan strategi yang 
menggunakan kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang / Creating 
strategies that use strength to take 
advantage of opportunities 


Formulasikan strategi yang 
menggunakan kekuatan untuk 
mengatasi ancaman / Creating 
strategies that use strength to 
address the threat 


Strategi WO 


Formulasikan strategi yang 
meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan kekuatan / 
Creating strategies that minimize 
weakness to take advantage of 
opportunities 


Strategi WT 


Formulasikan strategi yang 
meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman / 
Creating strategies that minimize 
weakness and avoid threat 


Sumber: Radiarta (2015) / Source: Radiarta (2015) 
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AHP dilakukan untuk menggambarkan 
prioritas permasalahan berdasarkan kategori 
secara umum dan terjadi pada setiap desa. Analisis 
geografi pesisir menyajikan peta sebaran masalah 
dengan menggunakan input bobot nilai AHP per 
desa untuk menggambarkan sebaran masalah 
setiap desa di Kepulauan Banda Neira. Nilai dan 
definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan 
Saaty (1983) disajikan pada Tabel 2. 


Berdasarkan diagram alur pemikiran 
(Gambar 2), penelitian kondisi sosial ekonomi 
masyarakat Kepulauan Banda Neira ini dilakukan 
untuk menduga permasalahan sosial ekonomi 
yang terjadi, sehingga dapat disusun strategi 
penyelesaian masalah yang tepat dan sesuai 
dengan kondisi sebenarnya. 


Berdasarkan Undang-undang Republik 
Indonesia nomor 27 tahun 2007 telah diatur 
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 
namun dinamika masyarakat pesisir memerlukan 
penelitian mendalam terutama terkait dengan 
permasalahan sosial ekonomi masyarakat pesisir. 


Permasalahan masyarakat pesisir yang 
berbeda pada setiap kawasan memerlukan 
pendekatan masalah, sehingga dapat dirumuskan 
sebaran masalah dan strategi yang tepat. 
Permasalahan kondisi sosial ekonomi masyarakat 
pesisir sangat penting untuk diketahui, hal ini 
bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki 
kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Kondisi Umum Kepulauan Banda Neira 


Kepulauan Banda Neira merupakan salah 
satu kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, 
Provinsi Maluku. Kecamatan Banda Neira memiliki 
luas sebesar 172 km? dengan jumlah penduduk 
pada tahun 2013 berkisar 19.962 jiwa dan 
kepadatan penduduk sebesar 116 orang per km? 
(BPS Kabupaten Maluku Tengah, 2014). 


Penduduk Kepulauan Banda Neira 
merupakan gabungan dari berbagai suku (seperti 
suku Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan 
beberapa suku lainnya) yang mendiami Kepulauan 
Banda Neira jauh sebelum era-kolonial. Penduduk 
Banda Neira saat ini mendiami 7 buah pulau dari 
11 pulau yang ada di Kepulauan Banda Neira 
(Welly, 2012). 


Berdasarkan Peraturan Daerah Rencana 
Tata Ruang Daerah Wilayah Kabupaten Maluku 
Tengah, Banda Neira merupakan kawasan strategis 
dengan pengembangan kelautan dan perikanan, 
pendidikan tinggi, sarana kesehatan (RSU Tipe 
C), dan pariwisata. Selain itu, dalam rencana 
pola ruang wilayah Kepulauan Banda Neira ini 
merupakan wisata alam laut dan cagar alam laut. 


Kepulauan Banda Neira merupakan 
kepulauan yang memiliki potensi sumberdaya 
pesisir dan laut yang tinggi. Potensi perikanan 
pelagis seperti ikan tuna Kepulauan Banda Neira 


Tabel 2. Nilai dan Definisi Pendapat Kualitatif dari Skala Perbandingan Saaty (1983). 
Table 2. Value and Definition Qualitative Opinion from Saaty's (1983) Scale Comparison. 


Nilai/Score Keterangan/Remaks 
1 Faktor Vertikal sama penting dengan Faktor Horizontal/ Equally important factor 
with factor Vertical Horizontal 
3 Faktor Vertikal lebih penting dari Faktor Horizontal/Vertical factor is more important 
than Factor Horizontal 
5 Faktor Vertikal jelas lebih penting dari Faktor Horizontal/Vertical factor is obviously 
more important than Factor Horizontal 
7 Faktor Vertikal sangat jelas lebih penting dengan Faktor Horizontal/ Vertical factor 
is very obviously more important to factor Horizontal 
9 Faktor Vertikal mutlak lebih penting dari Faktor Horizontal/ Vertical factor is 
absolutely more important than Factor Horizontal 
2,4,6,8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai elemen yang berdekatan/When hesitating 
between two values adjacent elements 
1/(2-9) Kebalikan dari keterangan 2-9/ The opposite of information 2-9 


Sumber: Saaty (1983) dalam Marimin (2011) / Source: Saaty (1983) in Marimin (2011) 
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cukup besar. Produksi perikanan laut pada tahun 
2010 yaitu sebesar 10.191,7 ton dengan nilai 
Rp. 24.349.254,00. Berdasarkan BPS Kabupaten 
Maluku Tengah 2013 dan 2014, nilai produksi di 
Banda Neira tahun 2012 — 2013 adalah sebesar Rp. 
23.907.250,00 dengan biaya eksploitasi sebesar 
Rp. 8.367.538,00. 


Kelimpahan ikan dasar dan ikan karang 
perairan Kepulauan Banda Neira juga cukup 
berlimpah, dengan kondisi terumbu karang yang 
relatif masih baik (tutupan karang rata-rata diatas 
30 persen — Coral Triangle Center dan mitra 2012) 
(Welly, 2012). Berdasarkan Keputusan Menteri 
Kelautan Perikanan Republik Indonesia No. 58 
Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan 
Zonasi Taman Wisata Perairan Laut Banda di 
Provinsi Maluku tahun 2014 — 2034 beberapa 
kawasan perairan di Kepulauan Banda Neira telah 
dijadikan sebagai Taman Wisata Perairan (TWP) 
Laut. 


Menurut Giyanto et al. (2015), estimasi luasan 
habitat perairan dangkal pada kawasan TWP Laut 
Banda adalah luasan terumbu karang 301,311 ha, 
pasir seluas 186,31 ha, dan lamun seluas 70,44 
ha. Kondisi terumbu karang dikategorikan dalam 
kondisi sedang dengan tutupan karang sekitar 
37,10 persen. Biomassa ikan indikator sebesar 
280 kg/ha, sedangkan biomassa ikan target secara 
keseluruhan (kelompok utama dan tambahan) 
sebesar 2.197 kg/ha. Rata-rata penutupan padang 
lamun di area TWP Laut Banda adalah sebesar 
72,54 persen, sehingga dikategorikan padat. 


Status kawasan perairan laut Kepulauan 
Banda Neira sebagai Taman Wisata Perairan Laut 
tentu mempertimbangkan sumberdaya pesisir dan 
laut yang potensial. Akan tetapi, potensi tersebut 
belum sepenuhnya dikembangkan, karena diduga 
akses transportasi yang belum memadai dan 
pengembangan kawasan wisata yang belum optimal. 
Kondisi perekonomian masyarakat pun seharusnya 
dapat didorong dengan pengembangan kawasan 
wisata. Hal tersebut berdasarkan pengamatan 
terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat 
Kepulauan Banda Neira. 


Masyarakat Banda Neira umumnya memiliki 
mata pencaharian sebagai petani pala, nelayan, 
ojek kapal, pedagang, pengusaha penginapan, 
dan pegawai pemerintahan. Keberagaman mata 
pencaharian tersebut menjadi salah satu strategi 
adaptasi masyarakat. Strategi adaptasi yang 
diterapkan oleh masyarakat berbeda-beda dan 


tidak hanya terbatas pada satu jenis adaptasi 
saja. Menurut Helmi (2012), pilihan adaptasi yang 
dilakukan antara lain membuat alternatif sumber 
pendapatan, memanfaatkan hubungan sosial, 
mobilisasi anggota rumah tangga, variasi alat 
tangkap, dan perubahan daerah penangkapan, serta 
melakukan strategi lainnya seperti penebangan 
hutan mangrove secara ilegal dan mengandalkan 
bantuan berbagai pihak. 


Mata pencaharian masyarakat pesisir sangat 
identik dengan mata pencaharian sebagai nelayan. 
Masyarakat Banda Neira yang memiliki mata 
pencaharian sebagai nelayan pada tahun 2010 
sebanyak 3.404 orang dan tahun 2012 — 2013 
sebanyak 3.430 orang (BPS Kabupaten Maluku 
Tengah, 2012: 2013 dan 2014). Pendapatan 
nelayan Banda Neira berdasarkan data BPS 
Kabupaten Maluku Tengah 2012 adalah sebesar 
Rp. 387.461,00 per bulan dan sekitar Rp. 12.915,00 
per hari pada tahun 2010. Pendapatan per kapita 
rata-rata nelayan pada tahun 2012 — 2013 adalah 
sebesar Rp. 377.544,00 per bulan dan sekitar 
Rp. 12.585,00 per hari. 


Berdasarkan data tersebut, terjadi 
penurunan pendapatan nelayan Banda Neira. Hal 
ini diduga karena bertambahnya jumlah nelayan, 
tetapi diikuti dengan penurunan produksi atau 
hasil tangkapan. Nilai penurunan pendapatan 
tersebut juga menunjukkan dugaan pemanfaatan 
sumberdaya belum secara maksimal berdampak 
kepada kesejahteraan masyarakat Banda Neira. 
Menurut Satria (2009), strategi untuk memutus 
persoalan nelayan antara lain strategi mata 
pencaharian (mengembangkan nafkah ganda, 
mendorong nelayan menangkap ke laut lepas, 
dan mengembangkan diversifikasi alat tangkap), 
strategi pemodalan (modal usaha), dan strategi 
makro (mendorong sektor perikanan dan kelautan 
dalam kebijakan strategis nasional). 


Berdasarkan hasil fokus grup diskusi (FGD) 
dan kuesioner, gambaran permasalahan yang ada 
di Kepulauan Banda Neira antara lain fasilitas 
kebersihan atau pengelolaan sampah, ketersediaan 
air bersih atau tawar, transportasi menuju Banda 
Neira, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan 
wisata, akses informasi yang belum optimal (internet 
cepat), tempat pelelangan ikan masih minim (ada 
yang tidak terpakai, dan tidak terawat dengan baik, 
serta penjualan langsung dikapal dan konsumsi 
pribadi), pendapatan masyarakat khususnya 
nelayan masih rendah, bahan bangunan, dan 
fasilitas penerangan, serta ketersediaan bahan 
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bakar minyak (BBM). Permasalahan tersebut 
membutuhkan strategi yang komprehensif, 
sehingga dapat diselesaikan dan berdampak pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat Banda 
Neira. 


Strategi Penyelesaian Masalah Sosial Ekonomi 
di Kepulauan Banda Neira 


Kompleksitas permasalahan yang dihadapi 
masyarakat Banda Neira harus diselesaikan 
secara komprehensif. Keterkaitan antar pihak untuk 
saling mendukung penyelesaian masalah sangat 
dibutuhkan. Gambaran masalah masyarakat Banda 
seperti sampah, air tawar, transportasi, pengelolaan 
kawasan wisata, teknologi informasi, tempat 
pelelangan ikan, pendapatan, bahan bangunan, 
dan fasilitas penerangan, serta ketersediaan bahan 
bakar minyak memerlukan strategi yang tepat. 


Strategi penyelesaian masalah dipecahkan 
dengan menggunakan alat analisis SWOT. Model 
matriks Internal Factors Analysis Summary (IFAS) 
digunakan untuk menggambarkan kekuatan dan 
kelemahan keadaan internal masyarakat Banda 
Neira, sedangkan untuk menggambarkan peluang 
dan ancaman keadaan eksternal masyarakat Banda 
Neira dilakukan dengan menggunakan matriks 
External Factors Analysis Summary (EFAS). 


Penilaian model matriks IFAS dan EFAS 
didapatkan berdasarkan pembobotan yang diberikan 
responden terhadap kondisi dan masalah, serta 
dianalisis sesuai dengan kriteria analisis SWOT 
yaitu kekuatan (strength), kelemahan (weakness), 
peluang (opportunities) dan ancaman (treat). Hasil 
pembobotan tersebut kemudian disajikan dalam 
bentuk model matriks IFAS dan EFAS. Hasil 
penilaian faktor internal (IFAS) disajikan pada 
Tabel 3. 


Tabel 3. Faktor Internal (IFAS) Kondisi Sosial Ekonomi Kepulauan Banda Neira Tahun 2015. 
Table 3. Assessment of Internal Factors (IFAS) Socio-Economic Conditions of Banda Neira Islands 


2015. 
Bobot / Rating/ Skor / 
Faktor-faktor Internal / Internal Factors Weight Rankimg Score 
Kekuatan (Strength) 
Kebijakan Pemerintah yang mendukung / Government policies 
1 0.11 3 0.34 
that support (S,) 
2 Adat istiadat dan budaya masyarakat masih tinggi/kental / 0.11 4 0.45 
Customs and culture communities are still high/strong (S,) i : 
3 Aktivitas LSM / NGO's activity (S.) 0.09 3 0.27 
Sebelumnya terdapat pelabuhan perikanan dan tempat 
4 pelelangan ikan (TPI) / Previous are fishing ports and fish 0.06 1 0.06 
auction (S,) 
5 Sudah ada kelompok masyarakat/nelayan / Existing community/ 0.08 3 0.24 
fishers groups (S,) 
6 Ketersediaan sumberdaya manusia / Availability of human 0.08 2 0.16 
resources (S,) 
Total Kekuatan / Total of Strength 1.51 
Kelemahan (Weakness) 
Pendidikan dan pelatihan masyarakat kurang memadai / Low 
1 ‘ a : 0.04 1 0.04 
education and training of community (W) 
2 Keterbatasan modal usaha masyarakat / Limitations of public 0.06 2 0.11 
capital ON 
3 Sarana dan prasarana penunjang kesehatan kurang memadai / 0.09 4 0.09 
Health facilities and supporting infrastructure inadequate (W,) ` ` 
4 Fasilitas teknologi informasi (internet) / Information technology 0.08 2 0.16 
facilities (W,) 
5 Sarana transportasi ke Kepulauan Banda Neira / Transportation 0.11 3 0.34 
infrastructure to the Banda Neira Islands (W,) i ` 
6 Ketersediaan bahan bangunan dan fasilitas penerangan / 0.09 2 0.18 
Availability of building materials and lighting facilities (W,) ` ` 
Total Kelemahan / Total of Weaknesses 0.92 
Total Faktor Internal / Total of Internal Factors 1 2.43 


Sumber: Data primer diolah (2015) / Source : Primary data processed (2015) 
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Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor 
internal (IFAS), nilai total faktor internal adalah 
sebesar 2,43. Adapun kekuatan utama dengan nilai 
terbesar yaitu adat istiadat dan budaya masyarakat 
(S,) sebesar 0,45 dengan total nilai kekuatan 
sebesar 1,51, sedangkan kelemahan utama 
dengan nilai terbesar adalah sarana transportasi 
ke Banda Neira (W,) sebesar 0,34 dengan total 
nilai kelemahan sebesar 0,92. Nilai faktor internal 
tersebut dikuatkan dengan masih eratnya hubungan 
antar masyarakat di Kepulauan Banda Neira dan 
adat istiadat yang masih terpelihara dengan baik. 


Sasi merupakan kearifan lokal di Kepulauan 
Banda Neira yang masih terpelihara dengan baik. 
Salah satu bentuk sasi tersebut yaitu penangkapan 
biota laut dengan sistem terbuka dan tertutup pada 
suatu kawasan konservasi yang telah ditetapkan 
(penangkapan biota laut tertentu “buka sasi” 
hanya diperbolehkan setiap 4 tahun sekali seperti 
penangkapan siput lola (Trochus sp.). 


Selain itu, keakraban masyarakat Banda 
Neira juga terlihat dalam kegiatan budaya seperti 
festival budaya yang dilaksanakan setiap tahun 
dengan salah satu perlombaannya yaitu lomba 
perahu belang antar desa. Akan tetapi, sarana 
transportasi menuju Banda Neira yang masih 
kurang atau terbatas. Kekuatan dan kelemahan 
tersebut merupakan dasar dalam penyelesaian 
masalah yang ada di Banda Neira, yaitu dengan 
memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan 
kelemahan. 


Hasil analisis faktor-faktor internal menjadi 
pertimbangan dalam penyusunan strategi 
penyelesaian masalah sosial ekonomi masyarakat 
Kepulauan Banda Neira. Selain IFAS, dibutuhkan 
juga pendekatan faktor eksternal (EFAS). 
Penilaian EFAS terhadap kondisi lingkungan 
dan masyarakat Banda Neira disajikan pada 
Tabel 4. 


Tabel 4. Penilaian Faktor Eksternal (EFAS) Kondisi Sosial Ekonomi Kepulauan Banda Neira Tahun 


2015. 
Table 4. Assessment of External Factors (EFAS) Socio-Economic Conditions of Banda Neira Islands 
2015. 
Faktor-faktor Eksternal / Bobot / Rating/ Skor / 
External Factors Weight Ranking Score 

Peluang (Opportunities) 

1 Alternatif mata pencaharian / Alternative livelihoods (O,) 0.08 3 0.25 

2 Potensi sumberdaya pesisir dan laut, serta pertanian pala / The 0.11 4 0.45 
potential of coastal and marine resources, and agriculture nutmeg (O,) 

3 Dukungan Pemerintah Pusat/Daerah / Support of Central/Local 0.09 4 0.38 
Government (O,) 

4 Keinginan belajar (formal dan non-formal) / Study interest (O,) 0.08 2 0.15 

5 Pemberdayaan masyarakat (aktivitas ekonomi dan penyetaraan 0.07 3 0.20 
gender) / Community empowerment (economic activity and gender 
equality) (O,) 

6 Potensi kawasan wisata alam dan budaya / Potency of natural and 0.08 4 0.34 
cultural tourism area (O,) 

Total Peluang / Total of Opportunities 1.77 

Ancaman (Treat) 

1 Distribusi dan Harga BBM yang tinggi / Distribution and fuel prices are 0.06 3 0.17 
high (T,) 

2 Isu kerusakan lingkungan dan abrasi pantai / The issue of 0.07 2 0.13 
environmental damage and coastal erosion (T,) 

3 Fasilitas kebersihan / Sanitary facilities (T,) 0.10 4 0.42 
Ketersediaan air bersih/tawar / Availability of clean water/freshwater (T,) 0.09 2 0.19 

5 Pendapatan masyarakat khususnya nelayan masih rendah / 0.08 2 0.15 
Communities income, especially fishers still low (T,) 

6 Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan wisata belum optimal / 0.08 3 0.25 
Management and utilization of tourist areas is not optimal (T,) 

Total Ancaman / Total of Threats 1.31 

Total Faktor Eksternal / Total of External Factors 1 3.08 


umber: Data primer diola 


ource ` Primary data processe 
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Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor 
eksternal (EFAS), nilai total faktor eksternal 
adalah sebesar 3,08. Nilai tersebut menunjukkan 
bahwa kondisii lingkungan Banda Neira mampu 
memberikan respon positif, peluang dapat 
dimanfaatkan untuk meminimalisir ancaman yang 
ada. Adapun peluang utama dengan nilai terbesar 
yaitu potensi sumberdaya pesisir dan laut, serta 
pertanian pala (O,) sebesar 0,45 dengan total nilai 
peluang sebesar 1,77, sedangkan ancaman utama 
dengan nilai terbesar adalah fasilitas kebersihan 
(T,) sebesar 0,42 dengan total nilai ancaman 
sebesar 1,31. 


Kondisi sumberdaya pesisir dan laut yang 
masih baik, dan potensi pertanian khususnya 
tanaman pala menjadi peluang masyarakat Banda 
Neira untuk dapat dikembangkan dalam peningkatan 
kesejahteraan. Berdasarkan Keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 
58 tahun 2014 terkait dengan potensi sumberdaya 
pesisir dan laut Kepulauan Banda Neira khususnya 
kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda 
Neira antara lain rata-rata persentase tutupan 
karang hidup dalam kawasan TWP Laut Banda 
Neira sekitar 32,25 persen, karang lunak sekitar 
14,5 persen, dan karang mati sekitar 2,75 persen. 


Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
No. 58 tahun 2014 juga menunjukkan potensi ikan 
termasuk biomassa maupun keanekaragamannya 
diseluruh Banda termasuk dalam kategori yang 
tinggi, dengan rata-rata tingkat keanekaragaman 
mencapai 191 jenis dan kelimpahan lebih dari 
1.000 ekor per hektar dari 20 titik pengamatan 
di Kepulauan Banda Neira. Jumlah jenis ikan 
yang dijumpai secara keseluruhan adalah 433 
spesies ikan dari 49 famili. Selain itu, potensi 
kawasan pantai dengan pasir putih juga dapat 
dikembangkan menjadi kawasan wisata yang 
mendukung perekonomian masyarakat. Kawasan 
perkebunan dan holtikultura (pala) juga menjadi 
peluang yang potensial bagi masyarakat Banda 
Neira untuk meningkatkan perekonomian. 


Aktivitas masyarakat lokal dan wisatawan 
yang datang ke Kepulauan Banda Neira, dan jarak 
tempuh yang cukup jauh dari Kota Kabupaten 
dan Provinsi, serta kawasan yang terdiri dari 
pulau-pulau (kepulauan) diduga menjadi faktor 
fasilitas kebersihan merupakan ancaman utama di 
Kepulauan Banda Neira. Aktivitas masyarakat dan 
wisatawan menjadi salah satu yang menyebabkan 
penambahan jumlah sampah di Kepulauan Banda 
Neira. Jarak tempuh menuju pulau yang cukup 
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jauh menjadi kendala proses pengolahan atau 
pembuangan sampah. Banda Neira merupakan 
kawasan kepulauan menjadi kendala yang terkait 
dengan penyediaan tempat pengolahan atau 
pembuangan sampah. 


Penilaian analisis IFAS dan EFAS menjadi 
input dalam penyusunan strategi penyelesaian 
masalah sosial ekonomi masyarakat Banda 
Neira. Strategi penyelesaian permasalahan 
secara menyeluruh merupakan bentuk adaptasi 
masyarakat terhadap masalah yang ada. Alternatif 
strategi penyelesaian masalah sosial ekonomi 
masyarakat Banda Neira berdasarkan IFAS dan 
EFAS disajikan pada Tabel 5 dan 6. 


Alternatif strategi yang disajikan pada Tabel 
3 merupakan matriks SWOT dengan pertimbangan 
kekuatan dan kelemahan dari peluang dalam 
menyelesaikan permasalahan di Kepulauan Banda 
Neira. Salah satu alternatif strategi penyelesaian 
masalah sosial ekonomi yang mempertimbangkan 
kekuatan dengan peluang yaitu mengadakan atau 
mendukung festival atau pesta rakyat. Alternatif 
strategi tersebut mempertimbangkan kekuatan 
yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung, adat 
istiadat dan budaya masyarakat masih tinggi atau 
kental, dan aktivitas LSM, serta sudah ada kelompok 
masyarakat atau nelayan untuk mendukung 
strategi. Selain itu, peluang yang dipertimbangkan 
yaitu dukungan Pemerintah Pusat atau Daerah, 
pemberdayaan masyarakat, dan potensi kawasan 
wisata alam dan budaya. 


Adapun salah satu alternatif strategi yang 
mempertimbangkan kelemahan dengan peluang 
yaitu penyediaan dan perbaikan fasilitas sarana 
penerangan umum. Alternatif strategi tersebut 
mempertimbangkan kelemahan yaitu keterbatasan 
modal usaha masyarakat dan ketersediaan bahan 
bangunan dan fasilitas penerangan; dan peluang 
yaitu dukungan Pemerintah Pusat atau Daerah dan 
potensi kawasan wisata alam dan budaya. 


Strategi disusun untuk menyelesaikan 
permasalahan dengan mempertimbangkan faktor 
internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor 
eksternal (peluang). Penyelesaian masalah sosial 
ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Banda Neira. Konsep pemberdayaan 
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 
masyarakat nelayan secara umum akan dipengaruhi 
oleh lingkungan internal maupun eksternal, yang 
dapat menentukan tingkat keberhasilan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat (Tampubolon, 2013). 


Strategi Penyelesaian Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kepulauan Banda Neira 


(Adil M. Firdaus, et al.) 


Tabel 5. Matriks SWOT (Strategi SO dan WO) Strategi Penyelesaian Masalah Sosial Ekonomi 
Masyarakat Pesisir di Kepulauan Banda Neira Tahun 2015. 
Table 5. SWOT Matrix (SO and WO Strategy) of Problem Solving Strategies Of Socio-Economic 
Coastal Community Problems at Banda Neira Islands 2015. 


Peluang 


Kekuatan (Strength) 
SO Strategi / SO Strategy 


Kelemahan (Weakness) 
WO Strategi / WO Strategy 


1. Membangun koperasi dan unit usaha mikro 1. Mengadakan pendidikan/pelatihan 
seperti pengolahan hasil perikanan / Build pengembangan usaha dan bantuan 
cooperatives and micro business units penunjang terhadap kelompok 
such as processing of fishery products masyarakat / Conduct education/ training 
Sijageg DEEN in business development and supporting 

assistance to communities groups (W,, , 
p O; 23458) 

2. Membangun kelembagaan pengelolaan 2. Menambah fasilitas kesehatan (rumah 
SDA antar stakeholder / Natural resources sakit daerah/puskesmas) dan penyediaan 
management institutional building between tenaga medis / Adding health facilities 
stakeholders (S, 3356 — O32356) (regional hospitals/ health centers) and 

provision of medical personnel (W, — 
Os 45) 
T 3. Melakukan kajian bersama (stakeholder) 3. Menambah armada dan fasilitas 
9 terkait aspek sosial, ekonomi dan transportasi laut dan udara / Increase the 
s lingkungan — Membangun Pusat Kajian fleet, and air and sea transport facilities 
= / Conduct a joint research (stakeholder) (Wis Oise) 
S related social, economic and environmental 
& - Building Research Center (S,,,,,,- 
a 05 5456) 

4. Membangun tempat pelelangan ikan 4. Bantuan jaringan internet cepat / Help fast 
(pengelolaan bersama stakeholder terkait) / internet network (W,,,,- O, 345) 
Building fish markets (co-management with 
relevant stakeholder) (S; 33456 ~ 4235) 

5. Mengadakan/mendukung festival/pesta 5. Penentuan lokasi dan penegakan aturan 
rakyat / Hold/support festivals/people party lokasi pengambilan bahan bangunan 
(Sizze = Oya) sesuai daya dukung / Determining the 

location and location of the enforcement 
of appropriate building materials carrying 
capacity (W, — O, 5456) 

6. Mengembangkan kawasan wisata meliputi 6. Penyediaan dan perbaikan fasilitas 


perbaikan tempat wisata dan fisilitas 

umum / Developing tourist areas include 
improvements to tourist spots and public 
facilities (S O 


1,2,3,5,6 — 12356) 


sarana penerangan umum / Provision of 
infrastructure facilities and improvement of 
public lighting (W, , — O 


ag) 


Sumber: Data primer diolah (2015) / Source : Primary data processed (2015) 


Pertimbangan faktor-faktor internal dan 


Penyusunan 


strategi penyelesaian 


eksternal sangat menentukan dalam penyusunan 
strategi penyelesaian masalah sosial ekonomi 
yang ada di Kepulauan Banda Neira. Matriks 
SWOT pada Tabel 6 menyajikan kekuatan 
(strength) dan kelemahan (weakness) berdasarkan 
ancaman (treat) yang ada untuk menyelesaikan 
permasalahan sosial ekonomi di Kepulauan Banda 
Neira. 


masalah berdasarkan faktor-faktor internal dan 
eksternal dilakukan dengan menggunakan 
matriks SWOT, sehingga didapatkan strategi yang 
mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan, 
serta peluang dan ancaman yang ada terhadap 
permasalahan di Kepulauan Banda Neira. 
Berdasarkan matriks SWOT, didapatkan beberapa 
alternatif strategi dalam penyelesaian masalah 
sosial ekonomi masyarakat Banda Neira. 
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Tabel 6. Matriks SWOT (Strategi ST dan WT) Strategi Penyelesaian Masalah Sosial Ekonomi 
Masyarakat Pesisir di Kepulauan Banda Neira Tahun 2015. 

Table 6. SWOT Matrix (ST and WT Strategy) of Problem Solving Strategies of Socio-Economic Coastal 
Community Problems at Banda Neira Islands 2015. 


Kekuatan (Strength) 


Kelemahan (Weakness) 


ST Strategi / ST Strategy 


WT Strategi / WT Strategy 


Ancaman 
(Treat) 


(S T 


1,2,3,4,5,6 ae) 


4. Menegakan aturan zonasi wisata dan 


-T 


356) 


Ancaman 
(Treat) 


revenue based on local wisdom (S 
T 


6. Penyusunan peraturan desa terkait 


a56) 


(S = Tas) 


1. Membangun fasilitas sumber alternatif energi 1. 
terbarukan untuk aktivitas masyarakat/nelayan/ 
petani / Build alternative sources of renewable 
energy facilities for community activities / 


menanggulangi abrasi pantai / Conduct a 
research together and help tackle coastal 


yang tepat dan tidak mengganggu kenyamanan 
masyarakat lokal / Building a proper landfills 
and does not interfere with the local community 


perikanan berkelanjutan / Enforcing zoning 


rules travel and sustainable fisheries (S, 33456 


pengelolaan dan pemanfaatan kawasan wisata 
/ Preparation of village regulations related to 
the management and utilization of tourist areas 


Melakukan koordinasi dengan 
pemerintah lokal maupun pusat 
terkait distribusi dan harga BBM 
/ To coordinate with Local and 


fishers / farmer (S, » sy. — T42) Central Government regarding the 
distribution and fuel prices (W, » , » — 
Tise) 
2. Melakukan kajian bersama dan membantu 2. Menginformasikan dan menegakkan 


tata ruang wilayah perairan yang 
sudah ada / Inform and enforce 


erosion (S; 336- T26) spatial existing territorial waters 
(W, 25 H Tel 
3. Membangun tempat pembuangan sampah 3. Membangun fasilitas penahan 


gelombang, rehabilitasi habitat 
pantai, dan transplantasi karang 
yang sudah rusak / Build a retaining 
facilities waves, coastal habitat 
rehabilitation, and transplantation of 
corals already damaged (W, , — T 


256) 

4. Membangun fasilitas air bersih 
(sumur masyarakat) dan teknologi 
konversi air tawar / Building a clean 
water facility (community wells) and 
conversion technologies freshwater 
(W,,—T 


3,4 ase) 


5. Pengembangan kawasan wisata dan budidaya 5. Pembuatan akses jalan dan jalan 
perikanan sebagai alternatif pendapatan 
yang berdasarkan kearifan lokal / Tourism 
development and aquaculture as an alternative 


setapak menuju lokasi wisata / 
Preparation of access roads and 
footpaths to tourist sites (W,, — T,) 


1,2,3,4,5,6 


6. Penyediaan akomodasi khusus 
bahan bangunan ke Kepulauan 
Banda Neira / Provision of special 
accommodation building materials to 
Banda Neira Islands (W, — T.) 


aw AN ARAS AA NA AE hh ————— 


Sumber: Data primer diolah (2015) / Source : Primary data processed (2015) 


Beberapa alternatif strategi yang dapat 
dikembangkan dalam pengelolaan kawasan 
pesisir dan laut antara lain pemanfaatan perairan 
dalam kawasan Taman Nasional oleh kegiatan 
masyarakat maupun pemangku kepentingan 
lainnya harus ditujukan untuk menunjang fungsi 
kawasan, pengawasan dan pengendalian 
penambangan karang dan pasir disertai dengan 
pengadaan material baru dan pasir melalui 
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kebijakan subsidi pemerintah daerah, dan 
pendidikan dan keterampilan masyarakat dalam 
kawasan konservasi ditingkatkan disertai upaya 
pengembangan mata pencaharian alternatif 
masyarakat (Sambali, 2014). 


Strategi penyelesaian masalah tentu harus 
mempertimbangkan prioritas permasalahan 
sosial ekonomi masyarakat Banda Neira. 


Strategi Penyelesaian Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kepulauan Banda Neira .............. (Adil M. Firdaus, et al.) 


Strategi penyelesaian masalah pada Tabel 3 
dan 4 merupakan alternatif strategi penyelesaian 
masalah sosial ekonomi masyarakat Banda Neira 
yang dapat digunakan berdasarkan permasalahan 
yang ada. Akan tetapi, prioritas permasalahan tentu 
harus diketahui, sehingga permasalahan dapat 
diselesaikan secara tuntas. 


Penyelesaian masalah sosial ekonomi 
masyarakat Banda Neira sangat memerlukan 
pertimbangan kekuatan dan kelemahan, serta 
peluang dan ancaman yang ada pada kawasan 
tersebut. Kombinasi komponen strategi SWOT 
mengacu pada memanfaatkan kekuatan dan 
peluang dengan optimal untuk meminimalkan 
kelemahan dan ancaman. Prioritas dan pemetaan 
permasalahan menjadi penting dalam penyelesaian 
masalah. Hal ini dilakukan agar permasalahan 
dapat diselesaikan secara menyeluruh dan 
mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari 
suatu permasalahan. 


Prioritas dan Sebaran permasalahan dalam 
lingkup desa di Kepulauan Banda Neira 


Permasalahan yang ada pada suatu lokasi 
tentu akan berbeda. Hal ini dapat dikarenakan 
karakteristik sosial, budaya dan adat istiadat, serta 
lingkungan fisik. Pemilihan strategi penyelesaian 
masalah yang tepat sangat dibutuhkan, sehingga 


permasalahan dapat diselesaikan secara 
komprehensif. 
Permasalahan dalam analisis hierarki 


(AHP) ini merupakan masalah-masalah yang 
direspon dan dianggap penting oleh responden 
dengan pertimbangan permasalahan dan kondisi 
lingkungan, serta strategi yang disusun berdasarkan 
analisis SWOT. Penentuan prioritas masalah pada 
setiap desa di Kepulauan Banda Neira dilakukan 
dengan menggunakan AHP dan sebaran masalah 
digambarkan dengan analisis spasial. Urutan 
prioritas permasalahan secara umum pada 
Kepulauan Banda Neira disajikan pada Gambar 4. 


Berdasarkan hasil AHP, tiga (3) prioritas 
masalah yang ada pada Kepulauan Banda Neira 
antara lain fasilitas kebersihan, pendapatan 
masyarakat khususnya nelayan masih rendah, 
dan ketersediaan air tawar. Prioritas permasalahan 
menggambarkan urgensi masalah yang dihadapi 
masyarakat di Kepulauan Banda Neira. Akan 
tetapi, setiap masalah perlu diselesaikan, sehingga 
kenyamanan masyarakat lokal dan wisatawan tetap 
terjaga dengan baik. 


Permasalahan lain yang ada yaitu 
pengelolaan dan pemanfaatan kawasan wisata, 
transportasi sekitar dan menuju Kepulauan Banda 
Neira, akses informasi yang belum optimal, tempat 


fasikas ray tu. 
Facility ` 
Pendapatan maa TE 0.201 

Income : 

Ketersediaan airtawar / Freshwater | 0.151 
Availability i 

Kawasanwisata/ Tourism Regions | 0.111 

Transportasi/ Transportation J 0.081 


Akses informasi! Access Information E44 0.068 


Tempatpelelanganikan/Fish Markets JJ 0.041 


Ketersediaan BBM/ Fuel Availability Jj 0.03 
Bahan bangunan/ Building Material [ij 0.028 


Fasilitas penerangan! Lighting Facility E 0.02 


Inconsistency = 0.04 0 


0.1 0.2 0.3 


Gambar 4. Prioritas Permasalahan Sosial Ekonomi di Kepulauan Banda Neira Tahun 2015 
Figure 4. Priority of Socio-Economic Issues at Banda Neira Islands 2015 
Sumber: Data primer diolah (2015) / Source : Primary data processed (2015) 
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pelelangan ikan masih minim, bahan bangunan, 
dan fasilitas penerangan, serta ketersediaan bahan 
bakar minyak. Permasalahan tersebut tentu harus 
diselesaikan, tetapi urgensi masalah tetap menjadi 
prioritas penyelesaian masalah. Urgensi masalah 


pada setiap desa di Kepulauan Banda Neira tentu 
berbeda. Sebaran permasalahan pada setiap desa 
di Kepulauan Banda Neira disajikan secara spasial 
pada Tabel 7. 


Tabel 7. Sebaran Permasalahan Sosial Ekonomi di Kepulauan Banda Neira tahun 2015. 
Table 7. Distribution of Socio-Economic Problems at Banda Neira Islands 2015. 


S Ce A 


Fasilitas Kebersihan / 
Cleanliness/ Sanitary Facility 


Ketersediaan Air Tawar / 
Freshwater Availability 


e Aj 
d oa 


Transportasi / Transportation 


I 
| 


Kawasan Wisata / Tourism Regions 


D 1 

e R 
3 IK 

et f Te 

Vee 


ud aa al 


Pj 
| 
wy 


Akses Informasi / Access Information 


Tempat Pelelangan Ikan / Fish Markets 


> 


x 


Q 


e Q, 
D Si 


Income 


Pendapatan Masyarakat / Community 


i fd 
Pew’ S 
P. Hat? A 
“ ge 


P 


Fasilitas Penerangan / Lighting Facility 


Ketersediaan BBM / Fuel Availability 


Keterangan / Information : 


] Sangat Rendah / Very low 


| Rendah / Low 
sl Sedang / Medium 
ni Tinggi / High 


= Sangat Tinggi / Very high 


Sumber: Data primer diolah (2015) / Source : Primary data processed (2015) 
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Hasil analisis spasial Tabel 7 merupakan 
nilai pembobotan permasalahan dalam AHP pada 
setiap desa yang ditampilkan secara spasial 
dengan degradasi warna. Hasil analisis spasial 
sebaran permasalahan yang ada disetiap desa 
Kecamatan Banda Neira menggambarkan tingkatan 
permasalahan dari sangat rendah hingga sangat 
tinggi. Kategori tersebut berdasarkan prioritas 
masalah yang ada disetiap desa. 


Prioritas masalah fasilitas kebersihan 
tertinggi berada pada Desa Ay, Rhun dan Waling- 
Spanciby. Adapun permasalahan pendapatan 
dihadapi terutama pada Desa Tanah Rata, Combir- 
Kaisastoren, dan Waer. Permasalahan ketersediaan 
air tawar atau bersih dihadapi terutama pada Desa 
Lonthoir, Ay, dan Hatta. 


Kajian masalah dan isu lingkungan 
wilayah pesisir dan laut saat ini masih ada yang 
hanya berhenti pada tingkat indentifikasi, artinya 
masalah dan isu wilayah pesisir tidak masuk 
dalam pertimbangan pengelolaan karena sifatnya 
yang tidak terukur (intangible), sehingga sebagai 
input bagi kebijakan masih kurang diperhitungkan 
(Adrianto, 2006). 


Oleh karena itu, hasil analisis dalam kajian 
ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 
penyusunan strategi penyelesaian masalah yang 
ada pada setiap desa di Kecamatan Banda Neira 
bagi pemerintah maupun masyarakat. 


Rekomendasi Alternatif Strategi Penyelesaian 
Masalah Sosial Ekonomi di Kepulauan Banda 
Neira 


Kepulauan Banda Neira merupakan pulau 
dengan keanekaragaman yang tinggi, seperti 
budaya dan kearifan lokal, pesisir dan laut, serta 
biota-biota yang terdapat didalamnya. Kawasan 
perairan Banda Neira juga merupakan kawasan 
konservasi yang ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 69 tahun 
2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi 
Perairan Nasional Laut Banda di Provinsi Maluku. 


Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat 
seperti Coral Triangel Center (CTC) dan Localy 
Managed Marine Area (LMMA) telah melakukan 
berbagai pendekatan untuk menjaga kawasan dan 
kearifan lokal, serta menyelesaikan permasalahan 
masyarakat Banda Neira. Pendekatan yang 
dilakukan antara lain adalah memanfaatkan 
kearifan lokal masyarakat (sasi) untuk memulihkan 


dan mempertahankan kondisi 
keberadaan biota laut. 


lingkungan dan 


Masyarakat pesisir pada umumnya telah 
menjadi bagian masyarakat yang pluraristik tapi 
masih tetap memiliki jiwa kebersamaan, artinya 


bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata 
merupakan gabungan karakteristik masyarakat 
perkotaan dan pedesaan (Wahyudin, 2003). 
Keberagaman ` karakter masyarakat tentu 
akan mennyebabkan kompleksitas dari suatu 
permasalahan. 

Pendekatan yang dilakukan pun akan 


menjadi lebih rumit. Penggambaran masalah yang 
terjadi sangat penting dilakukan untuk mendapatkan 
solusi terbaik dalam penyelesaian masalah. 
Berdasarkan kajian (hasil analisis SWOT dan AHP) 
yang dilakukan dengan pendekatan masalah pada 
setiap desa di Kepulauan Banda Neira, didapatkan 
beberapa gambaran strategi penyelesaian 
masalah sosial ekonomi masyarakat Banda Neira. 
Strategi penyelesaian masalah sosial ekonomi 
masyarakat Banda Neira tersebut disajikan pada 
Tabel 8. 


Strategi yang disajikan pada Tabel 8 
diharapkan mampu menjadi opsi penyelesaian 
masalah yang ada di Banda Neira. Penyusunan 
strategi dilakukan dengan menilai kepentingan 
permasalahan dalam jangka pendek dan jangka 
panjang. Strategi jangka pendek merupakan 
solusi dengan mempertimbangkan keterdesakan 
penyelesaian masalah. Adapun strategi jangka 
panjang mempertimbangkan keberlanjutan, 
sehingga tidak terjadi masalah yang sama di masa 
yang akan datang. 


Berdasarkan hasil prioritas permasalahan, 
masalah prioritas secara umum di Kepulauan 
Banda Neira antara lain fasilitas kebersihan, 
pendapatan masyarakat khususnya nelayan 
masih rendah, dan ketersediaan air tawar. Solusi 
jangka pendek permasalahan fasilitas kebersihan 
yaitu membangun fasilitas kebersihan seperti 
tempat pembuangan sampah, memperbanyak 
tempat sampah disisi jalan umum dan rumah, 
dan menyediakan kendaraan angkut sampah, 
sedangkan solusi jangka panjang yang 
ditawarkan antara lain memberikan informasi agar 
masyarakat dan wisatawan untuk tetap menjaga 
kebersihan, dan menyediakan lahan atau 
tempat pengelolaan sampah terpadu (organik dan 
non-organik) seperti mesin pencacah sampah 
plastik. 
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Tabel 8. Strategi Penyelesaian Permasalahan Sosial Ekonomi di Kepulauan Banda Neira Tahun 2015. 
Table 8. Socio-economic Problems Solving Strategies at Banda Neira Islands 2015. 


No. Masalah/ Problems 


Solusi (Jangka Pendek)/ 
Solution (Short term) 


Solusi (Jangka Panjang)/ 
Solution (Long term) 
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Al: Fasilitas kebersihan / 
Cleanliness Facility 


2. Ketersediaan air tawar / 


Freshwater Availability 


3. Transportasi menuju 


Banda Neira / 
Transportation to Banda 
Neira 


4. Pengelolaan dan 


pemanfaatan kawasan 
wisata / Management 
and Utilization of Tourism 
Areas/Regions 


Membangun fasilitas kebersihan seperti 
tempat pembuangan sampah / Building 
sanitation facilities like landfills 
Memperbanyak tempat sampah disisi 
jalan umum dan rumah / Increase the 
trash side of public roads and houses 
Menyediakan kendaraan angkut sampah 
/ Provides garbage transport vehicles 


Perbaikan dan penyediaan saluran air 
yang telah ada / Improvements and 
provision of water channels that already 
exis 

Pembuatan bak penampungan air tawar / 
Making freshwater reservoirs 


Menambah jumlah dan meningkatkan 
moda transportasi ke Banda Neira sesuai 
daya dukung pulau / Increase the number 
and improve transport armada to Banda 
Neira appropriate carrying capacity of the 
island 

Penambahan trip reguler (setiap hari) 
menuju Banda Neira atau transportasi 
antar pulau / Addition regular trip (day 
trip) to Banda Neira or transportation 
between islands 


Menegakan aturan yang ada dan 
menumbuhkan kembali kearifan lokal / 
Enforce existing rules and regrow local 
wisdom 

Pengaturan waktu tempat wisata / Timing 
sights 

Pendidikan dan pelatihan bahasa 
sumberdaya manusia / Education and 
language training human resources 
Pembuatan akses jalan dan jalan setapak 
menuju lokasi wisata / Preparation of 
access roads and footpaths to tourist 
sites 

Pembuatan tambat labuh (mooring 
buoy) untuk lokasi penyelaman / Making 
anchoring mooring (buoy) for dive site 
Pembuatan papan informasi terkait 
lokasi dan tempat wisata / Preparation of 
location-related information boards and 
sights 

Pembuatan fasilitas umum kawasan 
wisata seperti gazebo atau tempat 
berteduh/bersantai / Making public 
facilities such as tourism area gazebo or 
shelter/relax 


Memberikan informasi agar 
masyarakat dan wisatawan 
untuk tetap menjaga kebersihan 
/ Provide information that aware 
public and tourists to keep 
cleanliness 

Menyediakan lahan atau tempat 
pengelolaan sampah terpadu 
(organik dan non-organik) 
seperti tempat atau mesin 
pencacah sampah plastik / 
Providing land or integrated 
place for waste management 
(organic and non - organic) as a 
place or a thrasher plastic waste 


Membangun fasilitas saluran 
air tawar yang terkontrol / Build 
freshwater facilities controlled 
channels 

Menghadirkan teknologi 
konversi air laut menjadi 

air tawar (mesin desalinasi) 

/ Conversion technology - 
desalination 


Membangun sarana dan 
prasarana transportasi udara 
yang layak dan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat lokal 

/ Developing air transport 
infrastructure feasible and 
appropriate to the needs of local 
communities 

Memperbaiki dan membangun 
sarana pelabuhan yang layak 
di setiap Pulau / Improving and 
building decent port facilities in 
each island 


Penguatan modal dan 
kelembagaan masyarakat 
pesisir dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan kawasan 
wisata (Pemerintah Desa dan 
masyarakat,serta stakeholder 
terkait) / Strengthening the 
capital and institutional coastal 
communities in management 
and utilization of tourist areas 
(the village authorities and 
communities, as well as relevant 
stakeholders) 

Penyusunan peraturan desa 
terkait pengelolaan dan 
pemanfaatan kawasan wisata / 
Preparation of village regulations 
related to the management and 
utilization of tourist areas 
Perbaikan dan rehabilitasi 
kawasan wisata / Repair and 
rehabilitation of tourist areas 


Strategi Penyelesaian Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kepulauan Banda Neira 


Lanjutan Tabel 8/Continue Table 8 


(Adil M. Firdaus, et al.) 


Solusi (Jangka Pendek)/ 


Solusi (Jangka Panjang)/ 


Ne: Masalanifrobloms Solution (Short term) Solution (Long term) 

5. Akses informasi yang Membangun fasilitas jaringan teknologi - Mendidik masyarakat untuk 
belum optimal (teknologi komunikasi dan informasi yang cepat manfaatkan akses komunikasi 
komunikasi) / Access dan terbuka untuk masyarakat (tower dan informasi secara positif 
to information is not telekomunikasi dan jaringan internet) dan berorientasi peningkatan 
optimal (communications | Establish communication technology ekonomi masyarakat / Educating 
technology) network facilities and information people to take advantage of 

quickly and open to the public access to communications 
(telecommunications tower and Internet and information positively 
networks) oriented and improving the local 
Pembuatan papan informasi disetiap economy 

Pulau / Making information boards on 

each island 

6. Tempat pelelangan ikan Membangun dan memperbaiki fasilitas - Pengembangan kemitraan 
masih minim / Less fish pelabuhan dan tempat pelelangan ikan / dan kelembagaan masyarakat, 
markets Establish and improve port facilities and swasta dan pemerintah / 

fish markets Development of partnerships 
and community institutions, 
private and government 

7. Pendapatan masyarakat Menegakan aturan zonasi wisata dan - Peningkatan kemampuan 
khususnya nelayan perikanan berkelanjutan / Enforcing masyarakat melalui pelatihan 
masih rendah / zoning rules travel and sustainable dan pendidikan pemanfaatan 
Communities income, fisheries sumberdaya pesisir dan 
especially fishers still low Pengembangan kawasan wisata dan laut / Improving the ability of 

budidaya perikanan sebagai alternatif community through training and 
pendapatan yang berdasarkan kearifan education of coastal and marine 
lokal / The development of tourist areas resource use 
and aquaculture as an alternative - Peningkatan usaha mikro 
revenue based on local wisdom dan pengembangan usaha 
Pemberian bantuan (pengadaan mesin kreatif sebagai alternatif mata 
kapal) kepada kelompok nelayan / The pencaharian masyarakat / 
provision of assistance (procurement of Improved micro enterprises and 
ship engines) to the group of fishers creative business development 
as an alternative to the people's 
livelihood 
- Pelatihan pengolahan hasil 
perikanan dan perkebunan skala 
rumah tangga hingga penjualan 
produk / Training processing of 
fishery products and household- 
scale plantations to product 
sales 

8. Bahan bangunan / Penegakan aturan penggunaan bahan - Penyediaan akomodasi khusus 
Building material bangunan tidak berasal dari kawasan bahan bangunan ke Banda 

yang rawan abrasi / Enforcement the Neira / Provision of special 
rules of use of building materials did not accommodation building 
originate from abrasion-prone area materials to Banda Neira 
Penentuan lokasi pengambilan bahan 
bangunan yang diizinkan sesuai daya 
dukung lingkungan / Determining 
the location of building materials are 
permitted pursuant to carrying capacity of 
environment 

9. Fasilitas penerangan / Penyediaan dan perbaikan fasilitas - Perbaikan dan peningkatan 


Lighting facility 


sarana penerangan umum / Provision of 
infrastructure facilities and improvement 
of public lighting 

Perbaikan saluran listrik ke setiap pulau / 
Repair power lines to each island 


kapasitas energi surya yang 
ada di Pulau Neira / Repair and 
improvement of solar energy 
capacity in Neira Island 
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Lanjutan Tabel 8/Continue Table 8 


No. Masalah/ Problems 


10. Ketersediaan bahan - 
bakar minyak (BBM) / 
Fuel availability 


Solusi (Jangka Pendek)/ 
Solution (Short term) 


Melakukan koordinasi dengan pemerintah - 
lokal maupun pusat terkait distribusi dan 
harga BBM / To coordinate with Local 

and Central Government regarding the 
distribution and fuel prices 


Solusi (Jangka Panjang)/ 
Solution (Long term) 


Pengembangan energi alternatif 
seperti surya, angin ataupun 
energi laut untuk setiap pulau 

/ Development of alternative 
energy such as solar, wind or 
ocean energy for each island 


Sumber: Data primer diolah (2015) / Source : Primary data processed (2015) 


Adapun solusi jangka pendek dalam 
penyelesaian masalah ketersediaan air tawar 
antara lain perbaikan dan penyediaan saluran air 
yang telah ada, dan pembuatan bak penampungan 
air tawar, sedangkan solusi jangka panjang yaitu 
membangun fasilitas saluran air tawar terkontrol, 
dan menghadirkan teknologi konversi air laut 
menjadi air tawar (mesin desalinasi). 


Solusi jangka pendek untuk permasalahan 
pendapatan masih rendah khususnya untuk nelayan 
antara lain menegakan aturan zonasi wisata dan 
perikanan berkelanjutan, pengembangan kawasan 
wisata dan budidaya perikanan sebagai alternatif 
pendapatan yang berdasarkan kearifan lokal, dan 
pemberian bantuan (pengadaan mesin kapal) 
kepada kelompok nelayan, sedangkan solusi 
jangka panjang yang ditawarkan yaitu peningkatan 
kemampuan masyarakat melalui pelatihan dan 
pendidikan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan 
laut, peningkatan usaha mikro dan pengembangan 
usaha kreatif sebagai alternatif mata pencaharian 
masyarakat, dan pelatihan pengolahan hasil 
perikanan dan perkebunan skala rumah tangga 
hingga penjualan produk. 


Salah satu alternatif solusi dalam 
penyelesaian masalah pendapatan masyarakat 
adalah mata pencaharian alternatif. Menurut 
Nababan (2014), mata pencaharian alternatif 
yang sangat layak dikembangkan di Banda Neira 
yaitu budidaya rumput laut, sedangkan yang layak 
dikembangkan adalah industri rumahan, kerupuk 
ikan, dan bertanam sayur. 


Permasalahan lain juga 
dipertimbangkan agar dapat diselesaikan, 
permasalahan tersebut seperti salah satunya 
kurangnya fasilitas penerangan yang ada di Pulau 
Hatta, Pulau Rhun, Pulau Syahril, dan Pulau Ay. 
Penerangan saat ini masih swadaya masyarakat, 
untuk membeli mesin dan bahan bakar. Oleh 


perlu 
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karena itu, berdasarkan Tabel 8, strategi atau 
solusi yang ditawarkan antara lain penyediaan dan 
perbaikan fasilitas sarana penerangan umum, dan 
perbaikan saluran listrik ke setiap pulau. Adapun 
solusi jangka panjang yang ditawarkan yaitu 
perbaikan dan peningkatan kapasitas energi surya 
yang ada di Pulau Neira. 


Peningkatan modal sosial ekonomi juga 
sangat diperlukan dalam penyelesaian masalah 
di Banda Neira. Modal sosial ekonomi tersebut 
antara lain penguatan kelembagaan dan kearifan 
lokal, kelestarian lingkungan dan budaya, dan 
pemberdayaan masyarakat. Menurut Satria (2009), 
dimensi pemberdayaan masyarakat pesisir bisa 
mengacu pada konsep keberlanjutan Charles 
(2001), yaitu keberlanjutan ekologis, keberlanjutan 
sosial ekonomi, dan keberlanjutan institusi. Selain 
itu, diperlukan bantuan dan dukungan Pemerintah 
Pusat dan Daerah, serta stakeholder lain dalam 
penyelesaian masalah masyarakat Banda Neira 
terkait dengan pengembangan kawasan Kepulauan 
Banda Neira. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Berdasarkan hasil kajian, diperoleh beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 


Potensi sumberdaya pesisir dan laut 
Kepulauan Banda Neira, seharusnya mampu 
memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup 
masyarakat Banda Neira, secara sosial maupun 
ekonomi. Akan tetapi, kenyataannya pendapatan 
per kapita rata-rata nelayan sebagai pemanfaat 
langsung sumberdaya perikanan pada tahun 
2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 377.544,00 per 
bulan turun dari kisaran Rp. 387.461,00 per bulan 
tahun 2010. Nilai penurunan pendapatan tersebut 
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menunjukkan pemanfaatan sumberdaya belum 
secara maksimal berdampak kepada kesejahteraan 
masyarakat Banda Neira. 


Kompleksitas permasalahan yang dihadapi 
masyarakat Banda Neira harus diselesaikan 
secara komprehensif. Berdasarkan hasil analisis 
faktor-faktor internal (IFAS), kekuatan utama 
yang ada di Kepulauan Banda Neira adalah 
adat istiadat dan budaya masyarakat, adapun 
kelemahan utama adalah sarana transportasi ke 
Banda Neira. Hasil analisis faktor-faktor eksternal 
(EFAS) menunjukkan kondisi lingkungan Banda 
Neira mampu memberikan respon positif, peluang 
dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir ancaman. 
Peluang utama yang ada yaitu potensi sumberdaya 
pesisir dan laut, serta pertanian pala, sedangkan 
ancaman utama adalah fasilitas kebersihan yang 
masih minim. 


Berdasarkan hasil AHP, tiga (3) prioritas 
masalah yang ada pada Kepulauan Banda Neira 
antara lain fasilitas kebersihan, pendapatan 
masyarakat khususnya nelayan masih rendah, dan 
ketersediaan air tawar. Akan tetapi, penyelesaian 
terhadap masalah lain tetap menjadi pertimbangan, 
sehingga permasalahan dapat terselesaikan secara 
menyeluruh dan tidak terjadi masalah yang sama di 
masa yang akan datang. 


Penyusunan strategi penyelesaian 
masalah dilakukan dengan menilai kepentingan 
permasalahan dalam jangka pendek dan jangka 
panjang. Peningkatan modal sosial ekonomi 
sangat diperlukan dalam penyelesaian masalah 
di Banda Neira. Modal sosial ekonomi tersebut 
antara lain penguatan kelembagaan dan kearifan 
lokal, kelestarian lingkungan dan budaya, dan 
pemberdayaan masyarakat. 


Implikasi Kebijakan 


Kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan 
kepada stakeholder terkait dalam menyelesaikan 
permasalahan sosial ekonomi di Kepulauan 
Banda Neira, seperti masalah fasilitas kebersihan, 
pendapatan nelayan yang masih rendah, dan 
ketersediaan air tawar. Strategi yang dapat 
digunakan antara lain dengan penyusunan aturan 
dan program peningkatan modal sosial ekonomi. 


Arah dan pengembangan Kepulauan Banda 
Neira didasarkan atas tiga sektor pengembangan 
wilayah dari segi perikanan, pertanian dan 
pariwisata. Ketiga sektor ini dapat dikembangkan 
dalam suatu manajemen pengelolaan wilayah 


yang mampu memberikan dampak posistif 
terhadap perekonomian masyarakat. Manajemen 
pengelolaan wilayah yaitu dengan adanya kawasan 
konservasi, yang mengatur dan melindungi 
sumberdaya alam sebagai daya tarik dan daya 
saing untuk mengembangkan sosial ekonomi dan 
budaya masyarakat Kepulauan Banda Neira. 


Perlu adanya model keterlibatan para 
stakeholder untuk mengelola dan mengembangkan 
potensi sumberdaya alam dan budaya yang tinggi 
di Kepulauan Banda Neira. 
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ABSTRAK 


Nelayan tradisional telah dicirikan sebagai kelompok masyarakat miskin dengan tingkat 
ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya perikanan. Penelitian yang dilakukan di wilayah 
pesisir pantai Barat Kabupaten Barru bertujuan untuk mengetahui besarnya perbedaan pendapatan 
nelayan tangkap tradisional dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan 
dengan metode deskriptif dan metode penjelasan dengan analisis regresi berganda pada data cross- 
section pada Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan nelayan tangkap 
tradisional perahu motor tertinggi terdapat di Kecamatan Balusu sebesar Rp.580.242/ trip dan terendah 
Kecamatan Tanete Rilau sebesar Rp.418.728/ trip. Nelayan perahu tanpa motor pendapatan usaha 
tangkapnya tertinggi pada Kecamatan Tanete Rilau sebesar Rp.250.562/trip dan terendah Kecamatan 
Soppeng Riaja Rp.176.106/trip. Lain halnya perubahan pendapatan usaha tangkap nelayan perahu 
motor dipengaruhi secara positif oleh harga minyak tanah, lama melaut, umur nelayan, serta secara 
negatif oleh harga bensin, pengalaman melaut, dan perbedaan wilayah Kecamatan Barru, artinya setiap 
perubahan kenaikan harga minyak tanah, lama melaut, umur nelayan serta penurunan harga bensin, 
pengalaman melaut, dan perbedaan wilayah Kecamatan Barru, maka akan menaikkan/ menurunkan 
pendapatan usaha tangkap nelayan perahu motor. Pendapatan usaha tangkap nelayan perahu tanpa 
motor dipengaruhi secara positif oleh pengalaman melaut dan perbedaan wilayah Kecamatan Tanete 
Rilau serta secara negatif oleh lama melaut dan umur nelayan, artinya setiap perubahan bertambahnya 
pengalaman melaut dan perbedaan wilayah Kecamatan Tanete Rilau serta berkurangnya lama melaut 
dan umur nelayan maka akan menaikkan/ menurunkan pendapatan usaha tangkap nelayan perahu 
motor. Implikasinya, dalam meningkatkan pendapatan dari usaha tangkapnya nelayan tradisional 
diperlukan adanya dukungan armada laut dan alat tangkap sehingga dari jumlah nelayan yang ada 
dapat meningkatkan jumlah trip penangkapan. 


Kata Kunci: determinan, pendapatan, nelayan tradisional, wilayah pesisir, perikanan tangkap 


ABSTRACT 


The traditional fishers have been characterized as a poor community with a high level of 
dependency on fisheries resources. This research was conducted in the coastal areas of West Barru 
with aims to determined the magnitude of differences in traditional fishers income and to analyze the 
influence factors. The study was conducted with descriptive methods and multiple regression analysis 
on cross-section data in 2013. The results showed that the average income of traditional fishers with 
outboard motor was highest in the District Balusu Rp580.242/trip and the lowest in the District Tanete 
Rilau Rp418.728/trip. The highest fishers income with non powered was in Tanete Rilau District 
Rp250.562/trip and the lowest was in Riaja Soppeng District of Ro176.106/trip. Another case changes in 
income capture fisheries motorboat positively influenced by fuel price, fishing duration, fishers age, and 
negatively influenced by gasoline price, fishing experience, and the difference in region District Barru, 
meaning that any changes to the increase in the fuel price, fishing duration, fishers ages and decline 
in gasoline prices, fishing experience, and the difference in Barru District, it will increase/decrease the 
motorboat fishers revenues. Revenues of fishers without motors positively influenced by the experience 
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of fishing and difference in region District Tanete Rilau and negatively influenced by fishing experience 
and fishers ages, meaning that any changes in accumulation of experiences and differences in the 
District of Tanete Rilau and reduced fishing duration and fishers ages will increase/decrease in operating 
revenues of fishers fishing motorboat. The implication, increasing the income of their fishing effort 
required traditional fishing fleets and fishing gear support so that from the number of fishers can increase 


the number of fishing trips. 


Keywords: determinant, income, traditional fishers, coastal areas, capture fisheries 


PENDAHULUAN 


Pendapatan nelayan tangkap (khususnya 
tradisional) sangat berbeda dengan jenis usaha 
lainnya, seperti pedagang atau bahkan petani. 
Jika pedagang dapat dikalkulasi keuntungan yang 
diperolehnya setiap bulannya, begitu pula petani 
dapat memprediksi hasil panennya, maka tidak 
demikian dengan nelayan yang kegiatannya penuh 
dengan ketidakpastian (uncertainty) serta bersifat 
spekulatif dan fluktuatif (Kusnadi, 2009). Bila 
dibandingkan dengan petani, pendapatan usaha 
tangkap nelayan kurang bervariatif karena petani 
memiliki waktu lebih banyak untuk bekerja di luar 
pertanian (Riptanti, 2005). 


Nelayan tradisional dicirikan sebagai 
masyarakat miskin dengan rendahnya kualitas 
pangan dan pangan yang dikonsumsi, rendahnya 
tabungan dan investasi serta rendahnya taraf hidup. 
Menurut Olaoye et al. (2012) aktivitas penangkapan 
tradisional termasuk berburu, mengumpulkan atau 
menangkap ikan di lautan. 


Salah satu penyebab rendahnya pendapatan 
rumah tangga nelayan rendahnya pendapatan 
usaha tangkap dari hasil penangkapan sehingga 
konsumsi jenis pangan atau non pangan yang 
dikonsumsi juga berbeda antar nelayan tradisional, 
yaitu nelayan perahu motor tempel dan nelayan 
perahu tanpa motor. Kemudian naik-turunnya 
produksi dan pendapatan usaha tangkap serta 
pendapatan dan pengeluaran rumah tangga 
dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut. 


Menurut Undang-undang No. 45 Tahun 2009 
bahwa nelayan tradisional merupakan nelayan 
kecil ukuran kapal perikanan yang dimilikinya 
paling besar 5 grosstonase (GT). Sedangkan Dinas 
Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan (2006) 
mengklasifikasikan nelayan tradisional adalah 
perahu motor tempel (out board motor) dan perahu 
tanpa motor (non powered motor) serta nelayan 
modern adalah yang menggunakan kapal motor 
(in board motor). 
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Kabupaten Barru berbatasan langsung 
dengan wilayah pesisir pantai barat Laut Sulawesi 
sehingga penduduknya sebagian besar bermata 
pencaharian sebagai nelayan (khususnya nelayan 
tradisional). Dalam pemenuhan kebutuhan rumah 
tangga nelayan tradisional diperlukan pendapatan 
baik dari hasil usaha penangkapan sebagai 
pekerjaan pokok maupun dari pekerjaan sampingan 
(non-usaha penangkapan) dari anggota keluarga 
yang bekerja. 


Tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah 
pesisir umumnya menempati strata yang paling 
rendah (miskin) dibandingkan dengan masyarakat 
lainnya di darat. Bahkan termasuk kelompok paling 
miskin di semua negara dengan atribut “the poorest 
of poor' (termiskin diantara yang miskin) (Nikijuluw, 
2002). Menurut Rahim (2010) faktor penyebab 
utama nelayan miskin dilihat dari pendapatannya. 
Dengan semakin terbatasnya hasil tangkapan 
maka pendapatan dan konsumsi rumah tangga 
nelayan akan menurun pula (Setyorini et al., 2009) 


Adanya musim penangkapan dan musim 
paceklik sebagai fenomena yang selalu terjadi 
sebagai sumber pendapatan andalan rumah 
tangga, maka pada gilirannya mempengaruhi 
pengeluaran (konsumsi) rumah tangga nelayan 
baik untuk pangan maupun non-pangan juga untuk 
kebutuhan penangkapan. Menurut Acquah dan 
Abunyuwah (2011) aktivitas penangkapan dapat 
dikatakan sebagai kontribusi budaya, ekonomi, dan 
tenaga kerja dari komunitas pesisir. 


Berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya 
seperti Harahap (2003) menemukan bahwa 
pendapatan usaha tangkap nelayan Kota Medan 
dipengaruhi secara positif terhadap jam melaut, 
modal, dan tanggungan keluarga. Selanjutnya 
hasil penelitian Rahim (2010) menemukan bahwa 
besar-kecilnya pendapatan usaha tangkap nelayan 
perahu motor per trip di Wilayah Pesisir Pantai 
Sulawesi Selatan dipengaruhi secara positif oleh 
harga minyak tanah, produktivitas usaha tangkap, 
umur, dan alat tangkap jenis rawai tetap, sedangkan 
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secara negatif dipengaruhi oleh harga bensin, lama 
melaut, dan perbedaan wilayah penangkapan. 
Kemudian pendapatan usaha tangkap nelayan 
perahu tanpa motor per trip di Sulawesi Selatan 
dipengaruhi secara positif oleh produktivitas usaha 
tangkap jaring insang tetap dan perbedaan wilayah 
penangkapan. Lain halnya penelitian Olubunmi and 
Bankole (2012) di Oyo State Nigeria menemukan 
bahwa pendapatan dari pemasaran ikan laut di 
Nigeria dipengaruhi secara positif oleh harga 
rata-rata ikan dan rata-rata penjualan per hari serta 
secara negatif oleh lamanya penjualan per hari. 


Pada dasarnya tujuan pembangunan 
perikanan antara lain meningkatkan kesejahteraan 
nelayan, petaniikan, dan masyarakat pesisirlainnya 
(Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/ 
Men/ 2002) melalui pengembangan kegiatan 
ekonomi, peningkatan kualitas dan kuantitas 
sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan 
sosial ekonomi, dan mendayagunakan sumberdaya 
kelautan dan perikanan secara optimal dan 
berkelanjutan (Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan No.18/ Men/ 2004). Berdasarkan latar 
belakang masalah, maka pendapatan nelayan 
tangkap tradisional di wilayah pesisir pantai barat 
Kabupaten Barru menarik untuk dikaji. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
Maret 2015 sampai dengan Mei 2015 di wilayah 
pesisir pantai barat Kabupaten Barru Sulawesi 
Selatan. Lokasi penelitian ditentukan secara 


purposive dengan pertimbangan mempunyai 
nelayan tradisional (perahu motor dan perahu 
tanpa motor) di setiap kecamatan dan kelurahan 
yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir 
barat dan Selat Sulawesi (Dinas Perikanan dan 
Kelautan Sulawesi Selatan, 2014). 


Jenis dan Sumber Data 


Data primer digunakan dalam penelitian 
ini. Data primer diperoleh dari nelayan tradisional 
di wilayah pesisir pantai barat Kabupaten Barru 
sebanyak 107 sampel nelayan tradisional dipilih 
secara acak dengan rincian terlihat pada Tabel 1. 


Metode Analisis Data 


Besarnya 
Tradisional 


Pendapatan nelayan Tangkap 


Besarnya pendapatan nelayan tangkap 
tradisional di-proxy menurut Debertin (1986) 
pendapatan bersih atau keuntungan merupakan 
selisih antara penerimaan dan semua biaya yaitu 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 


RE TR E GE (1) 
atau/or 

m= IVP EC Sein nn AAA (2) 

Keterangan/Explanation : 

TT : Keuntungan/ Profit 

TR : Total pendapatan/ Total revenue 

TVP : Total nilai produk/Total value of the 

product 
TC : Total biaya/Total cost 
TFC : Biaya faktor total/ Total factor cost 


Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel Responden Rumah Tangga Nelayan Tradisional Wilayah 


Pesisir Pantai Barat di Kabupaten Barru. 


Table 1. Total Population and Sample Respondents Household Traditional Fishers Coastal Region 


West Coast in Barru. 


Kecamatan/ Kelurahan/ Populasi/Population Sampel/Sample 
Districts Desa/ Village NPM NPTM NPM NPTM 
Tanete Rilau Tanete 58 15 12 3 
Barru Sumpang 95 30 19 6 
Soppeng Riaja Binangae 14 52 3 10 
Balusu Lawallu 17 8 4 2 
Mallusetasi Takkalasi Kupa 155 82 31 17 
Subtotal 399 187 69 38 

Jumlah/ Total 586 107 


Sumber/Source : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru (2014)/ Department of Marine and Fisheries in Barru Regency (2014). 
Keterangan/Explanation : NPM - Nelayan perahu motor tempel/ Fishing outboard motors dan NPTM - Nelayan perahu tanpa motor/ 


Fishing without motors. 
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Untuk menghitung besarnya perbedaan 
pendapatan usaha tangkap nelayan tradisional 
di wilayah pesisir pantai barat Kabupaten Barru 
dengan keuntungan, dimana biaya yang digunakan 
adalah explicit cost dirumuskan sebagai berikut: 


TUTNPM = TRNPM - TCNPM aa... (3) 
TUTNPTM = TRNPTM - TCNPTM see (4) 
TR (NPM&NPTM) = PO (5) 
TC (NPM&NPTM) = FC 4 VC ee (6) 


Keterangan/ Explanation : 


mUTNPM : Besarnya pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu motor Kabupaten 
Barru per trip (Rp) The amount of 
income the fishers Fishing outboard 


motor of Barru per trip (IDR). 


Besarnya pendapatan usaha 
tangkap nelayan perahu tanpa motor 
Kabupaten Barru per trip (Rp)/The 
amount of income the fishers Fishing 
without motor in Barru per trip (IDR). 


Penerimaan dari kegiatan usaha 
tangkap nelayan perahu motor (Rp)/ 
Receipts from business activities 
fishers fishing outboard motor (IDR). 


: Penerimaan dari kegiatan usaha 
tangkap nelayan perahu tanpa 
motor (Rp)/ Receipts from business 
activities fishers fishing without 
motort (IDR). 


Biaya yang betul-betul dikeluarkan 
nelayan perahu motor dalam usaha 
tangkap (Rp)/ The costs actually 
incurred in a outboard motor fishers 
fishing effort (IDR). 

Biaya yang betul-betul dikeluarkan 
nelayan perahu tanpa motor dalam 
usaha tangkap (Rp) The costs 
actually incurred fishing boats 
without motors in an effort to catch 
(IDR). 

P : Harga output dari jenis hasil 
tangkapan (Rp)/ Output prices of the 
types of catches (IDR). 


Q : Kuantitas jenis hasil tangkapan (kou 
quantity type of catches (Kg). 

FC : Biaya tetap yang dikeluarkan pada 
kegitatan usaha tangkap (Rp)/Fixed 
costs incurred in fishing business 
activities (IDR). 

VC : Biaya variabel yang dikeluarkan 
pada kegitatan usaha tangkap (Rp)/ 
Variable costs incurred in fishing 
business activities (IDR). 


mTUTNPTM : 


TRNPM 


TRNPTM 


TCNPM 


TCNPTM 
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Dengan mengasumsikan bahwa pengusaha 
(produsen) memaksimumkan keuntungan daripada 
memaksimumkan kepuasan (utility) usahanya 
maka determinan atau fungsi pendapatan nelayan 
tangkap tradisional di-proxy dari fungsi keuntungan 
yang diturunkan dari fungsi produksi Cobb-Douglas 
dapat diturunkan dengan teknik yang dinamakan 
unit output price Cobb-Douglas profit function 
(UOP-CDPF) (Yotopoulus dan Nugent, 1976). 
Berkenaan dengan input yang dipergunakan 
menotasikan fungsi keuntungan jangka pendek 
sebagai berikut : 


mT = DË, See Xmi Za... Zn) -2 Xi 


Keterangan/ Explanation : 

TT : Keuntungan jangka pendek/Short-term gains 
p : Harga input/ Input prices 

ci’: Harga input variabel ke-i/Variable input prices i 
Zj : Input tetap/Fixed input 


X : Input variabel Variable input 


Keuntungan maksimum tercapai pada saat 
nilai produk marginal sama dengan harga input. 
Secara matematis dapat dirumuskan : 


OF (X,Z) 
Pesen SOP KE TIA Maman on (3) 


OX; 
Menurut Yotopoulus dan Lau (1971), dengan 


menyatakan c, = c,/p sebagai harga input ke-i yang 
dinormalkan, maka persamaan (8) dapat ditulis : 


OF 
en e, 21,2, alta AO 
OX; 


Dengan menormalkan persamaan (9), maka 
persamaan menjadi : 


m 
T*= = PEG. Reif. Z) -5c XP 
iz1 


di mana 
keuntungan UOP 


mr" dikenal sebagai fungsi 


Persamaan (10) dapat memecahkan 
kuantitas optimal input variabel, yang dinyatakan 
sebagai X*, yaitu sebagai fungsi harga input 
variabel yang dinormalkan dan kuantitas tetap, 
maka persamaannya menjadi : 
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X* = RZ) E12 ay M enam (11) 


Dengan mensubstitusikan persamaan (11) 
ke (7), maka fungsi keuntungan menjadi : 


T = PF(X1*,-.-,Xm Wi tens Zn) eg E (12) 
atau 

TT = G (P, Cice Cmi nl sinaran (13) 

Persamaan (13) merupakan fungsi 


keuntungan yang memberikan nilai maksimum 
keuntungan jangka pendek untuk setiap set nilai 
(p, c’, Z). Dengan melihat fungsi pada persamaan 
(13), maka selanjutnya dapat ditulis : 


WS PG? E ee (14) 


Jika persamaan (10) ke (14) dinormalkan 
dengan harga output maka: 


TT 
VE 


Fungsi keuntungan Cobb-Douglas 
merupakan fungsi harga dari input variabel yang 
dinormalkan dengan harga output dan sejumlah 
input tetap sehingga dapat mengatasi variasi harga 
yang kecil. Bila diasumsikan hubungan antara faktor- 
faktor produksi dengan produksi merupakan fungsi 
produksi Cobb-Douglas, maka fungsi keuntungan 
yang dinormalkan ditulis sebagai berikut : 


m ANC)” NM (Z) 


Dalam bentuk logaritma natural menurut 
Yotopoulus dan Lau (1971) persamaan (16) dapat 
ditulis : 


(nm =LnA*+ SafLn C;* + X BF Ln Senda (16) 


“1 jet 
Keterangan/ Explanation : 


TT* Keuntungan yang dinormalkan dengan harga 
output/ Normalized profit with output prices 


A" : Intercep/ Intercept 


: Koefisien harga input variabel/ Variable input 
prices coefficient 


ON : Koefisien input tetap/ Fixed input coefficient 


C* : Harga input variabel yang dinormalkan dengan 
harga output/ Normalized variable input with 
output prices 


Z. : Input tetap/ Fixed input 


Fungsi keuntungan yang dinormalkan yang 
diturunkan dari fungsi produksi Cobb-Douglas dapat 
digunakan karena memberikan nilai elastisitas 
input-output (peubah harga output dan input) yang 
lebih baik dibanding fungsi keuntungan translog 
(Kalirajan dan Shand, 1981). 


Selanjutnya untuk menguji dan menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya 
pendapatan nelayan tangkap tradisional perahu 
motor dan tanpa motor di wilayah pesisir pantai barat 
Kabupaten Barru sebagai determinan pendapatan 
digunakan analisis fungsi keuntungan yang 
dinormalkan dengan harga output atau unit output 
price Cobb-Douglas profit function (UOP-CDPF) 
yang dipangkatkan dengan persamaan multiple 
regression berikut : 
LnmUTNPM" = B, + B, LnPBnsn*+ B,LnPMT* 
+ p, LnTmlut+ B, LnAN + p, 
LnExMN + B, LnEdN + E. 
LnQTK + 5, KTR + ô KB +ô, 
KSR + BIS u, ......... (20) 


LnTUTNPTM"- B, + B,LTmlut + B,,LnAN 
+ B,LNEXMN + B,,LnEdN + 
B,,LNQTK + S,KTR + 5,KB + 
3,KSR +8,KBIs + p, ....... (21) 


Keterangan/ Explanation : 


TUTNPM* Pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu motor yang 
dinormalkan/ Operation income 
catch the fishers of out board 
motor of normalized 


Pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu tanpa motor yang 
dinormalkan/Operation income 
catch the fishers of without motor 
of normalized 


Intersep/konstanta/Intercep/ 
Constanta 

Boge Ba Koefisien regresi 
variabel bebas/ Independent 
variable regression coefficients 
Koefisien variabel dummy/ 
Coefficients of dummy variable 
Harga bensin yang dinormalkan/ 
Gasoline prices were normalized 
Harga minyak tanah yang 
dinormalkan/ Kerosene prices 
are normalized 

Lama melaut (jam)/ Time fishing 
(hours) 


mUTNPTM" : 


Tmlut 
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AN : Umur nelayan (tahun)/ fishers 
age (years) 

ExMN Pengalaman sebagai nelayan 
(tahun)/ Experience as fishers 
(year) 

EdN Pendidikan “formal nelayan 
(tahun) Fishers of formal 
education (years) 

QTK Tanggungan keluarga (jiwa)/ 
family respontibility (people) 
Dummy perbedaan wilayah 
nelayan/ Dummy of arrest 
regional difference 

KTR : 1, untuk wilayah nelayan 


Kecamatan Tanete Rilau; 0, untuk 
lainnya/ 1, for the territory of the 
District Tanete Rilau fishers; 0, 
for the other 


KB >: 1, untuk wilayah nelayan 
Kecamatan Barru ; 0, untuk 
lainnya/ 1, for the territory of the 
District Barru fishers; 0, for the 
other 


KSR a untuk wilayah nelayan 
Kecamatan Soppeng Riaja; 0, 
untuk lainnya/ 1,for the territory 
of the District Soppeng Riaja 
fishers; 0, for the other 


KBIs 11, untuk wilayah nelayan 
Kecamatan Balusu; ; 0, untuk 
lainnya/ 1, for the territory of the 
District Balusu fishers; 0, for the 
other 


Kesalahan pengganggu/ 
Disturbance error 


udan y, 


Pengukuran ketepatan atau kesesuaian 
model (goodness of fit) dilakukan dihitung melalui 
adjusted R?. Menurut Gujarati dan Porter (2009) 
dirumuskan sebagai berikut : 


. - 1) 

A usted R? = 1 = T= R? (n EE (22) 

Keterangan/ Explanation : 

Adjusted R? : Koefisien determinasi yang 
disesuaikan / Adjusted coefficient of 
determination 

k : Jumlah variabel tidak termasuk 

intercep/ A variable amount does 
not include intercept 

n : Jumlah sampel/ Sample amount 

Pengujian hipotesis terhadap koefisien 


regresi secara bersama-sama digunakan uji-F 
dengan tingkat kepercayaan tertentu, yang menurut 
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Gujarati dan Porter (2009) dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 


_ ESS/(k-1) 
~ RSS/(n—k) 
F tabel = ((k- 1): (n — k); a] 


Fhit 


Keterangan/ Explanation: 


a : Tingkat signifikansi atau kesalahan tertentu/ 
Level of significance or specific fault 

Dengan hipotesis/ With hyphotesis : 

H,: B, = ß, =... SB, = 0, artinya tidak terdapat 
pengaruh variabel independen ke-i secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen/ 
Meaning that there is no influence of 
independent variables to-i together on the 
dependent variable 


H, : Minimal salah satu/ Minimal of one + 0, artinya 
terdapat pengaruh variabel independen ke-i 
secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen/ Meaning that there are influence 
independent variable to-i together on the 
dependent variable 


Pengujian terhadap koefisien regresi secara 
individu (parsial) digunakan uji t dengan tingkat 
kepercayaan tertentu. Menurut Gujarati dan Porter 
(2009) dengan rumus : 


ttabel = (n—k): a/2 


Keterangan/ Explanation : 


B, : Koefisien regresi ke-i/ Regression coefficient 

to-i 

Kesalahan standar koefisien regresi ke-i/ 

Standard errors of the regression coefficients 

to-i 

Dengan hipotesis/ With hyphotesis : 

H, : B, = 0, artinya tidak terdapat pengaruh 
variabel independen ke-i secara individu 
terhadap variabel dependen/ Meaning that 
there is no influence of independent variables 
to-i individually on the dependent variable 


H, : P, #0, artinya terdapat pengaruh variabel 
independen ke-i secara individu terhadap 
variabel dependen/ Meaning that there 
are influence independent variable to-i 
individually on the dependent variable 


SP. : 


I 


Pengujian multikolinearitas digunakan 
metode variance inflation factor (VIF) yang menurut 
Gujarati dan Porter (2009) dirumuskan : 
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1 
VIF = 2 
1 — Rj 
Re diperoleh dari regresi auxiliary antara 
variabel independen atau koefisien determinasi 
antara variabel bebas ke-, dengan variabel bebas 
lainnya. Selanjutnya jika nilai VIF lebih kecil dari 10 
maka tidak terdapat multikolinearitas. Lain halnya 
pengujian heteroskedastisitas (heteroscedasticity) 
yang dilakukan dengan park test. Menurut Park 
(1966:891) serta Gujarati dan Porter (2009:289) 
bahwa varian variabel gangguan yang tidak konstan 
atau masalah heteroskedastisitas muncul karena 
residual tidak tergantung dari variabel independen 
yang ada dalam model. Bentuk fungsi variabel 
gangguan sebagai berikut : 


In of = In of AP IMA Up | seba (28) 


Persamaan (28) tidak dapat digunakan 
ketika varian variabel gangguan (07) tidak diketahui 
sehingga Park menyarankan menggunakan residual 
(ê?) hasil regresi sebagai proxy dari residual ê? 
sebagai berikut : 


In ê? = In o2 + B In X, + vi EEE E E, (29) 
DKK PMA +H YV aeiee (30) 
Keputusan ada tidaknya masalah 


heteroskedastisitas berdasarkan uji estimator 
(8) dalam persamaan (29) dan (30) dengan 
meregres Ln ê? dengan masing-masing Ln variabel 
independen. Selanjutnya Park (1966) serta Gujarati 
dan Porter (2009) mengemukakan jika koefisien 
(B) tidak signifikan melalui uji t maka dapat 
disimpulkan tidak terdapat heteroscedasticity atau 
homoscedasticity karena varian residualnya tidak 
tergantung dari variabel independen, sebaliknya 
jika 8 signifikan secara statistik maka model 
mengandung unsur heteroscedasticity karena 
besar kecilnya varian residual ditentukan oleh 
variabel independen. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Besarnya Perbedaan Pendapatan Nelayan 
Tangkap Tradisional 


Pendapatan merupakan salah satu indikator 
untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Pendapatan 
usaha nelayan tangkap merupakan selisih antara 
penerimaan dengan biaya penangkapan yang 
benar-benar dikeluarkan oleh nelayan perahu 


motor maupun perahu tanpa motor saat musim 
penangkapan per trip. 


Selain itu penyediaan biaya juga menentukan 
melaut-tidaknya nelayan untuk melakukan 
penangkapan sehingga berimplikasi ada-tidaknya 
pendapatan usaha dari tangkapnya. Dengan biaya 
penangkapan yang besar belum tentu memberikan 
jaminan kepastian nelayan akan memperoleh hasil 
tangkapan yang banyak karena dipengaruhi oleh 
musim (penangkapan dan paceklik). Hal ini terlihat 
dari rata-rata biaya penangkapan tertinggi nelayan 
perahu motor terdapat di Kecamatan Soppeng Riaja 
Kelurahan Lawallu sebesar Rp. 84 ribu/trip dengan 
pendapatan setelah bagi hasil dengan pedagang 
pengumpul (pabalu' balle sebagai pemberi modal/ 
pinjaman dengan potongan harga dari hasil 
penjualan tangkapan sebesar 10 persen), yaitu 
sebesar Rp 482 ribu/trip (Tabel 2). 


Penerimaan dari hasil tangkapan hanya 
Rp 571 ribu/trip dengan total hasil tangkapan 
sebesar 15,36 kg yang terdiri dari Kakap Merah 
6,96 kg, Kerapu Sunu 4,67 kg, dan kuwe 
3,73 kg. Bila dibandingkan dengan nelayan perahu 
motor tempel Kecamatan Balusu Kelurahan 
Takalasi biaya yang dikeluarkan selama satu kali 
melaut lebih kecil, yaitu Rp.72 ribu/trip dengan 
pendapatan setelah bagi hasil dengan pabalu'balle 
sebesar Rp.580 ribu/trip (Tabel 1) dengan hasil 
tangkapan sebesar 18,91 kg (Kakap Merah 10,78 
kg, Kerapu Sunu 5,13 kg, dan Kuwe 3 kg). Lain 
halnya nelayan perahu tanpa motor rata-rata 
biaya penangkapan terendah dari Kecamatan 
Mallusetasi Desa/Kelurahan Kupa sebesar 
Rp 13 ribu/trip dengan pendapatan setelah bagi 
hasil sebesar Rp 182 ribu/trip (dengan potongan 
harga dari hasil penjualan tangkapan sebesar 
5 persen). Sedangkan biaya tertinggi terdapat 
pada nelayan Kecamatan Tanete Rilau sebesar 
Rp 17 ribu/trip, akan tetapi penerimaan yang 
diperoleh sangat tinggi dibandingkan kecamatan/ 
kelurahan lainnya, yaitu sebesar Rp 281 ribu/trip 
dari total hasil tangkapan sebesar 11,96 kg berupa 
kakap merah 4,33 kg, kuwe 3,17 kg, dan tembang 
4,56 kg. 


Selanjutnya rata-rata pendapatan usaha 
tangkap nelayan, baik nelayan perahu motor 
maupun nelayan perahu tanpa motor untuk setiap 
trip setelah bagi hasil dengan pabalu’balle di kelima 
kecamatan pada Kabupaten Barru, yaitu nelayan 
perahu motor sebesar Rp. 468 ribu/ trip saat musim 
penangkapan dan nelayan perahu tanpa motor 
Rp.191 ribu/trip. 


81 


J. Sosek KP Vol. 11 No. 1 Juni 2016: 75-88 


Merujuk pada kecamatan, pendapatan 
tertinggi nelayan perahu motor terdapat pada 
Kecamatan Balusu Kelurahan Takalasi sebesar Rp. 
580 ribu/trip dan terendah sebesar Rp. 418 ribu/ 
trip terdapat di Kecamatan Tanete Rilau. Berbeda 
dengan nelayan perahu tanpa motor, justru pada 
Kecamatan Rilau mempunyai pendapatan tertinggi 
Rp. 250 ribu/trip dibandingkan kecamatan lainnya 
(Tabel 2). 


Tingginya pendapatan usaha tangkap 
nelayan (perahu motor dan perahu tanpa motor) 
menunjukkan selain potensi sumberdaya ikan 
di Perairan Selat Makassar berbatasan dengan 
wilayah pesisir barat relatif lebih subur juga banyak 
memiliki alat tangkap seperti pancing rawai tetap 
(set long line). Selain itu besarnya pendapatan 
usaha tangkap nelayan sangat tergantung saat 
musim penangkapan serta bagi hasil dari pedagang 
pegumpul (pabalu'balle, sebagai juragan sendiri 
karena adanya pinjaman yang bersifat mengikat 
nelayan dengan potongan harga dari hasil 
penjualan ikan tangkapan sebesar 5 persen untuk 
nelayan perahu motor tempel dan nelayan perahu 


tanpa motor sebesar 10 persen di wilayah pesisir 
pantai barat Kabupaten Barru. 


Hasil penelitian Rahim (2010) di Sulawesi 
Selatan (Kabupaten Barru, Jeneponto, dan Sinjai) 
menemukan rata-rata pendapatan usaha tangkap 
nelayan, baik nelayan perahu motor maupun 
nelayan perahu tanpa motor untuk setiap trip di 
ketiga kabupaten atau wilayah pesisir Sulawesi 
Selatan bervariasi, yaitu baik nelayan perahu motor 
dan tanpa motor wilayah pesisir pantai selatan 
Kabupaten Jeneponto lebih besar dari pendapatan 
usaha tangkap nelayan di wilayah pesisir barat 
Kabupaten Barru dan pesisir timur Sinjai saat 
musim penangkapan. pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu motor sebesar Rp. 552 ribu/ trip 
dan nelayan perahu tanpa motor Rp. 193 ribu/ 
trip. Dibandingkan penelitian Kambuaya (2003) di 
wilayah Papua, rata-rata pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu motor sebesar Rp. 432.566/ trip 
dan nelayan perahu tanpa motor Rp. 255.560/ trip. 
Sedangkan penelitian Thalib (2001) di pesisir barat 
(Kota Makassar dan Kabupaten Takalar) rata-rata 
pendapatan usaha nelayan perahu motor sebesar 
Rp. 137.750/ trip. 


Tabel 2. Rata-rata Pendapatan Nelayan Tangkap Tradisional Perahu Motor Tempel dan Perahu Tanpa 
Motor di Wilayah Pesisir Pantai Barat Kabupaten Barru. 
Table 2. Income Average of Traditional Fishers Catch Paste Outboard Motor and without motor 


Coastal West Coast Barru. 


Nelayan Perahu Motor/ 
Fishers of Outboard Motor 


Desa/ : r Sebelum Bagi : 

Kecamatan! Kelurahan Penerimaan/ Biaya/ Hasil/ Share Setelah Bagi 

No Districts Village Revenue Cost (Rp/ Before (Rp/ Hasil/ Share 
(Rp/Trip) Trip) Trip) P After (Rp/Trip) 
1. Tanete Rilau Tanete 543,004 77,750 465,254 418.728 
2. Barru S. Binangae 609,221 74,973 534,247 480 822 
3. Soppeng Riaja Lawallu 571,250 84,333 486,916 482.047 
4. Balusu Takalasi 716,718 72,000 644,718 580.246 
D ` Mallusetasi Kupa 583,544 80,982 502,562 452 305 
Rerata/ Average 598,102 78,028 520,073 468,066 

Nelayan Perahu Tanpa Motor/ 
Fishers of Without Motor 

Desa/ - - Sebelum Bagi - 

? Kecamatan/ Kelurahan/ Penerimaan/ Biaya/ Hasil/ ees Setelah Bagi 

o. Districts Village Revenue Cost (Rp/ Before (Rp/ Hasil/ Share 
(Rp/Trip) Trip) Trip) After(Rp/Trip) 
1. Tanete Rilau Tanete 281,083 17,333 263,750 250,562 
2. Barru S. Binangae 235,333 14,333 221,000 209,950 
3. Soppeng Riaja Lawallu 198,525 13,150 185,375 176,106 
4.  Balusu Takalasi 225,625 16,500 209,125 198,668 
5. Mallusetasi Kupa 205,426 13,088 192,338 182,721 
Rerata/ Average 215,368 13.815 201,552 191,474 


Sumber : Data Primer Setelah diolah, 2015/ Source: Primary Data Processed, 2015 
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Determinan Pendapatan Nelayan Tangkap 
Tradisional 


Hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF 
tidak menunjukkan atau mengindikasikan terjadi 
multikolinearitas atau kolinearitas ganda, yaitu 
nilai VIF lebih kecil dari 10 (Tabel 3). Sedangkan 
pada uji heteroskedastisitas menggunakan juga 
park test dan menghasilkan nilai koefisien (B) tidak 
signifikan maka dapat disimpulkan tidak terdapat 
heteroscedasticity (Tabel 3). 


Pengujian ketepatan model atau kesesuaian 
model (goodness of fit) dari nilai adjusted R? 
menunjukkan variabel independen pada model 
fungsi pendapatan usaha tangkap nelayan perahu 
motor tempel dan perahu tanpa motor yang disajikan 
dapat menjelaskan masing-masing sebesar 71,8 


persen dan 64,2 persen artinya besarnya persentase 
sumbangan variabel bebas terhadap variasi (naik- 
turunnya) variabel tidak bebas sedangkan lainnya 
masing-masing sebesar 28,2 persen dan 35,8 
persen merupakan sumbangan dari faktor lainnya 
yang tidak masuk dalam model (Tabel 3). 


Selanjutnya uji-F menunjukkan faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap pendapatan usaha 
tangkap nelayan perahu motor tempel dan perahu 
tanpa motor signifikan berpengaruh pada tingkat 
kesalahan 1 persen (Tabel 4). Hal tersebut dapat 
diartikan bahwa seluruh variabel independen 
secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap 
pendapatan usaha tangkap nelayan. Selanjutnya 
pengaruh secara individu dari masing-masing 
variabel independen terhadap pendapatan usaha 
tangkap nelayan digunakan uji-t (Tabel 4). 


Tabel 3. Hasil Uji Mulikolinearitas dan Heteroskedastisitas terhadap Fungsi Pendapatan Usaha 
Tangkap Nelayan Perahu Motor Perahu tanpa Motor di Wilayah Pesisir Pantai Barat 


Kabupaten Barru, 2015. 


Table 3. Test Results Multicollinearity and Heteroskedastisitas Against Income Capture Function 
Fishersout Board Motor and Without Motor Coastal West Coast Barru, 2015. 


Perahu Motor/ Outboard 


Perahu tanpa Motor/ 


Motor Without Motor 
Variabel Independen/ 
Independent Variable VIF Koef. (B) VIF Koef. (B) 
Park Park 
Harga bensin yang dinormalkan/ 7,030 0.185" - - 
Gasoline prices were normalized 
Harga minyak tanah yang dinormalkan/ 6,684 0.337 "s - = 
kerosene prices are normalized 
Lama melaut/ Fishing time 1,473 -7.183E-5 "s 1.333 -0.014 "s 
Umur nelayan/ Fisherman age 4,466 0.000 "s 3.099 -0.007 "s 
Pengalaman melaut/ Fishing experience 5,565 0.001 "s 3.066 -0.001 "s 
Pendidikan formal/ Formal education 8,482 -0.016 "s 1.232 0.029% 
Tanggungan keluarga/ Family respontibility 1,558 0.000 "s 1.421 0.053% 
Dummy Kecamatan Tanete Rilau/ 2,003 0.000 "s 1.486 0.000 "s 
Dummy of Tanete Rilau District 
Dummy Kecamatan Barru/ 1,544 0.000 "s 1.186 0.000 "s 
Dummy of Tanete Barru 
Dummy Kecamatan Soppeng Riaja/ 1,398 0.000 "s 1.304 0.000 "s 
Dummy of Soppeng Riaja District 
Dummy Kecamatan Balusu/ 1,236 0.000 "s 1.113 0.000 "s 


Dummy of Balusu District 


Sumber : Analisis Data Primer Setelah diolah, 2015/ Source: Primary Data Analysis Once processed, 2015 


Keterangan/Explanation: 


- Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas, Sebaliknya jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi 
multikolinearitas/ If the VIF value is less than 10 then there is no multicollinearityconversely If the value of VIF is greater than 10 


then there multikolinearity 


- ns = tidak signifikan; jika nilai B tidak signifikan, maka tidak terdapat heterokedatisitas sebaliknya jika nilai B signifikan, maka 
terdapat heterokedatisitas/ ns = not significant; if the value of P not significant, then there is no heterokedatisitas otherwise if B value 


significantly, then there heteroskedastisitas 
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Tabel 4. Analisis Determinan Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan Perahu Motor dan 
Perahu tanpa Motor di Wilayah Pesisir Pantai Barat Kabupaten Barru, 2015. 


Table 4. Determinants Analysis of Operating Income Capture Fishers and Outboard Motor and 
without motor Coastal West Coast Barru, 2015. 


, Perahu Motor/ Perahu tanpa Motor/ 
Variabel Independen/ Outboar Motor Without Motor 
Independent Variable T.H - - 
Koef (B) t Hit. Koef (B) t Hit. 
Harga bensin yang dinormalkan/ - -1.043*** 5.796 - - 
Gasoline prices were normalized 
Harga minyak tanah yang dinormalkan/ - 0.534*** -2.659 - - 
kerosene prices are normalized 
Lama melaut/ fishing time + 0.079** 1.958 -0.032*** -4.170 
Umur nelayan/ fishers age - 0.729** 2.213 -0.923*** -2.480 
Pengalaman melaut/ fishing experience + -0.375** -2.020 0.410** 2.060 
Pendidikan formal/ formal education + 0.572" 0.954 0.125" 1.221 
Tanggungan keluarga/ family respontibility - 0.083 "s 0.821 -0.006 "s -0.055 
Dummy Kecamatan Tanete Rilau/ + 0.126 "s 0.957 0.055*** 3.397 
Dummy of Tanete Rilau District 
Dummy Kecamatan Barru/ + -0.208** 1.038 0.136 "s 1.300 
Dummy of Tanete Barru 
Dummy Kecamatan Soppeng Riaja/ + 0.031" -2.236 -0.121"5 -1.381 
Dummy of Soppeng Riaja District 
Dummy Kecamatan Balusu/ + 0.000 -0.006 0.039 "s 0.252 
Dummy of Balusu District 
Intersep/Konstanta/ Intercep/ constanta 0,080 4.638 
F Hitung/ F test 32.016 17.501 
Adjusted R? 0.718 0.642 
n 69 38 


Sumber : Analisis Data Primer Setelah Diolah, 2015/Source: Primary Data After Processed, 2015 
Keterangan/Explanation : 


“ = Signifikan tingkat kesalahan 1 persen (0,01), atau tingkat kepercayaan 99 persen/ Significant of mistake level 1 persen 
(0,01), or mount the belief 99 persen 


** = Signifikan tingkat kesalahan 5 persen (0,05), atau tingkat kepercayaan 95 persen Significant of mistake level 5 persen 
(0,05), or mount the belief 95 persen 


ns = Tidak signifikan/ Not significant 
T.H = Tanda Harapan/ Expectation sign 


Variabel Harga Bensin nelayan tradisional seperti nelayan motor tempel 
sekitar 75 persen biaya operasional diperuntukkan 
untuk bahan bakar minyak (BBM). Begitu pula yang 
ditemukan oleh Wiyono (2013) hampir 50 persen 
biaya penangkapan nelayan Bubu di Muara Angke 
diperuntukan pada harga BBM. 


variabel harga bensin sebagai variable input 
(input variabel) di Sulawesi Selatan berpengaruh 
negatif dan nyata pada tingkat 1 persen, artinya 
telah sesuai dengan teori atau nilai harapan 
bertanda negatif, yaitu jika terjadi peningkatan 
harga bensin maka akan menurunkan pendapatan 
usaha tangkap nelayan perahu motor baik per trip 
maupun per tahun. Merujuk pada harga bensin 
masing-masing kabupaten sampel. Nelayan perahu 
motor memperoleh harga bahan bakar bensin dari 


Variabel Harga Minyak Tanah sebagai 
Determinan Pendapatan Nelayan 

Variabel harga minyak tanah berpengaruh 
nyata secara positif terhadap pendapatan usaha 
SPBU di sekitar pendaratan ikan dan pedagang tangkap nelayan per trip dan pertahun perahu motor 
di Kabupaten Sinjai antara Rp 6.500,00 sampai pada tingkat kesalahan 1 persen, artinya jika terjadi 


dengan Rp 7.500,00/liter. Menurut Kusnadi (2009) Kenaikan harga minyak tanah, maka pendapatan 
secara umum baik nelayan modern maupun usaha tangkap nelayan perahu motor per trip 
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maupun per tahun akan meningkat pula selama 
musim penangkapan. Hal ini telah bertentangan 
dengan tanda harapan negatif, yaitu jika terjadi 
kenaikan harga minyak tanah, maka pendapatan 
usaha tangkap nelayan per trip maupun per tahun 
akan menurun. 


Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahim, 
2010) di Sulawesi Selatan menemukan harga 
bensin berpengaruh positif terhadap pendapatan 
nelayan tangkap. Kejadian berpengaruh positif 
terjadi karena banyaknya pemakaian bahan bakar 
minyak tanah dalam mencapai fishing ground 
selama melaut yaitu 2 (dua) sampai dengan 3 
(tiga) hari. Kemudian harga minyak tanah diperoleh 
dari pedagang antara Rp 5.000 sampai dengan 
Rp. 6.000/ trip. Hal ini yang dapat meningkatkan 
pendapatan usaha tangkap nelayan. Selain itu 
pengaruh positif terjadi karena penerimaan atau 
pendapatan kotor yang diperoleh sebesar 598 ribu/ 
trip. 


Variabel Lama Melaut 


Lamanya melaut nelayan dalam menangkap 
ikan setiap tripnya berpengaruh nyata secara 
positif pada tingkat kesalahan 5 persen terhadap 
pendapatan usaha tangkap nelayan perahu motor. 
Hal ini telah sesuai dengan tanda harapan, yaitu 
jika nelayan perahu motor melaut dalam waktu yang 
lama maka pendapatan nelayan akan meningkat. 
Berbeda halnya pendapatan usaha tangkap nelayan 
perahu tanpa motor berpengaruh negatif pada 
tingkat kesalahan 1 persen. Artinya jika nelayan 
perahu tanpa motor melaut dalam waktu yang lama 
dalam menangkap ikan, maka pendapatan usaha 
tangkapnya menurun. Hal ini berbeda dengan 
tanda positif yang diharapkan, yaitu semakin lama 
nelayan melaut maka pendapatan hasil tangkapan 
akan meningkat pula akibat meningkatnya hasil 
tangkapan nelayan. 


Keadaan dari pengaruh negatif ini dapat saja 
terjadi karena selain jarak tangkap fishing ground 
lebih jauh sehingga biaya operasional meningkat, 
terutama pemakaian bensin meningkat. Hal ini 
menurunkan pendapatan usaha tangkap nelayan. 
Berbeda dengan penelitian Harahap (2003) di 
Medan, bahwa lama melaut berpengaruh positif 
terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Desa 
Bagan Deli dan Belawan Bahari Kecamatan Medan 
Belawan. Rata-rata lama melaut nelayan perahu 
motor tempel Kabupaten Barru antara 7 sampai 
dengan 17 jam sedangkan nelayan perahu tanpa 
motor 4 sampai dengan 8 jam. Rendahnya jam 


melaut nelayan perahu tanpa motor karena hanya 
menggunakan layar untuk mencapai fishing ground. 


Variabel Umur Nelayan 


Variabel umur nelayan perahu motor di wilayah 
pesisir pantai Sulawesi Selatan berpengaruh nyata 
positif pada tingkat kesalahan 5 persen, artinya 
meningkatnya umur nelayan akan meningkatkan 
pendapatan per trip selama musim penangkapan. 
Hal ini bertentangan dengan tanda harapan yang 
negatif, yaitu jika umur nelayan bertambah, maka 
pendapatan usaha tangkap nelayan perahu motor 
menurun akibat dari menurunnya produktivitas 
nelayan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 
Rahim (2011) di Kabupaten Pangkep, umur 
berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha 
tangkap nelayan perahu motor tempel. 


Pada wilayah penelitian pengaruh positif 
dari peningkatan umur nelayan responden masih 
meningkatkan produktivitasnya karena selain 
mengetahui teknik penangkapan saat melaut juga 
termotivasi untuk memenuni kebutuhan keluarga. 
Pada masing-masing kabupaten sampel umur 
nelayan 2 60 tahun masih aktif melaut dalam 
menangkap ikan. Lain halnya pendapatan usaha 
tangkap nelayan perahu tanpa motor dipengaruhi 
secara negatif pada tingkat kesalahan 5 persen 
yang telah sesuai dengan tanda harapan, yaitu 
jika terjadi penambahan umur nelayan maka 
pendapatan usaha tangkap nelayan perahu tanpa 
motor menurun. 


Variabel Pengalaman Melaut 


Pengalaman melaut berpengaruh negatif 
pada pendapatan usaha tangkap nelayan perahu 
motor dan positif pada pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu tanpa motor masing-masing pada 
tingkat kesalahan 5 persen. Pengaruh positif 
diartikan bahwa pengalaman melaut selama 
bertahun-tahun akan meningkatkan pendapatan 
usaha tangkap nelayan perahu tanpa motor. Hal ini 
sejalan dengan penelitian Primyastanto et al. (2013) 
bahwa pengalaman melaut juga berpengaruh 
positif terhadap perubahan pendapatan nelayan 
Payang di Selat Madura. Selanjutnya pengaruh 
negatif diartikan bahwa walaupun mempunyai 
pengalaman bertahun-tahunjustruterjadi penurunan 
pendapatan usaha tangkap nelayan perahu motor. 
Hal ini dapat terjadi jika nelayan melaut saat terjadi 
bulan terang yang dapat mengurangi produksi 
hasil tangkapannya. Rata-rata pengalaman melaut 
nelayan perahu motor 18 tahun, sedangkan nelayan 
perahu tanpa motor 25 tahun. 
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Variabel Tanggungan Keluarga 


Lain halnya variabel jumlah tanggungan 
keluarga tidak berpengaruh terhadap pendapatan 
baik nelayan perahu motor maupun nelayan perahu 
tanpa motor. Hal ini pula sejalan dengan penelitian 
Harahap (2003) di Perairan Kota Medan bahwa 
jumlah tanggungan tidak berpengaruh terhadap 
pendapatan usaha tangkap nelayan tradisional, 
serta tidak sejalan dengan penelitian Rahim (2010) 
di Sulawesi Selatan bahwa tanggungan keluarga 
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 
usaha tangkap nelayan. 


Variabel Pendidikan 


Karakteristik responden nelayan perahu 
motor lain seperti pendidikan nelayan dalam hal ini 
lamanya pendidikan formal yang pernah ditempuh 
nelayan tidak berpengaruh nyata terhadap 
pendapatan usaha tangkap nelayan dari seluruh 
wilayah sampel penelitian. Keadaan ini dapat 
terjadi karena pengetahuan turun-temurun dari 
orang tuanya dapat menjadi pengetahuan dalam 
menjalani profesinya sebagai nelayan Sulawesi 
Selatan. Hal ini sejalan pula dengan penelitian 
Harahap (2003) bahwa variabel pendidikan tidak 
berpengaruh nyata terhadap pendapatan nelayan 
tradisional di perairan Kota Medan. 


Variabel Dummy Perbedaan Wilayah 


Dummy perbedaan wilayah penangkapan 
berpengaruh negatif terhadap pendapatan usaha 
tangkap nelayan perahu motor serta pengaruh 
positif terhadap pendapatan usaha tangkap nelayan 
perahu tanpa motor di wilayah penangkapan pada 
perairan Kabupaten Barru pada tingkat kesalahan 
5 persen dan 10 persen. Pengaruh negatif dummy 
kecamatan Kecamatan Barru dengan tingkat 
kesalahan 5 persen tidak sesuai dengan tanda 
harapan, yaitu dapat diartikan pendapatan nelayan 
perahu motor di Kecamatan Barru lebih kecil dari 
pendapatan nelayan perahu motor kecamatan 
lainnya (Soppeng Riaja dan Balusu). Hal ini telah 
sesuai secara aktual (Tabel 4). Rata-rata pendapatan 
usaha tangkap nelayan perahu motor Kecamatan 
Barru sebesar Rp. 480 ribu/trip lebih kecil dari 
nelayan perahu motor Kecamatan Soppeng Riaja 
Rp. 482 ribu/trip dan Balusu Rp. 580 ribu/trip (Tabel 
2). Walaupun hasil tangkapan (nelayan Kecamatan 
Barru) sebesar 16,13 kg/trip lebih besar dari 
nelayan perahu motor Kecamatan Soppeng Riaja 
sebesar 14,41 kg/trip. Rata-rata hasil tangkapan 
yang diperoleh setiap penangkapan berupa kakap 
merah, kerapu, dan kuwe. 
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Lain halnya pengaruh positif pada pendapatan 
usaha tangkap nelayan perahu tanpa motor, yaitu 
dummy Kecamatan Tanete Rilau lebih besar dari 
kecamatan lainnya (Barru, Soppeng Riaja, Balusu, 
dan Mallusetasi). Hal ini telah sesuai dengan tanda 
harapan dan secara aktual (Tabel 4). Selanjutnya 
rata-rata pendapatan usaha tangkap nelayan 
perahu tanpa motor Kecamatan Tanete Rilau 
sebesar Rp. 250 ribu/trip lebih besar dari nelayan 
perahu tanpa motor kecamatan lainnya (Barru 
sebesar Rp. 209 ribu/trip, Soppeng Riaja Rp. 176 
ribu/ trip, Balusu Rp. 198 ribu/trip, dan Mallusetasi 
Rp. 182 ribu/trip) (Tabel 2). 


Begitu pula hasil tangkapan nelayan perahu 
tanpa motor Kecamatan Tanete Rilau sebesar 12,06 
kg/trip lebih besar dari nelayan kecamatan lainnya 
(Kecamatan Barru 11,08 kg/trip, Soppeng Riaja 
9,40 kg/trip, Balusu 10 kg/trip, dan Mallusetasi 9,77 
kg/trip). Rata-rata hasil tangkapan yang diperoleh 
setiap penangkapan berupa kakap merah, kerapu, 
dan tembang. 


Berdasarkan hasil analisis regresi (Tabel 4) 
maka dihasilkan persamaan regresi berikut : 


In ztUTNPM'- 0.080 - 1043 In PBnsn* + 0,534 In PMT" 
+ 0,079 In Tmlut + 0-,729 In AN - 0,375 
In ExMN + 0,572 In EdN + 0,083 In OTK 
+ 0,126 KTR - 0,208 KB + 0,031 KSR 
4 0,000 Kern, (31) 


In zUTNPM' = 4,638 - 0,032 In Tmlut - 0,923 In An 
+ 0,410 In ExMn + 0,125 In Edn - 0,006 
In OTK + 0,055 KTR + 0,136 KB - 0,121 
KSR - 0,039 KBIS tu, ................... (32) 


Dari persamaan (31) dan (32) maka 
persamaan tersebut diubah kembali dalam fungsi 
produksi Cobb-Douglas dengan meng-anti Ln kan 
sebagai berikut : 


1UTNPM *- antiIn 0,080 PBnsn 8 pmt “Imut? 
AN? ExMN Ed N??? OTK KTR®!26 


KB°28K SRO. K BIGO a, (33) 
= -2,525 PBnsns Jun PMT 
Tmlut®®? AN? ExMNOS ` EdNO2 
OTK KTR®'!26 KB°28 KSR! 
PP en (34) 


mUTNPM *= anti In 4,638 Tmlut °°? AN “24 ExMN 
0,419 CAN, 129 OTK 00066 TR 0,055 KB®:!36 


KS KBIS 0294 a... (35) 
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= 103,337 Tmlut °°? AN 3 ExMN "0 
EdN 0,125 OTK -0,006 KTR 0,055 KB 0,136 KSR 
KEE (36) 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Penelitian ini menemukan bahwa 
pendapatan nelayan tangkap tradisional perahu 
motor tertinggi terdapat di Kecamatan Balusu dan 
terendah di Kecamatan Tanete Rilau. Sedangkan 
nelayan perahu tanpa motor pendapatan usaha 
tangkapnya tertinggi pada Kecamatan Tanete 
Rilau dan terendah Kecamatan Soppeng Riaja. 
Hal ini terjadi karena tingginya hasil tangkapan saat 
musim penangkapan sehingga berdampak pada 
pendapatan dari usaha tangkapnya. 


Pendapatan usaha tangkap nelayan perahu 
motor dipengaruhi secara positif oleh harga minyak 
tanah, lama melaut, umur nelayan, serta secara 
negatif oleh harga bensin, pengalaman melaut, 
dan perbedaan wilayah berupa Kecamatan Barru, 
sedangkan yang tidak berpengaruh nyata adalah 
pendidikan formal, tanggungan keluarga, wilayah 
Kecamatan Tanete Rilau, Soppeng Riaja, dan 
Balusu. Sedangkan pengalaman melaut dan 
wilayah Kecamatan Tanete Rilau berpengaruh 
negatif terhadap pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu tanpa motor, sedangkan yang 
tidak berpengaruh nyata adalah pendidikan formal, 
tanggungan keluarga, wilayah Kecamatan Barru, 
Soppeng Riaja, dan Balusu. 


Implikasi Kebijakan 


Dalam meningkatkan pendapatan dari usaha 
tangkapnya nelayan tradisional diperlukan adanya 
dukungan armada laut dan alat tangkap sehingga 
dari jumlah nelayan yang ada dapat meningkatkan 
jumlah trip penangkapan. Untuk itu diperlukan 
adanya bantuan berupa peningkatan armada laut 
berkekuatan Gross Tonase (GT) untuk mencapai 
fishing ground pada Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 
yang lebih jauh, seperti 6 sampai dengan 12 mil 
sehingga dari peningkatan jumlah tripnya akan 
lebih meningkatkan hasil tangkapannya. Hal ini juga 
telah mengacu pada program pemerintah tahun 
2010 melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
yaitu revolusi biru sebagai grand strategy dalam 
melaksanakan restrukturisasi armada laut nasional 
untuk meningkatkan produksi dan pendapatan 
usaha dari tangkapan baik nelayan modern (kapal 


motor) maupun khususnya nelayan tradisional 
(perahu motor tempel dan perahu tanpa motor) 
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ABSTRAK 


Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi etos kerja nelayan Bugis-Makassar yang mempengaruhi 
dominasi mereka dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kota Kendari. Tulisan ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
mendalam menggunakan topik data sebagai pedoman wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan push-pull theory. Hasil pembahasan menunjukkan 
dominasi nelayan Bugis - Makassar dalam pemanfatan sumberdaya perikanan di Kota Kendari didorong 
oleh falsafah hidup yang terwujud dalam etos kerja yang tinggi. Etos kerja tersebut tergambar pada 
curahan waktu kerja, pemanfaatan waktu luang, disiplin dan pandangan ke depan/visioner. Di sisi lain, 
letak geografis dan masih tersedianya lahan potensial, potensi perikanan yang besar menjadi faktor 
penarik berpindahnya nelayan Bugis-Makassar ke Kota Kendari. 


Kata Kunci: nelayan Bugis - Makassar, etos kerja, falsafah hidup 


ABSTRACT 


This study aims to explore the work ethic of Bugis-Makassar fishermen affecting their dominance 
in the utilization of fishery resources in Kendari and background history of Kendari ethnic (Tolaki) who 
prefer to controled the formal sector and the agricultural sector. This study used a qualitative descriptive 
approach with data collection techniques used in-depth interview with data topic, observation and 
documentation. Data were analyzed by push-pull theory. The results showed the dominance of 
Bugis - Makassar fishermen in utilization of fishery resources in Kendari driven by a philosophy of life 
that is embodied in a high work ethic. The work ethic is reflected in working hours, use of leisure time, 
discipline and foresight / visionary. The other side, geographical location, the available potential land and 
fisheries becomes pull factors for migration of Bugis-Makassar to Kendari. 


Keywords: Bugis-Makassar fishers, work ethic, way of life 


PENDAHULUAN 


Tidak sulit menemukan komunitas Bugis- 
Makassarterutama di daerah yang kaya akan 
sumberdaya perikanan di seluruh Indonesia. 
Bangsa Bugis selama ini terkenal sebagai pelaut 
ulung, tidak mengherankan sebab nama Bugis 
sendiri berasal dari kata To lu’ pabbugi' yang 
artinya “Manusia laut yang Menangkap ikan' 
(Mattulada dalam Supratman, 2013). Keahliannya 


Korespodensi Penulis: 
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 


sebagai pelaut dan pedagang mengantarkannya 
hingga ke negara tetangga. Sejarah mencatat, 
ditemukannya permukiman imigran Bugis di Sungai 
Kelang dan Slangor. Mereka menjadi armada laut 
yang handal dan memegang peranan penting 
dalam dunia pelayaran dan perdagangan di Asia 
Tenggara sejak Abad ke-16. Orang Bugis bahkan 
kala itu sudah mampu membuat aturan pelayaran 
dan perdagangan yang bernama Amanna Gappa 
yang berisi antara lain tentang syarat menakhodai 
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perahu, pertikaian dalam pelayaran, aturan 
perubahan haluan perahu, pertikaian dalam 
penjualan, pertikaian dalam pelayaran(Asba, 


2009). Bangsa Bugis-Makassar terkenalmampu 
menyelenggarakan kehidupannya di semua 
tempat( Hamzah et al., 2008). 


Penyebutan Orang Bugis-Makassar dalam 
tulisan ini mengacu pada etnis yang berasal dari 
Sulawesi Selatan baik Orang Bugis dan Orang 
Makassar itu sendiri, orang Bone, dan juga dari 
Sulawesi Barat seperti Orang Mandar merujuk pada 
Patji ( 2009). Sebagian besar masyarakat yang 
yang bekerja di sektor perikanan di Kota kendari 
merupakan pendatang, seperti Orang Bugis, Orang 
Makassar, Orang Jawa, Orang Bone dan Orang 
Mandar yang sebagian besar adalah nelayan 
andon. Sementara warga Sulawesi Tenggara yang 
ikut meramaikan sektor perikanan di Kota Kendari 
adalah Orang Muna, Orang Buton, Orang Bajo dan 
Orang Konawe. 


Sejarah mencatat Orang Tolaki adalah orang 
yang hebat di dunia maritim yang dibuktikan dengan 
ditemukannya artefak pada Gua Tanggalasi (Gua 
Sampan) (Melamba, 2013). 


Tulisan ini bukanlah tulisan pertama yang 
membahas mengenai migrasi Orang Bugis di Kota 
Kendari, Makmur (1994) telah menuliskan tentang 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Orang 
Bugis Ke Kotif Kendari yang kemudian digunakan 
menjadi salah satu sumber bagi tulisan ini. Tulisan 
ini menekankan pada Orang Bugis-Makassar yang 
bergerak pada usaha perikanan di Kota Kendari. 
Mereka datang sebagai migran dengan harapan 
mendapat peluang usaha yang lebih baik dari lokasi 
asal hingga mendominasi di Kota Kendari.Tujuan 
dari tulisan ini adalah (1) mengidentifikasi faktor 
pendorong dan penarik Orang Bugis-Makassar 
melakukan migrasi ke Kota kendari; dan (2) Faktor 
budaya yang mendukung orang Bugis-Makassar 
menguasai sektor perikanan di Kota Kendari hingga 
menjadi suku dominan 


METODOLOGI 


Lokasi dan Metode Penelitian 


Penelitian dilakukan di perkampungan 
nelayan dan PPI (Pusat Pendaratan Ikan) Sodoha, 
Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari pada 
bulan Mei 2014 dan September 2014. Pemilihan 
lokasi didasarkan pada pusat kegiatan perikanan 
skala kecil dan menengah di Kota Kendari yang 
terfokus di PPI Soudoha. 
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Pendekatan dan Analisis Data 


Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif dengan obyek adalah Orang 
Bugis dan Makassar yang bekerja sebagai pelaku 
usaha perikanan dan menetap di Kota Kendari 
dengan mendeskripsikan bagaimana mereka 
memandang, dan menjelaskan hidup dan pekerjaan 
mereka hingga akhirnya mendominasi. Pendekatan 
kualitatif digunakan untuk memahami interaksi 
sosial serta dengan metode wawancara mendalam, 
maka diharapkan ditemukan pola-pola hubungan 
yang meggambarkan stereotip berkembang dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi (Sugiono, 2010). 
Tulisan ini tidak membedakan Orang Bugis dan 
Makassar dengan asumsi mereka memiliki akar 
budaya yang sama dari Sulawesi Selatan dan 
berbeda dengan Orang Tolaki sebagai penduduk 
asli kota Kendari. 


Tehnik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara mendalam, pengamatan dan 
dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan 
menggunakan pedoman wawancara (topik data) 
kepada informan. Wawancara bertujuan untuk 
mendapatkan nilai dan falsafah hidup yang 
mendasari etos para migran untuk datang , bekerja 
dan membuka usaha di sektor perikanan di Kota 
Kendari hingga mereka sukses serta informasi 
sejarah dan budaya OrangBugis dan Tolaki. 
Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan 
dengan menggumpulkan data berupa tulisan, 
gambar, dokumen dan karya tulis akademik yang 
dapatmelengkapi datawawancara dan pengamatan. 
Penentuan informan dilakukan secara purposif 
didasarkan pada kebutuhan kelengkapan data. 
Berdasarkan sumbernya, data yang dikumpulkan 
adalah data primer dan sekunder. Data primer 
diperoleh melalui hasil wawancara dan pengamatan. 
Data sekunder dalam tulisan ini berupa data teks 
yang merupakan hasil penelitian sebelumnya, 
catatan yang dianggap dapat mendukung data 
primer. 


Tulisan ini menggunakan pendekatan faktor 
penarik dan pendorong yang menyebabkan orang 
Bugis-Makasar bermigrasi ke Kota Kendari sehingga 
menjadi suku dominan bahkan menguasai sektor 
perikanan di kota tersebut.Untuk menganalisis 
data digunakan analisis data model interaktif 
Milles dan Huberman yaitu terdapat tiga proses 
yang belangsung secara interaktif. Pertama, 
reduksi data, yaitu proses memilih memfokuskan, 
menyederhanakan, dan mengabtraksikan data 
dari berbagai sumber data misalnya dari catatan 
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lapangan, dokumen, arsip dan sebagainya, 
sedangkan proses mempertegas, memperpendek 
membuang yang tidak perlu menentukan fokus 
dan mengatur data sehingga kesimpulan bisa 
dibuat. Kedua, Penyajian data, seperti merakit 
data dan menyajikan dengan baik supaya lebih 
mudah dipahami, penyajian bisa berupa matrik, 
gambar, skema, jaringan kerja, tabel dan narasi. 
Ketiga, menarik kesimpulan/verifikasi, proses 
penarikan kesimpulan awal harus kuat dan terbuka, 
kesimpulan akhir dilakukakn setelah pengumpulan 
data berakhir (Sugiyono 2010). 


Terminologi Penelitian 


Migrasi adalah perpindahan tempat tinggal 
dari satu tempat ke tempat lainny dalam jangka 
waktu tertentu yang disebabkan adanya factor 
pendorong dari daerah asal dan faktor penarik 
dari daerah tujuan (Mantra, 1999). Migran yang 
dimaksud pada tulisan ini adalah orang yang 
melakukan migrasi. 


Dominan adalah konsep yang menunjukkan 
adanya ciri utama dari suatu golongan yang 
mempunyai kekuatan berlebih atau besar 
dibandingkan dengan golongan yang lainnya. 
Kebudayaan sukubangsa yang dominan akan 
menjadi kebudayaan yang dominan pula dan 
menjadi acuan bagi penilaian mengenai tindakan 
yang layak dan tidak layak yang berlaku bagi 
masyarakat tersebut , termasuk warga dari berbagai 
sukubangsa yang tidak tergolong sukubangsa yang 
dominan (Suparlan,2005). 


Etos dimaknai sebagai realitas hasil dari 
interaksi atau hasil dari konstruksi sosial. Ethos 
yang bermuara pada budaya tidak sepenuhnya 
dapat dimengerti atau dapat diraba oleh panca 
indera sehingga diperlukan beragam cara untuk 
dapat mengungkapkannya. Etos kerja dikaji 
dengan menggunakan konsep Geertz (1973), 
dimana ethos dipandang sebagai sebuah 
pedoman khusus dalam menjalin hubungan 
dengan lingkungan alam (ecological condition, 
lingkungan sosial (social environment), lingkungan 
budaya (cultural condition) dan termasuk manusia 
itu sendiri (self existence). Selain itu aspek sosio- 
kultur juga melihat pola-pola jaringan sosial yang 
akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan 
struktural-fungsional. 


Motif ekonomi adalah motif utama yang 
mendorong adanya migrasi, ketimpangan wilayah 
asal secara ekonomi sehingga mendorong 
perpindahan ke daerah yang dianggap mampu 


memenuhi kebutuhan ekonomi (Mantra,1999). 
Migrasi diharapkan memecahkan masalah 
dalam memperoleh pekerjaan juga memperoleh 
pendapatan yang lebih tinggi dari daerah asalnya. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
Orang Bugis-Makassar 


Istilah Bugis-Makassar atau ada juga yang 
menggunakan istilah suku Makassar saja seperti 
yang digunakan oleh Patji (2009) yang merujuk 
pada sebutan kolektif bagi migran yang berasal dari 
Sulawesi Selatan yang terdiri dari empat suku yang 
besar yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. 
Tidak lupa di dalam golongan ini terdapat sub suku 
Konjo di Desa Bira atau biasa juga disebut Orang 
Birayang ikut memperkental identitas kemaritiman 
Orang Bugis Makassar. Mengacu pada pernyataan 
inilah penulis menggunakan penamaan Orang 
Bugis Makassar untuk menyebut para migran dari 
Sulawesi Selatan di Kota Kendari. 


Orang Bugis- Makassar merupakan suku 
yang bergantung pada perikanan dan perdagangan 
hasil laut yang gemar mengembara selain dari Bajo 
dan Buton (Fox dalam Nolan, 2011).Mereka memiliki 
kemampuan menguasai laut dan menjadikannya 
sebagai jalur pelayaran untuk berbagai kepentingan 
(Patji, 2009). 


Orang Tolaki 


Berbicara mengenai Kota kendari berarti 
berbicara mengenai Orang Tolaki sebagai penduduk 
lokal Kota Kendari. Menilik sejarah, Orang Tolaki 
adalah masyarakat asli yang mendiami wilayah 
yang sekarang masuk dalam Kota Kendari dan 
Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Konawe 
Utara (Melamba, 2013).Beberapa pendapat 
mengenai Asal usul Orang Tolaki dari daerah 
Hon Bin di Tiongkok Selatan pada tahun 6.000 
SM, sumber lain menyatakan Orang Tolaki berasal 
dari Tongkin yaitu perbatasan Birma-Kamboja- 
Tiongkok bagianselatan yang bermigrasi ke jepang 
lalu ke Kepulauan Filipina Selatan hingga sampai 
di Sulawesi dengan menggunakan perahu cadik 
hingga sampai di danau Mahalona yang terletak 
dan danau Matano di Kabupaten Luwu Timur 
Sulawesi Selatan. Perubahan terjadi akibat perang, 
sakit-penyakit hingga mengalami perpecahan dan 
menyebar ke wilayah Sulawesi lainnya. Mereka 
inilah yang dipercaya menjadi nenek moyang orang 
Toraja, To Bungku, To Mohon To Kia hingga Tolaki. 
Orang Tolaki sendiri adalah rombongan yang yang 
dalam perjalanannya mengikuti aliran sungai besar 
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yang dalam bahasa Tolaki disebut Konaweeha 
dan akhirnya membangun kelompoknya diAndolaki. 
Mereka berbicara dengan bahasa Tolakiyang 
membedakannya dengan etnis lainnya (Melamba, 
2013). 


Dua Faktor yang menyebabkan terjadinya 
migrasi menurut Munir (2000). Pertama, yaitu 
faktor pendorong antara lain berkurangnya sumber- 
sumber alam, menyempitnya lapangan pekerjaan di 
tempat asal, adanya tekanan politik, serta bencana 
alam. Kedua, faktor penarik antara lain adanya 
kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan 
yang cocok, kesempatan mendapatkan pekerjaan 
yang lebih baik, lingkungan yang menyenangkan, 
tarikan dari orang yang diharapka sebagai tempat 
berlindung dan adanya aktivitas kota besar pada 
lokasi tujuan 


Faktor pendorong 


Orang Bugis dan Makassar bermigrasi 
ke Kota Kendari bukan didorong oleh faktor 
kondisi alam yang lebih subur melainkan karena 
letak Kendari yang lebih strategis sebagai jalur 
perdagangan yang dilalui oleh pedagang dari 
Sulawesi selatan menuju Indonesia bagian Timur 
(Makmur, 1994). Orang Bugis tercatat sejarah 
sudah mengarungi perairan untuk berdagang tidak 
hanya di perairan Nusantara namun juga Asia 
tenggara hingga Australia.Pengetahuan tentang 
musim angin, bintang dan navigasi, gerakan 
gelombang, perilaku ikan mendukung kegiatan 
pelayaran dan perdagangan mereka (Matulada 
dalam Faisal, 2012). 


Etos Kerja dan Falsafah Hidup Migran Bugis- 
Makassar 


Etos kerja dalam penelitian ini terkait dengan 
dimensi semangat kerja yang di dalamnya tercakup 
waktu kerja, disiplin dan visioner serta dimensi 
kreativitas kerja yang di dalamnya tercakup 
modifikasi alat tangkap, pemanfaatan waktu luang, 
kemampuan menciptakan peluang usaha. Etos 
kerja orang Bugis menilai keberhasilan seseorang 
dalam suatu pekerjaannya menjadi tolok ukur 
kesuksesan (Mohi, 2015). 


Merantau bagian dari budaya Orang Bugis- 
Makassar. 


Pelras (1998) dalam Robinson (2000) 
menyatakan bahwa Orang Bugis sudah melakukan 
migrasi sejak abad 17. 'Sompe' dianggap sebagai 
tanda kedewasaan seseorang, karena berani untuk 
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keluar dari wilayahnya, menghadapilingkungan yang 
baru. Bahkan dijadikan syarat bagi kaum bangsawan 
jika ingin menjadi pemangku kepentingan. Mereka 
merantau dengan menggunakan perahu atau 
dalam bahasa Bugis disebut /lao sompe’. Pasompe 
diidentikan dengan pelaut yang pergi berlayar 
(Supratman, 2013) Mereka berlayar menggunakan 
perahu Pinisi yang diidentikan “milik” orang Bugis, 
atau tepatnya Orang Konjo, sub suku dari Bugis- 
Makassar dari Desa Bira. Perahu Pinisi ini memiliki 
ciri khas yaitu memiliki Lima (5) Tiang dan Tujuh 
(7) layar (Kurniasari, 2013). Layar dalam bahasa 
Bugis disebut “sompe”. Istilah Sompe saat ini 
mengalami perluasan makna, yaitu migrasi, 
melintasi laut yang dilakukan oleh Orang Bugis. 


Tujuan utama orang Bugis Makassar 
bermigrasi adalah untuk meningkatkan taraf 
hidup. Budaya Siri malu mendorong mereka untuk 
mencari penghasilan yang lebih besar. Pelras 
(2006) menyatakan suku Bugis selalu berkompetisi 
mencapai status sosial yang tinggi baik melalui 
kekayaan maupun jabatan yang membuat mereka 
memiliki mobilitas tinggi, mencari peluang yang 
besar di daerah yang baru sehingga memungkinkan 
mereka menjadi suku bangsa perantau. Tidak 
jarang orang Bugis menjadi pasompe karena 
dibebani tanggungjawab yang besar di desa asal, 
dan mereka akan bekerja keras sampai menjadi 
lebih kaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, 
mereka tidak segan-segan untuk hidup susah dan 
pantang menyerah di perantauan. Setelah meraih 
keberhasilan dan kekayaan, saat itulah para migran 
ini baru akan pulang ke tempat asal. 


Faktor Penarik 


Luas Lahan Potensial 


Kota Kendari menjadi salah satu pusat 
perdagangan dan perikanan bagi wilayah Indonesia 
Timur, ini didukung oleh adanya Pelabuhan 
Perikanan Samudera yang beroperasi sejak tahun 
1990. Selain itu, semakin sempitnya lahan di 
wilayah Sulawesi Selatan mendorong para 
migran ini mencari wilayah baru dengan tingkat 
kepadatan penduduk yang masih rendah. 
Kota Kendari merupakan Ibu Kota Provinsi 
Sulawesi Tenggara yang terletak antara 3*54'30” 
— 42311” LS dan membentang dari Barat ke 
Timur diantara 122*23' — 122*39' BT, serta letak 
wilayah terbentang mengelilingi Teluk Kendari. 
Kota Kendari memiliki luas daratan Kota Kendari 
267,37 Km? atau 0,7 persen dari luas daratan 
Provinsi Sulawesi Tenggara, sementara luas 
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perairan laut sekitar 177,64 km? dengan bentangan 
garis pantai sepanjang kurang lebih 85,8 km, 
ditambah Pulau Bungkutoko yang berhadapan 
langsung dengan Laut Banda, sehingga sangat 
strategis untuk pengembangan sektor kelautan dan 
perikanan. 


Meskipun tidak dapat kita katakan keseluruh 
migran Bugis-Makassar di Kota Kendari berasal dari 
Kecamatan Makassar (wilayah Ujung Pandang, 
Wajo merupakan titik permukiman Orang Bugis) 
namun kesemuanya ini memiliki status administrasi 


yang sama dan memiliki kepadatan penduduk jauh 
lebih tinggi mencapai 7.693 orang/km.. 


Kota Kendari dengan luas 267,37 Km? pada 
tahun 2013 hanya dihuni 304.862 orang, sementara 
Kota makassar dengan luas 175,8 Km? dihuni 
oleh lebih dari 1.352.136 porang pada tahun 2013. 
Dari kedua table di atas kita mendapat gambaran 
besarnya peluang bekerja dan berusaha di Kota 
Kendari bagi para migran. Hal ini menjadi salah 
satu faktor penarik bagi para migran untuk dating 
dan pindah ke Kota Kendari. 


Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kendari, Tahun 2013. 
Table 1. Area and Number of Population by District in Kendari, 2013. 


Jumlah Kepadatan 

Kecamatan/ umah Kes (Kun) Penduduk/ PendudukiKm? 

No SCH Kelurahan/ Area (Km?) i 
District Nurie VEEE Number of Popula tion 
Population Density/Km? 

1. Mandonga 6 20.77 38,021 1,831 
2. Baruga 4 48.00 20,363 425 
3. Puuwatu 6 39.72 29,175 735 
4. Kadia 5 6.71 41,260 6,149 
5. Wua-Wua 4 11.16 25,661 2,300 
6. Poasia 4 37.74 26,260 696 
7. Abeli 13 43.85 23,591 538 
8. Kambu 4 24.63 28,529 1,159 
9. Kendari 9 15.68 26,870 1,714 
10. Kendari Barat 9 19.11 45,132 2,362 
Jumlah/Total 64 267.37 304,862 1,141 


Sumber : Kota Kendari Dalam Angka (BPS) Kota Kendari, 2014/ Source : Kendari City in Figures (BPS)Kendary City, 2014 


Tabel 2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar, Tahun 2012. 
Table 2. Area and Number of population by District in Makassar, 2012. 


Jumlah Jumlah 
Kecamatan! Kelurahan! Luas (Km7?)/ Penduduk/ Kepadatan 
No PANA Area (Km?) Number of Penduduk (Km?)/ 
Bistict Number of Population Population Density (Km?) 
Village 

1. Ujung Tanah 12 5.94 47,133 7,934.85 
2. Tallo 15 5.83 135,574 23,254.5 
3. Bontoala 12 2.10 54,714 26,054.29 
4. Wajo 8 1.99 29,639 14,893.97 
5. Ujung Pandang 10 2.63 27,160 10,327.00 
6. Makassar 14 2.52 82,478 32,729.37 
7. Mamajang 13 2.25 59,560 26,471.11 
8. Mariso 9 1.82 56,408 30,993.41 
9. Tamalate 10 20.21 172,504 8,535.58 
10. Rappocini 10 9.23 152,531 16,525.57 
11. Panakkukang 11 17.05 142,729 8,371.20 
12. Manggala 6 24.14 118,191 4,896.06 
13. Biringkanaya 7 48.22 169,340 3,511.82 
14. Tamalanrea 6 31.84 104,175 3,271.83 

Jumlah/ Total 143 175.8 1,352,136 7,693 


Sumber : Kota Makassar Dalam Angka (BPS) Kota Makassar, 2013/Source : Makasssar City in Figures (BPS) Makassar City, 2013 
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Lokasi Wilayah Asal 


Letak Kota Kendari yang tidak berjarak 
terlalu jauh dari wilayah Sulawesi Selatan, masih 
terdapat di jalur pelayaran dan perdagangan 
sehingga memiliki karakteristik yang cenderung 
serupa dengan wilayah asal migran.Ini dapat 
menjadi salah satu faktor penarik bagi para migran 
dari Bugis-Makassar. 


Perikanan di kota Kendari 


Kota Kendari memiliki potensi perikanan 
yang cukup besar karena memiliki perairan laut 
seluas +177,64 Km? dengan bentangan garis 
pantai sepanjang + 85,8 km. Wilayah Kendari yang 
terletak di antara Wilayah Pengelolaan Perikanan 
(WPP) 714 relatif dekat dengan Laut Banda, Laut 
Seram, Laut Maluku, Laut Arafura dan Laut Flores 
yang banyak terdapat ikan bernilai ekonomis 
tinggi seperti ikan cakalang, tuna, layang, tenggiri, 
kembung, udang dan lain-lain. 


Produksi Perikanan Kota Kendari Tahun 
2012 adalah tercatat 28.741,54 ton dengan nilai 
Rp. 296.448.003,- atau mengalami peningkatan 
volume dari tahun 2011 sebesar 1,01% dan nilai 
sebesar 1,05%. Hal ini menunjukkan bahwa 
produksi perikanan Tahun 2012 mengalami 
peningkatan (Dinas KP Kota Kendari, 2013). 


Alat tangkap dominan yang digunakan oleh 
nelayan adalah purse seine, pancing tonda, rawai 
dan bubu. Perikanan budidaya Kota Kendari baik 
budidaya laut maupun kolam juga tinggi. Komoditas 


budidaya kolam adalah ikan mas, nila merah 
dan mujair sementara untuk budidaya laut yang 
dikembangkaan melalui keramba jaring apung 
(KJA) adalah ikan kerapu, baronang dan bandeng. 
Tulisan ini terfokus pada perikanan tangkap laut 
dan nelayan yang berada di sekitar Pelabuhan 
Pendaratan Ikan (PPI) Soudoha di Kota Kendari, 
tanpa bermaksud mengesampingkan potensi 
budidaya dari Kota Kendari. 


Dengan alat tangkap yang digunakan 
meliputi pukat cincin (purse seine), jaring insang, 
jaring angkat, pancing tonda, perangkap (bubu) 
dan alat tangkap lainnya dan komoditas utama 
yaitu tuna, tongkol dan cakalang penangkapannya 
dilakukan oleh nelayan dengan alat tangkap 
purse seine dan pole and line. Alat tangkap purse 
seine merupakanalattangkap yang digunakan 
nelayan dengan ukuran kapal antara 29-50GT. 
Operasional kegiatan penangkapan setiap tripnya 
adalah 2-7 hari dan setiap bulannya jumlah trip 
berkisar antara 3 — 8 trip. 


Orang Bugis- Makassar di Kota Kendari 


Perikanan di Kota Kendari, tepatnya di 
Pangkalan Pendaratan Ikan Soudoha, dikuasai 
oleh nelayan dari Sulawesi Selatan. Pemilik kapal 
atau yang biasanya juga menjadi ketua Kelompok 
Usaha Bersama (yang biasa mereka sebut 
kelompok) sampai dengan ABK sebagian besar 
berasal dari Sulawesi Selatan. Sementara, Orang 
Bajo, sang penguasa laut dari Sulawesi Tenggara 
juga tidak ada di wilayah Kota Kendari. 


Tabel 3. Produksi Perikanan Tangkap Laut Berdasarkan Jenis Ikan di Kota Kendari, 2010-2013 (Ton). 
Table 3. Production of Capture Fish by Kind of Fish in Kendari City (Ton), 2010-2013. 


Jenis Ikan/ 


Kind of Fish 2010 2011 2012 2013 
Cakalang/ Katsuwonus pelamis 8,869.48 9,596.65 9,598.25 9,931.61 
Tuna/ Thunnus sp. 472.20 556.65 638.17 715.03 
Tongkol/ Euthynnus affinis 5,526.61 5,682.00 5,954.51 6,113.06 
Layang/ Detapterus puseirus 6,523.25 7,807.14 7,273.54 8,733.55 
Tembang/ Sardinella gibbosa 86.56 145.41 156.29 60.77 
Tenggiri/ Acanthocybium solandri 33.26 28.69 30.63 19.71 
Kerapu/ Epinephelus sp. 114.21 119.22 120.24 121.12 
Ekor Kuning/ Caesionidae 304.70 308.90 14.15 17.94 
Cumi-cumi/ Loligo indica 173.91 171.66 173.06 93.62 
Kepiting Rajungan/ Portunus 23.80 23.80 42.70 111.40 
pelagicus 
Lain-lain/ Others 4,700.43 3,755.38 4,021.28 4,970.00 

Jumlah/ Total 26,832.63 27,919.65 28,027.43 30,887.81 


Sumber : Kota Kendari dalam Angka 2014/Source : Kendari City in Figure 2014 
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....yang jadi ketua kelompok, 
nelayan, rata-rata dari selatan ini...orang 
selatan itu Bugis, Makassar, Bone....kalau 
Orang Bajo di sini tidak ada, adanya di 
Pulau-pulau (pulau-pulau yang ada di 
Sulawesi Tenggara)...... 


Bugis merupakan suku yang dominan pada 
pelaku proses penagkapan ikan di Kota Kendari. 
Dari hasil penelitian di lokasi, orang yang berperan 
sebagai pemilik armada, nakhoda dan ABK 
didominasi oleh suku Bugis. Pada penguasaan 
armada terlihat suku Bugis menguasai 46 %, Bajo 
20% dan Tolaki 17%, selebihnya adalah suku lain 
yang terdiri dari Buton, Marin dan Jawa. Begitupun 
pada pemilikan armada 45% pemilik armada 
berasal dari suku Bugis, sementara suku Bajo 
18% dan suku Buton 4%, selebihnya adalah suku 
Selayar, Tolaki, Jawa, Muna dan Makasar. 


Nelayan di Kota Kendari adalah nelayan yang 
memiliki etos kerja yang tinggi. Etos kerja tersebut 
ditunjukkan oleh waktu kerja, pemanfaatan waktu 
luang, disiplin dan pandangan ke depan/visioner. 
Ini dikarenakan, mereka harus melaut selama 2-7 
hari dengan wilayah penangkapan (fishing ground) 
yang cukup jauh yaitu hingga Pulau Buru, Pulau 
Sagu hingga Selat Maluku. Sumber daya ikan 
yang besar di wilayah Kendari membuka peluang 
besar bagi pencari nafkah di sektor perikanan. 


Bapak Jus, sudah menjadi nelayan selama 
45 tahun sudah 30 tahun tinggal di Kota Kendari, 
bersuku dan berasal dari Kota Makassar. Beliau 
sudah menjadi nelayan sejak tahun 1969 dengan 
menggunakan perahu dayung. Bermodalkan 
perahu dayung yang dimilikinya, beliau merantau ke 
Kota Kendari. Berawal dari nelayan sendiri hingga 
saat ini sudah memiliki 2 buah kapal berukuran 
30 GT dan 7 GT beserta 9 rumpon dengan harga 
Rp.20.000.000/ buah. Setiap hari beliau bekerja 
selama 17 jam dalam sehari dan 7 hari dalam 
seminggu 


“rasa capek hilang kalau dapat 
banyak di hari itu...” Saya bekerja 
sebagai nelayan sejak tahun 1969, 
awalnya nelayan dayung, sampai saat ini 
saya umur 59 , ada 6 orang anak, sudah 
menikah semua, saya masih bekerja, saya 
sendiri yang pegang (urus) sendiri”. 


Usaha yang dijalankan Bapak Jus bukan 
tanpa kesulitan. Tidak jarang beliau mengalami 
kerugian, bahkan pernah mengalami kebangkrutan. 
Namun menurut beliau, itu merupakan ujian 


dalam kehidupan yang harus dilalui dalam upaya 
mencapai kesuksesan 


“ada pepatah berbunyi...sekali layar 
terkembang, pantang biduk kembali..tidak 
ada kesuksesan tanpa kegagalan terlebih 
dahulu...saya sudah pernah miskin jadi tidak 
pernah takut untuk miskin tapi saya akan 
berusaha untuk tidak miskin.” 


Semangat kerja yang tinggi juga diperlihatkan 
oleh informan kami lainnya yang memiliki usaha 
pengolahan ikan asap di Kota Kendari. Ibu Mur, 
seorang pendatang dari Makassar, sudah menjalani 
usaha pengolahan ikan asap di Kota kendari sejak 
3 tahun yang lalu. Usaha pengolahan ikan ini hanya 
dikerjakan berdua dengan suaminya dari belanja 
bahan hingga kegiatan pengolahan. 


jam 3 subuh sudah bangun, 
apalagi kalau puasa, melakukan pekerjaan 
rumah tangga, jam 5 sampai jam 7 saya 
ke TPI cari ikan, sampai rumah ikan 
dibersihkan,kemudian di asap jam 9-12 
siang saya jualan di pasar. Jam 12 hingga 
jam 3 sore saya pulang untuk istirahat. 
Jam 3 hingga jam 6 sore saya kembali 
jualan di pasar.” 


Bapak Umar, seorang pengolah bakso, 
berumur 52 Tahun. la dan istri membentuk 
kelompok usaha bersama (KUB) yang bergerak 
di bidang pengolahan ikan. Awalnya usaha beliau 
tidak hanya bakso ikan, melainkan juga di bentuk 
olahan ikan lainnya seperti nugget dan abon. Namun 
permintaan pasar berbeda, produk bakso lebih 
banyak peminatnya. Harta yang sudah dimilikinya 
saat ini dari hasil olahan bakso (rumah mewah 
dengan isi perabotan rumah yang juga mewah) 
tidak membuatnya berhenti menjual bakso ikan di 
pasar. Setiap hari beliau akan duduk menggunakan 
kursi dan meja dari papan untuk menjajakan bakso 
ikan di tengah kondisi pasar yang becek dan kotor. 


Laut dan bekerja di Laut bagi orang Tolaki 


Hasil sementara dari kedatangan pertama 
kami ke lokasi (Kota Kendari), kami sulit 
menemukan Orang Tolaki yang bekerja di sektor 
perikanan. Beberapa hasil wawancara dengan 
beberapa informan, kami mendapatkan pernyataan 
yang cukup mencengangkan 


“.jangan mencari Orang Tolaki di 
pinggir....mereka lebih suka kerja kantoran... 
cari mereka di kantor pemerintah.....” 
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Pertanyaan mengenai mengapa Orang 
Tolaki tidak tertarik bekerja di sektor perikanan 
dapat menjadi bahan penelitian lainnya yang lebih 
mendalam. Studi Literatur kami menyatakan bahwa 
ada beberapa versi mengenai sejarah terkait 
tempat tinggal dan mata pencaharian Orang Tolaki. 
Pertama, Orang Tolaki merupakan penduduk asli 
yang mendiami pesisir aliran sungai Konawe' Eha, 
kedua, Orang Tolaki berasal dari wilayah Danau 
Towuti, Matana dan Mahalona namun karena 
desakan ekonomi mereka terus bermigrasi dan 
berakjir di kawasan pengunungan Mekongga 
(Hafid, 2013). Informasi lain kami dapatkan dari 
Basrin Melamba, M.A ,seorang ahli sejarah 
Tolaki, yang mengungkapkan dahulu Orang Tolaki 
tinggal di wilayah pesisir, yang dibuktikan dengan 
ditemukannya artefak pada Gua Tanggalasi (Gua 
Sampan). Terdapat gambar perahu pada dinding 
gua beserta jejak perahu berukuran panjang 72 
inchi dan tinggi 18 cm. Ditambah lagi budaya 
pemakaman Orang Tolaki yang menggunakan 
peti jenazah berbentuk perahu soronga atau 
oduni(Melamba, 2013). Namun karena mengalami 
kalah perang mereka memutuskan lari ke wilayah 
pegunungan, tinggal dan bekerja sebagai petani, 
terutama petani sagu. 


Tanaman sagu merupakan komoditas penting 
bagi Orang Tolaki. Tidak hanya untuk sumber 
pangan, sagu juga menjadi simbol adat (harta 
warisan, mahar dalam upacara seserahan serta alat 
penebus denda dari sanksi adat, kekayaan), bahan 
baku bangunan (dinding dan atap rumah) dan 
dipercaya memiliki fungsi ekologis untuk menahan 
erosi dan banjir. Sagu juga menjadi simbol-simbol 
dalam budaya Orang Tolaki. Sagu sebagai simbol 
persatuan, simbol dalam perkawinan baik dalam arti 
menyatukan kedua mempelai, keluarga mempelai, 
hingga mereka memiliki keturunan (Melamba, 
2014). 


Hidup rukun 


Inti kebudayaan orang Tolaki yang menjadi 
falsafah hidup mereka adalah “inae Kosdara 
ieto Pinesara, Inawe Liasara kee Pinekasara “ 
yang artinya “siapa yang tahu adat akan dihargai 
sementara siapa yang melanggar aat akan dikasari”. 
Hal ini yang mendorong Orang Tolaki menerima 
pendatang yang datang ke wilayah mereka. Tidak 
terjadi konflik antara penduduk lokal dengan kaum 
migran dari Bugis-Makassar. 


“kami, Orang Tolaki, punya falsafah 


hidup yang begini  bunyinya....inae 
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Kosdara ieto Pinesara, Inawe Liasara kee 
Pinekasara yang artinya siapa yang tahu 
adat akan dihargai, siapa yang melanggar 
adat akan dikasari... jadi sepanjang mereka 
mau menghargai maka tidak akan ada 
keributan...hidup damai...” 


Orang Tolaki memiliki sifat terbuka dan 
solidaritas tinggi terhadap pendatang karena 
berdasarkan sejarah, telah terjadi pembauran sejak 
jaman Raja Weikola sehingga mereka percaya 
memiliki tali persaudaraan dengan Orang Bugis- 
Makasar yang dipercaya sebagai keturunan warga 
Kerajaan Luwu dan Gowa di Makassar. Kedua, 
orang Tolaki memandang Orang Bugis sebagai 
pekerja keras sehingga diharapkan mereka dapat 
meniru etos kerja Orang Bugis-Makassar. Ketiga, 
Orang Bugis-Makassar selama ini dianggap sebagai 
konsumen terbesar hasil perkebunan Orang Tolaki. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Tekanan kebutuhan ekonomi mendorong 
perpindahan masyarakat ke daerah yang dianggap 
dapat memberikan mereka peluang untuk berusaha. 
Hal ini terjadi di Kota Kendari. Suku Bugis-Makassar 
memegang peranan penting pada usaha perikanan 
di Kota Kendari. Mereka datang sebagai migran 
dengan harapan mendapat peluang usaha yang 
lebih baik dari lokasi asal. Pemilik kapal, yang 
umunya merangkap sebagai ketua Kelompok 
Usaha Bersama sampai dengan ABK sebagian 
besar berasal dari Sulawesi Selatan 


Faktor pendorong Orang Bugis-Makassar 
melakukan migrasi ke Kota kendariadalah karena 
letak Kendari yang lebih strategis sebagai jalur 
perdagangan yang dilalui oleh pedagang dari 
Sulawesi selatan menuju Indonesia bagian Timur, 
Etos kerja orang Bugis yang tinggi dan menilai 
keberhasilan seseorang dalam suatu pekerjaannya, 
Merantau adalah budaya Orang Bugis Makassar. 


Faktor penarik adalah letak Kota kendari 
yang strategis dengan luasnya lahan potensial 
jika dibandingkan dengan wilayah asal di Sulawesi 
Selatan, (2) potensi perikanan yang besar; (3) 
Orang Bugis Makassar sudah menjadi “penguasa' 
pelaku usaha perikanan ; (4) Orang Tolaki lebih 
memilih untuk “menguasai” pertanian dibanding 
perikanan dilatarbelakangi faktor historis dan 
budaya; (5) Orang Tolaki adalah suku bangsa yang 
memiliki sifat terbuka dan solidaritas tinggi sehingga 
menerima masyarakat pendatang dengan tangan 
terbuka. 


Dominasi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Kota Kendari Studi Kasus: Nelayan Bugis Makassar ........... (C. Yuliaty, et al.) 


Dominannya komunitas nelayan suku 
Bugis-Makasar pada pemanfaatan sumberdaya 
kelautan dan perikanan di Kota Kendari menjadi 
pertimbangan agar diberikannya ruang bagi 
komunitas tersebut untuk terlibat dalam proses 
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan 
mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan 
monitoring dan evaluasi. 
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ABSTRAK 


Usaha penangkapan ikan akan selalu dihadapkan pada risiko kerugian yang tinggi, akibat dari 
tingginya tingkat ketidakpastian. Dengan mengambil kasus usaha penangkapan ikan pelagis kecil dan 
demersal di Kabupaten Sambas, makalah ini bertujuan untuk menilai besaran kemungkinan terjadinya 
risiko kerugian pada usaha perikanan tangkap dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab risiko kerugian 
tersebut. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 
hasil survey pada tahun 2014 dan 2015 terhadap sampel responden yang diambil secara purposive. 
Data sekunder yang dikumpulkan berupa data potensi perikanan dan laporan tahunan yang diperoleh 
dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis statistik deskriptif dan simulasi Monte Carlo untuk menilai peluang risiko kerugian. Hasil 
simulasi Monte Carlo menunjukkan bahwa peluang terjadinya risiko kerugian dari usaha penangkapan 
ikan di Kabupaten Sambas adalah 30%. Berdasarkan persepsi responden, faktor-faktor penyebab risiko 
yang dominan antara lain: 1) peningkatan biaya operasional (93%); 2) kesulitan permodalan (76%); 
dan 3) gangguan kesehatan (69%). Sehingga, untuk mengurangi beban risiko yang dihadapi oleh 
para nelayan, maka diperlukan kebijakan penguatan permodalan usaha dalam bentuk pembentukan 
lembaga penyedia modal usaha bagi nelayan kecil, yang dapat menggantikan peran agen/toke dalam 
menyediakan modal usaha. 


Kata Kunci: risiko usaha, perikanan tangkap, simulasi monte carlo 


ABSTRACT 


Captured fisheries business is daily faced with high risk due to many uncertainties that it has to 
deal with. This research is mainly aimed at measuring the probability of loss from the captured fisheries 
business conducted within the Sambas Region. The data used for the measurement done were acquired 
from both primary sources — a 2014-2015 panel data survey to a sample of purposively chosen 30 
fishers — as well as secondary sources — regional fishery statistics and publications. The monte carlo 
simulation was applied to produce the measurement of loss probability intended. The simulation showed 
that there is a 30% chance where a captured fisheries business in Sambas Region may result in a 
loss. According to fishers’ perception, the probable causes of such risks may be due to a few factors, 
such as: 1) operating cost push (92%); 2) financing difficulties (76%); and 3) health problems (69%). 
Thus, alleviating the burden of risks of fishers will require a capital strengthening policy through creating 
a capital provision institution which could substitute the role of rent-seeking Agents/ Tokes as capital 
providers. 


Keywords: business risks, captured fisheries, monte carlo simulation 
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PENDAHULUAN 


Risiko merupakan kemungkinan kejadian 
yang berpotensi merugikan atau suatu keadaan 
yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau 
perusahaan dan dapat memberikan dampak yang 
merugikan (Kountur, 2006; Purwitasari, 2011). 
Menurut Darmawi (2006), risiko adalah penyebaran 
hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Ada tiga 
unsur penting dari sesuatu yang dianggap sebagai 
risiko yaitu merupakan suatu kejadian, yang 
mengandung kemungkinan, dan jika terjadi akan 
mengakibatkan kerugian. 


Pada dasarnya setiap kegiatan usaha pasti 
memiliki risiko, baik besar maupun kecil termasuk 
pada usaha perikanan tangkap. Usaha perikanan 
tangkap merupakan salah satu usaha perikanan 
yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan 
usaha lainnya, karena penuh dengan tantangan 
serta dihadapkan pada risiko dan ketidakpastian. 
Dari sisi produksi, risiko yang dihadapi oleh nelayan 
adalah hasil tangkapan yang sangat bervariasi dan 
terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. 
Hal tersebut merupakan akibat dari ketergantungan 
usaha penangkapan terhadap kondisi alam dan 
cuaca atau musim (Imelda, 2012; Lestari, 2009; 
Ekasari, 2008; Winarso, 2004). 


Dari sisi sumber daya manusia, mayoritas 
usaha perikanan tangkap skala kecil belum 
didukung oleh tenaga kerja yang terampil dan 
berpendidikan, umumnya hanya lulusan Sekolah 
Dasar (SD) berbekal keterampilan yang diperoleh 
secara turun temurun. Dari segi permodalan 
pun, usaha penangkapan dihadapkan pada 
kesulitan untuk mengakses modal dari sektor 
perbankan karena masih rendahnya kepercayaan 
sektor ini terhadap usaha penangkapan. Kondisi 
tersebut menjadi salah satu hambatan terbesar 
bagi nelayan untuk meningkatkan skala usaha, 
karena sumber modal sebagian besar berasal dari 
modal sendiri, keluarga atau kerabat 
(Koeshendrajana et al., 2015). 


Beberapa risiko yang melekat pada usaha 
perikanan tangkap dapat digolongkan menjadi 
natural risk, price risk dan technology risk. Natural 
risk, yaitu risiko akibat kondisi alam, biasanya 
merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya 
risiko produksi seperti terjadinya angin badai atau 
topan; price risk, yaitu harga hasil tangkapan tidak 
sesuai dengan yang diharapkan, dapat pula terjadi 
karena ada permainan tengkulak atau berlimpahnya 
hasil tangkapan; technology risk, yaitu perubahan- 
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perubahan yang terjadi oleh pesatnya kemajuan 
teknologi, juga dapat mendorong timbulnya 
ketidakpastian baik pada produksi maupun harga 
(Ritonga, 2004). 


Menurut Nikijuluw et al. (2001) dalam 
Winarso (2004), faktor yang menyebabkan 
kegagalan usaha pada nelayan antara lain: 
metode penangkapan yang masih konvensional, 
mengandalkan gejala alam, dan kekurangcermatan 
dalam memperhitungkan keberhasilan yang 
sebenarnya dapat diupayakan. Nurhayati (2013) 
juga mengemukakan, pekerjaan sebagai nelayan 
dihadapkan pada faktor ketidakpastian yang 
meningkat dari waktu ke waktu baik faktor alam 
maupun ekonomi. Faktor alam di antaranya 
faktor musim yang sulit diprediksi sedangkan fakor 
ekonomi adalah semakin tingginya biaya melaut 
hasil tangkapan yang cenderung menurun dan 
fluktuasi harga ikan. 


Risiko usaha penangkapan juga dapat 
diperburuk oleh kebijakan yang digulirkan 
pemerintah. Sebagai ilustrasi, adanya kebijakan 
terkait pelarangan penggunaan beberapa alat 
penangkapan ikan, yang dituangkan dalam 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 
2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan 
Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawis) 
dan Pukat Tarik (Seine Nets),secara langsung 
berdampak terhadap usaha penangkapan yang 
mengoperasikan alat tangkap yang masuk dalam 
kelompok Pukat Hela (Trawis) dan Pukat Tarik 
(Seine Nets) seperti cantrang, payang, lampara, 
dan dogol. Hal tersebut tentunya berakibat pada 
hilangnya mata pencaharian nelayan yang tidak 
mampu melakukan investasi dalam bentuk 
peralihan ke alat tangkap lain. 


Berbagai faktor di atas saling terkait dan 
mengakibatkan semakin tingginya risiko kerugian 
yang mungkin terjadi pada usaha penangkapan 
ikan. Meskipun demikian, pekerjaan sebagai 
nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang 
tergolong risk-seekers, artinya nelayan tetap 
melakukan kegiatan penangkapan meskipun harus 
menghadapi ketidakpastian yang cukup tinggi. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa nelayan, yang 
mayoritas berpendidikan rendah, telah melakukan 
kesalahan persepsi dan menilai terlalu rendah 
risiko kerugian usahanya. Akan tetapi, beberapa 
hasil kajian empiris terkait preferensi para nelayan 
terhadap risiko menunjukkan bahwa ternyata 
terdapat keterkaitan yang positif antara tingkat 
pendapatan nelayan dengan tingkat preferensinya 
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terhadap risiko. Semakin mereka menyukai risiko, 
semakin tinggi pula pendapatan dari hasil usaha 
tangkapnya (Eggert dan Lokina, 2007; Eggert dan 
Martinsson, 2004). Oleh karenaitu, berbagai perilaku 
nelayan yang tampaknya tidak mempedulikan 
risiko, seperti melakukan investasi ke kapal yang 
lebih besar, trip lebin banyak, peminjaman modal 
usaha ke tengkulak, pemilihan alat tangkap yang 
dilarang, dan pemilihan lokasi penangkapan yang 
lebih jauh, sebetulnya tak lain dari strategi mereka 
untuk beradaptasi dan meminimalkan risiko 
kerugian yang dihadapi (Nguyen dan Leung, 2009). 


Uraian di atas menunjukkan bahwa sebetulnya 
risiko sangat berperan penting dalam usaha nelayan 
untuk mensejahterakan dirinya. Oleh karena itu, 
informasi terkait besaran risiko yang dihadapi dalam 
usaha penangkapan merupakan hal yang cukup 
penting untuk digali, karena dapat membantu para 
pengambil keputusan untuk merancang kebijakan 
yang, dapat memudahkan usaha para nelayan 
melalui pengurangan risiko usahanya. Pada 
dasarnya, makalah ini adalah sebuah langkah awal 
penggalian informasi terkait risiko usaha perikanan, 
dan secara spesifik bertujuan untuk: (1) melakukan 
penilaian besaran kemungkinan terjadinya risiko 
kerugian pada usaha perikanan tangkap, dan (2) 
mengidentifikasi berbagai faktor-faktor penyebab 
risiko kerugian tersebut. Diharapkan penelitian 
ini dapat memberikan gambaran terkait faktor 
penyebab dan besaran kemungkinan terjadinya 
risiko pada usaha perikanan tangkap, khususnya 
yang terjadi di Kabupaten Sambas. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian difokuskan di Desa Penjajab, 
Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, 
Provinsi Kalimantan Barat, dan merupakan bagian 
dari kegiatan Panel Kelautan dan Perikanan 
Nasional (PANELKANAS) yang dilakukan oleh 
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan 
dan Perikanan pada tahun 2014 dan 2015. 
Kabupaten Sambas dipilih sebagai salah satu lokasi 
penelitian yang mewakili tipologi penangkapan ikan 
pelagis kecil dan demersal. Selain itu, pemilihan 
lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa 
mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan 
dan merupakan salah satu desa yang terdekat 
dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 
Pemangkat. Penelitian ini dilaksanakan pada 
Bulan Agustus Tahun 2015, sedangkan data tahun 
2014 diperoleh dari hasil survey pada Bulan Juli. 


Jenis dan Sumber Data 


Data yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 
Pengumpulan data primer terkait usaha 
dan penyebab rrisiko kerugian diperoleh dari 
pengamatan langsung, pencatatan dan wawancara 
dengan nelayan perikanan tangkap yang ada di 
Kabupaten Sambas. Data primer dikumpulkan 
dengan menggunakan kuesioner tertutup untuk 
memperoleh informasi terkaitdengan analisis usaha, 
faktor-faktor yang mempengaruhi produksi baik 
faktor internal dan eksternal (tenaga kerja, sumber 
daya alam/SDA, cuaca, musim dan kecelakaan 
kerja), strategi rumah tangga dalam meningkatkan 
pendapatan, alternatif pekerjaan dan pendapatan 
rumah tangga. Data sekunder berupa data potensi 
perikanan di lokasi penelitian dan laporan tahunan 
yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Sambas serta penelusuran pustaka dan 
laporan yang terkait dengan penelitian. 


Metode Pengumpulan Data 


Pengumpulan data primer melalui metode 
survei dengan menggunakan bantuan instrumen 
berupa kuesioner terstruktur pada tahun 2014 
dan 2015. Jumlah responden yang dikumpulkan 
sebanyak 30 orang melalui teknik wawancara 
langsung dengan menggunakan kuesioner yang 
telah disiapkan. Pemilihan responden dilakukan 
secara purposive sampling dengan responden 
tetap pada kedua tahun tersebut. Hal tersebut 
dilakukan untuk menjaga kesetaraan ketika 
membandingkan data antar tahun yang telah 
diperoleh. Data yang dikumpulkan pada tahun 2014 
difokuskan pada informasi terkait dengan biaya 
operasional dan penerimaan usaha dari perikanan 
tangkap. Sedangkan data yang dikumpulkan pada 
tahun 2015 difokuskan pada faktor-faktor yang 
mempengaruhi produksi seperti tenaga kerja, 
cuaca, sumberdaya alam dan kecelakaan kerja 
serta strategi dan alternatif pekerjaan rumah tangga 
untuk meningkatkan pendapatan. 


Metode Analisis Data 


Untuk mencapai tujuan dari makalah ini, 
maka telah dipergunakan metode analisis statistik 
deskriptif serta simulasi Monte Carlo. Statistik 
deskriptif dipergunakan untuk memperoleh nilai 
rata-rata dan simpangan baku (standar deviasi) 
dari total biaya operasional dan pendapatan usaha 
penangkapan yang dikumpulkan pada tahun 2014, 
serta mengolah data persepsi nelayan terkait 
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pencetus risiko kerugian yang dikumpulkan pada 
tahun 2015. Selanjutnya simulasi Monte Carlo 
digunakan untuk memperoleh angka probabilitas 
dari terjadinya kerugian dari usaha penangkapan. 


Simulasi Monte Carlo diperoleh dari 
percobaan pada unsur peluang (atau bersifat 
probabilistik) dengan menggunakan pengambilan 
sampel secara acak. Simulasi Monte Carlo 
merupakan salah satu metode pemecahan masalah 
dimana variabel-variabelnya bersifat tidak pasti/ 
uncertaintly (Saiful et al., 2013). Permasalahan 
yang dihadapi dalam melakukan estimasi profit 
ini adalah adanya ketidakpastian jumlah produksi, 
jenis ikan hasil tangkapan nelayan dan harga 
penjualan ikan hasil tangkapan nelayan. Dalam 
proses simulasi untuk menghasilkan besaran 
risiko usaha penangkapan, telah dilakukan iterasi 
sebanyak 150.000 kali, dengan menggunakan 
informasi rata-rata dan standar deviasi dari variabel 
penerimaan dan biaya usaha yang terjadi di lokasi 
penelitian sebagai input simulasi. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Karakteristik Lokasi Penelitian dan Responden 


Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 
6.395,70 km? atau sekitar 4,36% dari luas wilayah 
Propinsi Kalimantan Barat serta memiliki memiliki 
pantai yang cukup panjang yaitu mencapai 198,76 
km dan diperkirakan memiliki potensi lestari 
perikanan laut 23.250 ton/tahun.Pada tahun 
2009-2013, rata-rata potensi perikanan tangkap di 
Kabupaten Sambas 20.324 ton, dengan potensi 
sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup 
besartersebut tidak mengherankan jika banyak 
masyarakat yang menggantungkan hidupnya 
pada sumberdaya tersebut, yaitu dengan bekerja 
sebagai nelayan. Hal ini terlihat dari jumlah rumah 
tangga perikanan perairan laut sebanyak 1.841 
orang (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Sambas, 2014). 


Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan 
oleh nelayan masih bersifat tradisional, terlihat 
dari jenis armada yang digunakan didominasi oleh 
armada ukuran « 5 GT yang kegiatan operasinya 
bersifat harian (one day fishing). Kegiatan 
penangkapan ikan dilakukan berkisar antara tujuh 
sampai delapan jam dalam satu trip, dengan 
menggunakan 1-3 orang ABK (anak buah kapal). 
Sehingga biaya operasional yang diperlukan untuk 
kegiatan melaut tidak terlalu besar, yaitu berkisar 
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antara Rp. 200.000 — Rp. 300.000 per trip. Biaya 
tersebut digunakan untuk pembelian solar, umpan, 
es balok dan ransum (makan dan rokok). Jenis 
ikan yang tertangkap adalah ikan pelagis kecil dan 
demersal seperti ikan kembung, layang, kepiting, 
udang dan rajungan. Jenis alat tangkap yang 
digunakan oleh nelayan cukup beragam, seperti 
pukat plastik, kikis, gill net, lampara, pancing rawai, 
jaring udang, togo dan jaring tiga lapis. Biasanya 
dalam satu kapal mempunyai dua sampai tiga jenis 
alat tangkap. 


Terkait dengan kalender musim 
penangkapan, terdapat 3 (tiga) jenis musim yaitu 
musim puncak, sedang dan paceklik. Kalender 
musim akan mempengaruhi tinggi rendahnya 
pendapatan seorang nelayan. Pada musim puncak, 
jumlah tangkapan akan berlimpah: pada musim 
sedang jumlah tangkapan menurun, sedangkan 
pada musim paceklik jumlah tangkapan akan jauh 
menurun dengan drastis. 


Karakteristik responden yang dilihat dalam 
penelitian ini meliputi umur, tingkat pendidikan, 


dan tanggungan keluarga. Menurut Otoluwa 
(2015), umur mempengaruhi kemampuan 
kerja seseorang, karena kemampuan kerja 


produktif akan terus menurun dengan semakin 
bertambahnya usia seseorang, sedangkan tingkat 
pendidikan akan berpengaruh terhadap pola dan 
cara berpikir seseorang, yang erat hubungannya 
dengan keberhasilan pengembangan usaha yang 
dilakukan, baik yang diperoleh melalui jenjang 
pendidikan formal maupun informal. Untuk 
jumlah anggota keluarga mempunyai keterkaitan 
erat dengan kesejahteraan rumah tangga karena 
kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran dan 
anggota keluarga. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa usia responden didominasi pada usia 
2545 tahun yaitu sebesar 67%, dengan 
jumlah anggota keluarga rata-rata 3-4 orang. 
Berdasarkan tingkat pendidikan, responden 
berada pada kualifikasi pendidikan rendah yaitu 
tamatan SD (80%). 


Pengukuran Risiko Usaha 


Pengukuran risiko usaha penangkapan 
ikan yang dilakukan pada nelayan di Kabupaten 
Sambas memerlukan data rata-rata dan standar 
deviasi dari dua variabel pembentuk profit, yaitu 
biaya operasional dan penerimaan usaha. Data 
tersebut diperoleh dari pengolahan terhadap 
database yang telah dihasilkan pada Tahun 2014 
(Tabel 1). 
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Tabel 1. Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Penerimaan Usaha dan Biaya Operasional Usaha 
Perikanan Tangkap di Kabupaten Sambas. 

Table 1. The Average Value and Standard Deviation of Total Operating Cost and Revenue of 
Captured Fisheries Business in Sambas District. 


Total Biaya Operasional / 


Penerimaan Usaha/ 


Total Operating Costs (Rp) Revenue (Rp) 
Rataan/Average 26,665,200 46,372,200 
Standar Deviasi/Standard Deviation 25,901,112 34,905,005 


Sumber: Database Panelkanas (2014)/Sources: Panelkanas Database (2014) 


Hasil dari pengolahan data tersebut 
digunakan sebagai dasar simulasi Monte Carlo 
untuk memperoleh besaran probability density 
dari profit usaha penangkapan ikan di Kabupaten 
Sambas. 


Simulasi Monte Carlo dilakukan dengan 
cara menciptakan angka penerimaan dan biaya 
operasional secara acak (random) dengan rentang 
di antara rata-rata dan standar deviasi. Iterasi 
penciptaan kedua variabel dilakukan sebanyak 
150.000 kali untuk menghasilkan berbagai 
kemungkinan output yang dapat terjadi dan 
sebarannya. Adapun hasil simulasi dapat dilihat 
pada Gambar 1. 


Gambar 1 menunjukkan bahwa ada 
dua kemungkinan output dari kegiatan usaha 
penangkapan ikan yang dilakukan oleh responden 
di Kabupaten Sambas, yaitu keuntungan atau 
kerugian. Nilai keuntungan yang mungkin terjadi 
berkisar antara Rp. 0 hingga Rp. 163 juta pertahun, 
sedangkan besaran kerugian yang mungkin 
terjadi terdapat pada rentang antara Rp. 0 hingga 


Rp. 128 juta pertahun. Bentuk dari histogram 
yang menyerupai bel menunjukkan bahwa nilai 
kemungkinan dari terjadinya keuntungan dan 
kerugian berbanding terbalik dengan besaran dari 
kedua outputtersebut. Artinya — semakin besar nilai 
keuntungan/kerugian, semakin kecil kemungkinan 
terjadinya. Secara total, besaran kemungkinan 
terjadinya kerugian (risiko buruk) dari kegiatan 
penangkapan tersebut adalah sebesar 30%, 
kemungkinan terjadinya keuntungan (risiko baik) 
adalah sebesar 70%. Oleh karena itu, hasil di atas 
dapat disimpulkan bahwa usaha penangkapan ikan 
yang dilakukan responden di Kabupaten Sambas 
kemungkinan lebih besar memberikan keuntungan 
daripada mengalami kerugian. 


Faktor Penyebab Risiko Usaha 


Pada tahun 2015 telah dilakukan survey 
terhadap 30 responden untuk memperoleh informasi 
terkait faktor-faktor yang menyebabkan risiko 
pada usaha penangkapan ikan yang dilakukan 
oleh responden di Kabupaten Sambas dan 
seberapa besar dampak yang dapat ditimbulkan. 
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Kerugian/Profit Usaha Penangkapan Ikan 
Loss/Profit from Captured Fisheries Business in Sambas Disrict 


Gambar 1. Kerapatan Probabilitas dari Kerugian/ Profit Usaha Penangkapan Ikan di Kabupaten 


Sambas. 
Figure 1. 


Sumber: Simulasi Monte Carlo dari Database Panelkanas(2014)/ 


Sources: Monte Carlo Simulation of Panelkanas Database (2014) 


Probability Density of Loss/ Profit of Captured Fisheries Business in Sambas District. 
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Berdasarkan hasil analisis telah diidentifikasi 
6 (enam) faktor yang menyebabkan risiko pada 
usaha penangkapan berdasarkan persepsi 
responden, baik dilihat berdasarkan frekuensi 
kejadian maupun besaran dampak (Tabel 2). 


Tabel 2. 


tenaga kerja yang masing-masing berpotensi 
menurunkan pendapatan usaha penangkapan 
ikan sebesar 50%, sehingga keduanya berdampak 
sebesar Rp. 23.186.100 pertahun. Selain itu, 
faktor tidak menentunya musim penangkapan 


Faktor-Faktor Penyebab Risiko Kerugian Usaha Penangkapan Nelayan di Kabupaten 


Sambas berdasarkan Persepsi Nelayan dan Besaran Dampaknya terhadap Kerugian. 


Table 2. 
Perception and its Loss Impacts. 


Risks Contributing Factors of Captured Fisheries in Sambas District Based on Fishers 


J 


Faktor-Faktor Penyebab / 
Risks Contributing Factors 


Besaran Dampak 


Persepsi Nelayan / Kerugian /Loss 


Fishers’ Perception (%) 


Impact (Rp.) 
Peningkatan biaya operasional/ Operating cost increase 93 8,256,073 
Kesulitan permodalan/ Difficult access to capital 76 46,372,200 
Gangguan kesehatan/ Health problem 69 1,996,581 
Musim penangkapan tidak dapat diprediksi/ 41 13,911,660 
Unpredictable season 
Penurunan sumberdaya ikan/ Resource depletion 28 23,186,100 
Kesulitan tenaga kerja/ Labor scarcity 17 23,186,100 
Sumber: Simulasi Monte Carlo dari Database Panelkanas(2014)/ 
Sources: Monte Carlo Simulation of Panelkanas Database (2014) 
Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas berpotensi menurunkan pendapatan sebesar 


responden di Kabupaten Sambas (93%) 
mengemukakan bahwa peningkatan biaya 
operasional — dalam bentuk peningkatan harga 
bahan bakar, harga ransum dan harga es balok 
— adalah faktor yang sangat mempengaruhi risiko 
usaha. Faktor lain yang cukup dominan adalah 
kesulitan permodalan dan gangguan kesehatan 
dengan angka persentase kejadian masing- 
masing sebesar 76% dan 69%. Ketiga faktor lain — 
perubahan iklim, penurunan sumberdaya ikan dan 
sulitnya memperoleh tenaga kerja — tidak terlalu 
dominan dirasakan oleh responden. 


Berdasarkan besaran dampak, faktor 
kesulitan permodalan adalah faktor yang paling 
berpotensi tinggi yang mengakibatkan kerugian 
usaha penangkapan ikan yang dilakukan nelayan 
di Kabupaten Sambas, dengan nilai sebesar 
Rp. 46.372.200 pertahun. Kemampuan modal 
yang lemah mengakibatkan nelayan tidak dapat 
berusaha sehingga kehilangan pendapatan dari 
usaha penangkapan ikan. Oleh karena itu, angka 
dampak tersebut pada dasarnya adalah besaran 
rata-rata penerimaan usaha penangkapan nelayan 
di Kabupaten Sambas pada tahun 2014. 


Faktor-faktor lain yang cukup berdampak 
terhadap risiko peningkatan usaha adalah 
penurunan sumberdaya ikan dan kesulitan 
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30%, Peningkatan biaya operasional berpotensi 
terhadap meningkatnya total biaya sebesar 
31%. Gangguan kesehatan berpotensi 
menyebabkan kehilangan pendapatan dengan 
rata-rata sebesar Rp. 128.811 perhari tidak melaut 
karena sakit. 


Berdasarkan kedua dimensi tersebut — yaitu 
frekuensi kejadian dan potensi besaran dampak 
— maka diperoleh peta faktor penyebab risiko- 
dampak (Gambar 2). Gambar 2 menunjukkan 
bahwa kesulitan permodalan dan peningkatan 
biaya operasional adalah dua faktor yang harus 
diperhatikan secara serius. Hal ini disebabkan 
karena keduanya merupakan faktor yang memiliki 
kecenderungan terjadi yang sangat tinggi dengan 
dampak yang juga besar. Apabila salah satu 
atau kedua faktor tersebut terjadi, maka akan 
meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian 
usaha penangkapan ikan baginelayan di Kabupaten 
Sambas secara signifikan. 


Selain kedua faktor tersebut, gangguan 
kesehatan mempunyai frekuensi tinggi meskipun 
dampaknya kecil jika dibandingkan dengan faktor- 
faktor yang lain. Apabila faktor ini sering terjadi, 
maka secara kumulatif akan berpengaruh cukup 
signifikan terhadap kemungkinan terjadinya 
kerugian usaha penangkapan ikan pertahun. 


Identifikasi Faktor dan Penilaian Risiko Pada Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Sambas ......... (Lindawati dan R. Rahadian) 
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25.000.000 
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: Resource Depletion 
50.000.000 


@ Musim Penangkapan Tidak Dapat 
Diprediksi/Unpredictable Season 


Gambar 2. Faktor Penyebab Risiko Usaha Perikanan Tangkap Laut di Kabupaten Sambas 
Figure 3. Risks Contributing Factors of Captured Fisheries in Sambas District 
Sumber: Data Primer, Diolah (2015)/Sources:Primary Data Processed (2015) 


Strategi Adaptasi Rumah Tangga Terhadap 
Ketidakpastian Usaha KP 


Berdasarkan hasil survey, telah diperoleh 
informasi terkait bagaimana rumah tangga nelayan 
di Kabupaten Sambas mengatasi kemunculan 
berbagai faktor penyebab risiko buruk usaha 
penangkapan Ikan. Ada 2 (dua) opsi yang dapat 
dipilih oleh nelayan untuk mengatasi faktor 
penyebab risiko kerugian yang dikemukakan pada 
bagian sebelumnya, yaitu: 1) Menerima keadaan 
karena tidak ada pilihan solusi atau 2) melakukan 
usaha tertentu untuk menghadapinya. Responden 
memilih untuk menerima keadaan terhadap faktor 
peningkatan biaya operasional, menurunnya 
sumberdaya ikan, dan tidak menentunya musim 
penangkapan ikan. Sementara itu, responden 
umumnya memilih untuk melakukan usaha dalam 
menghadapi tiga faktor penyebab risiko kerugian 
lainnya. Selanjutnya responden memilih berbagai 
strategi untuk menghadapi 3 (tiga) faktor penyebab 
risiko, yaitu kesulitan permodalan, kesulitan tenaga 
kerja dan gangguan kesehatan. 


a. Kesulitan Permodalan 


Kesulitan permodalan dialami oleh nelayan 
pada saat terjadi kerusakan mendadak pada 
mesin atau psetelah musim paceklik, dimana 
nelayan hendak mulai melakukan kegiatan 
penangkapan ikan. Nelayan yang mengalaminya 
akan melakukan usaha peminjaman uang kepada 
para agen pembeli hasil tangkapan mereka. 
Dengan cara tersebut, mereka dapat melakukan 
usaha penangkapan kembali, meskipun harus 
menanggung biaya tambahan yang dikenakan 


oleh para agen sepanjang hutang mereka belum 
dapat dilunasi. Adapun bentuk biaya yang timbul 
dari pemilihan strategi ini adalah: 


1. Pendapatan berkurang sebesar Rp. 1.000 
perkg hasil tangkapan, akibat ditekannya 
harga oleh agen; 


2. Biaya operasional meningkat sebesar Rp. 
500 perliter solar yang dipergunakan. 


Agen tidak mengenakan bunga terhadap 
pinjaman nelayan dan juga tidak mengikat nelayan 
untuk menjual hasil tangkapannya kepada agen 
bersangkutan. Nelayan dapat menghindar dari 
kedua biaya tersebut jika memilih menjual 
produk dan membeli solar dari agen lain. Namun, 
mayoritas responden lebih memilih untuk menjual 
hasil tangkapan dan membeli solar di agen 
yang memberi mereka pinjaman uang, dengan 
pertimbangan untuk mempertahankan kemudahan 
bagi mereka meminjam modal di kemudian hari. 


b. Kesulitan Tenaga Kerja 


Faktor kesulitan memperoleh tenaga 
kerja umumnya dihadapi oleh nelayan yang 
menggunakan alat tangkap kikis dan jaring 
yang membutuhkan lebih dari satu orang untuk 
melakukan penangkapan pada saat cuaca buruk. 
Ketersediaan tenaga kerja yang rendah ini muncul 
dari kurangnya minat untuk bekerja menjadi ABK 
di kapal kecil. Nelayan lebih memilih untuk bekerja 
menjadi ABK di kapal-kapal tangkap besar, buruh di 
pasar atau buruh di pelabuhan. Selain rendahnya 
minat, kecocokan antara ABK dengan pemilik kapal 
juga merupakan salah satu hal yang menyulitkan 
nelayan untuk memperoleh tenaga kerja. Nelayan 
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yang gigih dan berani mengambil risiko untuk tetap 
melaut pada saat terjadi cuaca buruk cenderung 
dihindari oleh para ABK. 


Strategi yang umumnya diambil oleh 
nelayan untuk mengatasi faktor ini adalah untuk 
memilih mempekerjakan anggota keluarganya 
sendiri, atau bahkan memilih untuk bekerja sendiri 
jika memang memungkinkan. Keuntungan dari 
pemilihan strategi ini adalah 1) nelayan dapat 
memastikan ketersediaan tenaga kerja, 2) nelayan 
juga dapat memastikan bahwa biaya operasional 
berupa biaya tenaga kerja yang dikeluarkannya 
akan jatuh ke tangan anggota keluarganya sendiri. 
Dengan demikian, porsi dari pendapatan usahanya 
yang jatuh ke anggota keluargadan membantu 
meningkatkan pendapatan keluarga akan semakin 
banyak. 


c. Gangguan Kesehatan 


Gangguan kesehatan yang biasanya dialami 
oleh responden adalah penyakit-penyakit ringan 
dari demam hingga ke sakit kepala. Meskipun 
ringan, akan menyebabkan responden kehilangan 
kesempatan memperoleh pendapatan. Berdasarkan 
data Tahun 2014, bilangnya pendapatan nelayan 
akibat gangguan kesehatan adalah sebesar 
Rp. 128.811 perhari. 


Strategi yang dipilih oleh nelayan untuk 
mengatasi munculnya faktor gangguan kesehatan ini 
adalah dengan menghentikan usaha penangkapan 
ikan hingga penyakitnya sembuh. Selanjutnya, 
cara pengobatan yang umumnya menjadi pilihan 
untuk menyembuhkan penyakitnya adalah dengan 
cara membeli obat-obatan di warung terdekat untuk 
penyakit yang mereka derita, karena cara tersebut 
dianggap jauh lebih murah. Pada kenyataannya, 
keluarga responden (nelayan) di lokasi penelitian 
memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS, 
tetapi ada keengganan dari responden untuk 
memanfaatkannya. Meskipun demikian, fasilitas 
jaminan kesehatan tersebut cenderung akan 
mereka manfaatkan apabila yang jatuh sakit adalah 
anggota keluarganya. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 
Hasil analisis ` menunjukkan bahwa 
berdasarkan simulasi Monte Carlo, besaran 


kemungkinan terjadinya kerugian (risiko buruk) 
dari kegiatan penangkapan adalah sebesar 30%, 
sedangkan kemungkinan terjadinya keuntungan 
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(risiko baik) adalah sebesar 70%. Jika dilihat dari 
persepsi responden, persentase kejadian dari faktor- 
faktor penyebab kerugian usaha penangkapan di 
Kabupatan Sambas antara lain: (a) peningkatan 
biaya operasional (93%); (b) kesulitan permodalan 
(76%); (c) gangguan kesehatan (69%); (d) musim 
penangkapan yang tidak dapat diprediksi (41%); 
(e) penurunan sumberdaya ikan (28%), serta: (f) 
kesulitan tenaga kerja (17%). 


Dilihat dari sisi kedalaman dampak 
diketahui bahwa peningkatan biaya operasional 
dan permodalan merupakan faktor-faktor yang 
relatif cukup dominan, karena keduanya memiliki 
frekuensi kejadian yang tinggi dengan dampak 
yang juga tinggi. Meskipun pada dasarnya, 
nelayan yang menjadi responden sudah memiliki 
strategi dalam menangani kedua faktor penyebab 
risiko kerugian dominan tersebut, misalnya melalui 
praktek pinjam-potong hasil dengan para agen/ 
toke. Akan tetapi strategi tersebut menimbulkan 
biaya ekonomi berupa berkurangnya pendapatan 
sebesar Rp. 1.000/kg dari hasil tangkapan, dan 
meningkatnya biaya operasional sebesar Rp. 500/ 
liter solar yang dipergunakan. 


Implikasi Kebijakan 


Pemerintah perlu membentuk lembaga 
keuangan yang dapat mensubstitusi peran para 
agen/toke dalam menyediakan permodalan usaha. 
Lembaga ini dapat didirikan dengan bentuk 
koperasi simpan pinjam, dengan tujuan mengelola 
sejumlah uang yang dititipkan oleh pemerintah 
untuk dipinjamkan kepada para nelayan kecil yang 
membutuhkan modal untuk biaya operasi 1 (satu) 
kali melaut dengan mekanisme sebagai berikut: 


a. Pembayaran atas pinjaman dilakukan 
langsung sepulangnya nelayan dari melaut, 
atau dipotong langsung dari hasil penjualan 
ikannya, tanpa ada permainan baik pada 
harga bahan bakar dan harga produk, 


b. Uang pinjaman tersebut dibebankan sebagai 
biaya pinjaman, akan tetapi dengan nilai 
yang lebih rendah daripada biaya pinjam ke 
agen/toke. 
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ABSTRAK 


Masalah keterbatasan modal sering dihadapi dalam pengembangan bisnis pertanian pedesaan. 
Usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan juga menghadapinya. Pada umumnya, petani 
penggarap memutuskan untuk berpartisipasi dalam sistem bagi hasil, yang menyediakan pinjaman, 
untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah : (1) mengestimasi biaya pinjaman yang 
ditanggung petani penggarap; (2) mengidentifikasi faktor penentu besarnya pinjaman yang diperoleh 
oleh petani penggarap, dan; (3) mengidentifikasi faktor penentu biaya pinjaman yang ditanggung oleh 
petani penggarap. Penelitian ini menggunakan teknik purposive dan snowballing sampling. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis biaya pinjaman dan analisis regresi linier berganda. Biaya 
pinjaman yang harus ditanggung oleh petani penggarap ternyata jauh lebih besar daripada tingkat 
suku bunga pinjaman formal. Biaya pinjaman berada dalam kisaran angka 6.00% hingga 93.45% per 
bulan. Besarnya pinjaman yang diperoleh oleh petani penggarap dipengaruhi secara signifikan oleh 
lama pinjaman, jumlah anggota keluarga petani penggarap, biaya pinjaman, keuntungan yang diterima 
petani penggarap, asal daerah petani penggarap, ketersediaan jaminan, sumber pinjaman lain, dan pola 
bagi hasil. Biaya pinjaman dipengaruhi secara signifikan oleh lama pinjaman, harga garam, produksi 
garam, ketersediaan jaminan, sumber pinjaman lain, dan pola bagi hasil. Pemerintah perlu bekerjasama 
dengan perbankan daerah untuk memberikan pinjaman bersubsidi. Hal ini dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan biaya pinjaman yang sangat tinggi. 


Kata Kunci: pinjaman, biaya pinjaman, usaha garam rakyat, pola bagi hasil 


ABSTRACT 


Limited capital problem is often faced in developing rural agricultural business. Salt production 
business in Pamekasan Regency also faced it. Generally, the sharecroppers choosed to join 
sharecropping system, providing credit, to finish that problem. The objectives of this research are : (1) to 
estimate cost of fund paid by the sharecropper; (2) to identify the determinants of credit accepted by the 
sharecropper, and (3) to identify the determinants of cost of fund paid by the sharecropper. This research 
use purposive and snowballing sampling technique. Analysis methods of this research are the cost of 
fund analysis and multiple linier regression analysis. Cost of fund paid by the sharecropper is more 
higher than the credit formal interest rate. It was about 6.00% to 93.45% per mounth. Credit nominal 
accepted by the sharecropper is affected significantly by duration, number of sharecropper's family, 
cost of fund, sharecropper’s profit, sharecropper’s region, collateral, another credit, and sharecropping 
system. Cost of fund is affected significantly by are duration, price, number of output, collateral, another 
credit, and sharecropping system. The government should cooperate with the regional bank to give 
subsidized credit. It can solve the cost of fund problem that is very high. 


Keywords: credit, cost of fund, salt production business, sharecropping system 
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PENDAHULUAN 


Usaha garam rakyat di Kabupaten 
Pamekasan merupakan salah satu bisnis yang 
strategis untuk dikembangkan. Berdasarkan data 
yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kabupaten Pamekasan (2016) menyebutkan 
bahwa usaha garam curah memiliki lima belas 
sentra dengan total usaha sejumlah 764 unit usaha 
dan telah menyerap tenaga kerja mencapai 2.860 
orang. Hal ini membuat usaha garam rakyat berada 
pada posisi kedua sebagai salah satu sentra 
usaha atau sentra bisnis terbesar di Kabupaten 
Pamekasan. 


Kabupaten Pamekasan merupakan salah 
satu kabupaten produsen garam terbesar di 
Provinsi Jawa Timur (Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP), 2010). Produktivitas lahan garam 
mencapai hingga 135.00 ton per hektar (Sekretariat 
Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pamekasan, 2016). 
Tingginya produktivitas lahan garam ini ternyata 
bukan modal satu-satunya untuk mengembangkan 
usaha garam. Usaha garam rakyat di daerah ini 
dianggap sebagai usaha turun-temurun, yang 
dinyatakan oleh sekitar 62,95 persen petani garam 
(Sekdakab Pamekasan, 2015). Hal ini membuat 
permasalahan dalam usaha garam rakyat belum 
mampu terselesaikan hingga saat ini. Salah satunya 
adalah masalah pembiayaan (Sukesi, 2011). 


Upaya pengembangan suatu bisnis tidak 
dapatterlepas dengan ketersediaan modal, termasuk 
pada usaha garam rakyat. Modal merupakan unsur 
yang vital dalam menjalankan suatu usaha, terlebih 
bagi usaha yang dijalankan dalam sektor pertanian. 
Arief dan Rosmiati (2007) menyebutkan bahwa 
petani yang basis usahanya terletak di pedesaan 
cenderung memiliki permasalahan keterbatasan 
modal. Solusi atas permasalahan tersebut adalah 
dengan melakukan pinjaman kepada lembaga 
pembiayaan, baik formal maupun informal. 


Usaha garam rakyat yang selama ini 
dijalankan di Kabupaten Pamekasan pada 
umumnya menerapkan sistem bagi hasil (Sekdakab 
Pamekasan, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh 
Prihantini (2015) menyimpulkan bahwa sejumlah 
74 persen responden adalah petani garam yang 
terlibat dalam pola bagi tiga. Salah satu alasan 
petani penggarap berpartisipasi pada suatu pola 
bagi hasil adalah tersedianya pinjaman (Minot, 
2007). Pemilik lahan adalah pemodal yang 
menyediakan pinjaman kepada petani penggarap. 
Ketersdiaan pinjaman dalam pola bagi hasil 
membuat petani penggarap merasa dibantu atas 
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permasalahan keterbatasan modal (Lole, 1995). 
Petani penggarap tidak menyadari bahwa dirinya 
sedang menerima ketidakadilan dalam pola bagi 
hasil tersebut. 


Salah satu indikator ketidakdilan dalam 
pola bagi hasil adalah tingginya biaya pinjaman 
(cost of fund) yang harus ditanggung oleh petani 
penggarap. Basu (1997) menyimpulkan bahwa 
tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh 
petani yang terlibat dalam suatu pola bagi hasil 
dapat mencapai hingga 360 persen. Tingginya 
biaya pinjaman ternyata tidak menyurutkan petani 
penggarap untuk tetap berpartisipasi dalam suatu 
pola bagi hasil. Sekretariat Daerah Kabupaten 
(Sekdakab) Pamekasan (2015) menyebutkan 
bahwa petani penggarap yang masih mengandalkan 
pinjaman dari tengkulak mencapai angka 29.68 
persen. Hal ini membuat pemilik lahan menjadi 
semakin dominan dan dapat memonopoli pola bagi 
hasil yang dijalankan dengan petani penggarap 
(Ray, 1999; Roy and Serfes, 2001). Hal ini 
menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai 
ketidakadilan dalam pola bagi hasil usaha garam 
rakyat di Kabupaten Pamekasan. Terlebih dalam 
upaya pengembangan usaha garam rakyat di 
kabupaten ini. 


Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini 
bertujuan untuk : 


1. Mengestimasi biaya pinjaman yang selama 
ini dibayarkan oleh petani penggarap atas 
pinjaman yang diperoleh; 


2. Mengidentifikasi faktor penentu besar 
pinjaman yang diperoleh oleh petani 
penggarap, dan; 

3. Mengidentifikasi faktor penentu biaya 


pinjaman 
penggarap. 


yang ditanggung oleh petani 


METODOLOGI 
Lokasi dan Waktu Penelitian 


Tiga kecamatan di Kabupaten Pamekasan 
yang terpilih sebagai lokasi penelitian adalah 
Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, dan 
Kecamatan Pademawu. Kecamatan tersebut 
merupakan kecamatan produsen garam terbesar 
di Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan 
merupakan salah satu produsen garam terbesar 
di Indonesia (KKP, 2010). Penelitian ini dirasa 
perlu dilakukan untuk melihat seberapa besar 
pengaruh sistem bagi hasil dalam usaha garam 
rakyat di Kabupaten Pamekasan. Waktu penelitian 
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dilaksanakan selama dua bulan, yakni bulan Maret 
hingga April 2016. 


Metode Pengumpulan Data 


Metode penentuan responden yang 
digunakan adalah purposive dan snowballing 
sampling. Total keseluruhan responden adalah 
sejumlah 115 orang yang terdiri atas 22 orang 
pemilik lahan dan 93 orang petani penggarap. 
Petani penggarap terbagi menjadi 13 orang pola 
bagi dua dan 80 orang pola bagi tiga. Jumlah 
responden tersebut diharapkan telah mampu 
menyebar normal dan telah mewakili (representatif) 
kondisi lapang. 


Metode Analisis Data 


Analisis yang digunakan dalam penelitian 
terbagi menjadi tiga hal. Pertama, analisis biaya 
pinjaman yang digunakan untuk mengestimasi 
biaya pinjaman yang dibayar oleh petani penggarap 
dalam pola bagi hasil. Kedua, analisis regresi linier 
berganda untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
memengaruhi besarnya pinjaman yang diperoleh. 
Ketiga, analisis regresi linier berganda digunakan 
untuk mengidentifikasi biaya pinjaman yang 
ditanggung oleh petani penggarap. 


Analisis Biaya Pinjaman 


Digunakan untuk mengestimasi besarnya 
biaya pinaman yang dibayar oleh petani 
penggarap. Analisis ini menggunakan dasar 
perhitungan interest paid yang disampaikan oleh 
Basu (1997). Metode yang digunakan adalah 
dengan membeli output yang dihasilkan oleh petani 
penggarap dengan harga yang lebih rendah dari 
harga pasar. Metode ini cukup lumrah digunakan 
oleh para pemodal. Semakin tinggi biaya pinjaman 
mengindikasikan bahwa pola bagi hasil yang diikuti 
oleh petani penggarap memberikan ketidakadilan 
yang semakin tinggi pula. Secara matematis, 
penghitungan biaya pinjaman yang diberlakukan 
oleh pemilik lahan memenuhi persamaan berikut: 


((P-P) xYi]- 


COF = 20 x 100 % 


Keterangan/ Explanation : 


COF = Biaya pinjaman yang dibayarkan 
petani penggarap (persen) / Cost 
of fund paid by the sharecropper 
(percent) 

P - Harga beli garam yang diberlakukan 


oleh pemilik lahan (Rp per ton) / Price 
of salt in landlord level (IDR per ton) 


P = Harga garam yang berlaku di pasar 
(Rp per ton) / Price of salt in market 
level (IDR per ton) 

Besarnya pinjaman yang diterima 
oleh petani penggarap (Rp)/ Total fund 
accepted by the sharecropper (IDR) 
Output yang diserahkan oleh 
petani penggarap (ton) / Number of 
production (ton) 


Analisis Faktor Penentu Besar Pinjaman 


Mengidentifikasi faktor-faktor yang 
memengaruhi besarnya pinjaman yang diterima 
oleh petani menjadi penting untuk dianalisis. Analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda (Gujarati, 2003). Variabel yang digunakan 
didasarkan pada hasil empiris, pengalaman, dan 
teori yang berkaitan dengan topik mengenai faktor- 
faktor yang memengaruhi besarnya pinjaman. 
Fungsi persamaan sebagai berikut: 


KRDT = a, + a,X, tax tax + a,X, + AX,t AX, 


i aX, t aX, t aX, ka YA vi OX, te 


Keterangan/ Explanation : 


KRDT = Besar pinjaman yang diperoleh petani 
penggarap (Rp) / Number of credit 
accepted by the sharecropper (IDR) 

a, - Intersep / Intercept 

a, = Koefisien peubah X,/ Coefficient of X, 
variable 

X, = Lama pinjaman (bulan) / Duration of 
credit (month) 

X, = Jumlah anggota keluarga petani 
penggarap (orang) / Number of 
sharecropper's family (person) 

X, = Pengalaman bertani (tahun) / 
Sharecropper’s experience in salt 
production (years) 

X, = Usia petani penggarap (tahun) / Age of 
the sharecropper (years) 

X, = Biaya pinjaman (persen) / Cost of fund 
paid the sharecropper (percent) 

X; = Keuntungan yang diterima petani 


penggarap (Rp) / Number of profit 

accepted by the sharecropper (IDR) 
X = Asaldaerah petani penggarap (1=dalam 
desa O-luar desa) / Sharecropper's 
region, =1 ifthe sharecropper has same 
region with the landlord, = 0 otherwise 
Ketersediaan jaminan  (1=tersedia 
O=tidak tersedia) / Collateral, =1 if 
the sharecropper has collateral, = 0 
otherwise 
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Faktor sosial (1=ada O=tidak ada) / 
Social factor, =1 if the sharecropper 
has a akinship with the landlord, =0 
otherwise 

Sumber pinjaman lain (1=tersedia 
O=tidak tersedia) / Other credit, =1 if 
the sharecropper has other credit, -0 
otherwise 

Pola bagi hasil yang diikuti (1-pola bagi 
tigaO-polabagidua)/ The sharecropping 
system joined, =1 if the sharecropper 
Join the one-two sharecropping system, 
20 if the sharecropper join the one-one 
sharecropping system 

Responden ke i (i=1, 2,..., 93) / Number 
of respondent (i=1, 2, ...., 93) 

Galat / Error term 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Analisis Biaya Pinjaman 


Biaya pinjaman menunjukkan suku bunga 
yang harus ditanggung oleh petani penggarap 
kepada pemilik lahan selaku pemodal atas pinjaman 
yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian di 
lapang, pemilik lahan tidak pernah menerapkan 
suku bunga atas pinjaman tersebut. Basu (1997) 
menjelaskan bahwa adanya perbedaan harga 
yang diterima oleh pemilik lahan dan petani 
penggarap merupakan salah satu metode dalam 
penentuan interest paid yang harus dibayarkan 
petani penggarap. Biaya pinjaman yang selama ini 
ditanggung oleh petani penggarap berada dalam 
kisaran 30,00% hingga 467,27% dengan rata-rata 
biaya pinjaman sebesar 172,62% per musim. 
Rata-rata musim garam di Kabupaten Pamekasan 
adalah lima bulan, maka biaya pinjaman tersebut 
berada dalam range 6.00% hingga 93,45% per 
bulan. Nilai tersebut dapat mencapai angka 72,00% 
hingga 1.121,4% per tahun. 


Besarnya biaya pinjaman di atas jauh lebih 
besar dari tingkat suku bunga pinjaman yang 
diberlakukan oleh perbankan formal (cost of fund 
22 interest rate). Tingkat suku bunga pinjaman yang 
diberlakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
untuk pinjaman usaha rakyat di sektor pertanian 
hanya sebesar 0.75% per bulan (suku bunga 
per tahun adalah 9%) atau flat sebesar 0.41% 
per bulan'. Sedangkan untuk Bank Pembanguan 
Daerah Jawa Timur (Bank JATIM), tingkat suku 


http://www.bri.co.id. Diakses tanggal 3 Mei 2016. 
www.bankjatim.co.id. Diakses tanggal 3 Mei 2016. 
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bunga pinjaman yang diberlakukan untuk kredit 
mikro hanya sebesar 1.00% per bulan (untuk 
suku bunga 12,02% per tahun)?. Kesimpulan yang 
dapat diambil adalah biaya pinjaman yang harus 
ditanggung oleh petani penggarap ini merupakan 
salah satu bukti ketidakadilan dalam sistem bagi 
hasil yang ada dalam usaha garam rakyat di 
Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini telah 
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Saha and Sharma (2011) bahwa tingginya suku 
bunga pinjaman merupakan salah satu upaya 
pencapaian kondisi pareto optimum. Dengan 
demikian, terbukti bahwa petani penggarap 
hanya sebagai alat untuk pencapaian tujuan pemilik 
lahan. 


Faktor Penentu Besar Pinjaman 


Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi 
besarnya pinjaman yang diperoleh oleh petani 
penggarap menggunakan regresi linier berganda 
dan program Minitab 11. Variabel independen 
yang diduga memengaruhi besarnya pinjaman 
yang diperoleh oleh petani penggarap adalah 
lama pinjaman, jumlah anggota keluarga petani 
penggarap, pengalaman bertani, usia petani 
penggarap, biaya pinjaman, keuntungan yang 
diterima petani penggarap, asal daerah petani 
penggarap, ketersediaan jaminan, faktor sosial, 
sumber pinjaman lain, dan pola bagi hasil yang 
diikuti. 


Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 
model yang digunakan adalah baik. Nilai R-Sguare 
yang diperoleh adalah 91,3%, yang artinya 
sebesar 91,3% keragaman besarnya pinjaman 
yang diperoleh oleh responden dapat dijelaskan 
oleh variabel-variabel independen di dalam model, 
sedangkan sisanya yaitu sebesar 9,7% dijelaskan 
oleh variabel lain di luar model (Tabel 1). Nilai F 
statistik sebesar 76,85 dengan nilai P-value sebesar 
0,000 yang menunjukkan variabel penjelas dalam 
model secara bersama-sama berpengaruh nyata 
terhadap besarnya pinjaman yang ditanggung oleh 
responden pada taraf nyata lima persen. Nilai VIF 
setiap variabel yang bernilai kurang dari 5 (VIF< 5) 
menunjukkan bahwa model tersebut terbebas dari 
masalah multikolinieritas. Nilai statistik DW yang 
dihasilkan sebesar 1,57 dimana berada dalam 
rentang nilai 1,55 dan 2,46, maka dapat disimpulkan 
bahwa model tersebut tidak terdapat autokorelasi. 
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Hasil analisis regresi berganda menunjukkan 
enam variabel independen yang berpengaruh 
nyata dalam taraf nyata lima persen dan dua 
variabel independen yang berpengaruh nyata 
dalam taraf nyata sepuluh persen. Hal ini dilihat 
dari besarnya nilai P-value dan hipotesis H, yang 
telah disusun. Variabel-variabel yang berpengaruh 
nyata terhadap besarnya pinjaman yang diperoleh 
oleh petani penggarap. 


1. Lama Pinjaman 


Nilai P-Value yang diperoleh 0,000 lebih 
kecil dari taraf nyata lima persen dapat disimpulkan 
bahwa variabel lama pinjaman signifikan pada taraf 
kepercayaan 95% dan disimpulkan tolak H,. Artinya, 
lama pinjaman memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap besarnya pinjaman yang diperoleh oleh 
petani penggarap. Nilai koefisien bertanda positif 


(Campina Illa Prihatini et al.) 


dan sesuai dengan yang diharapkan. Koefisien 
variabel lama pinjaman adalah sebesar 336,963 
yang artinya jika durasi atau lama pinjaman 
semakin panjang atau diperpanjang selama satu 
bulan, besar pinjaman akan meningkat sebesar Rp 
336 ribu. Hal ini dapat terjadi karena peminjaman 
yang durasinya panjang dapat memberikan 
keuntungan pemilik lahan. Hasil ini sesuai dengan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Aleem (1990). 


2. Jumlah Anggota Keluarga 


Nilai P-Value yang diperoleh 0,078 lebih kecil 
dari taraf nyata sepuluh persen dapat disimpulkan 
bahwa variabel jumlah anggota keluarga petani 
penggarap signifikan pada taraf kepercayaan 
90% dan disimpulkan tolak H,. Artinya, jumlah 
anggota keluarga petani penggarap memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap besarnya pinjaman 


Tabel 1. Faktor Penentu Besarnya Pinjaman dalam Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat di Kabupaten 


Pamekasan, 2016. 


Table 1. Determinants of Credit in Sharecropping System of Salt Production Busineess in Pamekasan 


Regency, 2016. 


: : Koefisien / 
Variabel / Variable Coefficient P-value / P-value VIF / VIF 

Intersep / Intercept 382504 0.444 
Lama Pinjaman / Duration of Credit 335963 0.0002 1.4 
Jumlah Anggota Keluarga / Number of -171595 0.078? 1.5 
Sharecropper’s Family 
Pengalaman Bertani / Sharecropper’s 5384 0.717 3.5 
Experience in Salt Production 
Usia / Age of the Sharecropper 6036 0.635 4.0 
Biaya Pinjaman / Cost of Fund Paid by The -2563.4 0.0002 1.3 
Sharecropper 
Keuntungan / Number of Profit Accepted by 0.08710 0.0002 3.1 
The Sharecropper 
Asal Daerah Petani Penggarap / 244176 0.071° 1.5 
Sharecropper’s Region 
Ketersediaan Jaminan / Collateral 1385457 0.0002 3.1 
Faktor Sosial / Social Factor -80495 0.595 1.4 
Sumber Pinjaman Lain / Other Credit 524165 0.0002 1.8 
Pola Bagi Hasil yang Diikuti / Sharecropping 568828 0.0032 1.6 
System Joined 
R-Square / R-Square 91.3% 
R-Square (adj) / R-Square (adj) 90.1% 
Durbin-Watson / Durbin-Watson 1.57 
F-Statistik / F-Statistic 76.85 0.000 2 


Sumber / Source : Data Primer 2016 / Field survey 2016 


Keterangan/Note : ° = Nyata pada a=5% / ° = Significant at a=5% 
> = Nyata pada a=10% /? = Significant at a=10% 
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yang diperoleh. Nilai koefisien bertanda negatif 
dan sesuai dengan yang diharapkan. Koefisien 
variabel jumlah anggota keluarga petani penggarap 
adalah sebesar -171,595 yang artinya tambahan 
satu orang anggota keluarga petani penggarap 
menyebabkan besarnya pinjaman yang diperoleh 
menurun Rp 172 ribu. Hal ini berkaitan dengan 
credit rationing dan risiko yang harus ditanggung 
oleh pemilik lahan. Hal ini telah sesuai dengan 
penelitian yang telah dilakukan oleh Azriani (2014) 
dan Anggarini (2015). 


3. Biaya Pinjaman 


Nilai P-Value yang diperoleh 0,000 lebih 
kecil dari taraf nyata lima persen dapat disimpulkan 
bahwa variabel biaya pinjaman yang harus 
ditanggung petani penggarap signifikan pada taraf 
kepercayaan 95% dan disimpulkan tolak H,. Artinya, 
biaya pinjaman memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap besarnya pinjaman yang diperoleh. Nilai 
koefisien bertanda negatif dan sesuai dengan yang 
diharapkan. Koefisien variabel jumlah anggota 
keluarga petani penggarap adalah sebesar -2,563 
yang artinya tambahan satu persen biaya pinjaman 
menyebabkan besarnya pinjaman yang diperoleh 
menurun Rp 2.563. Hal ini dapat terjadi karena jika 
biaya pinjaman lebih besar, maka petani penggarap 
akan enggan untuk melakukan pinjaman. Hal ini 
telah sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan 
oleh Yoko (2015) dan Anggarini (2015). 


4. Keuntungan Petani Penggarap 


Nilai P-Value yang diperoleh 0.000 
lebih kecil dari taraf nyata lima persen dapat 
disimpulkan bahwa variabel keuntungan yang 
diterima petani penggarap signifikan pada taraf 
kepercayaan 95% dan disimpulkan tolak H. 
Artinya, keuntungan petani penggarap memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap besarnya pinjaman 
yang diperoleh. Nilai koefisien bertanda positif 
dan sesuai dengan yang diharapkan. Koefisien 
variabel jumlah anggota keluarga petani penggarap 
adalah sebesar 0.08710 yang artinya jika petani 
penggarap menerima tambahan keuntungan 
sebesar Rp 1 juta, maka besarnya pinjaman yang 
diperoleh meningkat sebesar Rp 87 ribu. Hal ini 
berkaitan dengan kemampuan petani penggarap 
dalam mengembalikan pinjaman. Semakin tinggi 
keuntungan, maka pemilik lahan berekspektasi 
bahwa petani penggarap mampu mengembalikan 
pinjaman yang diperoleh. Hal ini telah sesuai 
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Azriani 
(2014) danYoko (2015). 
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5. Asal Daerah Petani Penggarap 


Nilai P-Value yang diperoleh sebesar 
0.071 adalah lebih kecil dari taraf nyata sepuluh 
persen, sehingga signifikan pada taraf kepercayaan 
90% dan disimpulkan tolak H,. Artinya, dummy 
asal daerah petani penggarap memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap besarnya pinjaman 
yang diperoleh oleh petani penggarap. Nilai 
koefisien bertanda positif dan sesuai dengan 
yang diharapkan. Koefisien variabel ketersediaan 
jaminan adalah sebesar 244,176 yang artinya 
petani penggarap yang berasal dari dalam desa, 
maka memperoleh pinjaman yang lebih besar 
daripada petani penggarap yang berasal dari luar 
desa dan perbedaan besar pinjaman antar dua 
kelompok petani penggarap tersebut sebesar 
Rp 244 ribu. Hasil ini pernah disampaikan oleh 
Bottemley (1979). 


6. Ketersediaan Jaminan 


Nilai P-Value yang diperoleh sebesar 0.000 
adalah lebih kecil dari taraf nyata lima persen, 
sehinggasignifikan padataraf kepercayaan 95% dan 
disimpulkan tolak H,. Artinya, ketersediaan jaminan 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap besar 
pinjaman yang diperoleh oleh petani penggarap. 
Nilai koefisien bertanda positif dan sesuai dengan 
yang diharapkan. Koefisien variabel ketersediaan 
jaminan adalah sebesar 1,385,457 yang artinya 
petani penggarap yang memiliki jaminan maka 
besar pinjaman yang diperoleh menjadi lebih besar 
daripada petani yang tidak memiliki jaminan dan 
perbedaanbesarpinjaman yang diperoleh mencapai 
Rp 1.4 juta. Temuan ini telah sesuai dengan hasil 
temuan Zhao et al. (2006), Bhattacharjee et al. 
(2009), dan Azriani (2014). 


7. Sumber Pinjaman Lain 


Nilai P-Value yang diperoleh adalah sebesar 
0.000, dimana lebih kecil dari taraf nyata lima 
persen sehingga signifikan pada taraf kepercayaan 
95% dan disimpulkan tolak H,. Artinya, sumber 
pinjaman lain memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap besar pinjaman yang diperoleh oleh petani 
penggarap. Nilai koefisien bertanda positif dan 
sesuai dengan yang diharapkan. Koefisien variabel 
sumber pinjaman lain adalah sebesar 524,165 yang 
artinya petani penggarap yang memiliki sumber 
pinjaman lain maka besar pinjaman yang diperoleh 
juga menjadi lebih besar daripada petani yang tidak 
memiliki jaminan dan perbedaan besar pinjaman 
yang diperoleh adalah sebesar Rp 524 ribu. Hal 
ini dapat terjadi karena petani penggarap yang 
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memiliki pinjaman dari sumber lain, dirasa memiliki 
kemampuan membayar yang lebih daripada petani 
penggarap yang tidak memiliki pinjaman lain. 


8. Pola Bagi Hasil 


Nilai P-Value yang diperoleh sebesar 0.003 
adalah lebih kecil dari taraf nyata lima persen, 
sehingga signifikan pada taraf kepercayaan 95% 
dan disimpulkan tolak H,. Artinya, pola bagi hasil 
yang diikuti oleh petani penggarap memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap besar pinjaman 
yang diperoleh oleh petani penggarap. Nilai 
koefisien bertanda positif dan sesuai dengan 
yang diharapkan. Koefisien variabel pola bagi 
hasil adalah sebesar 568,828 yang artinya petani 
penggarap yang tergabung dalam pola bagi tiga, 
besar pinjaman yang diperoleh menjadi lebih besar 
daripada petani yang tergabung dalam pola bagi 
dua dan perbedaan besar pinjaman yang diperoleh 
adalah sebesar Rp 568 ribu. 


Faktor Penentu Besarnya Biaya Pinjaman 


Analisis faktor-faktor yang memengaruhi 
besarnya biaya pinjaman yang harus dibayar oleh 
petani penggarap dilakukan dengan menggunakan 
teknik regresi linier berganda. Terdapat sebelas 


variabel independen yang diduga memengaruhi 
variabel dependen biaya pinjaman, yakni lama 
pinjaman, harga garam KP (Kualitas Produksi) 1, 
harga garam KP (Kualitas Produksi) 2, harga garam 
KP (Kualitas Produksi) 3, produksi garam, asal 
daerah petani penggarap, ketersediaan jaminan, 
faktor sosial, pinjaman lain, dan pola bagi hasil 
yang diikuti. Hasil analisis regresi disajikan dalam 
Tabel 2. 


Berdasarkan hasil pengolahan data pada 
Tabel 2, model yang dihasilkan dalam penelitian ini 
cukup baik karena nilai R-Sguare yang dihasilkan 
sebesar 70.8%. Nilai ini berarti keragaman 
besarnya biaya pinjaman yang harus ditanggung 
oleh responden dapat dijelaskan oleh variabel- 
variabel independen di dalam model sebesar 
70.8%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 29.2% 
dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai 
F statistik sebesar 19.92 dengan nilai P-value 
sebesar 0.000 yang menunjukkan variabel penjelas 
dalam model secara bersama-sama berpengaruh 
nyata terhadap besarnya biaya pinjaman yang 
ditanggung oleh responden pada taraf nyata lima 
persen. Nilai VIF setiap variabel yang bernilai 
kurang dari 5 (VIF< 5) menunjukkan bahwa model 
tersebut terbebas dari masalah multikolinieritas. 


Tabel 2. Faktor Penentu Biaya Pinjaman dalam Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat di Kabupaten 


Pamekasan, 2016. 


Table 2. Determinants of Cost of Fund in Sharecropping System of Salt Production Busineess in 


Pamekasan Regency, 2016. 


: : Koefisien / P-value / 

Variabel / Variable Coefficient P iie VIF / VIF 
Intersep / Intercept -1181.0 0.000 
Lama Pinjaman / Duration of Credit -25.226 0.0002 1.4 
Harga Garam KP 1 / Price of First Production Quality 0.0012949 0.0002 1.3 
Harga Garam KP 2 / Price of Second Production 0.0009577 0.0002 1.6 
Quality 
Harga Garam KP 3 / Price of Third Production Quality 0.0002877 0.310 1.6 
Produksi Garam / Number of Production 1.1291 0.000 3.9 
Asal Daerah Petani Penggarap / Sharecropper’s -12.34 0.358 1.5 
Region 
Ketersediaan Jaminan / Collateral -43.29 0.083? 3.7 
Faktor Sosial / Social Factor 0.88 0.953 14 
Sumber Pinjaman Lain / Other Credit -46.04 0.0002 1.7 
Pola Bagi Hasil yang Diikuti / Sharecropping System -51.51 0.0052 1.6 
Joined 
R-Square / R-Square 70.8 % 
R-Square (adj) / R-Square (adj) 67.3 Yo 
Durbin-Watson / Durbin-Watson 1.96 
F-Statistik / F-Statistic 19.92 0.0002 


Sumber / Source : Data Primer 2016 / Field Survey 2016 
Keterangan / Not 


: a = Nyata pada a=5% / ° = Significant at a=5% 


> = Nyata pada a=10% /? = Significant at a=10% 
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Nilai statistik DW yang dihasilkan sebesar 1.96 
dimana berada dalam rentang nilai 1.55 dan 2.46, 
maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut 
tidak terdapat autokorelasi. 


Hasil analisis regresi berganda menunjukkan 
enam variabel independen yang berpengaruh nyata 
dalam taraf nyata lima persen dan satu variabel 
independen saja yang berpengaruh nyata dalam 
taraf nyata sepuluh persen. Hal ini dilihat dari 
besarnya nilai P-value dan hipotesis H,. Variabel- 
variabel yang berpengaruh nyata terhadap besarnya 
biaya pinjaman yang harus ditanggung oleh petani 
penggarap, yaitu: 


1. Lama Pinjaman 


Nilai P-Value yang diperoleh 0.000 adalah 
lebih kecil dari taraf nyata lima persen, sehingga 
signifikan pada taraf kepercayaan 95% dan 
disimpulkan tolak H,. Artinya, lama pinjaman 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
biaya pinjaman yang harus dibayar oleh petani 
penggarap. Nilai koefisien bertanda negatif dan 
sesuai dengan yang diharapkan. Koefisien variabel 
lama pinjaman adalah sebesar -25.226 yang artinya 
jika durasi atau lama pinjaman semakin singkat atau 
dipersingkat sejumlah satu bulan, biaya pinjaman 
justru akan meningkat sebesar 25.226 persen. Hal 
ini dapat terjadi karena peminjaman yang durasinya 
singkat dirasa kurang menguntungkan pemilik 
lahan, sehingga pemilik lahan akan memilih untuk 
melakukan perbedaan harga yang lebih tinggi lagi 
agar biaya pinjaman yang harus dibayar petani 
penggarap tetap memberikan keuntungan pada 
pemilik lahan. Kesimpulan penelitian ini sesuai 
dengan yang dilakukan oleh Aleem (1990) dan 
Bhattacharjee et al. (2009). 


2. Harga Garam KP (Kualitas Produksi) 1 


Nilai P-Value yang diperoleh sebesar 0.000, 
dimana lebih kecil dari taraf nyata lima persen, 
sehingga signifikan pada taraf kepercayaan 95% 
dan disimpulkan tolak H,. Artinya, harga garam KP 
(Kualitas Produksi) 1 memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap biaya pinjaman yang harus dibayar 
oleh petani penggarap. Nilai koefisien bertanda 
positif dan sesuai dengan yang diharapkan. 
Koefisien variabel harga garam KP (Kualitas 
Produksi) 1 adalah sebesar 0.0012949 yang 
artinya jika harga garam KP (Kualitas Produksi) 1 
meningkat sebesar Rp 1 000 perton, biaya pinjaman 
juga akan meningkat sebesar 1.295 satuan persen. 
Hal ini dapat terjadi karena peningkatan harga 
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garam KP (Kualitas produksi) 1 akan memengaruhi 
interest paid yang harus dibayar. Harga garam 
KP (Kualitas Produksi) 1 meningkat, interest paid 
juga meningkat, maka biaya pinjaman yang harus 
dibayar juga meningkat. 


3. Harga Garam KP (Kualitas Produksi) 2 


Nilai P-Value yang diperoleh sebesar 0.000 
adalah lebih kecil dari taraf nyata lima persen, 
sehingga signifikan pada taraf kepercayaan 
95% dan disimpulkan tolak H, Artinya, harga 
garam KP (Kualitas Produksi) 2 memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap biaya pinjaman 
yang harus dibayar oleh petani penggarap. Nilai 
koefisien bertanda positif dan sesuai dengan yang 
diharapkan. Koefisien variabel harga garam KP 
(Kualitas Produksi) 2 adalah sebesar 0.0009577 
yang artinya jika harga garam KP (Kualitas 
Produksi) 2 meningkat sebesar Rp 1,000 per ton, 
biaya pinjaman juga akan meningkat sebesar 0.96 
persen. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan 
harga garam KP (Kualitas Produksi) 2 akan 
memengaruhi interest paid yang harus dibayar. 
Harga garam KP (Kualitas Produksi) 2 meningkat, 
interest paid juga meningkat, maka biaya pinjaman 
yang harus dibayar juga meningkat. 


4. Produksi Garam 


Nilai P-Value yang diperoleh 0.000 adalah 
lebih kecil dari taraf nyata lima persen, sehingga 
signifikan pada taraf kepercayaan 95% dan 
disimpulkan tolak H,. Artinya, produksi garam 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap biaya 
pinjaman yang harus dibayar oleh petani penggarap. 
Nilai koefisien bertanda positif dan sesuai dengan 
yang diharapkan. Koefisien variabel produksi garam 
adalah sebesar 1.1291 yang artinya jika produksi 
garam meningkat sebesar 1 ton, biaya pinjaman 
juga akan meningkat sebesar 1.1291 persen. 
Hal ini dapat terjadi karena peningkatan produksi 
garam akan memengaruhi interest paid yang harus 
dibayar. Produksi garam meningkat, interest paid 
juga meningkat, maka biaya pinjaman yang harus 
dibayar juga meningkat. 


5. Ketersediaan Jaminan 


Nilai P-Value yang diperoleh sebesar 
0.083 yang mana lebih kecil dari taraf nyata 
sepuluh persen, sehingga signifikan pada taraf 
kepercayaan 90% dan disimpulkan tolak H,. Artinya, 
ketersediaan jaminan memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap biaya pinjaman yang harus dibayar 
oleh petani penggarap. Nilai koefisien bertanda 
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negatif dan sesuai dengan yang diharapkan. 
Koefisien variabel ketersediaan jaminan adalah 
sebesar -43.29 yang artinya petani penggarap 
yang memiliki jaminan maka biaya pinjaman yang 
harus dibayar menjadi lebih rendah daripada petani 
yang tidak memiliki jaminan dan perbedaan biaya 
pinjaman yang dibayarkan adalah sebesar 43.29 
persen. Kesimpulan ini telah sesuai dengan yang 
disampaikan oleh Bottemley (1979). 


6. Sumber Pinjaman Lain 


Nilai P-Value yang diperoleh adalah 0.000, 
yang lebih kecil dari taraf nyata lima persen, 
sehingga signifikan pada taraf kepercayaan 95% 
dan disimpulkan tolak H,. Artinya, sumber pinjaman 
lain memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
biaya pinjaman yang harus dibayar oleh petani 
penggarap. Nilai koefisien bertanda negatif dan 
sesuai dengan yang diharapkan. Koefisien variabel 
sumber pinjaman lain adalah sebesar -46.04 yang 
artinya petani penggarap yang memiliki sumber 
pinjaman lain maka tingkat biaya pinjaman yang 
harus dibayar menjadi lebih rendah daripada petani 
yang tidak memiliki jaminan dan perbedaan biaya 
pinjaman yang dibayarkan adalah sebesar 46.04 
persen. Hal ini dapat terjadi karena terkadang 
pemilik lahan cenderung untuk memberikan 
keringanan kepada petani penggarap yang memiliki 
pinjaman kepada pihak lain, misalnya perbankan, 
sehingga memutuskan untuk meringankan biaya 
pinjaman yang harus dibayar kepada pemilik lahan. 


7. Pola Bagi Hasil 


Nilai P-Value yang diperoleh sebesar 0.005 
adalah lebih kecil dari taraf nyata lima persen, 
sehingga signifikan pada taraf kepercayaan 95% 
dan disimpulkan tolak H,. Artinya, pola bagi hasil 
yang diikuti oleh petani penggarap memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap biaya pinjaman yang 
harus dibayakan. Nilai koefisien bertanda negatif 
dan sesuai dengan yang diharapkan. Koefisien 
variabel pola bagi hasil adalah sebesar -51.51 
yang artinya petani penggarap yang tergabung 
dalam pola bagi tiga, biaya pinjaman yang harus 
dibayar menjadi lebih rendah daripada petani yang 
tergabung dalam pola bagi dua dan perbedaan 
biaya pinjaman yang dibayarkan adalah sebesar 
51.51 persen. Hal ini dapat terjadi karena terkadang 
pemilik lahan menyadari bahwa dalam pola bagi 
tiga, bagian yang diterima oleh petani penggarap 
hanya satu bagian saja, sehingga pemilik lahan 
memutuskan untuk menurunkan biaya pinjaman 
yang harus dibayarkan. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Biaya pinjaman (cost of fund) yang harus 
ditanggung oleh petani penggarap mencapai angka 
hingga 467% per musim atau sekitar 93.45% per 
bulan atau 1 124.40% per tahun. Nilai ini jauh lebih 
besar dari tingkat suku bunga pinjaman (kredit) 
yang diberlakukan oleh BRI (0.75% per bulan atau 
9% per tahun) maupun Bank JATIM (1.00% per 
bulan atau 12.02% per tahun) sebagai lembaga 
pembiayaan formal. Hal ini menjadi bukti bahwa 
terdapat ketidakadilan dalam pola bagi hasil usaha 
garam rakyat di Kabupaten Pamekasan. 


Besarnya pinjaman yang diperoleh oleh 
petani penggarap dipengaruhi secara nyata oleh 
variabel lama pinjaman, jumlah anggota keluarga 
petani penggarap, biaya pinjaman, keuntungan 
petani penggarap, asal daerah, ketersediaan 
jaminan, sumber pinjaman lain, dan pola bagi 
hasil yang diikuti petani penggarap. Keuntungan 
yang diterima oleh petani penggarap berpengaruh 
positif terhadap besarnya pinjaman. Besarnya 
keuntungan dipengaruhi oleh jumlah garam yang 
diproduksi. Semakin tinggi jumlah garam yang 
diproduksi, semakin tinggi biaya produksi yang 
harus dikeluarkan, sehingga pinjaman yang 
harus dilakukan juga semakin tinggi. Pinjaman 
yang semakin tinggi akan memengaruhi secara 
positif biaya pinjaman yang harus ditanggungnya. 
Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan 
pinjaman yang bersubsidi untuk mengatasi 
permasalahan tersebut. Pinjaman yang bersubsidi 
akan menurunkan tingkat bunga pinjaman yang 
diberlakukan, sehingga petani penggarap dapat 
melakukan pinjaman dengan tidak menanggung 
suku bunga pinjaman yang terlalu membebani 
mereka. 


Biaya pinjaman yang ditanggung oleh petani 
penggarap dipengaruhi secara nyata oleh variabel 
independen lama pinjaman, harga garam KP 
(Kualitas Produksi) 1 dan KP (Kualitas Produksi) 
2, produksi garam, ketersediaan jaminan, sumber 
pinjaman lain, dan pola bagi hasil yang diikuti 
petani penggarap. Harga garam dan jumlah garam 
yang diproduksi merupakan faktor penentu dalam 
penentuan tingkat interest paid yang nantinya akan 
memengaruhi besarnya besarnya biaya pinjaman 
yang harus ditanggung. Semakin tinggi perbedaan 
harga jual garam yang diterima oleh petani 
penggarap dan harga jual garam yang diterima oleh 
pemilik lahan menyebabkan biaya pinjaman yang 
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semakin tinggi pula. Oleh karena itu, pemerintah 
harus memastikan bahwa harga minimum garam 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah benar- 
benar ditransmisikan hingga ke tingkat petani 
garam. Hal ini disebabkan karena petani garam 
memiliki keterbatasan dan posisi tawar (bergaining 
position) yang sangat rendah dalam usaha garam 
rakyat. 


Implikasi Kebijakan 


Kerja sama antara pemerintah dan 
perbankan diharapkan mampu menekan tingginya 
biaya pinjaman (cost of fund) melalui program 
subsidi bunga bank, seperti program Kredit Dana 
Bergulir Pemprov Jatim oleh Bank JATIM. Hal 
ini dapat membantu mengatasi permasalahan 
pembiayaan usaha garam rakyat, sehingga petani 
penggarap dapat mengembangkan usaha garam 
yang dijalankan. 


Pembentukan koperasi yang menangani 
masalah pemasaran dan pembiayaan dapat 
mengatasi permasalahan dalam usaha garam 
rakyat di Kabupaten Pamekasan. Seluruh 
stakeholder terkait diharapkan dapat berpartisipasi 
penuh dalam koperasi tersebut, sehingga dominasi 
pihak tertentu dapat berkurang. 


Kegiatan dalam Kelompok Usaha Garam 
Rakyat (KUGAR) perlu ditingkatkan agar anggota 
yang tergabung dapat secara aktif berpartisipasi 
dan memperoleh informasi mengenai usaha 
garam yang lebih bermanfaat bagi usaha yang 
dijalankan. Hal ini dapat mengurangi persentase 
petani penggarap yang tercatat sebagai anggota 
KUGAR namun tidak berperan aktif. 
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ABSTRAK 


Ketahanan pangan rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor dan bervariasi antar individu 
ataupun rumah tangga. Salah satu kelompok masyarakat di perkotaan yang masih tergolong rawan 
pangan adalah nelayan. Masyarakat Desa Bajo Sangkuang bermata pencahariaan utama sebagai 
nelayan, dan mayoritas adalah menjadi buruh pada bagang perahu. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kondisi ketahanan pangan rumah tangga nelayan buruh di Desa Bajo Sangkuang. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara menggunakan kuesioner kepada 97 rumah tangga nelayan buruh yang 
dipilih secara acak dan wawancara mendalam kepada informan kunci yakni kepala desa, nelayan buruh, 
pemilik bagang. Kondisi ketahanan pangan dianalisis dengan menggunakan indeks ketahanan pangan 
yang dikembangkan oleh FAO. Hasil kajian menunjukkan bahwa 92,78% rumah tangga nelayan buruh 
dalam kategori tidak tahan pangan, sebanyak 7,22% termasuk kurang tahan pangan dan tidak ada 
rumah tangga nelayan buruh termasuk dalam kategori tahan pangan. 


Kata Kunci: ketahanan pangan, rumah tangga, nelayan buruh 


ABSTRACT 


Household food security is affected by many factors and varies among individuals or households. 
One of the groups of people in urban areas are classified as food insecurity is the fisher. Most of the 
people in the Village of Bajo Sangkuang is the fishers and most of them became laborers at bagang 
boats. The aim of this study was to determine the food security of households of fisher workers. This 
study used a descriptive-analytical method with survey approach. Data were collected through interviews 
using a questionnaire for 97 fisher labor households as randomly selected and in-depth interviews with 
four keys informant such as the head of village, fishing laborers, and owner of Bagang perahu. Food 
security condition is analyzed using food security index by FAO. Results show that 92,78% of fishing 
laborers household are insecure, 7,22% are middle-secure and there is no fisher labor households are 
categorized as highly food security. 


Keywords: food security, households, the fisher labors 


PENDAHULUAN 


Masyarakat Desa Bajo Sangkuang bermata 
pencaharian utama sebagai nelayan dan lebih 
berorientasi pada tiga jenis target tangkapan yakni 
ikan teri, ikan tuna dan ikan cakalang. Operasi 
penangkapan menggunakan alat tangkap berupa 
bagang, jaring, dan pancing. Alat tangkap bagan 
adalah salah satu alat tangkap yang populer 
diusahakan oleh nelayan di Desa Bajo Sangkuang, 
yang mana dalam setiap bagang terdiri dari 5-15 
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orang nelayan buruh. Pendapatan yang diperoleh 
oleh nelayan buruh umumnya tergantung pola bagi 
hasil dan hasil tangkapan yang mereka peroleh 
dalam setiap trip penangkapan. 


Perilaku ekonomi pada rumah tangga 
nelayan meliputi, kegiatan berproduksi, curahan 
kerja, pendapatan dan pengeluaran (konsumsi). 
Pola bagi hasil dan rendahnya produktivitas 
nelayan buruh mengakibatkan pendapatan dari 
sektor perikanan rendah. Tak heran jika seringkali 
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rumah tangga nelayan buruh mengalami kesulitan 
dalam pemenuhan kebutuhan pokok, baik pangan 
maupun non pangan. Menurut Dewan BKP (2001) 
dalam Hildawati (2008), kerawanan pangan 
mempunyai korelasi positif dan erat kaitannya 
dengan kemiskinan. 


Bila dilihat dari kebutuhan pangan jangka 
pendek untuk kebutuhan subsistennya, masyarakat 
Desa Bajo Sangkuang termasuk rumah tangga 
nelayan buruh mendapatkan sebagian besar 
bahan pangan dari pasar dan warung-warung 
sembako di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. 
Hanya ikan yang menjadi sumber protein utama, 
mereka dapatkan secara gratis dari hasil tangkapan 
mereka. Kecenderungan ketersediaan pangan 
yang tidak stabil menyebabkan mereka melakukan 
adaptasi dengan mengatur/ mengurangi porsi dan 
frekuensi makan anggota keluarga. 


Akses pangan hanya dapat terjadi apabila 
rumah tangga nelayan buruh memiliki pendapatan 
yang cukup atau memiliki daya beli yang 
menjangkau, namun pendapatan rumah tangga 
yang tetap, sementara tingkat harga pangan naik 
maka daya beli rumah tangga menjadi berkurang 
sehingga akses rumah tangga terhadap pangan 
menurun. Selain itu, banyak faktor yang juga 
berpengaruh pada ketersediaan pangan rumah 
tangga utamanya dipengaruhi oleh preferensi yakni 
struktur demografi rumah tangga (jumlah anak 
dan orang tua), tingkat pendidikan anggota rumah 
tangga, dan lokasi (perbedaan diantara wilayah 
kota atau desa). Pendapatan rumah tangga dan 
jenis makanan yang tersedia dapat bervariasi 
setiap musim (Sukandar et al., 2006). 


Relevan dengan pandangan ini, ketahanan 
pangan bagi rumah tangga nelayan buruh menjadi 
sulit terjadi, bila aksesnya terhadap pangan (access 
to food) bagi nelayan tersebut dalam kondisi yang 
rendah, khususnya dari sisi akses ekonomi seperti 
pendapatan, kesempatan kerja, dan harga pangan. 
Bahkan sangat dimungkinkan, nelayan buruh juga 
tidak hanya lemah pada akses pangan, tetapi 
ketidakpastian dalam kecukupan pangan (food 
sufficient) dan jaminan pangan (food security) serta 
keberlanjutan pangan (food sustainability). 


Berdasarkan definisi ketahanan pangan 
dari Food and Agricultural Organization (FAO) 
(1996) dan UU No 7 Tahun 1996, terdapat empat 
komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai 
kondisi ketahanan pangan, yaitu: (a). Kecukupan 
ketersediaan pangan, (b). Stabilitas ketersediaan 


122 


pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim 
atau dari tahun ke tahun, (c). Aksesibilitas/ 
keterjangkauan terhadap pangan, (d). Kualitas/ 
keamanan pangan. Keempat komponen tersebut 
digunakan untuk mengukur ketahanan pangan di 
tingkat rumah tangga. Keempat indikator tersebut 
merupakan indikator utama untuk mendapatkan 
indeks ketahanan pangan. 


Sehubungan dengan paparan di atas 
maka penelitian mengenai Kajian Ketahanan 
Pangan Rumah Tangga Nelayan Buruh di Desa 
Bajo Sangkuang Kabupaten Halmahera Selatan 
bertujuan untuk mengetahui kondisi ketahanan 
pangan rumah tangga nelayan buruh dengan 
menggunakan indeks ketahanan pangan yang 
dikembangkan oleh FAO. 


METODOLOGI 


Desain dan Ruang Lingkup Penelitian 


Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
analitis dengan menggunakan pendekatan survei. 
Wirartha (2005), metode deskriptif yaitu metode 
penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk 
membuat gambaran suatu keadaan secara objektif 
mengenai kondisi ketahanan pangan rumah tangga 
nelayan buruh di Desa Bajo Sangkuang Kabupaten 
Halmahera Selatan. Informasi yang disajikan tidak 
hanya mendeskripsikan suatu keadaan namun 
sebelumnya fakta yang diperoleh dikomparasi dan 
dilihat hubungan antara variabel yang ditemukan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan survei 
merupakan penelitian yang mengambil sampel 
dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner 
sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Unit 
analisis dalam penelitian ini dibatasi hanya pada 
rumah tangga nelayan buruh yang bekerja pada 
bagang perahu. 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
Maret sampai dengan Juli 2015 bertempat di 
Desa Bajo Sangkuang Kecamatan Botanglomang 
Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku 
Utara. Pertimbangan memilih desa ini adalah karena 
desa ini merupakan salah satu desa nelayan di 
Kabupaten Halmahera Selatan. Desa ini memiliki 
sentra kegiatan penangkapan ikan khususnya 
bagang perahu dengan hasil tangkapan utama 
adalah ikan teri. Namun usaha yang berpotensi 
untuk dikembangkan berbanding terbalik dengan 
kondisi kehidupan nelayan buruh. Kondisi miskin 
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dan pendapatan yang rendah tentunya berimplikasi 
pada pemenuhan kebutuhan hidup terutama 
pemenuhan kebutuhan anggota keluarga terhadap 
pangan. 


Populasi dan Sampel 


Jumlah populasi nelayan buruh yang bekerja 
pada bagang perahu sebanyak 420 Rumah Tangga 
Nelayan (RTN). Berdasarkan perhitungan dengan 
menggunakan rumus Slovin (1960) dalam Hildawati 
(2008) maka jumlah sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 97 sampel (responden) dari populasi 
sebanyak 420 RTN. Pengambilan sampel secara 
acak sesuai jumlah sampel yang diteliti. Cara 
pengambilan sampel dilakukan secara sistematis, 
dimana kemungkinan untuk terambil sampel 
adalah perbandingan antara jumlah sampel 
dan jumlah populasi. Untuk mengambil sampel 
pertama dilakukan secara acak sederhana. 
Misalkan kemungkinannya 1/3 maka nomor 
pertama misalnya angka 2, selanjutnya sampel 
kedua dan seterusnya diambil setiap jarak 3 satu 
sampel. 


Jenis dan Sumber Data 


Data yang diambil meliputi data primer dan 
data sekunder. Data primer adalah data yang 
diperoleh secara langsung dari responden melalui 
wawancara langsung dengan menggunakan 
kuesioner, Wawancara mendalam dengan informan 
kunci dan observasi terhadap berbagai kondisi di 
lokasi penelitian. Data primer meliputi karakteristik 
rumah tangga, ketersediaan dan stabilitas pangan, 
akses pangan (pendapatan, harga pangan, dan 
akses distribusi pangan), dan pengeluaran pangan 
dan non pangan. Data primer berupa data kualitatif 
dan kuantitatif. 


Data sekunder yaitu data yang diperoleh 
dari dokumentasi objek dari berbagai instansi 
terkait. Data sekunder mencakup data monografi 
desa, profil Desa Bajo Sangkuang, jumlah produksi 
hasil tangkapan. Data sekunder diperoleh dari 
Kantor Desa, Kecamatan, dan Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan. 


Teknis Analisis Data 


Analisis data bertujuan untuk 
menyederhanakan dan mengkomparasikan serta 
menghubungkan berbagai variabel yang ditemukan 
dalam penelitian. Data yang dikumpulkan 
kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, 
diantaranya, 


Analisis karakteristik responden secara 
kualitatif-kuantitatif dimana dijabarkan secara 
deskriptif baik dalam bentuk tabel maupun gambar 
untuk selanjutnya dinarasikan. Analisis kuantitatif 
diantaranya analisis persentase pendapatan, dan 
pengeluaran rumah tangga responden. Selanjutnya, 
kondisi ketahanan pangan rumah tangga nelayan 
buruh di Desa Bajo Sangkuang dianalisis 
menggunakan indeks ketahanan pangan. Berbagai 
indikator telah dipakai untuk mengukur ketahanan 
pangan. Salah satunya adalah dengan mengukur 
indeks ketahanan pangan yang dikembangkan oleh 
FAO (1996). Indeks ketahanan pangan digunakan 
dengan mengkombinasikan empat komponen 
yakni kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas 
ketersediaan pangan, akses pangan, dan kualitas/ 
keamanan pangan. 


Kecukupan Ketersediaan Pangan 


Ketersediaan pangan dalam rumah tangga 
yang dipakai dalam pengukuran mengacu pada 
pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah 
yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah 
tangga. Dalam penelitian ini untuk mengetahui 
kondisi ketersediaan pangan diukur berdasarkan 
jenis makanan pokok yakni salah satunya adalah 
beras maka digunakan cutting point 240 hari. 
Penetapan ini didasarkan pada panen padi 
yang dapat dilakukan selama 3 x dalam 2 tahun 
(Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2004). 


1. Jika persediaan pangan rumah tangga 
2 240 hari, berarti persediaan pangan 
rumah tangga dalam kategori cukup, 


2. Jika persediaan pangan rumah tangga 
antara 1-239 hari, berarti persediaan 
pangan rumah tangga kategori kurang, 


3. Jika rumah tangga tidak punya persediaan 
pangan, berarti persediaan pangan rumah 
tangga kategori tidak cukup. 


Stabilitas Ketersediaan Pangan 


Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat 
rumah tangga diukur berdasarkan kecukupan 
ketersediaan pangan dan frekuensi makan 
anggota rumah tangga dalam sehari. Kombinasi 
antara keduanya sebagai indikator kecukupan 
pangan menghasilkan indikator ` stabilitas 
ketersediaan pangan, lebih rinci adalah sebagai 
berikut: 


1. Ketersediaan pangan RTN dikategorikan 
stabil jika kecukupan ketersediaan 
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pangan > 240 hari dengan frekuensi 
makan anggota keluarga 3x sehari 


2. Ketersediaan pangan RTN dikategorikan 
kurang stabil jika ketersediaan pangan 
cukup > 240 hari namun frekuensi makan 
hanya 2x sehari dan/ atau ketersediaan 
pangan 1-239 hari dengan frekuensi 
makan 3x sehari 


3. Ketersedian pangan RTN dikategorikan 
tidak stabil jika ketersediaan pangan > 
240 hari namun hanya makan 1x sehari, 
ketersediaan pangan 1-239 hari namun 
hanya makan 1-2x sehari atau tidak ada 
persediaan pangan sama sekali. 


Aksesibilitas/ Keterjangkauan Pangan 


Indikator aksesibilitas/ keterjangkauan dalam 
mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah 
tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga 
memperoleh pangan yang diukur dari kepemilikan 
modal dan akses pasar serta cara memperoleh 
pangan. Rinciannya adalah sebagai berikut: 


1. Jika RTN memiliki modal dan kemudahan 
dalam akses pasar sehingga sebagian 
besar bahan pangan dapat dibeli maka 
RTN tersebut dikategorikan mempunyai 
akses langsung terhadap sumberdaya 
pangan 


2. Sebaliknya, jika RTN mempunyai 
keterbatasan modal dan akses pasar serta 
bahan pangan diperoleh dengan cara 
hutang, pinjam, atau hibah maka RTN 
tersebut dikategorikan mempunyai akses 
tidak langsung terhadap sumberdaya 
pangan 


Kualitas/ Keamanan Pangan 


Kualitas/ keamanan jenis pangan yang 
dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi. 
Ukuran kualitas pangan seperti ini sangat sulit 
dilakukan karena melibatkan berbagai macam jenis 
makanan dengan kandungan gizi yang berbeda- 
beda, sehingga ukuran keamanan pangan hanya 
dilihat dari ‘ada’ atau ‘tidak’nya bahan makanan 
yang mengandung protein hewani dan/atau nabati 
yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Karena 
itu, ukuran kualitas pangan dilihat dari data 
pengeluaran untuk konsumsi makanan (lauk-pauk) 
sehari-hari yang mengandung protein hewani dan/ 
atau nabati. Berdasarkan kriteria ini rumah tangga 
dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu: 
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1. Rumah tangga dengan kualitas pangan 
baik adalah rumah tangga yang memiliki 
pengeluaran untuk lauk-pauk berupa 
protein hewani dan nabati atau protein 
hewani saja. 


2. Rumah tangga dengan kualitas pangan 
kurang baik adalah rumah tangga yang 
memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk 
berupa protein nabati saja. 


3. Rumah tangga dengan kualitas pangan 
tidak baik adalah rumah tangga yang 
tidak memiliki pengeluaran untuk lauk- 
pauk berupa protein baik hewani maupun 
nabati. 


Ukuran kualitas pangan ini tidak 
mempertimbangkan jenis makanan pokok. Alasan 
yang mendasari adalah karena kandungan energi 
dan karbohidrat antara beras, sagu dan ubi kayu 
sebagai makanan pokok di lokasi penelitian tidak 
berbeda secara signifikan. 


Indeks Ketahanan Pangan 


Indeks ketahanan pangan di tingkat rumah 
tangga berdasarkan kombinasi dari keempat 
komponen di atas, dikategorikan adalah sebagai 
berikut: 


1. Rumah tangga tahan pangan adalah 
rumah tangga yang memiliki persediaan 
pangan/ makanan pokok secara kontinu 
(diukur dari persediaan makan selama 
jangka masa satu panen dengan panen 
berikutnya dengan frekuensi makan 3 kali 
atau lebih per hari serta akses langsung) 
dan memiliki pengeluaran untuk protein 
hewani dan nabati atau protein hewani 
saja. 


2. Rumah tangga kurang tahan pangan 
adalah rumah tangga yang memiliki: 


e  Kontinuitas pangan/ makanan pokok 
kontinu tetapi hanya mempunyai 
pengeluaran untuk protein nabati saja 


e Kontinuitas ketersediaan pangan/ 
makanan kurang kontinu dan 
mempunyai pengeluaran untuk protein 
hewani dan nabati 


3. Rumah tangga tidak tahan pangan adalah 
rumah tangga yang dicirikan oleh: 


ketersediaan 
tetapi tidak 


e  Kontinuitas 
kontinu, 


pangan 
memiliki 
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pengeluaran untuk protein hewani 
maupun nabati 


e Kontinuitas ketersediaan pangan 
kurang kontinu dan hanya memiliki 
pengeluaran untuk protein hewani 
atau nabati, atau tidak untuk kedua- 


duanya. 
e Kontinuitas ketersediaan pangan 
tidak kontinu walaupun memiliki 


pengeluaran untuk protein hewani 
dan nabati 


e Kontinuitas ketersediaan pangan 
tidak kontinu dan hanya memiliki 
pengeluaran untuk protein nabati 
saja, atau tidak untuk kedua-duanya. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Karakteristik Responden 


Secara deskriptif karakteristik responden 
yang diamati dalam survei ini meliputi umur, 
pendidikan formal, pengalaman usaha, status 
kepemilikan sumberdaya dan jumlah tanggungan 
keluarga. Jumlah responden yang diambil dalam 
survei ini adalah 97 RTN yakni rumah tangga 
nelayan buruh pada alat tangkap bagang perahu 
di Desa Bajo Sangkuang. 


Umur merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi kemampuan dan kemauan orang 
dalam bekerja, sehingga umur berpengaruh 
terhadap aktivitas produktif kenelayanan maupun 
aktivitas produktif lainnya. Sebaran umur responden 
di Desa Bajo Sangkuang menunjukkan bahwa 
persentase tertinggi kelompok umur pada suami 
adalah kelompok umur 36-50 tahun yaitu sebesar 
50% (49 orang), dan pada istri adalah kelompok 
umur 20-35 yakni sebesar 55% (53 orang). 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa sebagian besar umur suami dan istri 
masih pada kategori umur produktif (15-65 tahun), 
dimana pada kelompok umur tersebut merupakan 
kelompok umur yang potensial untuk bekerja atau 
melakukan kegiatan produktif lainnya sehingga 
baik untuk pengembangan potensi diri dan 
prestasi kerja. Menurut Salladien (1994) dalam 
Oktofriyadi et al. (2013), umur kerja produktif dibagi 
tiga kategori, yakni (1). Kategori kurang produktif 
(15 tahun < n 2 65 tahun); (2). Kategori produktif 
(46-65 tahun); dan (3). Sangat produktif (16-45 
tahun). 


Tingkat pendidikan menentukan seseorang 
dalam berfikir, bersikap, dan bertindak dalam 
mengelola usahanya seperti kemampuan 
dalam menyerap suatu inovasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
suami hanya tamat SD yakni 55% (53 orang) dan 
sebagian besarrespondenistritamat SMP yakni 60% 
(58 orang). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
tingkat pendidikan formal responden baik suami 
maupun istri tergolong rendah. Rendahnya tingkat 
pendidikan disebabkan oleh rendahnya kesadaran 
orang tua responden untuk menyekolahkan anak 
mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendidikan 
formal yang mereka tempuh hanya untuk 
mendapatkan pengetahuan membaca, menulis, 
dan berhitung yang dianggap berguna jika mereka 
sudah bekerja nantinya. Berkaitan dengan hal 
tersebut di atas faktor lainnya yang berpengaruh 
adalah masalah ekonomi yakni pendapatan yang 
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan 
sehari-hari. 


Tanggungan keluarga yang dimaksudkan 
adalah semua orang yang tinggal bersama 
kepala keluarga dan tidak tinggal bersama 
kepala keluarga tetapi hidupnya masih dibiayai. 
Persentase tertinggi jumlah tanggungan keluarga 
3-5 orang/unit keluarga rumah tangga responden 
adalah 85% (82 keluarga), tergolong keluarga kecil 
cenderung sedang (rata-rata 4 orang). Jumlah 
anggota keluarga berpengaruh langsung terhadap 
kecukupan konsumsi pangan keluarga. Jumlah 
tanggungan dalam keluarga pada umumnya juga 
berhubungan dengan pengeluaran rumah tangga. 
Oleh karena itu, semakin banyak tanggungan 
keluarga maka semakin besar beban ekonomi yang 
harus dipenuhi dalam keluarga tersebut, sehingga 
alokasi pendapatan menjadi semakin besar untuk 
memenuhi kebutuhan beban tersebut. 


Pengalaman usaha sebagai nelayan 
merupakan faktor penting yang menunjukkan upaya 
pencapaian keberhasilan dalam menjalankan 
usahanya. Persentase tertinggi pengalaman usaha 
nelayan buruh yang menjadi responden adalah > 
5 tahun sebesar 61% (59 responden). Persentase 
terendah £ 2 tahun sebesar 1% (1 responden). 
Hal ini karena pada umumnya masyarakat telah 
lama menjalankan profesinya sebagai nelayan 
buruh sejak mereka masih muda, bahkan sebelum 
mereka berkeluarga. Pengalaman ini membantu 
mereka dalam menjalankan usahanya, karena 
biasanya mereka mampu mengatasi masalah- 
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masalah yang timbul berdasarkan pengalaman dari 
kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan. 


Karakteristik responden yang juga menarik 
dicermati adalah kepemilikan sumberdaya. Pada 
penelitian ini sumberdaya yang dimaksudkan 
adalah sumberdaya fisik (lahan, modal, tenaga 
kerja). Status kepemilikan sumberdaya fisik 
baik alat tangkap, modal usaha, lahan, rumah, 
lainnya menunjukkan keberagamanan. Status 
kepemilikan sumberdaya fisik sebagian besar 
responden yakni 80,41% (78 responden) tidak 
mempunyai alat tangkap selain bagang dan 
84,53% (82 responden) tidak mempunyai lahan, 
100% (97 responden) tidak mempunyai modal 
usaha, namun 67,01% (65 responden) sudah 
memiliki rumah sendiri. Kepemilikan terhadap 
sumberdaya fisik memungkinkan nelayan buruh 
untuk memaksimalkan sumberdaya tersebut 
untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Status 
kepemilikan sumberdaya ini juga menunjukkan 
tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan buruh. 
Pendapatan yang minim (Tabel 4) menyebabkan 
responden tidak mampu untuk membeli alat 
tangkap lainnya termasuk perahu/ katinting, 
sehingga umumnya perahu yang mereka pakai 
diperoleh dengan meminjam dari kerabat atau 
tetangga. Kalaupun ada, perahu/ katinting tersebut 
merupakan warisan dari orang tua mereka. 


Sebagian besar rumah tangga responden 
juga tidak memiliki lahan yang bisa digarap 
sebagai lahan pertanian atau sumberdaya produktif 
lainnya. Sosial budaya masyarakat nelayan di 
Desa Bajo Sangkuang yang merupakan warisan 
nenek moyang mereka serta kondisi geografis 
tempat tinggal mereka menjadikan masyarakat 
nelayan sangat bergantung terhadap sumberdaya 
pesisir dan laut sehingga nelayan di Desa Bajo 
Sangkuang tidak terbiasa untuk bercocok tanam. 
Biasanya, sayur-sayuran dan bahan pelengkap 
lainnya seperti tomat, bawang, cabai dan lainnya 
mereka membeli dari pedagang desa tetangga 
sekitarnya yang berjualan di pasar temporer yang 
ada di desa tersebut. 


Perilaku Ekonomi 


a. Kegiatan kenelayanan 


Pekerjaan sebagai nelayan bagi responden 
merupakan pekerjaan yang dilakukan secara 
turun temurun juga dilakukan oleh masyarakat 
di Desa Bajo Sangkuang. Nelayan di Desa Bajo 
Sangkuang secara garis besar dibagi dalam dua 


126 


kategori yakni nelayan pemilik perahu/ juragan 
dan nelayan buruh. Nelayan pemilik/ juragan 
adalah pemilik alat tangkap berupa bagang 
perahu, sementara nelayan buruh adalah mereka 
yang mengoperasikan alat tangkap bukan milik 
sendiri. Berdasarkan kedua kategori tersebut 
yang terbanyak jumlahnya adalah nelayan buruh 
(ABK bagang). 


Kurangnya keterampilan lain dan tidak 
adanya modal usaha di tengah kebutuhan hidup 
yang semakin mendesak menjadikan sebagian 
besar masyarakat harus bekerja pada orang lain 
yang membutuhkan tenaganya dengan menjadi 
buruh nelayan (ABK bagang). Permasalahannya 
adalah selain sistem upah yang bergantung pada 
hasil tangkapan, pola bagi hasil (sistem upah) yang 
diterapkan cenderung kurang menguntungkan 
nelayan buruh. 


Pola bagi hasil pada alat tangkap bagang 
perahu di Desa Bajo Sangkuang umumnya 50:50 
yaitu total penjualan hasil tangkapan setelah 
dikurangi biaya operasional, sisanya dibagi dua 
antara pemilik bagang dengan nelayan buruh. 
Setengah bagian pendapatan untuk nelayan buruh 
tersebut harus dibagi lagi sesuai dengan jumlah 
anggota yang terlibat dalam operasi penangkapan 
tersebut. Jika 1 kelompok penangkapan terdiri 
atas 10 orang maka pendapatan nelayan buruh 
kurang lebih sepersepuluh dari pendapatan pemilik 
bagang. Semakin besar jumlah anggota yang 
terlibat dalam penangkapan berarti ketimpangan 
bagi hasil antara nelayan buruh dengan pemilik 
bagang semakin besar. 


Hubungan antara pemilik bagan dengan 
nelayan buruh sebenarnya saling membutuhkan. 
Meskipun demikian, karena posisinya yang lemah 
ada kecenderungan ketergantungan nelayan buruh 
kepada pemilik bagang terutama saat musim 
paceklik. Hal ini terbukti pada saat tidak ada hasil 
tangkapan, maka untuk memenuhi kebutuhan 
hidup rumah tangganya mereka banyak yang 
meminjam uang kepada pemilik bagang. Hal ini 
dimanfaatkan oleh pemilik bagang untuk mengikat 
nelayan buruh agar tidak berpindah kepada pemilik 
bagang lainnya. 


b. Curahan waktu kerja suami dan istri 


Curahan kerja adalah jumlah waktu yang 
dialokasikan untuk melakukan serangkaian kegiatan 
yang biasa dilakukan di dalam dan luarrumah tangga 
dalam satuan waktu (jam) (Kusnadi, 2002). Kajian 
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penelitian ini berfokus pada curahan kerja kegiatan 
produktif suami dan istri. Menurut konsep gender, 
kegiatan produktif adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka 
mencari nafkah (Sukiyono et al., 2009). Responden 
rata-rata mencurahkan waktunya untuk kegiatan 
kenelayanan yakni melaut dan menjemur ikan teri 
menjadi ikan teri kering. Kegiatan kenelayanan 
menjadi sumber nafkah utama mereka untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Menjadi 
buruh pada alat tangkap bagang adalah sebuah 
pilihan yang mana terkadang mereka terpaksa 
menjadi buruh karena ketidakberdayaan dalam 
keterampilan yang terbatas serta tidak adanya 
modal usaha. Permasalahan pendapatan yang 
minim menjadi faktor utama keluarga nelayan 
mengerahkan anggota keluarganya untuk mencari 
nafkah, termasuk di dalamnya adalah istri nelayan. 


Curahan waktu sebagian besar kegiatan 
produktif yang dilakukan responden baik suami 
maupun istri masih bergerak pada kegiatan di 
sektor perikanan. Curahan waktu kerja pada 
kegiatan produktif didominasi oleh suami dimana 
aktivitas bagang yang menjadi mata pencaharian 
utama. Kondisi sebaliknya, walaupun alokasi waktu 
istri dalam melakukan kegiatan produktif lebih 
sedikit yakni 1-5 jam, namun kegiatan produktif 
tersebut lebih beragam. Istri nelayan buruh di 
samping menjalankan kewajibannya sebagai ibu 
rumah tangga yakni salah satunya mengerjakan 
pekerjaan reproduktif, mereka juga melakukan 
aktivitas produktif yang tidak terlalu menyita waktu 
diantaranya usaha ikan teri kering, pembuat kerupuk 
ikan/ kamplang, warung sembako, menjual ikan di 
pasar dan kapal yang singgah di dermaga, dan 
menjual kue untuk dapat meningkatkan ekonomi 
rumah tangga. 


c. Pengeluaran 


Secara garis besar pengeluaran rumah 
tangga dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori 
yakni pengeluaran untuk pangan dan non pangan. 
Dengan demikian, pada tingkat pendapatan 
tertentu nelayan mengalokasikan pendapatannya 
untuk memenuhi kebutuhan/ pengeluaran rumah 
tangganya. Besaran pendapatan yang diproksi 
dengan pengeluaran total yang dibelanjakan untuk 
pangan dari suatu rumah tangga dapat digunakan 
sebagai indikator kesejahteraan rumah tangga 
tersebut. 


Berdasarkan hasil analisis, alokasi terbesar 
pengeluaran rumah tangga responden yaitu 


pangan mencapai 77,18% atau senilai Rp.289,437/ 
kapita/ bulan, dan pengeluaran non pangan hanya 
sebesar 22,82% atau senilai Rp.85,563/kapita/ 
bulan. Hasil survei sosial ekonomi nasional tahun 
2011 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran 
perkapita/ bulan secara nasional untuk pengeluaran 
pangan mencapai 49,45% atau sebesar Rp. 293.556 
sementara pengeluaran non pangan mencapai 
50,55% atau sebesar Rp. 300.108 (Firdaus et 
al., 2013). Jika dibandingkan dengan besarnya 
pengeluaran rumah tangga nelayan buruh yang 
menjadi responden, maka hal ini berarti secara 
nasional memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih 
rendah, dimana ditunjukkan dari besarnya total 
nilai pengeluaran rumah tangga jika dibandingkan 
dengan nilai pengeluaran nasional. 


Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
besaran nilai pengeluaran non pangan yang 
lebih kecil dari pengeluaran pangan pada rumah 
tangga responden menunjukkan rendahnya tingkat 
kesejahteraan rumah tangga nelayan buruh 
di Desa Bajo Sangkuang yang masih rendah. 
Firdaus et al. (2013) mengemukakan bahwa 
semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan berarti 
semakin kurang sejahtera rumah tangga yang 
bersangkutan. Sebaliknya, semakin rendah pangsa 
pengeluaran pangan maka rumah tangga tersebut 
semakin sejahtera. Kondisi demikian terjadi karena 
secara alamiah kuantitas pangan yang dibutuhkan 
seseorang akan mencapai titik jenuh sementara 
kebutuhan non pangan termasuk kualitas pangan 
tidak terbatasi dengan cara yang sama. 


d. Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Buruh 


Akses rumah tangga terhadap pangan 
sangat dipengaruhi oleh pendapatan rumah 
tangga. Sejalan dengan Sukiyono et al. (2009), 
pendapatan rumah tangga dapat dijadikan indikator 
bagi ketahanan pangan rumah tangga karena 
pendapatan merupakan salah satu kunci utama 
bagi rumah tangga untuk mengakses ke pangan. 
Berikut ini pendapatan rumah tangga responden 
dapat dilihat pada Tabel 1. 


Hasil penelitian pada Tabel 1 menunjukkan 
bahwa sebanyak 83 responden suami dari 


97 responden memiliki penghasilan 
Rp.1.000.500-1.500.000/ bulan dan 24 
responden istri dari 55 responden memiliki 


penghasilan sebanyak Rp.500.000-1.000.000/ 
bulan. Jumlah RTN menurut rata-rata total 
pendapatan perbulan tertinggi adalah 54 RTN 
(56%) berpendapatan Rp.1.500.500-2.000.000/ 
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Tabel 1. Sebaran Rata-rata Total Pendapatan Rumah Tangga Responden (Suami dan Istri Nelayan 


Buruh) di Desa Bajo Sangkuang. 


Table 1. Distribution of Total Households Income in The Bajo Sangkuang Village. 


Jumlah RTN Jumlah RTN 
Rata-rata Menurut Rata-rata Persentase Menurut Rata-rata 
Pendapatan RTN Total Pendapatan Rata-Rata Total Pendapatan Rumah 
Buruh Suami Istri RTN buruh/ Pendapatan Tangga Perkapita/ 
(Rp/bulan)/ z : The Number RTN buruh/ Number of Fisher 
Average Income ga osa of Fisher’s The Percentage Household 
Sag Husband Wife g : : 
Fishers Labor (people) (people) Household of Average Total According to Their 
Households eo peop According to Household Average Total per 
(IDR/month) Their Income Income Capita Income 
(RTN) (%) (RTN) 
< 500.000 0 31 0 0 93 
500.000-—1.000.000 10 24 0 0 3 
1.000.500—1.500.000 83 0 39 40 0 
1.500.500—2.000.000 2 0 54 56 1 
2.000.500—2.500.000 1 0 3 3 0 
2.500.500—3.000.000 0 0 0 0 0 
> 3.000.000 1 0 1 1 0 
Jumlah/ Amount 97 55 97 100 97 


Sumber: Olahan Data Primer, (2015)/ Source: Primary Data Processed (2015) 


bulan, sebaliknya terendah yakni hanya 1% 
atau 1 RTN yang mempunyai penghasilan 
> Rp. 3.000.000,-/ bulan. Persentase tertinggi 
rata-rata pendapatan RTN buruh perkapita/ bulan 
dengan rata-rata jumlah tanggungan keluarga 
sebanyak 4 orang adalah 93% kurang dari 
Rp. 500.000,- perkapita/ bulan. Hal ini menunjukkan 
bahwa tingkat pendapatan nelayan buruh masih 
tergolong rendah jika dibandingkan dengan 
pengeluaran rumah tangga tiap bulannya. 
Kontribusi istri nelayan terhadap pendapatan rumah 
tangga pun tergolong kecil yakni sebagian besar 
« Rp. 500.000/ bulan. 


Tidak adanya kepemilikan terhadap 
sumberdaya modal maupun fisik serta 
ketergantungan yang tinggi terhadap juragan/ 
pemilik bagang perahu menjadi salah satu faktor 
penyebab rendahnya pendapatan RTN buruh. 
Minimnya tingkat pendapatan nelayan buruh 
juga dipengaruhi oleh produktivitas yang rendah. 
Produktivitas ini bisa dilihat dari aktivitas produktif 
yang mereka lakukan kurang beragam dan hanya 
di sektor perikanan. Kurangnya keterampilan, 
tidak adanya modal usaha, dan sumberdaya fisik 
lainnya adalah beberapa faktor yang 
mempengaruhi sehingga nelayan buruh tidak 
mampu keluar dari jeratan kebergantungan 
terhadap pemilik modal sehingga kondisi ini pun 
dimanfaatkan oleh pemilik bagang untuk mengikat 
anak buahnya tersebut. 
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Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan 
Buruh di Desa Bajo Sangkuang 


Status ketahanan pangan rumah tangga 
diukur berdasarkan nilai indeks ketahanan pangan 
dengan menggunakan indikator ketahanan pangan 
yang merujuk pada FAO yakni (1) kecukupan dan 
stabilitas ketersediaan pangan, (2) akses pangan: 
(3) kualitas/ keamanan pangan. 


Kecukupan dan Stabilitas Ketersediaan Pangan 


Kecukupan ketersediaan pangan rumah 
tangga responden di Desa Bajo Sangkuang dapat 
diukur dengan melihat pangan yang cukup dan 
tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi 
kebutuhan konsumsi rumah tangga, dan stabilitas 
ketersediaan pangan diukur berdasarkan kecukupan 
ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota 
rumah tangga dalam sehari. Kecukupan dan 
stabilitas ketersediaan pangan dapat dilihat pada 
Tabel 2. 


Tabel 2 menunjukkan bahwa indikator 
stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga 
responden dengan persentase tertinggi sebesar 
86,59% (84 KK) adalah Tidak Stabil, hanya 7,22% 
(7 KK) dan 6,19% (6 KK) berturut-turut adalah 
“Stabil” dan “Kurang Stabil”. Hal ini menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden tidak mampu 
untuk memenuhi ketersediaan pangan pokok 
rumah tangganya setiap hari. 


Kajian Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Buruh Di Desa Bajo Sangkuang ................. 


(Fajria Dewi Salim dan Darmawaty) 


Tabel 2. Indikator Stabilitas Ketersediaan Pangan Rumah Tangga Nelayan Buruh (Responden) di 


Desa Bajo Sangkuang. 


Table 2. Indicator of Stability of Food Availability at Fishers Labor Households. 


Frek. Makan Anggota Keluarga (kali/ hari)/ 


Kecukupan Ketersediaan 


Meal Frequency of Household Members (times/ day) 


Pangan/ - - - 
Sufficiency of Food 3 kali/ 2 kali/ 1 kali/ 
Three Times a Day Two Times a Day One Time a Day 

Lebih dari 240 hari/ Stabil/ stable Kurang Stabil/ Tidak Stabil/ 
More than 240 days Less stable Unstable 
Jumlah KK/ The number of KK 7 6 0 
Persentase/ Percentage (%) 7.22 6.19 0 
1 — 239 hari/ 1-239 days Kurang Stabil/ Tidak Stabil/ Tidak Stabil/ 
Less stable Unstable Unstable 
Jumlah KK/ The number of KK 0 59 0 
Persentase/ Percentage (%) 0 60.82 0 
Tidak ada persediaan/ There were Tidak Stabil/ Tidak Stabil/ Tidak Stabil/ 
no food supplies Unstable Unstable Unstable 
Jumlah KK/ The number of KK 0 25 0 
Persentase/ Percentage (%) 0 25.77 0 


Sumber: Olahan Data Primer, (2015)/ Source: Primary Data Processed (2015) 


Ketersediaan pangan pokok cenderung 
tidak stabil karena sebagian besar pangan 
pokok tidak diproduksi sendiri. Hanya ikan yang 
menjadi sumber protein mereka peroleh dari hasil 
tangkapan mereka. Dengan demikian, rumah 
tangga responden dalam mencukupi kebutuhan 
pangan pokoknya, mereka biasa membelinya 
ke warung/ toko sembako dan pasar terdekat 
di lingkungan tempat tinggalnya atau ke pasar 
Labuha dengan waktu tempuh + 25-30 menit 
perjalanan laut menggunakan katinting. Disamping 
itu, pendapatan yang minim menyebabkan rumah 


tangga responden sangat jarang mampu membeli 
pangan pokok khususnya beras dalam jumlah 
banyak sekaligus guna pemenuhan kebutuhan 
pangan pokok tersebut tiap bulannya. 


Indikator Kontinuitas Ketersediaan Pangan 


Kontinuitas ketersediaan pangan rumah 
tangga responden dapat diukur dengan 
mengkombinasikan akses terhadap pangan 


dan stabilitas ketersediaan pangan. Kontinuitas 
ketersediaan pangan dapat dilihat pada Tabel 3. 


Tabel3. Kontinuitas/Keberlanjutan KetersediaanPanganRumah TanggaNelayan Buruh (Responden) 


di Desa Bajo Sangkuang. 


Table 3. Sustainability of Food Availability for Fishers Labor Households. 


Stabilitas Ketersediaan Pangan Rumah Tangga/ 


Akses Terhadap Pangan/ 


Stability of Food Availability in Households 


Food Access Stabil/ Kurang Stabil/ Tidak Stabil/ 

Stable Less Stable Unstable 
Akses Langsung/ Direct Access Kontinu/ Kurang Kontinu/ Tidak Kontinu/ 
Jumlah KK/ The Number of Sustainable Less continuous Unsustainable 
Householder 0 0 0 
Persentase/ Percentage (%) 0 0 0 


Akses Tidak Langsung/ 


Kurang Kontinu/ 


Tidak Kontinu/ Tidak Kontinu/ 


Indirect Access Less continuous Unsustainable Unsustainable 
Jumlah KK/ The Number of 7 6 84 
Householder 

Persentase/ Percentage (%) 7.22 6.18 86.60 


Sumber: Olahan Data Primer, (2015)/ Source: Primary Data Processed (2015) 
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Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa indikator 
kontinuitas ketersediaan pangan rumah tangga 
responden dengan presentase tertinggi 92,78 % 
atau sebanyak 90 KK responden adalah tidak 
kontinu, dan hanya 7,22 % atau 7 KK responden 
adalah kurang kontinu. Dengan demikian hasil 
penelitian di atas memberikan informasi bahwa 
sebagian besar rumah tangga nelayan buruh 
yang menjadi responden mempunyai akses tidak 
langsung terhadap pangan dan kurang stabil/ tidak 
stabil pada ketersediaan pangan dalam rumah 
tangga mereka. 


Berkaitan dengan keterjangkauan atau akses 
terhadap pangan, dimana akses pangan di tingkat 
rumah tangga dapat dilihat berdasarkan cara 
rumah tangga memperoleh pangan yang cukup 
secara terus menerus baik secara memproduksi 
sendiri, jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, 
maupun pemberian/ bantuan pangan. Hildawati 
(2008) menyatakan bahwa mata pencaharian 
berhubungan erat dengan akses pangan yang 
meliputi produksi rumah tangga dan alat untuk 
memperoleh pendapatan/ sumber nafkah. Fungsi 
dari akses terhadap sumber nafkah adalah daya 
beli rumah tangga. Dengan kata lain, akses pangan 
terjamin seiring terjaminnya pendapatan dalam 
jangka panjang, keterjangkauan pangan tergantung 
pada kesinambungan. 


Akses pangan dalam hal ini berkaitan akses 
fisik berupa jarak ke pasar dan ketersediaan pangan 
di warung/ pasar. Sebagian besar bahan pangan 
pokok sudah tersedia di warung/ toko sembako 
di Desa Bajo Sangkuang, sehingga masyarakat 
khususnya rumah tangga responden sering 
membeli kebutuhan pangan pokoknya di warung/ 
toko sembako dan pasar terdekat, namun pasar di 
desa tersebut sifatnya temporer atau aktivitas jual 
beli di pasar tersebut hanya berlangsung pada hari 
Rabu dan Sabtu tiap minggunya. Bahan pangan 
pokok yang tersedia pada warung/ toko sembako 
di desa tersebut dalam kategori cukup tersedia, 
namun harga yang ditawarkan relatif lebih mahal 
dibandingkan harga di pasar di ibukota kabupaten. 


Ketersediaan pangan rumah tangga 
responden cenderung tidak kontinu juga berkaitan 
dengan akses ekonomi berupa pengeluaran per 
kapita dan kepemilikan aset melaut. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran rumah 
tangga responden untuk pangan dan non pangan 
berturut-turut adalah 77,18% atau Rp. 289.437,-/ 
kapita/ bulan dan 22,82%, atau Rp. 85.563,-/ 
kapita/ bulan, cenderung lebih tinggi dibandingkan 
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dengan alokasi pengeluaran secara nasional 
menurut hasil survei SUSENAS 2011. Dengan 
demikian, alokasi pengeluaran yang lebih besar 
untuk pemenuhan kebutuhan pangan menunjukkan 
tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan 
buruh (responden) yang rendah. Kepemilikan 
aset melaut juga berpengaruh karena berkaitan 
dengan kemampuan nelayan buruh untuk memiliki 
pekerjaan alternatif guna menambah pendapatan 
keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
80,41% responden tidak mempunyai aset melaut 
dan hanya 19,59% responden mempunyai aset 
melaut. 


Akses sosial juga mempengaruhi kontinuitas 
ketersediaan pangan rumah tangga responden. 
Tingkat pendidikan kepala keluarga yang sebagian 
besar hanya tamat SD berpengaruh terhadap etos 
kerja dan adopsi pengetahuan baru yang bisa 
dijadikan sebagai salah satu modal dasar untuk 
mencari alternatif pendapatan lainnya. Disamping 
itu, jumlah tanggungan keluarga berpengaruh 
terhadap porsi pengeluaran bahan pangan rumah 
tangga, sehingga tak jarang dalam pemenuhan 
kebutuhan pangan rumah tangga, mereka sangat 
berharap belas kasih dan perhatian dari kerabat 
atau tetangga mereka. Berdasarkan observasi, 
rumah tangga responden terkadang berhutang ke 
warung/ toko sembako terdekat untuk memenuhi 
kebutuhan pangan hariannya. Hal menarik yang 
menjadi perhatian adalah kebanyakan dari mereka 
memilih untuk meminta bantuan juragan bagang 
tempat dimana suami mereka bekerja, baik 
berhutang ke warung yang pemiliknya adalah 
istri juragan, ataupun langsung ke juragan untuk 
meminjam sejumlah uang yang mereka butuhkan, 
karena dirasakan lebih mudah berhutang atau 
meminjam sejumlah uang ke juragan. 


Indeks Ketahanan Pangan 


Konsep ketahanan pangan rumah tangga 
nelayan buruh (responden) dicerminkan oleh 
kemampuan untuk memperoleh akses terhadap 
pangan yang mencukupi untuk kehidupan sehat 
dan produktif yang berlangsung dari waktu ke 
waktu. Kajian ketahanan pangan rumah tangga 
nelayan buruh dianalisis berdasarkan indeks 
ketahanan pangan. 


Indeks ketahanan pangan rumah tangga 
nelayan buruh (responden) dapat diukur dengan 
mengkombinasikan kontinuitas ketersediaan 
pangan dan kualitas/ keamanan pangan. Indeks 
ketahanan pangan rumah tangga responden dapat 
dilihat pada Tabel 4. 


Kajian Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Buruh Di Desa Bajo Sangkuang ................. (Fajria Dewi Salim dan Darmawaty) 


Tabel 4. Indeks Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Buruh. 
Table 4. Food Security Index for Fishers Labor Households. 


Kualitas/ Keamanan Pangan/ Qualities/ Food Security 
Konsumsi : Protein Hewani dan Nabati/ 
Consumption : Animal Protein and Plant Protein 


Kontinuitas 
Ketersediaan Pangan/ Protein Hewani & Tidak Ada Konsumsi 
Sustainability of Food Nabati atau Protein Baik Hewani 
Availability Protein Hewani Saja/ Protein Nabati Saja/ Maupun Nabati/ 
Animal and Plant Animal Protein Only There Were No Animal 
Proteins or Just Animal and Plants Protein 
Protein Consumtion 
Kontinu/ sustainable Tahan Pangan/ Kurang Tahan Pangan/ Tidak Tahan Pangan/ 
Jumlah unit Keluarga/ Food secure Middle-secure Unsecure 
The number of 0 0 0 
household 
Persentase/ 0 0 0 


Percentage (%) 


Kurang Kontinu/ 
Less continuous 


Kurang Tahan Pangan/ 
Middle-secure 


Jumlah unit Keluarga/ 7 
The number of 

household 

Persentase/ 7,22 


Percentage (%) 


Tidak Kontinu/ Tidak Tahan Pangan/ 


Unsustainable Unsecure 
Jumlah unit Keluarga/ 90 
The number of 

household Persentase/ 92,78 


Percentage (%) 


Tidak Tahan Pangan/ Tidak Tahan Pangan/ 


Unsecure Unsecure 
0 0 
0 0 


Tidak Tahan Pangan/ Tidak Tahan Pangan/ 


Unsecure Unsecure 
0 0 
0 0 


Sumber: Olahan Data Primer, (2015)/ Source: Primary Data Processed (2015) 


Tabel 4 menunjukkan bahwa status 
ketahanan pangan berdasarkan indeks ketahanan 
pangan rumah tangga responden dengan 
persentase tertinggi 92,78% atau 90 KK adalah 
tidak tahan pangan, terendah 7,22% atau 7 KK 
adalah kurang tahan pangan, dan tidak ada rumah 
tangga responden yang tahan pangan. Dengan 
kata lain rumah tangga nelayan buruh (responden) 
di Desa Bajo Sangkuang berada pada kondisi 
rawan pangan. 


Tingginya rumah tangga responden yang 
tidak tahan pangan salah satunya disebabkan 
oleh akses pangan yang tidak kontinu dalam 
pemenuhan kebutuhan pangan termasuk protein, 
walaupun secara kualitas asupan protein tergolong 
baik berasal dari protein hewani (ikan laut) yang 
diperoleh dari hasil tangkapan mereka. Ikan yang 
dikonsumsi diperoleh tidak dengan cara dibeli. 


Kondisi ini menarik untuk dicermati karena asupan 
protein hanya diperoleh dari hasil melaut yang 
sangat bergantung kepada kondisi alam dan 
kebaikan hati pemilik bagang, sehingga apabila 
musim paceklik tiba sangat memungkinkan 
mereka jarang mengkonsumsi ikan laut. Biasanya 
pada kondisi tersebut, asupan protein yang bisa 
dijangkau adalah telur namun dalam jumlah yang 
sangat terbatas (1 butir telur bisa dikonsumsi oleh 
3 orang anggota keluarga). 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Berdasarkan indeks ketahanan pangan 
menunjukkan bahwa sebanyak 92,78% (90 KK) 
rumah tangga nelayan buruh (responden) di Desa 
Bajo Sangkuang termasuk dalam kategori tidak 
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tahan pangan, dimana akses terhadap pangan 
tidak kontinu dalam memenuhi kebutuhan pangan 
termasuk protein walaupun secara kualitas asupan 
protein tergolong baik berasal dari protein hewani. 
Sebanyak 7,22% (7 KK) termasuk dalam kategori 
kurang tahan pangan dan tidak ada rumah tangga 
nelayan buruh yang tahan pangan. 


Implikasi Kebijakan 


Untuk membantu mengatasi kerawanan 
pangan pada rumah tangga nelayan buruh di Desa 
Bajo Sangkuang maka strategi kebijakan yang 
dapat dipertimbangkan antara lain perlu adanya 
pemecahan masalah berkaitan dengan peningkatan 
pendapatan rumah tangga melalui diversifikasi 
pengolahan sumberdaya berbasis sumberdaya 
lokal sebagai mata pencaharian alternatif serta 
perbaikan perekrutan pekerja berbasis keahlian 
dan pola bagi hasil antara pemilik bagang dengan 
pekerjanya (ABK bagang/ nelayan buruh) sehingga 
tercipta hubungan kerja yang berbasis kemitraan. 
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Gambar 1. Peta Wilayah Reklamasi Teluk Jakarta 
Figure 1. Map of Reclamation Area of Jakarta Bay 


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Mongabay/ 
Source: Ministry of Environmental and Forestry in Mongabay (2016) 
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